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PENGANTAR REDAKSI

Sengketa tanah merupakan perkara yang paling banyak masuk
ke pengadilan di Indonesia saat ini. Dimensi konflik pertanahan dar
hari ke hari juga menunjukkankecenderungan semakin meluas dan
kompleks, tak hanya vertikal antara rakyat dan pemerintah atau
pemilik modal, tetapi sudah merambah ke konflik horizontal
antarpengusaha, pemerintah dengan pengusaha, atau antarinstitusi
pemeintah. Memahami akar konflik ini menjadi sangat penting untuk
memberikan jalan keluar dan mereduksi jumlah konflik yang timbul.

Jurnal ketatanegaraan kali ini terbit dengan gaggagasan
untuk mengatasi permasalahan pertanahan yang semakin luas dan
kompleks tersebut. Persepektif yang diambil oleh para penulis nampak
berusaha mencari akar permasalahan kekbikflik yang muncul
beserta gagasan mengenai mekanisme penyelesaian yang efektif dan
efisien.

Eskalasi konflik agraria di tanah air pada dasarigaktbisa
dilepaskan dari persoalan ketatanegaraan. Kebijakan pertanahan pada
dasarnya sudah memiliki landasan konstitusional yang cukegan
konstitusidari Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 28H ayat (1) UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk PR RI Nomor 16
Tahun 1998 dan UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
menempatkan tanah bukan sebagai barang kebutuhan ekonomi
semata, yang bisa diperdagangkan secara bebas. Amanat konstitusi
tersebut mengharuskan kehadiran peranan negara untuk mencegah
pemanfaatan tanah untuk spekulasi dari segelintir orang untuk
mengeruk keuntungan yang besar.

Namun landasan pengaturan pertanahan tersebut nampak
belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kebijakan
pertahanan dan praktek pengelolaan tanah masuk ke dakemyang
sangat bebas dengan peranan negara yang lemah dan distortif.
Akibatnya terjadi pemusatan dan kesenjangan pemilikan tanah yang
tinggi. Fenomena konversi lahan yang bernilai ekonomi tinggi dan
penguasaan tanah yang didominasi oleh korporasi dsiata besar
yang banyak terjadi menjelaskan masalah tersebut. Tanah dijadikan
komoditi biasa yang bisa diperjuatlikan secara bebas dalam
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mekanisme pasar. Ini jelas bertentangan dengan gagasan mengenai
SSHPLOLNDQ WDQDK" GDODP SrddgasgdayW LI NRQV
bahwa tanah tidak bisa dianggap sebagai komoditi pasar biasa, tetapi
PHPLOLNL 3IXQJVL VRVLDO ’

Para penulis dalam jurnal ini memunculkan banyak gagasan
untuk mengembalikan kebijakan pertanahan sesuai dengan pesan
konstitusi. Gagasan yang muncahtara lain dengan membenahi
pengaturan hak atas tanah yang belum cukup lengkap di undang
undang pokok agraria, dan perlunya lahir undandang baru untuk
mengatur lebih komprehensif. Dalam penyelesaian konflik pertanahan
juga muncul ide untuk membentulernmgadilan khusus pertanahan.
Pembentukan Peradilan Agraria diharapkan dapat menjamihaiak
rakyat atas tanah dengan caema yang berkeadilan. Terdapat pula
analisis yang komprehensif mengenai kebijakan penyelesaian masalah
pertanahan yang telah dilalauk pemerintah melaluin program
redistribusi lahan. Namun disebutkan bahwa kebijakan redistribusi
lahan tidak dapat berdiri sendiridalam mengurangi kondisi
ketimpangan.Kebijakan redistribusi lahan perlu didukung dengan
kebijakan lainnya untuk mendorongemapatan rumah tangga
penerima lahan dan mengurangi ketimpangan seperti kebijakan
pembiayaan, program pendampingan keterampilan, inovasi teknologi,
dukungan terkait akses pasar dan distribusi hasil lahan, penguatan
kelembagaan pertanian, dan sebagainya.

Redaksi menyambut baik pemikirgemikiran yang kritis dan
komprehensif yang disampaikan oleh para penulis. Antusiasme
penulisan gagasagagasan cemerlang diurnal Ketatanegaraan
nampak semakin hari semakin tinggi. Semoga Jurnal Ketatanegaran
terus dapatberkontribusi dalam pemikiran, pembentukan kebijakan
dan berbagai penyelesaian masalah bangsa. Ucapan terima kasih
sebesabesarnya kami sampaikan kepada para penulis, semoga
semakin produktif dan kontributif. Kepada para pembaca, Selamat
menikmati dan bgulat dengan berbagai gagasan. Salam

Jakarta, Juni 2018

Redaktur Pelaksana
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SAMBUTAN PIMPINAN
LEMBAGA PENGKAJIAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Pasal33 (Ayat 3) UUD NRI Tahun 1945menyatakan bahwa
SEXPL GDQ DLU GDQ N HitdrRenbubhe diDd@ldnya D Q J
dikuasai olen negara dan dipergunakan untuk sebbsaar
NHPDNP XU D QPasaDiNi\dd&lah' rujukan konstitusional utama
tentang pertanahan.

Dalam penjelasaratasPasalitu, disebutkan bahwa (i) tanah
adalahpublic-goodyang hars dikuasai negara; bahwa (ii) tanah harus
digunakan untulsebesabesar kemakmuran rakyat; dan bahwa (iii)
tanah mempunyai fungsi sosidDewasa ini pengertian normatif
mengenai kegunaan tanah sebagaimana dimaksudkan para perancang
konstitusi itu tidak lagsepenuhnya sesuai dengan realitas empirisnya.
Realitas yang terjadi sekarang ini adal@htanah dikuasai oleh para
pemilik modal; (ii) tanah menjadiconomiegoodyang sebagian besar
dimanfaatkan oleh kekuatkekuatan swasta bisnis sebagai alat
mengéar keuntungan; (iii) negara tidak mampu melakukan kontrol
atas penguasaan monopolistik atas tanah; dan (iv) taradserta
semua kekayaan alam yang melekat di dalamnya belum mampu
diwujudkan untuk sebes#esar kemakmuran rakyat.

Situasi agraria di tamasaat ini belum sepenuhnya mampu
lepas dari karakter feodalisme, kolonialisme dan kapitalisme. Terjadi
ketimpangan struktur penguasaan dimana terdapat monopoli kekayaan
agraria di hampir semua sektor kehidupan rakyat. Politik kebijakan
agraria nasional seakin tidak bersahabat dengan petani, sebab tanah
dan kekayaan agraria lainnya telah diubah fungsinya menjadi lebih
berorientasi sebagai objek investasi dan bisnis semata.

Jurnal Ketatanegaraan Volume 009/Juni 2018 ini mengambil
W H PIH B W D Q IukhBl @i"mengangkat beberapa pemikiran dari
beberapa narasumber yang telah ikut berkontribusi aktif membuat
tulisan dalam rangkaian proses pengkajian, yang menurut Lembaga
Pengkajian patut dijadikan referensi bagi para pembaca.
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Demikianlah, kami atas nama Lbaga Pengkajian MPRI
mengharapkan agar Jurnal ini dapat memberikan informasi yang
bermanfaat dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan dan
pencerahan khususnya di bidang Pertanahan serta umumnya dalam
praktek Penyelenggaraan Negara.

Terima kasih, damat membaca. Salam konstitusi.

Jakarta, Juni 2018
Dewan Redaksi/
Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI

Ir. Rully Chairul Azwar, M.Si., IPU.
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SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL
MAJELIS PERMUSY AWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Tercapat pihalkpihak yang mempertanyakan kedudukan dan
peran MPR RI pasca perubahan Undaimglang Dasar 1945. Dari sisi
kedudukan, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Peran
MPR dipertanyakan karena kewenangan yang dimilikinya disebut
bukan kewenagan yang bersifat rutin. Secara ekstrem, ada pandangan
bahwa MPR hanya eksis jika sedang melaksanakan kewenangan yang
tidak bersifat rutin tadi.

Sebagai pihak yang diserahi tanggyagab mengelola
kesekretariatan MPR sekaligus akademisi di bidang keigdaaen,
kami cenderung kurang sependapat dengan pandangan semacam itu.
Namun kami menyadari, pandangan itu menjadi sebuah tantangan
yang patut dijawab oleh MPR dan bagi pihak kesekretariatan MPR
yang seharharinya menjadi tulangunggung beragam kegiatalan
aktifitas MPR.

Dalam kerangka seperti itdurnal Ketatanegaraaedisike +9
\DQJ GLWHUELWNDQ /HPEDJD 3HQJNDMLDQ O0:
Kebijakan Pertanahan Nasional untuk Sebbesgarnya Kemakmuran
5DN\DW"~ LQL ELVD GLQLODa&b whtdhgahDsbal X SD\LC
kedudukan dan peran MPR pasca perubahan UUD 1945.

Meski tidak menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana
halnya DPR, namun MPR dalam aktifitas kesehariannya bisa menjadi
lembaga pengawal dijalankannya amanat konstitusi dalam kebijakan
kehijakan pemerintah di berbagai bidang serta keselarasan konstitusi
itu dengan beragam undangdang yang telah dan akan dihasilkan
DPR.

Tentu saja, dua fungsi itu dijalankan MPR dalam kaitan
kewenangan konstitusionalnya dalam Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945
yang menyebut bahwa MPR lah lembaga yang berwenang
SPHQHWDSNDQ GDQ PH@QGREDKDMWVPGID QJPSOLNI
kewenangan MPR terkait Undatipdang Dasar itu, maka MPR
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PHPLOLNL VHPDFDP NHZDMLEDQ XQWXN 3PHQJDZ
yang ditetapkannya.

Kajan LHPEDJD 3HQJNDMLDQ 035 WHQWDQJ 33HQ
SHUWDQDKDQ 1DV L pekbkikirabn@al tefhiviat Riddam
MXUQDO LQL GLODNXNDQ GDODP NHUDQJND 3PH!

$\DW \DQJ PHQ\DWDNDQ 3*%XPL GDQ DLU GD¢
terkandung ddalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesastEHVDUQ\D NHPDNPXUDQ UDN\DW’

Berdasarkan pemikiran itulah, kami menyambut gembira
penerbitan Jurnal Ketatanegaraan Lembaga Pengkajian MPR edisi
kali ini. Dari sisi waktu, penerbitan Jurnal l&negaraan ini sangat
tepat karena pada saat yang bersamaan, DPR RI sedang melakukan
pembahasan Rancangan Undahglang (RUU) tentang Pertanahan.
Kami berharap, pikiraspikiran yang termuat dalam Jurnal ini menjadi
bahan masukan yang sangat bermanfaati i2gR RI dalam
pembahasan RUU tersebut. Selamat membaca.

JakartaJuni 2018
Sekretaris Jenderal MPR RI

'U ODYUXI &HMR QR
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PERTANAHAN DALAM PERSPEKTIF
TEORI DAN KONSTITUSI

Didik J Rachbini & Andi Mattalata

Abstrak

Tujuan Negara Kesatuan Republik berdiri tidak lain unto&wujudkan
kesejahteraan umumkKekayaan alam yang sangat penting dan sangat
strategis untuk mewujudkannyedalah tanah. Kebijakan pertanahan sudah
memiliki landasan konstitusi yang baik mulai dari UUD 1945 dan Undang
Undang (UU Pertanahan No 5, Tahun 1960), tetapi dijalankan di luar
landasannya masuk ke dalam pasar yang sangat bebas dengan peranan negara
yang lemah dan distortif. Akibatnya terjadi pemusatan dan kesenjangan
pemilikan tanah gng tinggi (indeks Gini 0,64Pemilik modal besar dapat
dengan mudah menguasai tanah melalui desain kebijakan gextamahan

yang sangat beba¥etersediaan atau pasokaanah bersifat kaku atau
bahkan tetap sehingga tidak bisa mengimbangi permintaan tanah karena
pertambhan penduduk (Ricardian Trapdesenjangan pasokan dan permin
taan ini menimbulkan spekulasi yang intensif dimana pemilik modal dapat
dengan mudah menguwdstanah dam jumlah yang besar. Berdasan
analisis tulisan ini, kebijakan pertanahan tidak bisa dijalankan di atas
landasan pasar bebas tetapi menempatkan peran negara efektif untuk
mengendalikan pemerataannya.

Kata kunci : Pertanahan, Perspektif Tedfonstitusi

Abstract

The objective of the establishment of the Unitary State Republic is none other
than to manifest public welfare. One of the natural resources whicarys
important and very strategic to manifest it is the land. The policy of land
affairs has its constitutional base in the Constitution of 1945 and the Law
(Law of Land Affairs No 5 of 1960), but it has been executed beyond its base
by letting it enterthe market which is very liberal and turning the role of the
state into a weak and distortive one. As a result, it incurs a strong
centralization and deep gap in land ownership (Gini index 0,64). Big capital
owners can easily gain control over land throughvery liberal design of
market policy of land matters. The availability or land supply has a rigid or
even static nature so that it cannot cope with the demand of land because of
population growth Ricardian Trap. This gap between supply and demand
givesrise to intensive speculation, whereby capital owners may easily gain
control over land in large quantities. Based on this analysis, the policy on
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land affairs cannot be executed by basing it on the free market but rather by
placing the state in an efféet role in order to control the equalization of
land ownership.

Keywords:land affairs, theoretical perspective, constitution

Perdahuluan

Tujuan Negara Republik Indonesia berdiri dan pendiri bangsa
berjuang untuk kemerdekaan tidak lain untuk mewujudiesejah
teraan umum, yakni kesejanhhan seluruh rakyat Indones@ita-cita
ini termaktub dalam Pembukaan Unddogdang Dasar Negara
Republik Indonesiarahun 1945dan sila kelima pancasilé&onsek
wensi dari kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia tidak
lain adalah keadilan sosial, yangrmata bagi rakyat di tanah air.

Dalam bidang pengelolaan sumiteya alam, ada satu hal
khusus yang perlu menjadierhatian agar pesan konstitusisa
terwujud. Tanah sebagai bagian dari sumberdaya alam merupakan
kebutuhan strategis, yangentu mendapat perhatian utanmBahwa
sumberdaya alam tidak hanya mencakup minyak bumi, mineral dan
tambang lanya di bawah permukaan bumianah pada saat ini
sangat penting untuk dikelola sesuai konstitusi agar tujuan kemak
muran terwujudSementara itu, kesenjangan ekonomi dan sosial yang
tinggi pada saat ini berakar pada masalah kesenjangan akses dan
penguasaan tanah. Pengelolaan tanah yang tidak sesuai dengan
konstitusi justru menciptakan kesenjangan, ketidakadilan dan konflik
sosial, yang terjadi dalam intensitas dan skala yang cukup meluas.

Teori Jebakan Ricardo*

Pasokan tanah sebagai barang tidak normal berbeda dengan
pasokan makanan, permen, kacang atdiusebagi barang ekonomi

! Teori Ricardo sudah banyak dibahas di dalam dunia akademik, terutamampesdiah
penggunaan tanah, yamgnumnya tergantung pada kemampuan tanah dan pada lokasi tanah.
Penggunaan tanah yang paling besar adalah untuk aktivitas ekonomi, pertanian, perumahan dan
lain-lain. Tanah memiliki nilai ekonomi dan nilai pasar yang beelabeda sesuai
permintaannya. Pekembangan penduduk serta aktivitas ekonomi yang sangat pesat
menyebabkan permintaan atau pemanfaatan sumberdaya tanah terus meningkat terus meningkat
pesat jauh di atas pasokannya.
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yang normal.Pasokan barang normal seperti makanan dapat dengan
mudah digandakan atau diproduksi kembali sesuai permintaan pasar.
Tetapi tanah tidak dapat digandakan pasokannya karena tidak bisa
diproduksi lagi jikaada permintan yang meningkatKarena itu,
selalu ada kelangkaan karena permintaan terhadap tanah selalu lebih
besar daripada penawaran atau pasokannya. Bahkan sering terjadi
kelangkaan ekstrim karena pasokan tanah berada di bawah
penguasaan pemilik modal besar, ya®mgaja mengambil peluang
rente sebesar mungkin. Kebijakan ekonomi terhadap tanah tidak bisa
disamakan masuk ke dalam ranah pasar bebas seperti barang ekonomi
lainnya.

Pertumbuhan penduduk di Indonegig@nyebabkameningkat
nya pemintaan tanah untuk perkiuman, kegiatan ekonominfras
truktur dan sebagainydetapi permintaan atau kebutuhakan tanah
selalu tidak bisa dipenuhi dengatetersediaantanah yang ada.
Sebabnya, penguasaan tanah sudah terpusat ke tangan sekelompok
orang yang menguasai modal daanjadi spekulan untuk mengeruk

Ciri alamiah dari permintaan dan penawaran tanah berbeda
sama sekali dengan ciri permintaan dan penawaran bheaagg
ekonomi yang normal. Jika barang normal lainnya kekurangan
pasokan, maka muncul tambahan penawksaena mekanisme pasar
yang wajar ifivisible hand)Suatu sistem pasar yang bersaing dengan
sehat akan memunculkan tambahan penawaran yang relatif spontan
ketika harga n&i karena permintaan yang nalBarang normal bisa
diproduksi kapan saja dan dimargjas penawaran yang meningkat
menyebabkan harga turun kembali secara alamiah pada titik
keseimbangannya kembali.

Sistem mekanisme pasar yang bersaing sehat seperti ini tidak
akan pernah terjadi pada tandtasokan tanah bersifat tetap sehingga
secara tettis selalu ada kesenjangan yang tjngntara permintaan
bertambatanya secara terusenerus dengan penawaran tanah yang
tetap dan ditahaonleh spekulasi pemodal besdadi, secara teoritis
tanah tidak mengikuti mekanisme permariadan penawaraparang
normal melainkan mengikuti Teori Jebakan Ricardo.
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Pasokan tanah akan selalu tersendat karena dua hal,
ketersediaannya terbatas dan dikendalikan oleh pemilik modal.
Penawaran atau pasokan tanah seperti ini masuk ke dalam katagori
Jebakan Ricardo at Ricardian Trap Jika terdapat permintaan tanah
yang tinggi karena tekanan pertambahan penduduk dan kegiatan
ekonomi, maka tanah dengan kualitas terbaik pertama dan tanah
dengan posisi yang strategis dimanfaatkan lebih dahulu untuk
pemukinan, kegiataekonomi dan aktivitas lainnyalanah kualitas
pertama ini tampil sebagai barang khusus dengan harga tinggi karena
permintaan yang tinggi pula.

Jika permintaan terhadap pemanfaatan tanah terus bertambah
sehingga tanah kualitas pertama habis, maka eksplditasih
berpindah ke tanah kualitas kedua. Tanah yang baru dieksploitasi ini
mempunyai harga keekonomian dan terus meningkat karena tekanan
pertambahan penduduk yang memerlukan tanah. Pada saat yang sama
kualitas tanah pertama mengalami peningkatan habga tieggi lagi
karena posisi keekonomiannya lebih baik dari tanah kualitas kedua.
Jika tanah kualitas kedua penuh sementara permintaan akan tanah
terus berlanjut, maka eksploitasi mikske tanah kualitas ketiga.
Senentara itu, tanah kualitas pertama dadualebih meningkat lagi
harganyaBegitu proses jebakan Ricardo ini terjadi sehingga tanah di
kawasan padat penduduk harganya terus membubung tinggi tidak
terjangkau oleh peluduk dengan pendapatan wajaapalagi
penduduk berpendapatan rendah.

Fenomenajebakan Ricardo memang sering terjadi di daerah
perkotaan atauokasi yang padat pendudukRasokan tanah selalu
berbeda dengan pasokan barang normal lainnya karena akan selalu
terhambat, tersendat dan terjebak sebagaimana dijelaskan dalam t
jebakan Riardo tersebutAkibatnya harga tanah tidak mengikuti teori
keseimbangan pasar normal, yang pergerakan permintaan dan
penawarannya selalu menyesuaikan dari dua arahbjmétik harga
keseimbangarHarga keseimbangan tersebut selalu wajar, layak dan
dapat dijangkau oleh konsumerletapi untuk kasus tanah, harga
keseimbangan tersebut tidak akan pernah terjadi karena harga justru
terus menanjak tajam.
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Dengan teorijebakan Ricardo tersebut makesa dijelaskan
bagaimana harga tanah selalu melonjak sanggditiatau jauh di atas
normal. Tekanan terhadap harga juga semakin berat lagi ketika
pasokan tanah untuk semua penduduk hanya diserakkpada
mekanisme pasar sajaengan membiarkan harga kepada mekanisme
pasar yang terganggu seperti ini, maka spekalaaht menjadi leluasa
dan spekulasi tanah menjadi ajang yang empuk bagi pemilik modal
untuk mengeruk keuntungan yang besa&kibatnya, penguasaan dan
akses terhadap tanah dari golongan lapisan menengah ke bawah
menjadi lebih sulit lagi.

Karena tanah terbatapasokannya dan harganya meningkat
pesat, maka hanya golongan atas yang bisa menjangkau dan mendapat
akses mudah terhad#&gnah strategiPemilik modal yang kuat dapat
memainkan pasokan tanah sebagai obyek spekulasi sehingga tekanan
terhadap hargeanahmenjadi lebih kuat lagiPara spekulan medmali
tanah dengan harga rendd®mudian menahan pasokannya dalam
waktu tertetu yang cukup lamaDalam waktu bahkan belasan atau
puluhan tahun, tanah kemudian giés dengan harga sangat tinggi
jauh sekali di ata pembelian awal.

Dengan mekanisme pasar belo#s pemerintah membiarkan
dirinya tidak berperan sama sekali, maka sudah pasti tidak hanya
penduduk miskin di lapisan bawah tetapi juga penduduk lapisan
menengah terpotong alssya terhadap pemilikan tanaKarena
hambatan sumber keuangan sementara harga tanah membubung
tinggi, maka banyak sekali penduduk dan masyarakat tidak memiliki
tanah dan rumah untuk kebutuhan dasarnya, yakni tempat tinggal.

Karena itu, pasar bebas permintaan dan penawaran tanah serta
pagr bebas industri perumahan akan selalu dan terus ikut
menyumbang pada kesenjangan ekonomi. Kesenjangan itu semakin
terlihat dari waktu ke waktu karena kesenjangan atesbadap tanah
terus mengangaTujuan pencapaian kesejahteraan sosial terutama
untuk kebutuhan dasar tempat tinggal yang layak dan aman bagi
rakyat banyak sudah pasti tidak bisa terwujud karena sumberdaya
kekayaan alam ini seperti tanah dibiarkan ke pasar bebas menjadi
obyek spekulasi yang intensif.
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Sudah pasti ada kegagalan pasaarket &ilure) dalam kasus
permintaan dan penawaran tanah iiegiatan spekulasi yang kuat
menyebabkan pasokan tanamgaerbatas menjadi tersendearena
itu, secara teoritis negara harus berperan, pemerintah harus aktif
menplankan kebijakan dan memainkamstrumen kebijakan yang
dimiliki untuk mengatasi kesenjangan di dalam pasokan tanah.
Kesenjangan pemilikan lahan di Indonesia sudah tergolong tinggi
bahkan akut, yang rentan secara sosial.

Hak Konstitusi atas Tanah

Amanat konstitusi untuk masalgbertanahan ini sebenarnya
sangat kuat untuk menjadi landasan dalam rangka mengatasi
kesenjangan pemilikan tanah. Undamglang Dasar Negara Republik
Indonesia mengamanatkan untuk mengatur bumi, air dan kekayaan
alam (termasuk tanah dan tempat tinggal) #esdilnya. Tidak hanya
itu, ada dua ketetapan MPR, yang mengamanatkan agar masalah
pertanahan dikelola dengan kebijakan yang baik untuk kemakmuran
rakyat. Yang pertama adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Tap MPR, Nomor 16, Tahun 1998 tent&wiitik Ekonomi
dalam Rangka Demokrasi EkonomMang kedua adalah Tap MPR,
Nomor IX, Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria Eangelolaan
Sumberdaya AlamDi bawahnya masih ada Undabigpdang Pokok
Agararia Nomor 5 Tahun 1960, yang sebenarnya implemebtekif
untuk rakyat banyak, tetapi tidak berhasil dijalankan dari pemerin
tahan satu ke pemerintahan lainnya di Indonesia.

Amanat konstitusi tertinggi dalam pengelolaan tanah untuk
kemakmuran rakyat ada pada pasal 33, ayat 3. Karena kegagalan pasar
di dalampermintaan dan penawaran tanah, secara teoritis negara harus
berperan untuk mengatapasokan tanah yang tertekafecara
konstitusi dan mengingat urgensinya, maka tanah harus dikatagorikan
ke dalam bumi air dan kekagn alan yang dikuasai negadalam ati
menata bukan mengambil aliNegara juga harus berperan di dalam
hal pertanahan sebagai kebutuhan dasar rakyat.
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3% XPL GDQ DLU GDQ NHND\DDQ DODP
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar
EHVDU NHPDNPXUDQ UDN\DW ~

Pasal 33 dalam Undasigndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 harus diterjemahkan secara lebih faktual, lebih
hidup dan dibérmakna kembali yang berartBahwa bumi, air dan
kekayaan alam harus dimanfaatkan sebbsaarnya untuk kemak
muran r&yat, tidak hanya ditujukan pada pengelolaan minyak dan
sumberdaya mineral, yang adisbawah permukaan bumi sajeetapi
pada saat ini yang jauh lebih penting dari itu adalah pengaturan
mengenai pertanahan untuk kemakmuran rakyat.

Selain pasal 33, amandnstitusi tersebut diperkuat oleh
Ketetapan MPR Nomor 16/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam
Rangka Demokrasi Ekona, tepatnya pada pasal 7 ajatKetetapan
MPR ini masih terus berlaku dan selayaknya menjadi sumber hukum
karena tidak dihapuskan sgfaimana ketetapaketetapan lainnya.

\

33HQJHORODDQ GDQ SHPDQIDDWDQ WDQD

lainnya harus dilaksanakan secara adil dengan menghilangkan
segala bentuk pemusatan penguasaan dan pemilikan dalam rangka
pengembangan kemampuan usaha ekonomi keeitengah, koperasi
GDQ PDV\DUBDNDW OXDV"’

Tanah tidak hanya merupakan faktor produksi utama dalam
kegiatan ekonomi dan sistem produksi. Hampir setiap kegiatan
ekonomi dan seluruh kehidupan memerlukan tanah sebagai faktor
pendukungnya. Karena itu, tanakkaligus diperlukan untuk hidup
dan untuk melaksanakan berbagai kegiatan ekonomi. Tanah tidak bisa
disamakan dengan komoditas individu, atau sebagaimana layaknya
barangbarang lainnya, yang diperlukan sebagai faktor produksi.
Tanah adalah bagian hari bjjldan kebutuhan dasar rakyat banyak.

Dengan alasan dasar ini maka tanah tidak bisa diperlakukan
sebagai komoditi individu biasa, yang diserahkan distribisinya kepada
pasar yang bebas dan liberal tanpa peranan negara sama sekali.

2 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 33, ayat 3
% Ketetapm Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tidak dihapuskan, Tap MPR Nomor
16/MPR/1998, pasal 7, ayat 1
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Regulasi yang memadai satgdiperlukan untuk tujuatujuan
keadilan publik, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Karena itu,
negaranegara yang menerapkan sistem ekonomi pasar sekalipun
melakukan kebijakan dasar reformasi agraria agar distribusi tanah
lebih merata dan terimplemasi secara adil.

Distribusi tanah tidak boleh dilakukan melalui mekanisme pasar
sematamata, tetapi lewat pengaturan yang ideal agar akses
masyarakat luas, termasuk dunia usaha terhadap dapal terwujud
seadiladilnya. Negara harus berperan dalam nfalsgpertanahan ini
karena secara teoritis sudah terbukti bahwa mekanisme pasar bebas
sepenuhnya tidak cocok untuk pengadaan tanah bagi rakyat.

Bagaimana jika distribusi tanah masuk ke dalam mekanisme
pasar tanpa pengaturan yang cukuggrena pasokannyeerbatas,
maka permintaan tanah dikuasai oleh pemodal kuat untuk tujuan
spekulasi. Selanjutnya pasokan tanah juga dikuasai oleh para spekulan
dengan penguasaanngp sangat besar dan berlebihddemudian,
tanah yang dikuasai tersebut dilepas ke pasar spedednan untuk
menahan harga agar tetap tinggi dan terus meningkat dari waktu ke
waktu.

Mekanisme pasar seperti ini terjebak dalam perangkap Ricardo
(Ricardian Trap. Bahwa penawaran dan permintaan tanah bersifat
khusus tidak sama persis dengan pasokpEmitaan barangarang
individu biasa. Ketersediannya sangat terbatas karena tidak bisa
diproduksi kembali atau digandakan lagi. Secara relatif ada kesen
jangan yang sangat besar antara pasokan dibandingkan dengan
permintaannya, terutama di daeidderdn yang padat penduduknya.
Pasokan tanah terhambat oleh ketersediaan tanah karena permintaan
yang makin meningkat ketika pertambahan penduduk meningkat pula.

Selain ketersediaan terbatas pasokan tanah semakin bersifat
khusus karena tanah yang subur, sgiat dan kualitas utama hanya
salikit. Tanah seperti ini menjadi sangat tinggi harganya sehingga
tidak dapat dijangkauoleh kelas menengah sekalipuianya
golongan sangat kaya bisa membeli tanah kelas utama tersebut, yang
hamanya terusnenerus meningkatPada saat yang sama tanah
kualitas kedua ikut meningkat harganya sehingga akses golongan
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menengah ke bawah semakin tidak bisa menjangkau tanah golongan
ini.

Mekanisme pasar seperti ini secara teoritis disebut sebagai
perangkap RicardoR(cardian Trap, yang pasti lebih merugikan
rakyat jika tanah dilepas masuk ke dalam mekanisme pasar biasa.
Peranan spekulan tanah menjadi sangat dominan, akses rakyat banyak
tertutup.

Di dalam pasar yang normal, jika permintaan naik, maka
sejalan dengaritu harga cendemg meningkat.Pasar kemudian
merespons dengan peningkatan pasokan barang sehingga harga turun
menuju padatitik keseimbangannya kembaliAda mekanisme
keseimbangan pasar yang mengendalikan harga, permintaan dan
penawaran sehingga negara tidak perlu barpelalam pasar yang
bersaing sehat seperti ini.

Mekanisme pasar yang normal seperti ini tidak terjadi pada
pasokan dan permintaan tanah karena permintaannya pasti jauh lebih
besar dari kemampuan pasokannya. Bahkan pasokan tanah -di kota
kota besar hampiettutup untuk golongan kebanyakan karena seluruh
jengkal tanah telah dipakai kegiatan ekonomi komersial dan
perumahan golongan kaya.

Karena pasar yang tidak sempurna seperti ini, maka kehadiran
dan peanan negara sangat diperluk&srmintaan akan tanatatang
dari jumlah penduduk yang sangat besar tidak mungkin bisa
disediakan oleh pasar karena pasar hanya dipasok oleh segelintir
spekulan tanah dengan modal sangat besar. Jika keadaan yang senjang
seperti ini tidak dimediasi dengan peratupmnaturan yag tegas,
maka golongan masyarakat banyak kelgiéam aksesnya terhadap
tanah. Pasokan tanah tertahan di tangan segelintir pelaku ekonomi
yang mempunyai kekuatan modal besar dan bisa bertahan lama untuk
melakukan spekulasi, mempertahankan harga dan mengeenbsl
ekonomi yang besar.

Seperti ditulis oleh Tim Lembaga Pengkajian MPR RI bahwa
sila keadilan sosial tidak terwujud di bumi Indonesia karena
kesenjangan ekonomi dan terutama kesenjangamiligan lahan
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sangat timpangBerikut kutipan Tim Penulis Lemiga Pengkajian
MPR RI:

S$NDU PDVDODKQ\D NHWLPSDQJDQ DGDODK
an tanah sebagai faktor produksi utama. Kebijakan pertanahan
berlangsung sangat liberal sehingga golongan yang kuat dan mampu
dapat mengakumulasi tanah dalam jumlah yang sahgss. Tanah
merupakan satsatunya aset milik bagi petandan penduduk kita.

Pemilikan tanah tidak merata dan kebanyakan petani hanya memil
tanah yang kecil (liliputan agriculture). Tetapi sebaliknya ada
segolongan kecil yang memiliki dan mengendaliggenguasaan
WDQDK \DQJ OXDV ~

Di lapangan indeks Gini pemilikan tanah sangat timpang
mencapai tidak kurang dari O{GGambar 1). Sila keadilan sosial
dalam hal pemilikan tanah gagal dijalankan sehingga kepamitia
menjadi sangat timpand<etimpanganmenjadi lebih besar ketika
tanah, yang terbatas jumlahnya, dijadikan obyek spekulasi sehingga
kebutuhan untuk umum dan infrastuktur untuk rakyat sulit dalam
pengadaan tanahnya.

Gambar 1. Indeks Gini Ketimpangan Lahan di Indonesia

* D. J. Rachbini et al. Ekonomi Pancasila: Sistem Perekonomian untuk Mewujudkan
Kesejahteraan Sosial menurut Unddwgdang Dasar Negara Republik Indonesidndra1945.
Jakarta: Lembaga Pengkajian MPR RI, 2017, halamz8988

5 Ibid halaman 90
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Solusi secara Konstitusinal

Undang undang no 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok Pokok Agraria adalah landasan utama dalam hal pengaturan
masalah pertanahamasional setelah kemerdekadsndangundang
ini secara konsepsional sahgmgus dan bisa dilaksanakaimdang
Undang ini sebenarnya memberi kepastian hukum dan menjadi modal
untuk menyusun kebijakan pemanfaatan bumi, air, kekayaan alam
yang terkadung di dalamnya untuk sebesssarnya kemakmuran
rayat secara menyeluruh, adil, dan merata.

Tetapi perubadin politik pertengahan tahun 19668 menyebab
kan implementasinya tersendat. Selanjutnya, masalah pertanahan
masuk ke dalam ranah mekanisme pasar bebas, yang liberal, karena
peranan negara absen di dalamnya. Praktek kebijakan di lapangan
sudah tidak sesudagi dengan desain dan rancangan undarmdang
tersebut atau bahkan menyimpang dari Unddndang Dasar 1945.

Landasan hukum kedua yang penting adalah Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Republik Indonesia, Nomor IX/MPR/2001 tentang
Pembaruan Agraria dan mgelolaan Sumberdaya Alam. Kebijakan
pembaruan agraria dalam Tap MPR ini bertujuan untuk: a) melakukan
pengkajian ulang terhagderbagai peraturan perundamgdangan, b)
melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan tanaflandreforn) yang berkeadilan dengan
memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, c) menyelenggarakan
pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif
dan sistematis dain rangka pelaksanatamdreform

Tanah sejatinya dalam perspektif konstitusi merupakan sumber
daya alam yang strategis. Kehadiran dan kegiatan negara, kegiatan
ekonomi, dan eksistensi penduduk berhubungan langsung dengan
eksistensi dan pengaturan tanafanah juga bukan hanya sebagai
sumber daya alam untuk kehidupan tetapi juga merupakan bagian
integral dari eksistensi negara.

Tanah adalah barang strategis dan kebutuhan dasar, sekaligus
sebagai sumber daya kehidupan manusia. Seluruh kehidupan manusia
sepk lahir sampai wafat memerlukan tanah untuk tempat tinggal,
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pekerjaan, dan berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Karena itu,
seharusnya ada jaminan dari negara bahwa setiap warga negara
mempunyai lahan minimal dalam batas luas tertentu untuk kehidupan
nya. Sesuai amanat Undabgpdang Dasar 1945, pasal 28H ayat 1,
akses rkyat terhadap tempat tinggah(iah dan rumah) addd hak,

yang harus dimilikinyaTempat tinggal adalah kebutuhan dasar dan
negara wajib menyediakarelbutuhan dasar bagi rakyatnysepeti
amanat Undangyndang Dasar 1945, yang telah diamandemen.

S6HWLDS RUDQJ EHUKDN KLGXS VHMDKWHU
bertempat tinggal dan mendapean lingkungan hidup yang baik
GDQ VHKDW VHUWD EHUKDN PHPSHUROHK SHOD\L

Selain pasal 28H ayat 1 tersebut, ada juga amanat konstitusi.
Sesuai pasal 33 ayat 3 Undddgdang Dasar 1945, tanah adalah
bagian dari bumi, air dan kekayaan alam yang dikuasai netgaa.
kedua pasal tersebut secdirersama memperkuat peran negaan
kebijakan pengelolaan tanah secara adil. Bukan sebaliknya dimana
pengeloaan tanah diserahkan kepada pasar bebas sehingga hanya
pemodal besar dan para spekulan tanah yang mendapat akses tanah
yang terbatas pasokannya itu.

Misi utama lahirnya Undang Undamg. 5 tahun 1960 tentang
pokokpokok Agraria adalah untuk menjadikan tanah sebagaimana
diamanatkan pasal 33 ayat 3. Bahwa bumi air dan kekayaan alam
dalam hal ini tanah tidak bisa dikuasai negara sehingga pasar bebas
yang mengaturnya dengan konsekwensi keseajamgemilikan tanah
yang tinggi. Peranan negara yang abses selalu menjadi masalah
ekonomi politik dimana langkah kebijakan untuk mewdikannya
tidak pernah tuntaengan demikian, kebijakan pertanahan termasuk
kebjakan nasional yang selalu gagal diwujudkan karena begitu
kuatnya pengaruh modal sehingga tanah masih terjerumus ke dalam
mekanisme pasar bebas, yang penuh spekulasi.

Setiap rezim pemerintahan di Indonesia secara formal selalu
memiliki program Reforma Agrria tetapi tetap saja tidak perriziba
tuntas menyelesaikannydendala yang dihadapi, antara lain peta tata

® UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia, yang sudah diamandemen, pasal 28H ayat
1
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ruang masih belum detail. Karena itu, fungsi pengaturan peruntukan
tanah dalam suatu kawasan tidak berjalan. Kendala lain adalah catatan
pendafaran tanah baik batas maupun penguasaan atau kepemilikan
Q\D PDVLK NXUDQJ UDSL MLND WLGDN KHC
sehingga sering terjadi tumpang tindih kepemilikan ganda atas suatu
persil tanah yang sama.

Kendala yang utama adalah kelemahan negamg tidak bisa
menetapkan peranannya sendiri. Tidak ada peraturan yang kuat dan
dapd memberi kewenangan yang teg@pada negara untuk mengatur
tertib peralihan kepemKan dan penguasaan tanah, yang menjadi
komoditi biasa damdiperdagangkan seea bebas.Dan yang lebih
memperkeruh lagi, negara atau oknokmum negara ikut terlibat
dalam praktek spekulasi tanah sehingga negara tidak dapat menegak
kan aturan yang seharusnya.

Secara konstitusional, fungsi tanah yang begitu strategis dan
melekat padakehidupan masyarakat seharusnya dikelolagaen
peranan negara yang tegdaanah tidak boleh masuk ke dalam pasar
bebas dan menjadi obyek komoditi perdagangan yang spekulatif
seperti yang terjadi sekarandika tidak, maka kesenjangan sosial
semakin besartbermula dari akses golongan masyarakat banyak
terhadap tanah hilang karena tanah masuk dikuasai dan menjadi obyek
spekulasi pemodal.

Pemikiran dan pelaksanaan pasal 33 Unddndang Dasar
1945 pada saat ini masih lebih tertuju pada pengelolaan oleh negara
terhadap sumberdaya alam tambang, minyak bumi, tambang mineral
dan sejenisnya. Tetapi perhatian terhadap kebijakan pengelolaan tanah
sebagai bumi dan kekayaan alam dibiarkan beabapa sentuhan
tangan negardni merupakan suatu ironi peran negara delnijiakan
yang salah kaprah dimana masalah tanah yang lebih penting
ditinggalkan. Sedangkan sumbayd alam yang lain diutamakan
padahal peranan minyak bumi dan tambah di dalam anggaran negara
semakin kecil.

Bila kita bandingkan lebih jauh kebijakan daprgn negara
selama ini tidak proporsional antara kebijakan dalam hal sumberdaya
alam minyak bumi dengan kebijakan dalam hal pertanahan. Harga
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minyak begitu dikendalikan oleh pemerintah, pasokannya dijaga dan
kebijakan dari hulu sampai hilir dikerld@an oleh negaraKarena
begtu besarnya peran negara, akhirnya pasokan minyak-oetiuil
tergantung kepada negara. Ketika harga minyak bumi naik, maka
banyak protes dari masyarakat sehingga pemerintah yang populis
terpaksa menguras anggaran untuk subsidi miterakbut.

Kebijakan dan peran negara terhadap pertanahan berbeda sama
sekali. Sekarang tidak ada peran negara yang memadai untuk
melindungi kepentingan golongan masyarakat banyak dalam hal
kebutuhan dasar tempat tinggalnya. Dengan kebijakan dan peran
negara seperti ini, maka kepemilikan tanah terpusat pada pemodal
besar bukan untuk tujuan pengembangan aktivitas ekonomi secara
wajar tetapi untuk tujuan spekulageban jebakan Ricardo atas tanah
ini ditanggung oleh golongan masyarakat banyak dalam beangja h
tanah yang menjulang tinggi tidak terjangkau kaum miskin.

Kebijakan dan peran negara terhdap pertanahan harus berubah.
Setiap individu membutuhkan tanah dan pasokannya terbatas karena
tidak bisa digandakan. Dengan keterbatasan dan sifat khusus dari
permintaan dan penawaran tanah seperti ini, maka perlu kebijakan
baru dimana negara harus berperan aktif mengendalikan distiébus
mengelola pasokan tanaffrungsi dan pemanfaatan tanah terlalu
strategis untuk ditinggalkan oleh pemerintah dan membiarkanny
masuk ke dalam pasar bebas, yang gagal mewujudkan keadilan.

Justru dengan kebijakan salah kaprah seperti sekarang, maka
kesenjangan berkembang semakin lebar. Peranan negara sangat
diperlukan mengingat aspek strategis dari fungsi pemanfaatan tanah
dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat secarayelaruh, adil dan
meratatanpa mematikan fungsi pasar yang efisien tapi berkeadilan.

Lihat pasal 33 ayat 4 dari Undakipdang Dasar 1945, yang
selama ini belum diterjemahkan ke dalam kebijakan dan peran negara,
terutama prinsip efisiensi berkeadilan. Dengan kasus kesenjangan atas
pemilikan tanah, kesenjangan sosial yang tinggi serta salpiah

" 3DVDO D\DW EHUEXQ\L 33HUHNRQRPLDQ QienmdkR®DO GLVHOHQJ
ekonomi dengan prinsip kebersamaafisiensi berkeadilan berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
QDVLRQDO ~
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kebijakan pertanahan, maka kini saatnya untuk menjalankan amanat
konstitusi tersebut. Prinsip efisiensi berkeadilan perlu diwujudkan
dalam kebijakan pertanahan, bukan prinsip efisiensi dalam bingkai
pasar bebas, yang menyebabkan golongan masyaeakaik tersisih

kan ke pinggir.

Kewajiban Memanfaatkan Lahan Yang Dikuasai

Kenyataan di lapangan menukkan bahwa banyak sekali
laharlahan kosong tidak produktif. Tanah tersebut terlantar dan lama
sekali tidak dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, baikuk
perumahan di perkotaan maupun untuk perkebunan, pertanian, dan
sebagainya. Tanah yang terlantabgente ownershjpdalam waktu
yang lama sekali seperti seharusnya masuk dalam dalam katagori
peringatan untuk dikenakan kewajiban memanfaatkannya.tidikia
ada responserhadap peringatan terseboiaka tanah tersebut masuk
dalam katagori daftar merah, yang dikenakan sangsi denda, pajak
sampai pengambilan sepihak oleh negara kembali.

Keberadaan tanaianah terlantar ini bertentangan dengan
konstitusi dan undangindang bukan hanytidak memiliki fungsi
sasial, tetapi juga merusak tatanan sosial yang harmonis karena
menyebabkan kesenjangan sosidlanah terlantar tersebut telah
menyebabkan pasokan tanah untuk rakyat menjadi sangat sulit. Tidak
hanya i, negara juga lebih sulit lagi memperoleh tanah untuk
membangun infrastruktur publik untuk kebutuhan masyarakat luas.

Pada prinsipnya tanah mempunyaingsi sosial dan harus
dimanfaatkan agar berguna bagi manusia, masyarakat dan
pembangunan ekonormsbsial. Jika tanah tidak dipakai dan terlantar
dalam waktu yang sangat lama maka negara harus berperan mengatur
penyimpangan pemilikan tanah yang tidak wagunsebut.Peranan
negara harus hadir untuk menciptakan keadilan berdasarkan prinsip
ekonomi, konstusi, dan adil.

Apa yang terjadi selama ini dalam hal pertanahan tidak lain
karena peranan negara kospbghkan negara menjalankan kebijakan
yang menyimpang dari amanat konstitusi. Ketika konstitusi memberi
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kan amanat tanah harus berfungsi sosial,anaégara menjalankan
kebijakan yang yang liberal. Tanah diperdagangkan sama persis
dengan barang ekonomi biasa dan negara membiarkan ruang spekulasi
pemilik modal karena oknwoknum di dalamnya mengambil
keuntungan. Peran negara harus hadir karena padairsigolongan
masyarakat banyak sangat memerlukannya tetapi sulit mendapatkan
tanah untuk kebutuhan dasarnya karena pasokannya tersendat.

Kebutuhan dasar rakyat untuk tempat tinggal (tanah dan rumah)
yang layak merupakan hak dasar dari rakyat sebagain@cantum
dalam pasal 28H ayaf dari UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang telah diamandemen. Negara wajib
memberikan hak atau setidaknya membuka akses golongan
masyarakat bawah terhadap tanah untuk keperluan tempat tinggalnya
Bukan sebaliknya, membiarkan akses rakyat banyak dan haknya
tertutup karena kebijakan pertanahan yang salah.

Permasalahan yang ada di masyarakat, banyak pihak sangat
susah memperoleh lahan baik untuk pemak maupun untuk
penghidupanLahan kosong bamk yang tidak dikiela dan terlantar
sama sekali.Ada pemiliknya tetapi tidak dimanfaatkan dan ada
aktivitas ekonomi apa pun di atas tanah tanah tersebut. Kebanyakan
tanah seperti itu dibiarkan untuk tujuan spekulasi dan mengambil
rente ekonomi sebanyakumgkin ke depan. Secara administratif di
kantor pertanahan tercatat nama pemegang haknya tetizbi
digarap.Tindakan yang merugikan rakyat banyak ini harus dicegah
dengan aturan main yang memberikan keadilan bagi rakyat, bukan
sebaliknya negara membiarknya dan terlibat dalam spekulasi tanah.

Kebijakan yang memberikan keadilan tersebut seperti
peringatan untuk memanfaatkan lahan terlantar, sangsi terhadap tanah
yang terlantar dalam waktu lama, dan mencegah spekulasi tanah.
Negara tidak boleh merampaak masyarakat pemilik tanah, tetapi
wajib mengendalikan pasar yang merugikan golongan mastarak
bawah. Negara tidak boleh menjadi Robin Hood yang merampas
tanah dari pemilik tanah lalu membagikannya begitu saja. Sangsi atas

8% XQ\L SDVDO + Sefiap orang berhakidup sejahtera lahir dan batimertempat
WLQJJDO GDQ PHQGDSDONDQ OLQJNXQJDQ KLGXS \DQJ EDLN«
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tanah yang diterlantarkan bisdijalankan dengan instrumen pajak
yang ekstrim progresif, memberi sangsi dengan membeli dengan
harga tertentu di bawah harga NJOP awal pembelian, sampai sangsi
pengambiklihan jika ada pelanggaran berat.

Tanahtanah terlantar tersebut terjadi dimamara karena
pemberian haknya tidak disertai dengan jadwal pemanfaatannya.
Instrumen keljakan batas waktu dan pengendalian pemakaian tanah
dengan jadwal yang jelas sebagai perstgar pemberian hak atas
tanah. Dengan kebijakan seperti ini, maka spekulasiatarbisa
berkurang sehingga pasokan tanah untuk kebutuhan rakyat menjadi
lebih banyakterutama di daerah perkotaan.

Tanahtanah terlantar yang menjadi ajang spekulasi sering
menjadi lahan sengketa rema diduduki oleh masyarakadtlasalah
seperti ini akhirnya melahirkan sengketa sosial yang tidak jarang
mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan bahkan kestabilan
pemerintahan di daerah setemp#tebijakan yang memungkinkan
tanah dibiarkan terlantar harus dihentikan dan diganti dengan
kebijakan pembésn hak atas tanah demggadwal yang tegas dan
jelas. Kebijakan untuk menghindari adanya lahan terlantar seperti i
maka setiap permohonan hatas tanah harus disertai dengan rencana
pemanfaatan dengan jadwal yang jelas.

Instansi pemerintah yang begas memberi izin pemanfaatan
lahan diberi kewenangan untuk memantau dan melakukan
pengawasan atas pemanfaatan izin yang diberikan. Apabila
pemanfaatan lahan tersebut menyalahi aturan main ¢f the gamg
tanah tidak dimanfaatkan, maka pemerintah dapemberikan
peringatan keras sebagai wujud dari pengawasan atas pemanfaatan
tanah yang menyimpang. Jika peringatan tidak dindahkan, maka
penberian hak itu menjadi batal.anah tersebut langsung kembali
dalam penguasaan negara melalui deklarasi sepihalkpelabrintah
tanpa memerlukan proses hukum.

Untuk menjalankan aturan main baru seperti ini, maka negara
harus membuat peraturan hukum yang jelas sehingga pemerintah
mudah menjalankannya. Negara harus hadir demi keagtisial bagi
masyarakat banyaReramn negara yang kosong seperti sekarang jika
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tetap dibiarkan akan menyebabkan kesenjangan pemilikah tanah dan
sekaligus kesenjangasosial semakin menganga lebdfeadaan
seperti ini merupakan bahan bakar yang dapat menularkan api
kemarahan sosial.

Redistribusi dan Bank Tanah

Kebijakan pertanahan yang berjalan secara liberal sekarang
adalah biang keladi terjadinya kesenjangan pemilikan tanah dan
sekaligus kesenjgan ekonomi secara lebih ludsi adalah masalah
ideologi. Untuk itu pemerintah harusenjalankan amanat konstitusi
pasal 33 ayat 4, yakni mengganti model kebijakan pertanahan dengan
pasar bebas menjadi kebijakan pertanahan berdasarkan prinsip
efisiensi pasar yang berkeadilan dengan peranan negara yang lebih
proporsional.

Selanjutnya, pemmimtah secara langsung harus menjalankan
amanat konstitusi dimana negara seharusnya memberikan jaminan
agar setiap warga negara memiliki tanah untuk tempat tinggal sebagai
kebutuhan minimalnya. Kebutuhan ini tentu berbeda antar satu daerah
dengan daerahilmya karena ciri, sebaran penduduk dan ketiiaa
lahan yang tidak merat&engaturan rinci untuk kebutuhan rakyat
perlu diatur dengan undang undang sebagai payung hukumnya, tetapi
dibuat juga peraturan tingkat daerah untuk operasionalnya.

Program redistribusi tanah bukan program merampas tanah
milik warga negara dan memberikannya kepada warga yang lain.
Program ini harus diawali dengan upaya menertibkan adminstrasi
pertanahan sehingga tidak ada sebidang tanah pun yang tidak jelas
siapa peragang haknya. Sistem administrasi pertanahan yang tertib
ini sekaligus menjadi dasar pengenaan pajak sehingga dapat
membantu meningkatkapendapatan negara dan daerain.berarti
pajak bisa sebagai instrumen penerimaan bagi negara. Instrumen ini
bisa jugadipakai untuk pengendalian dalam kebijakan pertanahan.

Program redistribusi tanah ini harus jelas payung hukumnya
mulai dari undangindang sampai peraturan detailny@rogram ini
sangat baik jika dijalankan bersamaan dengan penggunaan tanah dan
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batas ma&imal penguasaannyBedistribusi tanah kepada masyarakat
yang disertai dengan konsep pengusahaannya secara bersama dalam
suatu tata ruang tertentu akan mencegah keinginan untuk hanya
sekedar menguasai tanah tanpamfungsikannyaDengan kebijakan
sepertiini, maka upaya spekulatif tanah dari golongan pemilik modal
bisa dicegah sehingga ketersediaan tanah lebih banyak.

Untuk memecahkan masalah ini maka pemerintah harus
menyediakan anggaran kepada pemilik hak awal yang diwajibkan
untuk melepaskannya dalamngka konsolidasi tanah dan tata ruang.
Dengan demikian, maka di tingkat pusat atau di tingkat daerah harus
tersedia anggaran untuk pengadaan tanah bagi rakyat dan kebutuhan
pembangunan inftrastruktur dan pembangunan ekonomi sosial
lainnya.

Kebijakan redstribusi tanah kepada masyarakat tidak selalu
dalam bentuk gratis. Masyarakat yang meperoleh tanah dibebani
kewajiban untuk membayar sejumlah harga tertentu, yang
pembayarannya dilakukan setelah pengelolaan tareisebut
mendatangkan hasiKarena implilasi yang luas dari stia program
redistribusi tanah,yang terkait dengan hak warganegara dan
kewajiban pemerintah baik pusat maupun daerah, maka untuk
program ini harus ada payung hukum dalam bentuk undang undang.

Pada saat yang sama pemerintah dapatatagijan kebijakan
untuk mengembangkan bank tandm¢ banh. Bank Tanah adalah
lembaga untuk pengembanggenataan kembakepemilikan, dan
konsolidasi pertanahan untuk tujuan pemanfaatan tanah untuk
pemukiman, kegiatan ekonomi dan kebutuhan pubdikas adil.
Dengan keberadaabank tanah, maka spekulasi tanah yang tidak
terkendali bisa dihapuskan.

Kegiatan bank tanah di sektor publik berupa kebijakan dan
strategi pemanfaatan tanah pengembangan pemukiman, yang adil
untuk masyarakat segala lapisan, g@ldan ruang terbuka, konsoli
dasi tanah dan menstabilkan nilai tanaituld kepentingan rakyat
banyak.Secara teknis bank tanah dijalankan oleh pemeritaigan
cara pembelian dan atau pengambilalihan tanah terlantar dengan
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maksud dikembangkan dan dimatangkan guna memenuhi kebutuhan
masyarakat dan kebutuhan pemerintah untuk sektor publik.

Melalui bank tanah pemerintah harus dapat mencegah spekulasi
tanah. Kekosongan peranan negara yang jelas akan menyebabkan
aparat negara uk teribat dalam spekulasi tanah, yang iyemabkan
ketersediaan tanah menn dan harga melambung tingdteranan
negara harus hadir dalam lembdugank tanah, yakni konsep kebijakan
dan kelembagaan yang selalu terkait dengan keperluan penyediaan
layanan pblik untuk perumahan, industri, pertanian, dengan pengelo
laan lahan, mengarahkan pasar tanah yang berkeadilan serta mencegah
spekulasi tanah.

Tanah yang dianggap sebagai komoditi biasa dan obyek
spekulasi untuk mengejar rente ekonomi bertentangan deaganh 6
UndangUndang Pokok Agraria Tahun 1960Menurut undang
undang ini di dalam hak milik atas tanah melekat fungsi sosial, bukan
sematamata untuk keuntungan pribadi. Kepentingan masyarakat
umum harus diperhatikan. Hak milik atas tanah tidak belapite
dibatasi dengan fungsi sosial dalam rangka mencegah penggunaan hak
milik yang tidak sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Prinsip fungsi sosial juga berarti orang per orang atel@m
pok orang tidak boleh mengakumulasi hak pemilikan tanah secara lua
dan tidak wajar sehingga merugikan kepentingan rakyat banyak.
Golongan ekonomi lemah dan lapisan bawah harus dilindungi agar
askesnya terhadap pemilikan tanah tetap terbuka sehinggautheb
dasarnya bisa dipenyhialam hal ini kebutuhan rumah dan tep
tinggal yang layak.

Melalui kebijakan bank tanah ini peranan negara jelas, yakni
mengarhkan upaya memberdayakan tarsaibagai instrumen untuk
pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tanah sebagai aset
EDQJVD GDQ VHEDJDL EXPQDPLUQGRQ HWHNDD KIDDJ
dapat dimanfaatkan secara efisien tetapi adil (prinsip efisiensi
berkeadilan) untuk mencapai tujuan bersama, yaitu peningkatan
kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat.

® Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (bukan semata fungsi pribadi individu dan diri
sendiri)
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Hanya dengan peranan negara yang tepat dan proporsional,
maka kedilan dalam pemilikan tanah bisa diwujudkan. Salah satu
kebijakannya adalah kebijakan distribusi tanah secara adil melalui
instrumen kelembagaan bank tanah. Jika kebijakan yang ada sekarang
diteruskan tanpa kebijakan ini, maka keadilan dalam pemilikahtan
akan terus berlanjut dan secara langsung atau tidak langsung akan
meningkatkan kesenjangan sosial. Peranan negara dalam hal ini
pemerintah sangat diperlukan untuk mengatur dan menyelenggarakan
peruntukan, penggunaan dan persediaan tanah serta peraslihara
tanah.

Kebijakan distribusi lahan dan bank tanah secara simultan
merupakan pevujudan implementasi kebijakatari amanat konstitusi
pasal 33, ayat 3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar
besar kemakmuran rakyaBank tanah merupakan instrument untuk
melaksanakan berbagai kebijakan pertanahan dnendukung
pengembangan wilayah.

Bank tanah berfungsi untuk mengendalikan pengadaan,
penguasaan dan pemanfaatan tanah secara adil dan wajar sehingga
tujuan penyediaan tanah untuk tempat tinggal masyarakat banyak bisa
dipenuhi. Kebijakan pelaksanaan kaanah juga merupakan perwu
judan implementasi kebijakan dari amanat konstitusi pasal 28H ayat 1.

Pengendalian Harga Tanah

Upaya mengendalikan harga tanah bukanlah hal yang mudah
karena kebijakan pertanahan selama ini masuk ke dalam perangkap
pasar belm spekulasi dan pengsaan pemodal spekulan tanah.
Tanah yang sudah terlanjur dilepas di pasar bebas tersebut ditentukan
oleh hukum pasar, yang terkdata pasokan ketersediaannifmukum
besi pasar yang tidak adil karena persediaan yang terbatas akibat
spe&kulasi dengan permintaan yang tinggi (karena pertumbuhan
penduduk tinggi) akan mendorong harga tanah menjadi mahal sekali
dan tidak terjangkau kebanyakan masyarakat.
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Inilah kenyataan dan konsekwensi dari kebijakan pertanahan
yang salah dan tidak adil bagarga negara di lapisan bawah. Setiap
saat terjadi lonjakan harga tanah yang massif di daerah perkotaan,
yang perkembangan penduduk dan ekonominya sangat pesat. Kondisi
ini sering dinanfaatkan para spekulan tapségrutama pemodal yang
memiliki akses terhdap peta tata ruang pengembangan wilayah.
Dengan akses informasi yang dimiliki, para spekulan tersebut
berusaha menguasai tanah seluas luasnya. Akses informasi terhadap
tata ruang sering disembunyikan oleh aparat negara dan dibuka secara
khusus untuk parspekular’

Intensitas spekulasi tanah yang tinggi dan akumulasi pemilikan
tanah yang terpusat pada segelintir pemodal kuat sering dan selalu
menjadi perangkap yang menyandera pemerintah sendiri. Pemerintah
sering kesulitan mendapatkan tanah untuk pembagsarana umum
dan infrastruktur publik. Kondisi ini terjadi karena pemerintah absen
dalam kebijakan pertanahan dan membiarkan tanah menjadi- komo
ditas pasar bebas dan menjadi obyek spekulasi yang tidak terkendali.

Upaya merumuskan mekanisme kebijakemgendalian harga
tanah yang sudah terlanjur menjadi harga pasar sangat sulit dan tidak
mudah. Tetapi amanat konstitusi pasal 33 ayat 3 Undang Undang
'‘DVDU KDUXV GLODNVDQDNDQ 3% XPL DLU
terkandung didalamnya dikuasai oleh aegdan dipergunakan untuk
sebesdéJ) EHVDUQ\D NHP D NNegata D@usUnizhcab \delah
dan mengatur kewenanagannya untuk mengendalikan harga tanah
dengan berbagai cara, kebijakan dan instrumen yang tersedia.

Pembatasan_uas Penguasaan Tanah

Kebijakan pembatasan luas penguasaan tanah dapat
mengendalikan penguasaan tanah yang terpusat padantiegeding.

1 para spekulan tanah yang berkolusi dengan aparat anesgaing memanfaatkan akses
informasi yang tidak seimbangagymetric informatiop untuk menguasai tanah dengan
kosekwensi kerugian masyarakat luas karena harga tanah naik pesat. Rakyat banyak dirugikan
kaena aparat negara membiarkan kondisi informasingaimgetris ini.Untuk mendalami konsep
asymentric information dalam teori prinsigeden lihat W. Kasper dan M.E. Streit , Institutional
Economics: Social Order and Public Policy, Cheltenham UK: Edward Elgar Publishing, 1998.
halaman 6%7
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Kebijakan ini bisadimulai terbatas pada hak milik karena ketentuan
batas luas tanah yang dapat dimiliki ini ada di dalam ketentuan
perundangundamgan. Tetapi untuk hak guna usaha belum ada
ketentuan yang membatasinya sehingga harus dibuat dalam demi
keadilan sesuai amanat kosntitusi.

Kebijakan pembatasan luas penguasaan tanah ini sejalan dan
dijalankan bersamaan dengan kebijakan distribasah dan bank
tanah. Kebijakan pembatasan kepemilikan atas hak tanah juga
diperlukan agar ketersediaan tanah lebih banyak dan harga tanah bisa
dikendalikan. Ukuran pembatasan hak kepemilikan tanah bukan hanya
pada luas batas alami tetapi juga rekam jejak pemdtadn atas
pemanfaatan tanahnah yang dikuasainya selama ini. Rekam jejak
ini penting untuk mengetai apakah penguasaan itu betstul
dimanfaatkan sesuai peruntukannya atau tidak. Apabila pemanfaatan
tanah menyimpang dan hanya dipakai untuk spekuladiamemohon
tidak boleh diberhak pemilikan tanah yang barBahkan jika perlu
dibua daftar hitam namaama pihak,yang menyimpang dalam
memanfatkan tanah dan menterlantarkanraftar hitam seperti ini
dikaitkan dengan daftar hitam nasabah dan daftar hitam pajak.

Penegakan aturan pemanfaatan tanah secara ketat akan
menjadikan tanah itu betul betul bemf@at untuk kemakmuran
rakyat. Peranan negara sangat diperlukan untuk kemekmulan
kesejahteraan sosial melalui kebijakan pertanahan. Tanah harus selalu
mempunyai fungsinya untuk kepentingan individu dan secara ber
samaan melat fungsi sosial di dalamnyalanah yang dijadikan
obyek spekulasi, karena peranan negara absen, badant dengan
pasal 13 Undantyndang Pokok Agraria Tahun 1960.

" pasal 13, ayal, Undang8 QGDQJ 3RNRN $JUDULD 7DKXQ 33HPHULQ
supaya usahasaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan
produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta menjamin

bagi setap warganegara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik
EDJL GLUL VHQGLUL PDXSXQ NHOXDUJDQ\D ~
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Penutup

Pasal ekonomi konstitusi yang &glaris adalah pasal 33 ayat
3. Implementasi dri pasal ini diharapkan dapatemajukan kesejah
teraan umum dan kesejahteraan rakyat banyetalui pengelolaan
SEXPL GDIQUNHND\DD Q D 6d&3& ini @& aqyak\sekali
dibahas, dianalisa dan didiskusikan di dalam tolidauku maupun
forum akademik.Tetapi pasal ini masih sangat sulit diimplemen
tasikan di lapangan sehingga tujuan kemakmua&kyat hanya dirasa
kan segelintir golongan kecgementara rakyat banyak tertinggal.

Karena itu, upaya untuk memakmurkan rakianyak tidak
boleh berhenti. Salah satunya adalah memasukkan sumberdaya
pertanahan sebagai barang strategis, yang masukn deddagori
30 XPL DLU GDQ N HsbdaraDiédfis aaab fdak seperti
barang ekonomi biasa, tidak dapat digandakan ketika permintaannya
naik akibat paambahan dan tekanan pendudki&rena itu, pasokan
nya selalu mengalami kelangkaan. Celah ini neensipekulasi tanah
yang masif dari para spekulan pemilik modal yang besar jika tidak ada
peranan negara atau negara sengaja membiarkannya.

Karena itu, negara harus hadir untuk menjaga pasokan dan
ketersediaan tanah untuéebutuhan dasar rakyat banyadegara
harus berperan mencegah pemanfaatan tanah untuk kepentingan
segelintir orang.Pesan konstitusidari pasal 33 ayat 3 dan pasal 28H
ayat 1, termasuk Tap MPR RI Nomor 16 Tahun 1998 dan UU Pokok
Agraria Tahun 1960 menempatkan tanah bukan sebagai barang
kebutuhan ekonomi semata, yang bisa diperdagangkan secara bebas.
Amanat konstitusi tersebut mengharuskan kehadiran peranan negara
sama untuk mencegah pemanfaatan tanah untuk spekulasi dari
segelintir orang untuk mengeruk keuntungan yang besar.
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MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL
MELALUI REFORMA AGRARIA

Arif Budimanta

Abstrak

Terkonsentrasinya kekayaan dan surshenber pendapatan di tengah
masyarakat merupakan persoalan yang tak kunjung usai di Indonesia. Secara
konsep, ketimpangan ekonomi menggada bagaimana variabel ekonomi
terdistribusi antara individindividu dalam kelompok, antara kelompok
dalam suatu populasi atau antara negara dan negara laiSel@n
ketimpangan pendapatan, ketimpangan juga terjadi dalam penguasaan lahan
yang ditunjuklan dengan meningkatnya angka gini lahan dari waktu ke
waktu, hingga mencapai 0,68 pada 2013. Ketimpangan tersebut kemudian
menyebabkan kemiskinan, setidaknya dapat dilihat melalui dua hal, yaitu
ketimpangan terhadap aset dan ak€¥sh karena itu, studni menjawab
bagaimana redistribusi aset dan akses dapat menjadi solusi menekan
ketimpangan. Salah satu kebijakan yang dirasa mampu menjadi solusi ialah
reforma agraria. Beberapa negara telah mengadopsi skema ini untuk
mencptakan keadilan sosial. Di Indasia, reforma agraria menjadi salah
satu nawa cita dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Studi ini
melakukan simulasi menggunakan data SUSENAS periode Maret 2017 untuk
mengukur pengaruh redistribusi lahan terhadap ketimpangan. Ketimpangan
diukur dengan mnggunakan pendekatan koefisien Gini. Dengan meng
asumsikan bahwa setiap rumah tangga penerima program redistribusi lahan
setidaknya akan mengalami kenaikan penerimaan sekitar 15 persen per
bulan, maka kebijakan redistribusi lahan dapat mendorong rumahatan
yang tadinya miskin menjadi tidak miskin. Selain itu, kenaikan pendapatan
kelompok rumah tangga penerima program redistribusi pada akhirnya dapat
mengurangi tingkat ketimpangan yang terjadi.

Kata kunci : Ketimpangan, Keadilan Sosial, Reforma Agraria

Abstract

The concentration of wealth and sources of revenues in the midst of the
public is a problem which remains unsolved in Indonesia. As a matter of
concept, economic imbalance refers to the question as to how economic
variable can be distributed amomgdividuals within groups, among groups

in a population or among various countries. Other than imbalance in
revenues, imbalance also occurs in the control of lands as indicated by the
increase of the Gini index of lands from time to time, so that it reb@&3
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in 2013. That imbalance furthermore causes poverty, at least as can be
observed through two matters, namely imbalance in assets and access.
Therefore, this study provides an answer as to how the redistribution of
assets and access may become aisolib overcome the imbalance. One of
the policies which is deemed capable to become a solution is the agrarian
reform. Some countries have adopted this scheme in order to create social
justice. In Indonesia, agrarian reform has become one of the governmen
programs (nawa cita) in the administration of President Joko Widodo. This
study conducts a simulation by using data of the National Social Economic
Survey $urvei Sosial Ekonomi Nasion@USENAS) for the period of March
2017 in order to measure the effeof redistribution of lands wvia-vis
imbalance. The imbalance is measured by using the Gini coefficient
approach. By assuming that households being receivers in the program of
redistribution of lands at least will experience an increase of revenues of
around 15 percent monthly, then the policy of redistribution of lands may
drive households which are poor to become not poor. Besides, the increase of
revenues of household groups being receivers in the program of
redistribution of lands can finally redudbe level of the existing imbalance.

Keywords:imbalance, social justice, agrarian reform.

Ketimpangan dan Kemiskinan

Terjadinya konsentrasi kekayaan dan sursoenber penda
patan di tengah masyarakat merupakan persoalan yang tak kunjung
usai di IndonesiaBerakhirnya kekuasaan rezim Orde Baru, sejatinya
membeikan angin segar bagi peningkatan dan kesejahteraan dan
keadilan sosial masyarakat.

Salah satu kritik penting pada era kekuasaan Orde Baru adalah
terkonsentrasinya kekuasaan dan kesempatarselaiompok orang.
Hal ini, antara lain ditandai dengan populernya istilah kolusi, korupsi
dan nepotisme (KKN). Namun pada kenyataannya, harapan segera
pupusnya ketimpangan berjalan sangat lambat. Pada Era Reformasi,
fenomena ketimpangan masih sangat kuatgitu juga dengan
kecenderungan yang mengarah kondisi oligafiiadiz & Richard,
2004)

Secara konsep, ketimpangan ekonomi mengacu pada- bagai
mana variabel ekonomi terdistribusi antara individdividu dalam
kelompok, antarkelompok dalam suatu populasi atau antara negara
dan negara lainnyaDablaNorris & Kochhar, 2015) Artinya,
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ketimpangan dapat muncul ketika terdapat perbedaan distribusi
variabel ekonomi yang terjadi baik antar individu maugpmiar
kelompok dalam masyarakat.

Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai dua lapisan mayarakat
yang berjarak, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas ini
dapat dimaknai sebagai lapisan dengan konsentrasi kekayaan yang
lebih tinggi dibandingkardengan lapisan bawah dan begitu sebalik
nya. Selanjutnya, dalam kelompok lapisan bawah, terdapat penduduk
dengan kemampuan ekonomi lemah (masyarakat miskin).

Dalam mengukur kemiskinan, a@an Pusat Statistik (BPS)
menggunakan konsep kemampuan dalam memdmbutuhan dasar.
Dengan demikian, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan
dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan.
Selanjutnya, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk dengan
ratarata pengeluaran per kapita per bulan di bagaris kemiskinan
(BPS, 2018)Artinya, persoalan ketimpangan dan kemiskinan adalah
dua soal yang berkaitan erat.

Kondisi Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia

Kondisi ketimpangan dapat dilihat melalui indeks gini yang
menunjukkan ketimpangan pendapatan antarindividu. Angka gini
Indonesia penting untuk diperhatikan, mengingat laju penurunannya
belum signifikan. Bahkan dibandingkan dengan masa Orde Baru
masih lebih tinggi. Per September 2ZQlindeks gini berada pada
angka 0,391 (BPS, 2018) Menurut studi World Bank, terdapat
beberapa penyebab utama munculnya ketimpangan pendapatan di
Indonesia, di antaranya adalah ketimpangan peluang, ketimpangan
pasar kerja, konsentrasi kekayaan dan ketimpangdamd meng
hadapi goncangaforld-Bank, 2016)

Selain itu, ketimpangan juga terjadi dalam penguasaan lahan
yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka gini lahan dari waktu
ke waktu, hingga mencapai 0,68 pada tahun 2@48nya dilihat dari

! Disampaikan oleh Hermanto Siregar pada kegiatan Kuliah Umum Sekolah Pascasarjana
Institut Pertanian BogoR015
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sisi aset, telah terjadi ketimpangan yang lebar dalam kepemilikan
lahan. Hal ini jelas akan menjadi penghambat bagi masyarakat
khususnya masyarakat miskin untuk dapat berproduksi.

Kondisi tersebut kemudian diperburuk dengan terkonasint
nya kekayaan pada segelintir rumah tangga terkaya. Data dari Credit
Suise menunjukkan jika 1 persen rumah tangga terkaya menguasai
45,4 persen kekayaan nasional, lebih jauh lagi 10 persen rumah tangga
terkaya menguasai 74,8 persen kekayaan nagisuse, 2018)

Ketimpangan yang akut ini menghasilkan gejala dan bahkan
fenomena oligarki di Indonesia. Salah satu cara untuk mengukur
situasi oligarkis dalam kehidupan sosial politik ekonomi suatu
masyarakat adalah melalidaterial Power Index (MPI)Indonesia
yang dikembangkan oleh Prof. Jefrey Wintév8inters, Oligarchy
and Democracy in Indonesia, 2013)

Dalam perspektif Winters tersebut, MPI Indonesia pada 2016
tercatat sebesar 584.47@Viegawatiinstitute, 2017) Angka ini
menggambarkan bahwa 40 orang terkaya di Indonesia memiliki
kapasitas politik pertahanan kekayaan hampir enam ratus ribu kali
lipat lebih besar dibandingkan dengan masyarakat biasa. Politik
pertahanan kekaan ini dilakukan melalui lobi, proses politik
pemilihan umum, pembentukan opini dan proses pembentukan
kebijakan negargWinters & Page, Oligarchy in the United States?,
2009) Maka dengan kondisi yang demikian, kebijakan reegekan
terus mendapat tantangan dari para Oligark agar lebih berpihak
kepada mereka dibandingkan dengan publik khususnya masyarakat
miskin.

Sementara itu, kondisi kemiskinan sebetulnya relatif membaik
jika dilihat dari sisi jumlah dan persentase. Jumlahduduk miskin
pada 2004 mencapai 36,15 juta jiwa atau 16,6 persen dari total jumlah
penduduk. Sedangkan per September 2017, jumlah penduduk miskin
adalah 26,5 juta jiwa atau 10,12 persen dari total jumlah penduduk
(BPS, 2018)Hanya saja, angka ini masih relatif tinggi untuk ukuran
sebuah negara dan laju dari penurunan angka kemiskinan cenderung
melambat. Angka tersebut juga masih jauh di bawah target yang
tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).
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Pemerintah tela melakukan berbagai usaha untuk menanggu
langi tingkat kemiskinan. Upaya tersebut kemudian dikelompokkan
menjadi empat klaster utama. Klaster pertama merupakan program
penanggulangan yang berbasis keluarga seperti Program Keluarga
Harapan (PKH). Klastekedua merupakan program penanggulangan
yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri.
Klaster ketiga adalah program penanggulangan yang berbasis usaha
mikro dan kecil. Terakhir, klaster keempat yang merupakan program
peningkatan dan pedisan program pro rakyat.

Selain itu, telah dialokasikan anggaran hingga ratusan triliun
rupiah untuk kemiskinan. Artinya, terdapat cukup keseriusan dari
pemerintah untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, meskipun
terdapat beberapa masalah serius padaassittkemiskinan di
Indonesia. Masalah tersebut adalah rentannya masyarakat yang
tergolong tidak miskin untuk kembali jatuh miskin, khususnya ketika
terjadi guncangan ekonomi atau adanya pengurangan program
bantuan dari pemerintah. Permasalahan ini kemudiignat memper
parah kemiskinan masyarakat miskin dari kondisi sebelumnya, atau
dapat dijelaskan melalui indeks kedalaman dan keparahan
kemiskinan.

Tercatat, indeks kedalaman kemiskinan pada September 2012
sebesar 1,9, sedangkan per September 2017 seb&aBdlanjutnya,
indeks keparahan kemiskinan pada September 2012 sebesar 0,48 dan
per September 2017 sebesar 0,46. Selain itu, perbaikan yang terjadi
belum menunjukkan pola yang searah dengan pengurangan angka
kemiskinan, bahkan pernah memburuk.

Ketika dcek lebih jauh, kondisi di pedesaan justru memburuk.
Indeks kedalaman kemiskinan di pedesaan per September 2012 adalah
2,42 dan per September 2017 adalah 2,43. Selanjutnya untuk
keparahan per September 2012 adalah 0,61 dan pada September 2017
adalah 0,68BPS, 2018) Artinya penduduk miskin di pedesaan dapat
dikatakan kondisinya bendenar miskin, yang pada gilirannya akan
memunculkan fenomena ketimpangan yang makin melebar antara
penduduk miskin dengan penduduk yang sangat miski
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Situasi yang demikian telah menjelaskan jika terdapat ketimpa
ngan akses dan aset yang serius dan bahkan cenderung oligarkis,
sehingga kemiskinan masih menjadi persoalan pokok bagi Indonesia.
Diperlukan kebijakan strategis yang dapat menyelesaikan gh@nso
ketimpangan aset dan akses agar laju penurunan kemiskinan dapat
semakin cepat.

Rumusan Masalah

Masalah ketimpangan yang kemudian menyebabkan kemis
kinan, setidaknya dapat dilihat melalui dua hal, yaitu ketimpangan
terhadap aset dan akseBulisan ini akan fokus pada bagaimana
mengatasi ketimpangan terhadap aset dan akses melalui sistem
kelembagaan yang baik selttasiness procegselaksanaan program
reforma agraria yang terintegrasi. Setelah itu, akan dilakukan simulasi
untuk mengetahui §ih mana kebijakan tersebut efektif dalam upaya
mengatasi ketimpangan dan kemiskinan.

Kerangka Acuan Pembahasan

Kebijakan reforma agraria, yang dalam implementasinya
melalui program legalisasi aset dan redistribusi lahan, dapat menjadi
salah satuinstrumen kebijakan yang ampuh dalam menurunkan
tingkat ketimpangan dan kemiskinan. Kebijakan ini diyakini tidak
hanya memberikan efek pertumbuhgrnofvth effectltetapi juga efek
distribusi @istributional effect Efek pertumbuhangfowth effect
adalah efek dari peningkatan pendapatan secara proporsional dengan
distribusi relatif pendapatan tidak berubah.

Sedangkan efek distribusdigtributional effect adalah efek
dari perubahan dalam distribusi pendapatan rel@durguignon,
2004) Kebijakan reforma agraria telah dilakukan di sejumlah negara,
seperti Brazil, Cina, Korea, Vietnam, Taiwan dan India dengan sistem
dan mekanisme yang berbeaeda.

Studi yang dilakukan Besley dan Burgesisun2000(Besley &
Burgess, 2004)ilakukan untukmenganalisa pengaruh kebijakan
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reformasi lahan terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di
India. Reformasi lahan dilihat sebagai bentuk kebijakan redistributif
Besley dan Burgess mengklasifikasikan reformasi lahan menjadi
empatpokok kategori yaituenancy reformmenghapuskan perantara,
menegpkan batas atas kepemilikan tanah dan konsolidasi dari
kepemilikan lahan yang berbeda.

Studi ini menggunakan data panelda tingkat negara bagian
yang tersedia dari 16 negara bagian di India dalam periode waktu dari
tahun 1958 hingga 1992. Untuk mengukur kemiskinan, studi ini
menggunakan datédheadcount ratiodan kesejangan kemiskinan
(poverty gap. Selain itu, Data upah dek pertanian juga digunakan
untuk menganalisis apakah reformasi lahan memiliki dampak pada
keseimbangan umum dan mampu menjangkau kelompok orang
miskin yang secara tidak langung memperoleh manfaat dari regulasi
ini. Sedangkan, nilai riil produk domestileganian, nofpertanian
dan GDP per kapita digunakan untuk menganalisa faktor penentu
pertumbuhan.

Hasil studi menunjukkan bahwa reformasi lahan pada umum
nya berkaitan dengan pengurangan kemiskinan di perdesaan,-khusus
nya terkait dengan reformasi lahaang berusaha menghapus adanya
peran perantarantermediarie3 dan mereformasi kondisi penyewaan
lahan fenancies Kedua indikator yang digunakan, bdikadcount
ratio ataupunpoverty gap menunjukkan hasil yang sama di mana
redistribusi lahan berdampalogitif dan signifikan terhadap upah
pertanian. Output yang dihasilkan juga disebabkan oleh peran
pemerintah dalam kebijakannya menghapus peran perantara.

Studi mereka juganenemukan bahwa variabel reformasi lahan
terpilah @issagregated land refofmyang tertinggal empat periode
tidak memiliki dampak signifikan terhadap total pendapatan negara
bagian per kapita. Hal tersebut masuk akal mengingat reformasi tanah
lebih mempengaruhi hubungan produksi di bidang pertanian. Hal
tersebut juga menunjukkanalwa reformasi penyewaateriancy
memiliki efek negatif pada output pertanian, sementara konsolidasi
tanah memiliki efek sebaliknya. Dan efek tersebut tetap sama-meski
pun variabel pendapatan per kapita diganti dengan variabel hasil
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pertanian. Berdasarkahasil temuan tersebut dapat disimpulkan
bahwa reformasi tanah lebih mengubah hubungan produksi di bidang
pertanian daripada mengubah pola pemilikan tanah. Selain itu,
terdapat bukti bahwa dampak paling besar dari reformasi tanah
terhadap kemiskinan terjadi negaranegara yang memiliki kesen
jangan kepemilikan tanah paling besar. Hasil penelitian menunjukkan
hubungan negatif dan signifikan dalam setiap kasus reformasi lahan
agregat.

Disisi lain studi yang dilakukan Deininger, Jin dan Nagarajan

pada tahun2007 (Besley & Burgess, 2004)mengkaji dampak

pelaksanaan reformasi lahan terhadap investasi, pertumbuhan

ekonomi, dan kemiskinan. Data yang digunakan adalah data tingkat

individu dan rumah tangga dengan periode waktu 20 tabate

tingkat rumah tangga yang digunakan dalam studi ini adalah berasal

GDUL VXUYHL $5,6 5(' \DQJ GLODNXNDQ ROHK ,Q¢
for Applied Economic Research (NCAER) pada tahun 1982 dan 1999.

Dalam konteks meningkatkan investasi rumah tanggackae
menemukan bahwa reformasi lahan mempunyai dampak positif pada
akumulasi aset dalam bentuk modal fisik maupun manusia yang
memungkinkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dampak
tersebut dapat terwujud berbeda antara reformasi -semgewa
(tenancy réorm) dan plafon perundangndangandeiling legislatior).
Sementaraenancy reforrmemiliki efek langsungdirect effect yang
signifikan, sebagian besar dampak keseluruhancedimg legislation
diperkirakan muncul secara tidak langsung. Artinya bahemancy
reform tidak memberi manfaat banyak bagi orang miskin yang
mungkin bisa mendapat manfaat lebih dailing legislation

Mereka juga mengeksplorasi dampak reformasi tanah terhadap
akumulasi modal manusiahyman capitgl oleh mereka yang
menyelesikan pendidikan mereka setelah sebagian besar reformasi
tanah dilaksanakan. Dalam semua regresi, ditemukan koefisien yang
sangat signifikan pada pengeluaran pendidikan pubpkbl{c
education spendilg yang mengarah pada dampak positif dari
reformasitanah terhadap tingkat akumulasi modal manusia.
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Di sisi lain, reformasi lahan memberikan manfaat yang tidak
proporsional bagi rumah tangga dengan tingkat aset awal yang lebih
rendah ketika ingin mewujudkan pemerataan dari pelaksanaan
reformasi lahan. Danetakhir, dampak reformasi lahan menurun
seiring waktu dan hal ini juga terjadi pada penelitian lain yang gagal
menunjukkan efek pertumbuhan yang signifikan dari pelaksanaan
reformasi lahan ini.

Selanjutnya, Keswell dan Carter berusaha merggipidalam
perelitian distribusi lahan dengan memanfaatkan Atwr dari
implementasi program Land Redistribution for Agricultural
Developmeni{LRAD) di Afrika Selatan untuk mengekstrak variasi
eksogen terkait apakah dan untuk seberapa lama, rumah tangga
pemohon progm bisa menikmati manfaat dari adanya transfer tanah
(land transfej. LRAD merupakan program yang memungkinkan
buruh tani farm worker$ dan penyewa tenaga kerj@ak{or tenany
yang tidak memiliki tanah bisa mendapatkan hibah pembelian tanah
(land-purcha® gran) (Keswell & Carter, 2014)

LARD tidak mewajibkan redistribusi tanah dari yang kaya ke
yang miskin, melainkan beroperasi melalui pasar berdasarkan
keinginan pembeli dan keinginan penjual yang bersedia. "Tangan
bantuan" egara terlihat jelas dalam proses ini. Namun, oleh karena
program LRAD merupakan program yang berbasis pasar sehingga
membuat program tersebut tidak banyak diperdebatkan, dan lebih
mudah dievaluasi, daripada program reformasi redistributif yang
diamanatkamegara gtatemandated redistributive reforms

Untuk mendapatkan hasil analisis, Keswell dan Carter
menggunakan metodgeneralized propensity scoréGPS) yang
memungkinkan mereka dapat mencocokkan penerima transfer
berdasarkan karakteristik yang dapatandati yang cenderung
memengaruhi durasi perlakuatneg@tment duratiopdan dampaknya.
Keswell dan Carter menganalisis data penerima manfaat berdasarkan
dua strategi identifikasi statistik. Pada strategi pertama, dan merupaka
strategi inti €ore strategy.

Keswell dan Carter mencocokkan individu berdasarkan tanggal
masuk ke dalam program dan karakteristik modal manusia pada
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umumnya. lIdentifikasi dalam strategi ini mengasumsikan bahwa
periode penelitian, baik untuk persetujuan dan penerimaan akhir dari
transer tanah, adalah bersifat acak. Strategi identifikasi penerima
manfaat yang kedua lebih mencocokkan penerima transfer pada
seluruh waktu yang mereka habiskan dalam program sampai penanda
tanganan kontrak penjualan untuk lahan.

Berdasarkan kedua strategieidifikasi tersebut, Keswell dan
Carter mengestimasi fungsi respon durasiurétion response
function dengan mengikuti pendekatan yang digunakan oleh Hirano
dan Imbens (2004) yang memetakan skeneralized propensity
menjadi hasil ¢utcomey dan kemudian merataratakan hasil
(outcomey dengan tingkat durasidgration leve). Selain GPS,
Keswell dan Carter juga menggunakan metode perlakuan biner
standar ¢tandard binary treatmeptuntuk membandingkan semua
pemohon dpplican) dalam perlakuantfeatment dengan kelompok
kontrol (control group dari pemohon yang sudah disetugpproved
yang masih dalam perlakukan pada saat survei penelitian dilakukan.

Validitas dari metode ini bergantung pada asumsi yang sama
seperti yang digunakan dalam strategi idekdsi inti yang digunakan
dalam analisis perlakuan berkelanjutanontinuous treatmeht
Berdasarkan kedua strategi identifikasi, estimatoontinuous
treatmentdalam penelitian Keswell dan Carter menunjukkan bahwa
setelah terjadi penurunan di awalitfal dip), dampak dari transfer
tanah terus meningkat dan setelah 3 hingga 4 tahun, dampak tersebut
berada pada tingkat yang menyiratkan kenaikan jangka panjang dalam
pengeluaran per kapita sekitar 50 persen.

Arah Kebijakan Pemerintah

Pelaksanaan program reforma agraria sebagai salah satu
instrumen pemerintah dalam mempersempit ketimpangan sejalan
dengan amanat Undaténdang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 yang
menyatakan bahwa perekonomian negara disusun dan ditujukan untuk
sebesabesarnya kemakmuran rakyat dengan mengembangkan
ekonomi kerakyatan. Rincian pasal 33 ayat 3 memberikan gambaran
yang lebih detail, yakni:®Bumi, air, dan kekayaan alam yang
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terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesabesarnya kemakmu@ U D NN& \Wi" menjadi dasar arah
kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan penataan pemilikan,
penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, hutan dan kekayaan
alam.

Indonesia telah mengatur soal pemilikan, penguasaan,- peng
gunaan dan pemanfaatan tArsecara khusus dalam UU No. 5 tahun
1960 tentang PokeRokok Dasar Agraria dan juga Undadgdang
No. 56 PRP tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
Pasal 7 dalam UU No. 5 tahun 1960 secara jelas ‘aemgatkan
E D K ZADardtidak merugikan kep&ngan umum, maka kepemilikan
dan penguasaan tanah tidak diperkenankan melampaui “batas
Selanjutnya, Pasal 17 dengan tegas menyebutkan bahwa agar
kepemilikan dan penguasaan tanah tidak melampui batas, maka akan
diatur luas maksimum dan minimum tanah ydoieh dimiliki oleh
satu keluarga atau badan hukum. Tanah yang melebihi batas maksi
mum akan diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian yang
selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan.

Sejalan dengan amanat Undddogdang tersebutRencana
Kerja Pemerintah tahun 2017 yang tertuang pada PerpregtiNo.
Tahun 2016menyatakarbahwa reforma agraria menjadi salah satu
prioritas nasional yang dijalankan dari mulai pemerintah pusat hingga
pemerintah daerahMelalui program prioritas reforma agraria,
penerintah mengupayakan pemerataan ekongarg berkeadilan
dalam rangka menurunkan tingkat kesenjangan.

Berdasarkan target yang tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah NasiomiPJMN 20152019,
target dalam reforma agraria adalah pemberian hak atas tanah yang
meliputi 4,5 juta hektar untuk legalisasi aset dan 4,5 juta hektar lahan
untuk redistribusi lahan.

Namun, akses terhadap lahan tersebut harus juga didorong
dengan peningkatan rteadap akses lainnya sehingga dapat -men
dorongutility masyarakat terhadap aset produktif, baik berupa akses
terhadap modal, pendidikan maupun pelatihan/pemberdayaan-masya
rakat. Strategi tersebut diharapkan mampu mengurangi masalah
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ketimpangan, ketidaksetaraan, serta mendongkrak proses pemba
ngunan berkelanjutan.

Pelaksanaan kebijakan reforma agraria menjadi sangat penting
karena reforma agraria merupakan janji Presidiam sekaligus
menjadi kebijakan yang strategis dan fundamental serta diiurigh
masyarakatintuk menekan ketimpangan dan mendorong pemerataan
aset dan akses.

Arah Kebijakan Reforma Agraria
A. Konsep Reforma Agraria di Indonesia

Reforma agraria ecara operasional didefinisikan sebagai
menata kembali sistem politik dan hukymertanahan berdasarkan
Pancasila, UUD 1945 dan UUPA. Secara garis besar, reforma agraria
dibagi kedalam dua klasifikasi, yakni reforma aset dan akses.

Figure 1 Konsep Reforma Agraria di IndoneSia

Reforma aset meliputi penataliembali penguasaan, pemili
kan, penggunaan dan pemanfaatan lahan berdasarkan hukum dan
peraturan perundangan pertanahan. Pelaksanaan reforma aset
dikomandoi oleh Kementerian ATR/BPN.

Sedangkan reforma akses mencakup penyediaan kelembagaan
dan manajemeryang baik agar penerima redistribusi lahan dapat
mengembangkan lahannya sebagai sumber kehidupan yang -memak
murkan (asas manfaat). Implementasi kebijakan reforma akses
dilaksanakan oleh KL terkait dan pemerintah daerah.

2 Disampaikan oleBPN pada kegiataRocus Group Discusssiati Komite Ekonomi dan
Industri Nasional, 2017
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Berdasarkan Rencana Pembangunan k#ngvienengah
Nasional (RPJMN) 2012019 serta Perpres No. 2 tahun 2015, total
luasan lahan pada reforma agraria mencapai sembilan juta hektar.
Angka ini terbagi kedalam dua skema besar, yakni penataan kembali
sektor pertanahan melalui legalisasi aset seldds juta serta
penyediaan akses tanah melalui redistribusi lahan seluas 4,5 juta
hektar.

Figure 2 Skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

Klasifikasi lahan yang masuk kedalam program kebijakan
legalisasi aset meliputanah transmigrasi dan tanah milik rakyat yang
belum bersertifikat masingasing seluas 0,6 juta hektar dan 3,9 juta
hektar. Sedangkan klasifikasi tanah yang dijadikan objek redistribusi
lahan adalah tanah yang habis hak guna usahanya dan tanah terlantar
seluas 0,4 juta hektar serta tanah hasil pelepasan kawasan hutan yang
mencapai 4,1 juta hektar.

Untuk mendukung kepemilikan asset tersebut, pemerintah juga
memberikan akses pendanaan yang murah melalui program Kredit
Usaha Rakyat (KUR). KementeriaiKoordinator Perekonomian
menjelaskan KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau
investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau
kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki
agunan tambahan atau agunan tambah&mbeukup. UMKM dan
Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang
bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan
dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan
pinjam.

3 RPIJMN 20152019
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Peluang inilah yang dapat dimanfaatkantuk meningkatkan
dan memperluas akses wirausaha seluruh sektor usaha produktif
kepada pembiayaan perbankan, mendorong pertumbuhan ekonomi,
dan meningkatkan daya saing.

KUR berbeda dengan pinjaman kredit komersial lembaga
keuangannya karena memberikannga yang rendah. Pada 2018
bunga KUR hanya dipatok 7 persen, terus menurun dari-tahun
sebelumnya. Selain itu persyaratan pengajuan pinjaman KUR pun
relatif lebih mudah. Pemerintah juga terus meningkatkan besaran
plafon KUR setiap tahunnya.

B. Skema Kdembagaan

Lembaga pelaksana/gugus tugas merupakan organisasi-terinte
grasi yang terdiri dari paratakeholders,seperti pemerintah baik
pemerintah pusat maupun pemerintah kota, serta masyarakat
sipil/masyarakat adat. Tujuan dibentuknya lembaga pelaksaje/gu
tugas yaitu untuk mengimplementasikan pelaksanaan reforma agraria
agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Lembaga pelaksana/gugus tugas meliputi tiga level pemerinta
han, yakni lembaga pelaksana/gugus tugas tingkat nasional, provinsi
dan kabpaten/kota. Lembaga pelaksana ini diketuai langsung oleh
Presiden Rl yang bertugas mengatur, membuat kebijakan dan meng
evaluasi pelaksanaan kegiatan reforma agraria.

Sistem pengawasan dan audit perlu hadir untuk menjamin
implementasi kebijakan programfoema agraria efisien dan sesuai
target. Di tingkat nasional, pengawasan dan audit dilakukan oleh BPK
dan KPK. Sedangkan di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota),
pengawasan dan audit dilakukan oleh BPKP dan BPK.
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Figure 3 Skema Kelembagahn

Sistem Pengimplementasian Kebijakan Reforma Agraria

Sistem merupakan yang terpenting dalam pengimplementasian
pelaksanaan reforma agrarl@alam pengimplementasiannysistem
yang yang dijalankan harus memiliki karakteristikantaranya: (i)
transparanmudah diakses dan mudah dipahami miatuatu pusat
data; (ii) menerapkae-governanceyang meliputie-land certification
dane-registrationuntuk menghindari risiko korupsf(iii) sistem yang
ada harus mampu menjelaskamgsi lehan yang diserahkan kepada
subjek penerima TORA dan memastikan lahan tidak dialinfungsikan

Solusi yang ditawarkadalam studi inakanmercakup semua
hal tersebutdalamOne Map Policyyang merupakan kebijakan atau
sistem pengintegrasian data terkait dangtatus pemanfaatan dan
kepemilikan lahan dalam satu peta digilaéngan adany®ne Map
Policy, memungkinkan stakeholders terkait menyinkronisasikan

4 Author
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sistem hukum yang diperlukan supaya pelaksanaan reforma agraria
tidak menimbulkan penafsiran yang berdedualisme data yang tidak
akurat sehingga dapat mengakibatkan munculnya sengketa agrarian.

Business prosesgengembangan dan pemanfaatne Map
Policyterlihat pada diagram berikut:

Figure 4 Business Process Kebijakan Reforma Agraria

Dampak Kebijakan Pemerintah (Policy Impac)

Untuk mengetahui pengaruh redistribusi lahan terhadap ketim
pangan di Indonesia, simulasi dilakukan dengan menggunakan data
SUSENAS Maret 204 Ketimpangan dalansimulasi ini diukur
dengan menggunakan pendekatan koefisien Gini. Adapun target
rumah tangga penerima program redistribusi labaalah rumah
tangga miskin (sebelas persen dari total pouplasi) yang tinggal di
perdesaan dengan pekerjaan utama di sektoarpent Berdasarkan
data dasarSUSENAS Maret 2014, kriteria rumah tangga yang
memenuhi target penerima redistribusi lahan tersebut adalah sekitar
665 ribu rumah tangga.

5 Author
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Dengan mengasumsikan bahwa setiap rumah tangga penerima
program redistribusi lahansetdaknya akan mengalami kenaikan
penerimaan sekitar 15 persen per bulan, maka kebijakan redistribusi
lahan dapat mendorong rumah tangga yang tadinya miskin menjadi
tidak miskin. Selain itu, kenaikan pendapatan kelompok rumah tangga
penerima program redidisi pada akhirnya dapat mengurangi
tingkat ketimpangan yang terjadl.abel berikut merangkum hasil
simulasi yang telah dilakukan untukengukur dampak redistribusi
lahan terhadap kemiskinan dan ketimpangan.

Tablel Hasil simulasi edistribusi lahan terhadap kemiskinan dan

ketimpangah
Kondisi Awal Pasca Simulasi
Jumlah
_ Jumlah Persenta Pendud Persenta
Wilayah Penduduk  se Gini ki/li Itlinu se Gini
Miskin Kemiskin  Koefisien (Jutas Kemiskin  Koefisien
(Juta Jiwa) an Jiwa) an
Perkotaan 10 ! ! ! 0
67 72 0,407 0,67 72 ,407
Perdesaan 17 1 ! 1 0
,10 3,93 0,320 3,47 0,98 316
Perkotaan+ 27 1 2 9 0
Perdesaan g7 0,64 0,393 4,15 ,25 391

Hasil simulasidengan menggunakan data SUSENAGret
2017 diatas menunjukkan bahwa koefisien Gisgcara nasional
mengalami penurunan sekitar,02 poin, dari yang sebelumnya
sebesar @392 menjadi (B91. Sementara itu, koefisien girdi
perdesaan mengalami perubahan yang cukup besar dan nilainya
menjadi 0,36 dari kondisi awal sebesar @3 Adapun kondisi
ketimpangan di perkotaan, nilainya tidak mengalami perubahan
karena model yang dikembangkan mengasumsikan bahwa kebijakan
redistribusi lahan hanya untuk penduduk miskin di perdesaan yang
menggantungkan hidupnyaskktor pertanian.

° Susenas, Maret 2017 (diolah)
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Kebijakan tersebut juga mampu menekan persentase kemiski
nan di perdesaan serta perkotaan dan perdesaan. Dari tabel di atas
dapat dilihat bahwa persentase kemiskinan di pedesaan turun
signifikan sebesar 2,95 poin, sedangkan perkotaarpedesaaturun
sedikit sebesar 0,99 pogama dengan hasil koefisien gini, persentase
kemiskinan di perkotaan tidak mengalami perubahan. Artinya,
kebijakan redistribusi lahan memang lebih besar manfaatnya bagi
masyarakat yang bermukim di perdesaan.

Kendati demikian, &sil simulasitersebutmenunjukkan bahwa
kebijakan redistribusi lahasaja kurang optimal dalam mengurangi
kondisi ketimpanganKebijakan redistribusi lahan perlu didukung
dengan kebijakan lainnya untuk mendorong pendapatan rumah tangga
penerima lahan dan mengurangi ketimpangan seperti kebijakan
pembiayaan, program pendampingan keterampilan, inovasi teknologi,
dukungan terkait akses pasar dan distribusi hasil lahan, penguatan
kelembagaan pertanian, dan sebagainya.

Hal itu pun juga tela masuk ke dalam program Reforma
Agraria yang dilakukan oleh pemerintah. Tidak hanya soal redistribusi
lahan, akan tetapi juga peningkatan akses seperti pembiayaan melalui
KUR. Pemerintah pun juga terus mengembangkan proegragram
untuk mendukung kesuksan kebijakan tersebut. Meskipun demikian,
masih ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk keberlangsungan
kebijakan tersebut, seperti kelembagaan dan sistem implementasi,
sehinggaOne Map Policybisa menjadi solusi agar manfaat dari
kebijakan tersebutbih besar lagi.
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1 Lampiran

Table2 Implementasi Kebijakan Reforma Agraria di Beberapa Negara

REFORMA AGRARIA INSTITUSI
NEGARA ASET AKSES
PEMBIAYAAN TEKNOLOGI PASAR

Vietnam Aset lahan x Pembiayaan x Adanya Membentuk X Proses mentrasfer,
dimiliki oleh dapat dilakukan pelatihan agen sebagai menukar, menyewa|
pemerintah dengan pengembangal pedagang dan lainnya harus
Masyarakat menyewakan sektor perantara yang dilaporkan kepada
mempunyai hak hak guna lahan pertanian berkoordinasi pihak yang
guna tanah untuk| x Adanya program Menyediakan dengan berwenang di
mentransfer, pengkreditan technical training | pemerintah wilayah setempat
menukarkan, X Beberapa untuk petani X Pemerintah
menyewakan, kolaborasi muda. bertanggung jawab
mewariskan, dan dengan NGO, untuk mendirikan
menggadaikan pemerintah, dan atau bekerja sama
hanya selama program dengan organisasi
jangka waktu pemerintah massal atau LSM
tanah masih dalam untuk mendukung

’ Dikutip dari berbagai sumber
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REFORMA AGRARIA INSTITUSI
NEGARA ASET AKSES
PEMBIAYAAN TEKNOLOGI PASAR
tersedia. penyediaan keberlangsungan
Hak guna lahan dukungan progam reforma
dapat finansial agraria, khususnya

ditransferkan jika
individu ybs
pindah ke tempat
lain untuk tinggal,
berubah pekerjaa
lainnya, atau tidak
mempunyai
kapasitas untuk
mengolah lahan.
Hak guna lahan
hanya dapat
ditransfer kepada
individu atau
rumah tangga

yang

land reform
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membutuhkan
lahan, baik tidak
mempunyai lahan
atau keterbatasan
lahan.

Hak guna lahan
yang ditranfer
hanya bisa
digunakan oleh
individu atau
rumah tangga
yang memiliki
kesamaan
pekerjaan dari
pemanfaatan
lahan tersebut
(tidak bisa

dialihfungsikan).
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REFORMA AGRARIA INSTITUSI
NEGARA ASET AKSES
PEMBIAYAAN TEKNOLOGI PASAR

x Hak guna lahan

dapat disewakan

jika keluarga

tersebut miskin,

sudah memiliki

pekerjaan lain,

atau tidak

mempunyai

kemampuan untuk

mengolah lahan

tersebut.

China x Household X Pembiayaan X Sistem HRS Untuk X Pemerintah
responsibility dapat dilakukan ini merancang penjualan bertanggung jawab
system (HRS) dengarsistem bagaimana komoditas dalam hal ini
adalah sebuah berbasis pajak petani hasil Dewan Negara
sistem dimana di mana mereorganisas pertanian, Pertanian dan
petani pemerintah produksi komite Pembangunan
diperbolehkan daerah dapat pertanian desa Ekonomi Pedesaan
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REFORMA AGRARIA INSTITUSI
NEGARA ASET AKSES
PEMBIAYAAN TEKNOLOGI PASAR
mengontrak lahan menerima pajak|  dengan cara menyerahk bekerja sama
dengan jangka dari transaksi diversifikasi an kepada dengan Komite
waktu tertentu dar hak penggunaatr produk perusahaar Sentral Partai
mengelola lahan pertanian Komunis Clina
produksi membuat suatu
pertanian Kebijakan No.1
sementara lahan tahun 1993
pertanian tetap mengenai kontrak
dalam lahan dan
kepemilikan menindaklanjuti
kolektif pedesaan pemasalafan
Tiga jenis hak agraria.
atas tanah pada
HRS vyaitu
kepemilikan,
kontrak dan
penggunaan tana
x Dewan Negara
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'Pertanian dan
Pembangunan
EkonomiPedesaa
menyatakan
kontrak untuk
lahan pertanian
adalah 30 tahyn
jangka waktu
kontrak untuk
padang rumput
berkisar dari 30
50 tahundan
jangkawaktu
kontrak untuk
hutan berkisar
dai 30-70 tahun
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REFORMA AGRARIA INSTITUSI
NEGARA ASET AKSES
PEMBIAYAAN TEKNOLOGI PASAR

Taiwan Pengelolaan X Memfasilitasi X Adanya Menyewak | xAda tiga fase
lahan dilakukan pemberian pengembange an lahan pengaturan
oleh pemilik kredit untuk n sub fase pertanian kebijakan untuk
tanah pertanian petani pada berorientasi kepada mendorong
yang harus zona produksi teknologi entitas lain reformasi tanah
memiliki petani pertanian pada (Asosiasi pertaniantahap
dan entitas X Adanya pertanian Petani) pertama
Lahan pertanian integrasi yang berbasis Dapat menyelesaikan
tidak dapat teknologi agronomi menjual kepemilikan lahan
dibagi atau melalui modal | x Pemeliharaan komoditas pertanianTahap
ditransfer kecuali investasi zona produksi hasil keduamemperluas
tanah tersebut pertanian pada lahan pertanian operasi pertanian,
sebanyak 5 secara terpusat pertanian ke pasar pemanfaatan lahan
hektar dapat yang dan memperluas
dikelola secara premium, kepemilikan tanah;
bersama dan peremajaan tahapketiga
dengan penggunaan pengaturan
persetujuan lahan, kebijakanyang
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REFORMA AGRARIA INSTITUSI
NEGARA ASET AKSES
PEMBIAYAAN TEKNOLOGI PASAR
lembaga yang pengelolaan berfokus pada
mengatur dan pembangunan
Untuk mencegah pemantauan pertanian, daya sain
hilangnya lahan lahan dan keberlanjutan.
pertanian dan pertanian x Pemerintafpusat
fragmentasi lahar dengan melalui Departemen
maka lahan penerapan Pertanian dan
tersebut teknologi Kehutanan memiliki
dikelompokkan informasi kekuasaan yang
pada desa yang tepat lebih eksekutif untuk

tertentu dengan
aturan yang
mengikat

Hak guna lahan
diklasifikasi kan
untuk
mekanisme

pemanfaatan

melaksanakan
seluruh rencana
program reformasi
tanah mulai dari
perencanaan sumbg
daya pertanian
hingga pemanfaatar
tanah non pertanian
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sumber daya

x Pemerintah yang
menetapln
klasifikasi lahan
pertanian dan
mekanisme untuk
pemanfaatan sumbe
daya dalam
mencapai zona
produksi g
ditargetkan

Korea

x Distribusi melalui
penetapan lahan
pertanian dan
peternakan
kepada rumah
tangga petani
dimana nantinya
mengumpulkan

X Lahan pertanian
yang
didistribusikan
kepada rumah
tangga petani
harus
memberikan
pembayaran

X Selama tahun
1960an,
Korea
berhasil
mengadopsi
teknologi
pertanian
sehingga

Korea
memperku
at transaksi
lahan
pertanian
melalui
negosiasi
antara

x Kementerian
Pertanian dan
Kehutanan
bertanggung jawab
terhadap beberapa
poin terkait land
reform, seperti
pemlentukan
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REFORMA AGRARIA INSTITUSI
NEGARA ASET AKSES
PEMBIAYAAN TEKNOLOGI PASAR

hasil pengelolaan kepada terjadi pemangku organisasi
lahan dari rumah pemerintah perbaikan kepentinga| administrasi,
tangga petani dan sebagai produktivitas n - penjual kompilasi anggaran,
kemudian kompensasi dengan juga dan survei terhadap
membayar kepada pemilik pembentukan pembeli- kondisi aktual di
kompensasi lahan Administrasi yang ingin pedesaan, dan
kepada pemilik X Pembayaran Pembangunar berdagang komposisi dari
lahan tersebut Pedesaan di lahan komite lahan
lahan yang merupakan yang pertanian. pertanian.
diakuisisi atau kewajiban memiliki efek X Biro Administrasi
didistribusikan rumah tangga positif pada Lahan Pertanian
terbatas untuk petani untuk produktivitas ditunjuk sebagai
lahan pertanian membayar pertanian penanggungjawab
saja sesuai dengag harga lahan mulai dari dari projek land
UndangUndang yang peningkatan reform yang terdiri
Reformasi Tanah ditempatinya penggunaan dari empat
Jumlah X Menurut pupuk, benih departemen dan
maksimum Undang unggul, bertugas untuk

pestisida, dan
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REFORMA AGRARIA INSTITUSI
NEGARA ASET AKSES
PEMBIAYAAN TEKNOLOGI PASAR

kepemilikan lahan Undang pendidikan designation,
terbatas di 3 Reformasi teknis terkait assessment,
hektar Tanah, pertanian conciliation, and
Kepemilikan kompensasi farmland
lahan tidak dapat untuk lahan improvement
dilakukan secara pertanian itu x Komite Lahan
eksternal dan pada prinsipnya Pertanian didirikan
kepemilikan bisa dibuat dengan ditingkat pusat oleh
didistribusikan angsuran Kementerian
setelah tahunan pada Pertanian dan
pembayaran 15% dari Kehutanan yang
sdesai kompensasi juga pada tingkat
Proyek reformasi umum selama administratif
tanah dilakukan periode 5 tahun provinsi,
dalam 3 tahap kabupaten/kota, dan
yaitu :tahap pedesaan. Komite in
pertamaakuisisi bertugas untuk
dan distribusi mempromosikan
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NEGARA

REFORMA AGRARIA INSTITUSI
ASET AKSES
PEMBIAYAAN TEKNOLOGI PASAR

lahan pertanian;
tahap kedua
kompensasi dan
pembayaran lahar
pertanian; tahap
ketiga
perpindahan
kepemilik an
tanah pertanian
Menurut Pasal 5
UndangUndang
Reformasi Tanah,
bahwa
kepemilikan lahan
pertanian yang
didapat
pemerintah, disita
dan

proyekland reform
dan juga diberikan
kekuasan uk
melakukan
determination,
agreement, and
consultation.

x Pemerintah berhak
mengakuisisi dan
mendistribusikan
lahan pertanian
untuk rumah tangga
petani

x Departemen
Pertanian dan
Kehutanan
melakukan instruksi
pada saat
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dinasionalisasi
jelas diatur oleh
peraturan dan
perjanjian

penyelesaian
pembayaran melalui
pengeckan wilayah
distribusi, jumlah
totaldari
pembayaran,serta
jumlah yang
diterima pada
tingkat kota dan
provinsi untuk lahan
pertanian gy
didistribusikan
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REFORMA AGRARIA INSTITUSI
NEGARA ASET AKSES
PEMBIAYAAN TEKNOLOGI PASAR
Brazil X Semua properti x Lahan yang X Terdapat X Pemerinta| x Pada fase pertama

yang ada di tidak ditanami, program h sebagai programland
pedesaan pemilik akan asistensi ilno perantara reformdikuasai
didaftarkan untuk dikenakan dan teknologi memperte oleh rezim militer
sertifikasi dan penalti dengan pertanian mukan Pemerintah Brazil
diberikan membayar dengan tujuan buyerdan memberikan ganti
klasifikasi pajak dengan produktivitas seller rugi terkait lahan
berdasarkan bunga 20% dari dan output AAMember yang diambil
ukuran lahannya nilai lahan di hasil pertanian ikan
yang berdasarkar pasar dan yang manfaat
undangundang mendorong berkelanjutan, pada
tertulis, yang mereka untuk salah satunya keluarga
disebutRural menjual lahan terkait miskin
Module atau bioteknologi untuk
Rural Module meningkatkan untuk memperol
menjadi landasan kembali mengatasi eh
penetapan satual aktifitas lahanlahan pembiayaa
luasan minimum pertanian yang kurang n untuk
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REFORMA AGRARIA INSTITUSI
NEGARA ASET AKSES

PEMBIAYAAN TEKNOLOGI PASAR
lahan yang dapat mereka. produktif. membeli
menjamin X Terdapat x Terdapat lahan
keberlangsungan program kredit program pertanian
hidup suatu khusus asistensi g yang ideal
rumah tangga (PROCERA) berfokus pada setelah
melalui aktivitas bagi petani ekologi melakukan
pertanian. untuk pertanian, negosiasi
Lahan pertanian meningkatkan koperasi, dan dengan
yang teregistrasi prodiktivitas ekonomi sosial pemilik
diklasifikasikan pertanian yang lahan yang
menjadi empat berimbas pada akan
jenis, yaitu small pendapatan menjual
minifundia, rural petani yang lahannya
enterprises, the lebih tinggi.
first latifundia, X Pemerintah
dan the second bergabung
latifundia. dengan Land

Bank dan CF
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REFORMA AGRARIA INSTITUSI
NEGARA ASET AKSES
PEMBIAYAAN TEKNOLOGI PASAR
CPR untuk

menyediakan
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keluarga dan
menggerakkan
mereka untuk
membeli lahan
dan
menanaminya
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PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
HAK ULAYAT
Aspek Penting Pembangunan Indonesia Menuju
Sebesar -Besar Kemakmuran Rakyat

Maruarar Siahaan

Abstrak

Hukum pertanahan nasional meninggalkan sistem kolonial yang dualistis
menjadi suatu sistem yang utuh berdasarkan hukum adat. Hukum pertanahan
nasional dalam Undandndang Pokok Agraria didasarkan pada hukum adat
dan mengakui eksitensi masyarakat hukum dmkgterta hakulayahya
sepanjang masih hidupTetapi pengakuan dan perlindungan tersebut
mengalami pelemahan dengan lahirnya undamdang sektoral apalagi hak
ulayattersebut tidak secara tegas termuat dalam UUPA dengan merumuskan
hakhak atas tanah yang dapat dijadikan sebagai rujukanlagkttersebut.

Hak ulayatyang merupakan hak dari masyarakat hukum adat, di satu pihak
memiliki aspek kewenangan yang bersifakum publik untuk mengatur dan
menyelenggarakan peruntukan, dan di lain pihak memiliki aspek hukum
keperdataan, yang mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat
hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa dan antara-atamg dalam
perbuatan, menimikan benturan dengan hak menguasaai negara dalam
konstitusi. Pengakuan halulayat dalam masyarakat yang berubah
diassumsikan akan melemah seiring perubahan zaman, menyebabkan
pengakuan dan penegasan hédyattersebut dalam UUINRI Tahun1945
setelah Perahan, hampir tidak berarti dilihat dari tujuan kesejahteraan
rakyat, karena pemberian hh&k dan izin menggunakan lahan dengan skala
besar kepada korporasi, menyingkirkan liddyat masyarakat hukum adat
secara tidak adil. Lahirnya konsep hak komuatak tanah bagi masyarakat
hukum adat dalam kebijakan pemerintahan, meskipun mengandung
kelemahan formal karena suatu materi muatan unrdadgng diatur dalam
Peraturan Menteri Agraria, namun konsep tersebut dapat menjadi jalan keluar
saat ini dan dimasgang akan datang.

Kata kunci : Masyarakat hukum adat, Hakkayat hak menguasaiagara,
hak komunal atas tanah
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Abstract

The national agrarian law has left behind the colonial system which was
dualistic to become an integrated system based on theadaThe national
agrarian law as contained in the Principal Law on Agrarian Affairs is based
on the adat law and recognizes the existence of the adat law communities
along with their ulayat right provided that they are still existing
Nevertheless, that recognition and protection have become weakened by the
promulgation of sectoral laws, the more because tiayat right is not
expressly contained in the Principal Law on Agrarian Affairs by defining
rights on land which can be madereference for suclulayat right. The

ulayat right which is a right of the adat law communities, on the one hand
has an aspect of authority having a nature of public law in order to regulate
and organize the allotment of lands, and on the other hand ihaspect of

civil law, which regulates the legal relationship between the members of
legal communities with thearth, water and spacand among people in
deeds, giving rise to clash with the right of the state to dominate lands as
embedded in the constiion. The recognition of thelayatright of changing
communities is assumed to weaken as a result of changing times, causing the
recognition and affirmation of thelayatright in the Constitution of 1945 as
Amended, to have become almost meaningleSHfUFHLYHG IURP WKH SHR
welfare as an objective, because the granting of rights and permits to use
lands in large scales to corporations, has set asideutagat right of the

adat law communities inequitably. The development of the concept of the
communal right over land for the adat law communities in government
policy, although containing formal weakness, because of the material content
of law as is regulated in a Regulation of the Minister of Agrarian Affairs, yet
that concept may become a way notv and in the future.

Keywords: adat law community,ulayat right, the right of the state to
dominate, the communal right over land.

Pendahuluan

Ketika UUD NRI Tahun 1945 disahkan sebagai konstitusi
Republik Indonesia pada tanggal 18 Augustus 1945, maka Undang
Undang Dasar tersebut menjadi dasar negara Republik Indonesia dan
sebagai hukum tertinggi, yang memuat Pancasila dalam Pembukaan
sebagai pandangan hidup bangim menjadi sumber dari segala
sumber hukum Indonesia, juga menjadi sumber pgladok haluan
negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Dalam Pembukaan juga dinyatakan bahwa pergerakan kemerdekaan
Indonesia dengan selamat sentosa meageam rakyat Indonesia
kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka,
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bersatu, berdaulat, adil dan makmur, adalah untuk membentuk suatu
Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indanéan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia. Frasa tersebut dimaknai sebagai
konsep dasar negara yang akan memajukan dan mensejahterakan
rakyatnya, yang kemudian dijabarkan dalam prigsipsip yang
termuat dalam batang tubuh Undadgdang Dasar. Di antara prinsip
tersebut salah satu yang sangat penting yang medgesdir adalah
bahwa perekonomiadisusun sebagai usaha bersama berdasar atas
asas kekeluargaan, dengan peran negara yangnaenatsar melalui
penguasaan negara atas cabzaigang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Penguasaan
negara yang lebih mendasar lagi adalah prinsip bahwa bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung didalantlijaasai negara dan
dipergunakan untuk sebedagsar kemakmuran rakyat.

Persoalan terbesar yang dihadapi tentangufeaatini adalah
apa yang sekarang dihadapi secara nasional, menyangkut kontestasi
otoritas penyelenggara pemerintahan pusat dan daengjam otoritas
masyarakat hukum adat, yang sesungguhnya tergambar dalam hak
menguasai negara yang disebut daRasal33 Ayat (3) UUD NRI
Tahun1945. Norma konstitusi tersebut menjadi prinsip dasar hukum
agraria dalam UUPAsebagaimana bunfiasal33 Ayat (3) UUD NRI
Tahunl1945 darPasal 8 8 3 $hahwa bumi, air dan ruang angkasa,
termasuk kekayaan yang terkandung di dalamity pada tingkatan
tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh
U D N\ Babagaimana nanti terlihat bahwa sacekstisit hak ulayat
kemudian diakui dan dilindungi dalam UUDNRI Tahun 1945
perubahan, maka halayatjuga pada dasarnya adalah merupakan
hak menguasai atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat.
Timbul pertanyaan apakah setelah pernyataametdekaan yang
membentuk negarKesatuan Republik Indonesl@k menguasai atas
SDA tersebut terbagi antara Negara sebagai otoritas pada tingkatan
tertinggi dari organisasi kekuasaan seluruh rakyat dengan masyarakat
hukum adat yang memiliki hallayattersebut, atau dikonstruksikan
hanya sebagai delegasi dari Negara kepada masyarakat hukum adat.
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Masalah lain yang timbul karena di satu pihak ada keinginan
untuk mengesampingkan saja hak masyarakat hukum adat dengan
hakhak tradisionalnya yang diakaieh ULD NRI Tahun1945, tetapi
tidak mampu diberi perlindungan yang efektif karena perkembangan
kehidupan sosial, ekonomi, politik dan perpindahan penduduk secara
besarbesaran dengan hanisasi, telah mengubah secamandasar
struktur masyarakat adat, n#ailai yang dianut dan menguatnya
konsep kepemilikan individual. Hal tersebut juga menyebabkan
terjadinya perubahan kesadaran hukum masyarakat adat tersebut
tentang hak milik dan sifat hukum waris atas tanah adat. Aspek lain di
bidang ekonomi dengan perkemian usaha yang memanfaatkan
tanah dalam skala besaelah menyebabkan banyak pihatang
melihat sumber daya alam yang ingin dieksploitasi seiring dengan
penetrasi modal besar domestik maupun asing, justru menjadi
kepentingan yang lebih utama dibanding dengnasyarakat lokal
(hukum adat). Sikap yang tampaknya melihat bahwa-ha&k
tradisional masyarakat hukum adat sesungguhnya kabur dan tidak
memiliki kepastian hukum, bahkan dalam kenyataan sesungguhnya
telah semakin lemah dengan perkembangan sosial, ekod@m
politik secara cepat, justru dianggap menjadi hambatan dalam
pengembangan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi dan potensi
daerah, antara lain hutan dan tanah yang luas, yang justru menjadi
ruang untuk hidup bagi masyarakat hukum adat yang mengedolany
secara tradisional.

Hukum Pertanahan Dalam UUPA

Sebagai implementasi pokok pikiran dal&tD NRI Tahun
1945 tentang penguasaan negara atas bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung didalamnya tersebut, lahirlah Undandang
Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar RBkiok Agraria,
yang di dasarkan pada semangat dan jiwa proklamasi kemerdekaan
untuk mewujudkan cit&ita kesejahteraan rakyat dimaksud. Undang
Undang tersebut bermaksud menghilangkan sifat dualisme dalam
hukum agraria, yang pada zaman kolonial di satu sisi diatur berdasar
hukum adat dan di sisi lain diatur dengan hukum agraria yang
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didasarkan pada hukum barat yang tersusun berdasarkan tujuan dan
sendisendi dari pemerintahan jajahan, yang bagi rakyat Indonesia
hukum agraria masa penjajahan demikian tidak menjamin kepastian
hukum?

Pandangan yang dianut dalam membentuk hukum agraria
nasional bagi negara Indonesia merdeka tersebut di dasarkan pada
hukum adat tentang tanah yang sederhana, tetapi menjamin kepastian
hukum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa mengabaikan-unsur
yang berdasar agama, untuk memungkinkan tercapainyai fungg
air, dan ruang angkasa sesuai dengan kepetingan rakyat Indonesia
serta memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembazayaan.
Hukum agraria nasion&rsebt harus mewujudkan silasila Pancasila
dan citacita bangsa yang tercantum dalam Pembukaanatpd
Undang Dasar. Lebih jauh dikatakan bahwa hukum agraria nasional
tersebut merup@an pelaksanaafasal 33 Undangundang Dasar,
yang mewajibkan negara untuk mengatur pemilikan tanah dan
memimpin penggunaannya, sehingga semua tanah di seluruh wilayah
kedalatan bangsa digunakan untuk sebdszgar kemakmuran
rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong fojiasg.
dasar hak menguasai negara dalRasal33 Ayat (3) UUD UUD NRI
Tahunl1945, dikatakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan
tertinggi dikuasai negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
Hak menguasai negara tersebut memberi wewenang mengatur dan
menyelenggarakan peruntukan, penggunaan persediaan dan pemeliha
raan, menentukan dan mengatur hubungan hukum amtangorang
dengan bumi, air dan ruang angkasa, serta menentukan dan mengatur
hubungan hukum antara oraagang dan perbuatan hukum mengenai
bumi, air dan ruang angkasa. Semua wewenang yang bersumber dari
hak menguasai negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar
besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan
kemerdekaan masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka,
berdaulat, adil dan makmur. Hak menguasai negara tersebut dalam

! Konsiderans b dan ¢ UndatindangNomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Rokok
Pokok Agraria.
2 Bagian Berpendapat dalam Undatmdang Nomor 5 Tahun 1960.
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pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada D&matah Swatantra
dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak
bertentangan dengan kepentingan nasidnal.

Sebagai konsekwensi keberlakuan Undbimglang Pokok
Agraria yang bersifat nasional tersebut, maka seluruh ketentuan
Agrarische We(s. 187055) dan segala ketentuan lain yang terkait,
beserta seluruh ketentuBmeinverklaringdalamPasall Agrarische
Beduit (Staatsbladl870118) dan ketentuasiomeinverklaringuntuk
daerah lain di Indonesia, dicabut. Demikian pula Buku ke Il Kitab
UndangUndang Hukum Perdata Indonesia, sepanjang mengenai
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga
dicabu, kecuali mengenai ketentuan hipotaggotheek*

Prinsip dasar dalam Undatndang Pokok Agraria tersebut
juga menekankan penguasaan negara atas bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya, dengan tambahan bahwa hukum
agraria nasional teebut harus mewujudkan penjelmaan -sila
dalam Pancasila, karena bumi, air dan ruang angkasa merupakan
karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai kekayaan nasional, yang
didasarkan pada hubungan yang sifathnya abadi antara bangsa
Indonesia dengan bumi, air semuang angkasa tersebut di seluruh
wilayah Indonesia sebagai kesatuan tamiahdari seluruh rakyat
Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

Dengan mengingat bahwa dalam wilayah Negara Indonesia
yang diproklamaskan kemerdekaannya pada Tahu#v3, terdapat
lebih  kurang 250 zelfbestuurende landschappen  dan
volksgemenshapperseperti desa di Jawa dan Bali, nagari di
Minangkabau dusun dan marga di Palembang dan sebagainya, yang
mempunyai susunan asli dan karenanya dapat dianggap sebagai
daerah yag bersifat istimewa, dan Negara Republik Indonesia
menghormatkedudukan daerattaerah istimewa tersebut dan segala
peraturan negara yang mengenai da€adrah itu akan mengingati

% pasak UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar FRddabk Agraria.
4 Bagian ini juga kemudian tidak berlakagi dengan di undangkannya Undeigdang Hak
Tanggungan

® pasall UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Rélaiok Agraria dan
konsideransnya.
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hakhak asal usul daerah tersebubtas dasar pengakuan daerah
istimewa da hak asal usul tersebut, kekuasaan negara atas tanah
tanah dalam mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, pengguna
an, persdiaan dan pemeliharaanya daldyndangUndang Pokok
Agraria, sedikit banyak dibatasi oleh halkayat dari kesatuan
kesatuan masyakat hukum adat, sebagaimana diakui dalam Undang
Undang tersebut, dengan ketentuan sepanjang menurut kenyataannya
masih ada, dan harus sedemikian rugdngga sesuai dengan
kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan bangsa
serta tidak bolelbertentangan dengamdangundang dan peraturan

lain yang lebih tingg.

Hak Ulayatini kemudian secara tegas diangkat menjadi bagian
dari konstitusi dalam UUDNRI Tahun 1945 Perubahan, dengan
mencantumkamya dalamPasall8B Ayat (1) danAyat (2) sertaPasal
28l Ayat (3) yang pada pokoknya mengakui dan menghormati
kesatuan masyarakat hukum adat besertahhik tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam
undangundand®

Akan tetapi dalam perjalanan sejarahnya, ditemukan bahwa
masyarakat hukum adat kehilangan aksshadap sumbesumber
kehidupan agraris yang dilegitimasi oleh peraturan perundang
undangan, dan masyarakat hukum adat danukaat ditempakan
dalam posisi hukum yang sangat lemah. Dikatakan bahwa praktek
politik hukum agraria reziem orde baru memarginalisasi UUPA 1960
sebagai undangndang induk, di satu sisi dengan mengembangkan
undangundang pokok lainnya, seperti ketentuan pokok kelaumtan
pertambangan, pemerintahan desa, yaeggakibatkan sektoralisme
kekuasaan dan administrasi negara dalam wujud departemen
departemen sektoral, menjadi agen langsung dari pelaksanaan hak
menguasai negara terseBukita mendengar bagaimana kebijakan

® Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan.

" PasaBB UUPA dan Penjelasan Undakmdang Nomor 5 Tahuh960 Tentang Peraturan
PokokPokok Agraria Bagian Il angka 3.

& perubahan Kedua UUD 1945.

° Diani Indah,Ringkasan Eksekutif Penelitian Agragrz Januari 2012, diperbaharui 25 Juni
2015.
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publik dari citacita reformasi dibajak politisi bekerja sama dengan
pengusaha, dan ada legislator lokal ditangkap atas sangkaan korupsi
melalui kebijakan publik tersebut dalam produk legisfaBiahkan
secara lebih jelas lagi kemudian perubahan dalanangwhdang
sektor lain yang ingin memberi insentif dalam investastal asing,
terjadi intervensi secara mendalam terhadap UUPA dengan mengubah
masa berlaku hakak atas tanah yang diatur dalam UUPA tanpa suatu
kejelasan apakah perubahan dimaksud hanga akempunyai daya

laku dalam bidang investasi atau penanaman modal. Dalam Undang
Undang Penanaman Modal tersebut Pembuat Undadgng secara
sektoral mengubah jangka waktu hak guna usaha untuk 95 (sembilan
puluh lima) tahun, dengan cara dimuka 60 tahum dfapat
diperbaharui 35 tahun, hak guna bangunan dapat diberikan untuk 80
tahun, dengan diberikan di muka 50 (lima puluh) tahun dan dapat
diperbaharui 30 tahun, dan hak pakai dengan jumlah 70 tahun,
diberikan dimuka 45 (empat puluh lima) tahun dan ddjearbaharui
selama 25 (dua puluh lima) tahtiiTentu saja norma dan kebijakan
yang dilahirkan oleh undangndang tersebut serta merta akan
melakukan perlakuan berbeda bagi rakyat Indonesia yang memohon
hak atas tanah bukan untuk penanaman modal danigsskdliga
mengkerdilkan Undantyndang Pokok Agraria yang dirancang untuk
menjadi induk semua ketentuan tentang pertanahan. Pengerdilan
UUPA vyang sesungguhnya diharapkan sebagai payung dalam
menyusun hukum pertanahan Indonesia, terus terjadi karena politik
hukum agraria yang tidak jelas. Hal itu semakin memburuk lagi,
dengan arus legislasi dan regulasi sektoral yang tumbuh secara deras,
sehingga UUPA sebagai Peraturan Dasar Péladok Agraria
menjadi salah satu legislasi yang bersifat sektoral. Jumlalaségian
legislasi yang tercatat dapat memberi gambaran belantara peraturan
tersebut dilihat dari segi jumlah dan sifat sektoral regulasi yang terkait
dengan tanah vyaitu data BPN mencatat 632 (enam ratus tiga puluh
dua) peraturan terkait agraria yang pamg tindih, dan 21 (dua puluh
satu) undangindang yang tumpang tindih, 48 (empat puluh delapan)
Peraturan Pemerintah, 22 (dua puluh dua) Keputusan Presiden, 4
(empat) Instruksi Presiden, dan 496 (empat ratus sembilan puluh

® Harian Kompas dan Media Indonesia tanggal 4 April 2016
" UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
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enam) Peraturan/Keputusan/Sugataran dan Instruksi Menteri BPN
yang mengatur soal agraffa.

Kawasan Hutan dengan Penunjukanlebih Jauh Mengkerdilkan
UUPA.

Disatu sisi harus diakui bahwa Putusan MK Nomor 45 Tahun
2011 menyangkut Pengujian Undaldgdang Nomor 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanan, khususnyasall angka 3 UUa quo yang
mendefinisikan kawasan hutarf D G D Qvilailah tertentu yang
ditunjuk dan atau itetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan
NHEHUDGDDQQ\D VHE$®bBdyai hdlysn® lertevitanyad S
dengan konstitusi dan Putusan MK Nomor 35 Tahun 2012 yang
menyatakan bahwa hutan adat yang dimiliki masyarakat tidak
termasuk hutan negara, taamya memperkuat hatak tradisional
masyarakat hukum adat. Bahkan MK secara tegas menyatakan bahwa
penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hut
tanpa melalui prosestau tahagjahap yang melibatkan berbagai
pemangku kepentingan #awasan hutan sesuai dengan hukum dan
peraturan peraturan perundamgdangan, merupakan pelaksanaan
pemerintahan otoriter. Demikian juga Putusan MK Nomor 35/PUU
X/2012 yang mengeluarkan hutan adat dari status hukum hutan
Negara, merupakapengakuan dan iplementasi konstitusi tentang
hakhak masyarakat hukum adat sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari arah perubahan dan lpgmruan hukum yang
dilakukan. Praktek penunjukan kawasan tertentu sebagai kawasan
hutan, yang dilakukan dengan Keputusan MenRsitanian pada
masa orde baru (sebelum terbentuknya Kementerian Kehutanan secara
terpisah), merupakan praktek yang di dasarkan kepada Undang
Undang Pokok Kehutanah.

Sebagai contoh dapat disebut suatu kawasan di daerah Sumatera
Utara bagian Selatan, di ma dalam Keputusan Gubernur Jenderal

2 Data dikutip dari paparan Iwan Nurdin, Ketua Dewan Nasional KPA, di depan Rapat Pleno
Lemkaji MPR tanggal 30 Mei 2018.

3 pasakt danPasal0 Undangundang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang ketentiiatentuan

Pokok Kehutanan 1967.
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Hindia Belanda Gouvernement Besluif) ada kawasan pemukiman
penduduk berupa desa dengan rumah, lahan penggembalaan ternak,
kebun @n hutan tertentu disekitarnyaleh pemerintah Hindia
Belanda direncanakan akan dijemh kawasan hutan. Rencana
tersebut sampai dengan berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda
tidak dilaksanakan. Tetapi dengan Keputusan Menteri Pertanian
Nomor 923/KPTS/UM/12/1983 tanggal 27 Desember 1982 dinyata
kan sebagai kawasan hutan, dengan mengabdéktafakta bahwa
lokasi tersebut adalah perkampungan penduduk dan lahan peng
gembalaan ternak dan kebun rakyat desa. Sementara berlalunya
waktu, di tengah kawasan yang dinyatakan telah menjadi kawasan
hutan, kemudian sebagian penduduk yang mengudsa lgersebut
telah mengajukan permohonan pendaftaran hak dan mendapat
sertifikat hak milik. Keputusan Menteri berdasarkan ketentuan dalam
UndangUndang, baik yang lama maupun kemudian Unddndang
Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999ang oleh MK dinyatakan bagai
praktek otoriter- merupakan suatu tindakan yang menghidupkan
kembali domeinverklaring dalam Agrarische Besluit 1870 dan
beberapa produk lain tentamipmeinwerklaringdi luar Jawa, yang
justru oleh UUPA merupakan satu keputusan utama untuk
dihapuskan. Akibat dari hidupnya semacadomeinverklaring
demikian, disamping merongrong sifat hukum agraria nasional yang
di dasarkan pada hukum adat, juga mengingkari karakter hukum
pertanahan nasional tersebut yang dinyatakan daksall Ayat (3)

UUPA bahwa hubungan antara bangsa dan bumi,air serta ruang
angkasa adalah hubungan yang bersifat abdilemahan hukum
agraria dalam UUPA tersebut juga mengingkari bahwa hutan atau
kekayaan alam semua terkait dengan tanah, baik hutan, yang berada
di atas tanah maupun Sumber Daya Alam(SDA) berada dibawah
tanah. Karenanya UUPA sebagai suatu sistem hukum yang menjadi
payung, hendaknya mempunyai kedudukan sebagai suatu sistem, yang
didukungoleh subsistem secara sektoral.

Pasal 15 UndangUndang Kehutanan mengatakan bahwa
penunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam proses
pengukuhan kawasan hutan, dan bukan bentuk final dari rangkaian

4 Gouvernement Besluit GB) No 50 Tahun 1924.
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proses penetapan kawasan hutan. Dan ketentigmmkian harus
memperhatikan kemungkinan adanya -hak perseorangan atau
ulayat pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan
hutan, sehingga jika hal demikian terjadi, maka dalam hal dilakukan
penataan batas dan pemetaan batas kawasan hatamabisional
rakyat atas tanah harus dikeluarkan dari kawasan hutan agar tidak
merugikan bagi masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan
yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutarkait dengan apa yang
dikemukakan diatas, ketentuan dald&asall5 UU No. 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan menyatakan bahwa penunjukan kawasan hutan
adalah salafsatu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan, dan
ketentuan demikian harus memperhatikan kemungkinan adanyadiak
perseorangan ataulayat pada kawasan tian yang akan ditetapkan
sebagai kawasan hutan sehingga jika demikian terjadi, maka penataan
batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari
kawasan hutan agar tidak merugikan masyarakat yang berkepentingan
dengan kawasan yang akan dileENDQ VHEDJDL NDZDVDQ KXW

Oleh karena hal yang demikian, maka pada saat penataan batas
dan pemetaan batas kawasan hutan Pemerintah/Menteri Kehutanan
seyogianya terlebih dahulu harus mengeluarkan semua tanah yang
menjadi Hakulayatmasyarakat adat setg@at Ketidak taatan akan arah
yang telah dirumuskan dalam politik hukum yang harus ditempuh
baik karena kesengajaan maupun kelalaian, menyebabkan produk
hukum yang dihasilkan tidak bergerak keaitghconstituendunyang
diinginkan, dan tidak memenuhi haen untuk mewujudkan tujuan
Negara yang ditetapkan dalam konstitusi, dengan memperhatikan
seluruh kepentingan yang terkait dengan suatu kebijakan publik yang
dirumuskan. Seharusnya kajian yang dilakukan dalam naskah
akademik yang bersangkutan dengan uagdadang yang terkait
dengan tanah, harus dapatenginventarisasi segala tkatuan
undangundang terkaitnorma konstitusiyang terkait dengan undang
undang yang akan diperbaharui atau diubah, sehingga secara filosofis,
sosiologis dan juridis dapat dipépkan landasan keberlakuannya.

Tampaknya penunjukan sebagai mekanisme penentuan
kawasan hutan, agaknya kurang lebih mirip atau mungkin lebih kasar
dari praktek kolonial dalam zaman penjajah&agrarische Besluit
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Tahun 1870 yang memuatomeinverklaring sepenuhnya diperlakukan

di Jawa dan Madura, yang menjadi landasan bagi kebijakan baru saat itu
di bidang pertanahan dengan meninggalkan kebijakan monopoli dari
tanaman paksécultuurstelse) untuk mengisi kas Negeri Belanda dari
hasil bumi Indonesia. Kebijakatiomeinverklaringyang sangat terkenal
sebagai bagian dari implementasgrarische Wet 1870, yang termuat
dalamPasall Agrarische Besluit 1870PHQH QW X N D ReheWi&ns D 3
opvolging \an de tweede en derde bepaling der voormelde wet, blijft het
beginsel gehanhaafd dat alle grond, waarop niet door anderen regt van
HLJHQGRP ZRUGW EHZH]HQ GRRHibhy@ bev@ GHQ VWD
semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai
eigendomnya (miliknya) adalah milik (domein) negaraDomein
verklaring demikian lebih jauh sangat merugikan rakyat pribumi,
karena eigendom atau milik dalandomeinverklaring tersebut
ditafsirkan bukan hanya hak milik yang berasal dari pemberian
pemerintah Hindia Belanda menurut KUH Perdata yang dapat
dibuktikan yang berada di luglomein verklaring tetapi juga mencakup

hak milik adat dari rakyat, yang berasal dari hd&yat juga termasuk
menjadidomeintanah negara.

Akan tetapi diluar Jawa Madura, kebijakan tersebut tidak pernah
dilaksanakan secara konsekwen, karena Pemerintah Kolonial Belanda
sangat menghargai apa yang diseBeifbestuurgemenschappepang
di dalamnya termasuk Masyarakat Hukum Adat dengan-Hek
tradisionalnya berupa haklayat yang berlaku secara turtamurun,
dan yang mengakui hak masyarakat Hukum Adat untuk memberi izin
pengelolaan tanah bagi warga masyarakat hukum adat. Ketika juga
perkebunan besar kemudian masuk di luar JMeaura, maka yag
diperoleh perusahaamerusahaan perkebunan besar tersebut adalah
konsesi, dengan perjanjian yang dilakukan dengan masyarakat hukum
adat dan tokotiokohnya®

1% Budi HarsonoHukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Unddndang Pokok

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid | Hukum Tanah NasioRaherbit Djambatan, 2005 hal

45. Baringkan dengan Mahadfedudukan Tanah Adat Dewasa IDalam Kumpulan Tulisan

3UndangUndang Pokok Agraria dan Kedudukan Tara® QDK $GDW 'HZDVD LQL" %DGDQ
Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Penerbit Bina Cipta, 1978, hal. 37.

'® Djoko Sutong Kumpulan Kuliah Hukum Tata Negara, dihimpun oleh Harus Al Rasjid,Ghalia

Indonesia, Jakarta 1982.
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Hak atas tanah yang diperoleh berdasarkanutajatmasyarakat
hukum adat, sekali berlaku akan dipedomani secara turun temurun.
Keadaan tersebut diakui dan dihormati dalam UWIRI Tahun1945
baik sebelum maupun sesudah perubahan. Memang kelemahan yang
terjadi ketika UUPA dilahirkan sebagai implementd&isal 33 UUD
1945, tampak beberapa keraguan yang timbul akibat belum selesainya
penelitian yang dilakukan dalam rangka pembentukan UUPA di luar
Jawa, sehingga menimbulkan akibat bahwa bentuk uiakat sebagai
hak atas tanah tidak masuk dalam kelompok ha&s atanah, dan
ketentuan konversi juga tidak mengatur Hek adat atas tanah
berdasarkan haklayattersebut'’

UndangUndang Kehutanan yang memuat Penunjukan
Pemerintah atas lokasi tertentu sebagai kawasan hutan, sudah barang
tentu menjadi suatu sikap yamrmengerdilkan Undanrtyndang Pokok
Agraria, karena dengan penunjukan demikian maka apa yang menjadi
objek pengaturan UUPA dikurangi secara signifikan, dan dengan secara
tumpang tindih juga undangndang demikian mengatur pula tentang
hak ulayatmasyarakahukum adat secara berbeda dengan UUPA, yang
sejak awal didasarkan pada politik hukum yang menghindari dualisme
dalam pengaturan. Fakta yang mengacaukan lebih jauh, adalah bahwa
dalam kawasan hutan berdasarkan penunjukan belaka, di dalamnya
sering sudah telapat pula tanah yang sudah mendapat sertifikat hak
milik yang diberikan oleh Kantor Pertanahan.

Hak Ulayat dan Ruang Lingkupnya

Sejak awal sesungguhnya memahami apa yang dimaksud
dengan Haldlayatyang dimiliki masyarakat hukum adat, yang dalam
literatur hukum adat disebuieschikkingsrechtbukanlah hal yang
mudah. Bukan saja karena istitilah yang mengambarkan apa hak
ulayat itu, dikenal pula di seluruh daerah Indonesia tetapi dengan
istilahristilah yang berbeda, dan mengandung materi muatan yang
hampir sama. Meskipun demikian, sesuai dengan kondisi alamnya,
hakulayatumumnya hanya menyangkut tanah dan hutan, dengan hak

" Budi Harsono, op.cit.
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mengambil hasil hutan. Tetapi khusus untuk daerah tertentu, juga
mengatir perairan dan ladf. Dengan nama yang berbededa,hak

ulayat di daerah tertentuada yang disebut pertuanan di Maluku
(Ambon), panyampeto Kalimantan), pewatasan (kalimantan),
wewengkon (Jawa), prabumian (Bali), Totabuan (Bolang
Mongondow) torluk (Angkla), lompo (sulawesi Selatan), payar (Bali,
paer (Lombok, danlayat(Minangkabau)? Dari pengalaman di masa

lalu, kita melihat ada beberapa kesulitan yang terjadi dalam melaku
kan penelitian, yakni belum adanya keseragaman standar pemikiran
dari para piDN \DQJ PHODNXNDQ SHQHOLWLDQ NDUH
ulayat masih macamrmacam, cara menentukan ada atau tidaknya
macarmmacam, perdanya juga macamacam. Konsephak ulayat

PDV LK EHO XHal-hdIHi® Bangat perlu diperhatikan dalam
pembentukan peraturgeraturan terkait di yang perlu untuk
mengukuhkan eksistensi halayatyang dimiliki masyarakat hukum
adat. Ada yang mempertanyakan apakah persoalanulaaat ini

masih dipandang menarik atau tidalc) +penting atau tidaknelihat
lambannya langkahgmerintah untuk menangani persoalan ini secara
serius, meskipun dasar konstitusional sudah dimuat dalam Perubahan
UUD NRI Tahun1945 tahun 2000. Bahkan pada Tahun 2006 ada
pertemuan di mana Presiden menegaskan akan membuat undang
undang tentangilayat tersebut, tapi baru tahun 2013 RUU bisa
masuk ke DPR dwan pendirian waktu itu bahwvdMLND VXGDK KDSXV
MDQJDQ GLKLGYXSNDQ NHPEDOL’

Hak ulayattidak dapat dilepaskan dari Masyarakat hukum adat,
karena tanpa adanya masyarakat hukum adat sebagai geaggn
(subjek) hak atau pemegang kekuasaan,ufekattersebut tidak ada.
Meskipun Hukum Agraria Indonesia yang dibangun setelah merdeka
sebagaimana dirumuskan dalam Undahglang Nomor 5 Tahun
1960 Tentang Peraturan Dasar PoRukok Agraria menganut

8 Ronald Z. TitaheluPengakuan dan Perlindungan Hak WgatDalam Pembangunan

Nasional: Konseptualisasi Dalam Kerangka NKR014,hal. 11 dipresentasikan dalam Diskusi
terbatas Instituut Leimena 12 Februari 2014 (tidak dipublikasikan).

Budi Harsono,op.cit hal 186.

20Hakim Agung Abdurrachman dalam Diskusi Terbatas Institut Leimenena, tanggal 21 Februari
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, ternyata kemudian tidak masuk prolegnas (Manuel
Kasiepo, dalam Masyarakat Hukum Adat dan Hdlayat)
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perdirian bahwa hukum agraria Indonesia merdeka tersebut
didasarkan pada hukum adat, dan secara khusus menyehuayatk

dan hakhak serupa dari masyarakat hukum adat, namun secara jelas
tidak diberikan rumusan baik halklayat masyarakat hukum adat
maupun rasyarakat hukum adat itu sendfriDikatakan bahwa hak
ulayat tersebut menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat
hukum (subjek hak) dan tanah/wilayah tertentu (objek hak). Hak
ulayat tersebut berisi wewenang untuk (i) mengatur dan
menyelenggarakan penggpantanah dan pemeliharaan tanah, (i)
mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan
tanah, dan (iii) mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara
orang orang dan perbuatan hukum berkenaan dengan’tanah.

Ter Haar murid dari van Vollenhovenemberikan pengertian
masyarakat hukum adat adalgerombolan(kelompok) masyarakat
yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan
sendiri, dan kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun
yang tidak terlihat. Masyarakat $sbut sebagai subjek hukum
(rechtssubjectenmempunyai hak atas tanah, atas air dan tanaman,
atas bangunan, benda keramat dan lain barang miliknya. Masyarakat
kecil itu beserta penghulu rakyatnya dan ketua kerabatnya, acapkali
beserta sendinya yang teratdrerupa Kkelas nampak sebagai
masyarakat hukum, di mana hukum adat sebagai endapan kenyataan
sosial dirumuskan daripadanya, dan disitulah hukum adat dalam
proses abadi dibentuk dan dipelihara oleh dan dalam keputusan
pemegang kekuasaan (penghulu rakyat dgrat) yang dijatuhkan
atas sesuatu tindakan hukum atau perselisiHaertuk dan susunan
ini persekutuanhukum ini, timbul dan berlangsung dapat secara
teritorial (daeah) dan genealogis (keturundbari rumusan TerHaar
yang demikian kita melihat unsatau kriteriaesensialmasyarakat
hukum adat yaitu (a) adanya tatanan kelompok yang bersifat tetap; (b)

2 pasal3 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar FRddabk
Agraria.

?2 Maria S.W. Sumardjono<ebijakan Pertanahan, antara Regulasi dan Impelementdibi
Revisi, Kompas 2006, hal 57.Bandingkan den@asal2 Ayat (2) UndangUndang Nomor 5
Tahun 1960.

% B. Ter Haar Bzn, Asafsas Dan Susunan Hukum Adat, diterjemahkan oleh K.Ng Soebakti
Pusponoto darBeginselenen Stelselvan Het Adat Recht,PT. Pradnya Paramita, Jakarta,
Cetakan kedua belas, hal 7
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kekuasaan dilengkapi aparat pembantu; dan (c) terdagkaty&an
baik materiil maupun iateril (termasuk tanah yang menjadi
wilayahnya).

Di lain pihak ada pendapat yang melihatasyarakat hukum
adat sebaga® NHVDWXDQ NHVDWXDQ PDV\DUDNDW
kelengkaparkelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang
mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan
lingkungan hidup berdasarkan hakrdmma atas tanah dan air bagi
semua anggotanya. Bentuk hukum kekeluargaannya (patrilineal,
matrilineal, atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya
terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan
pemungutan hasil hutan dan hasil, aili tambah sedikit dengan
perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua
anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka
berciri komunal, dimana gotong royong, tolorrgenolong, serasa dan
selalu mempunyai peranan yangp% -

Untuk menentukan masih hidup atau tidaknyats masyarakat
hukum adat, MKmenyatakan bahwa suatu kesatuan masyarakat
hukum adat secara de fakto masih hidup, baik yang bersifat territorial,
genealogis maupun yang bersifat fungsional, jika setiidaknya
mengandung unswmsur :

1. Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan
kelompok (n-group feeling;

Adanya pranata pemerintahan adat;

Adanya harta kekayaan dan/atau bebdada adat;

Adanya perangkat norma hokum adat;

Adanya wilayah tertentt?

arwbN

Masyarakat hukum adat adalah subjek hukum hédyat
Dikatakan bahwa haldlayattersebut bukan merupakan hak atas tanah
yang dapat disamakan dengan 4mak yang disebut dalafasal4
UUPA, tetapi merupakan rangkaian hak, wewenang dan kewajiban
masyarakahukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak

%4 Hazairin 1970: sebagaimana dikuBaud Dubedi SH.,LL.M. dalanHak Ulayat Laut Di Era
Otonomi Daerah, Genta Press 201 46.
% pytusan Mahkamah konstitusi Nomor 31/RVI2007.
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dalam lingkungan wilayahny&.Lebih jauh Maria SW Sumardjono
menyatakan bahwa hakayat mempunyai aspek hukum publik dan
aspek hukum perdata. Aspek hukum perdata merupakan hak
masyarakat hukum adat nwk menggunakan, memanfaatkan,
mengerjakan secara bebas tataah dalam batas halayat®’

Oleh karena rumusamimusan tersebut, diperlukan aturan yang
lebih jelas mengenai bagaimana mekanisme pengakuan masyarakat
hukum adat lewat peraturan daerah rafgpat memberikan kepastian
hukum. Sebuah kasus yang pernah terjadi di daerah di Sumatera
Utara, di mana terdapat tanalayatdari satu marga tertentu, ketika
tanah tersebut disewakan ke perusahaan gula Belanda selama 75
tahun, dan sekitar tahun 1988, tanah tersebut dikembalikan, tetapi
kondisinya yang sudah jauh berubah. Di dalamnya telah dibangun
hotel dan bangunan lainnya. Apakah masyarakat dalam hal demikian
masih memiliki hakulayanya? Karena tidak ada peaguran dan
pengakuan hakulayat tersebut dengan peraturan dagr dalam
sengketa yang terjadjugatan masyarakat ini ditolak atas dasar
keadaan tanah sudah berubah sama sekali sehingga sangat sulit untuk
menentukan eksistensi halayanya?® Dari kasus tersebut disimpul
kan adanya sebuahlpLQVLS 3.DODX PDV\DUDNDW KX
hapus, tidak dapat diadakan lagi. Halayat bisa jadi tidak akan
hapus, tapi jika sampai sudah hapus, jangan diadakan lagi.

Hak ulayat didefinisikan sebagarangkaian wewenang dan
kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan
tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, sebagai pendukung
utama kehidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan
sepanjang masd. Wewenang dan kewajiban sebut, ada yang
termasuk dalam hukum perdata, yaitu terkait dengan kepunyaan
bersama atas tanah, dan ada yang termasuk hukum publik, berupa
tugas mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan,
penggunaan dan pemeiharaannya. Yang memilikiutayjat tersebut

% Budi Harsono, op.cit hal 18586.
% Maria SW. Sumardjondhwal Hak Komunal Atas TanaEpistema Digest, Volume 6ahun
2016.
B5LVDODK 'LVNXVL 7THUEDWDV ,QVWLWXW /HURyQ&ah3HQJIDNXDQ
Pembangunan Nasional , tanggal 12 April 2014.
29 i
Ibid.
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adalah masyarakat hukum adat, sebagai jelmaan dari seluruh anggota,
dan bukan orang seorang. Yang memimpin pelaksanaarmlagdt
dalam konteks hukum publik maupun perdata adalah pimpinan
masyarakat hukum adat, sebagai Penguasa adat, untukiinaeane
kepentingan anggota dalam penguasaan dan penggunaan tanah.
Anggota masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk membuka dan
mempergunakan tanah yang termasuk wilayah masyarakat hukum
adatnya, dan menjaga agar tidak terjadi perselisihan di antara para
anggota. Anggota berhak untuk mengambil hasil hutan, hasil sungai
atau berburu untuk kepentingan diri dan keluarganya, tanpa harus
minta izin atau membayar sesuatu kepada penguasa adat, kecuali
untuk diperdagangkafi.

Hak ulayat sesungguhnya sudah semakinlengh, bahkan di
daerah perkotaan sudah hilang. Hal ini terjadi karena fé&kbor
yang berasal dari luar maupun dari dalam masyarakat itu sendiri.
Dengan semakin kuatnya penguasaan bersama Haaggan tanah
oleh warga maka secara alamiah kekuatan ulakat masyarakat
hukum adat semakin bertambah lemah, hingga kakadang tidak
tampak lagi keberadaannya. Politik hukum UUPA sesungguhnya
dikatakan adalah bagaimana menghapus takat secara perlahan
dengan berkembangnya masyarakat, sehingga daripawddentukan
UUPA dan hukum tanah nasional juga tidak mengatur secara jelas hak
ulayat tersebut. Ketika dapat diantisipasi pelemahan bédyat
dengan semakin kuatnya penguasaan warga atas tengdt dan
semakin memperoleh karakter individual dan dapatdskan, tidak
ada persandingan hak yang dapat dirujuk kepadehaklatas tanah
yang disebut dalam hukum agraria nasional yang dirumuskan dalam
UUPA. Bahkan dalam perkembangan di Minangkabau, di mana
terjadi pendaftaran tanah sebagai hak milik bersanma adeygota
masyarakat hukum adat, dan akan diadakan pemecahan milik bersama
tersebut pada masirmgasing anggota, maka menurut hukum adat
NRQYHUVLQ\D EXNDQ KDN PLOLN PHODLQNDQ 3J
dalam hukum tanah nasional menjadi hak pakai.

30| pid.
3 Ibid hal 189190.
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Pelemahan haltlayatdengan sengaja dalam UUPA sebenarnya
tampak dari kenyataan bahwa secara eksplisit pengaturamgysit
tersebut tidak ditemukan dalam UUPA, meskipun ddfasal3 dan 5
secara tegas dinyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku adalah
hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional dan negara. Ketika kemudian lahir undamgang baru di
bidang kehutanan, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Pokok
Pokok Kehutanan, yang menyatakan bahwa semua hutan di wilayah
Republik hdonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasasi negara, menimbulkan pertanyaan apakah hak
ulayatmasyarakat hukum adat atas hutannya sudah dihapus. Berbeda
dengan UUPA, Undangndang Kehutanan tersebut mengatur hak
ulayat hukum adat dngan memberi pengakuan, tetapi dengan
menyatakan sepanjang dalam kenyataan masih Rasal17 UU
Pokok Kehutanan menyatakan sebagai berikut

33HODNVD QHab @asidpakat hukum adat dan anggot
anggotanya serta perseorangamtuk mendapatkan manfaalari

hutan baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas
sesuatu peraturan hukum, sepanjang menurut kenyataannya masih
ada, tidak boleh mengganggu tercapainya tujigman yang
dimaksud dalam undanX QGDQJ LQL~

Meskipun Pasal tersebut dimaksuén untuk menjaga
kelestarian hutan, tetapi pernyataan dalam penjelasannya yang
mengatakan bahwa halayatyang masih ada tersebut diakui tetapi
tidak boleh bertentangan dengan peraturan perungiaggngan yang
lebih tinggi dan tidak dapat dibenarkan jika hakayat suatu
masyarakat hukum adat digunakan untukenghalanghalangi
pelaksanaan encana umum pemerintah dan tupiajuan yang
disebut dalen undangundang, merupakan indikator penting bahwa
hakulayatsebagai kewenangan dan hak masyarakat hukum adat harus
diukur dari perspektif penguasaan negara sebagai pemegang
kekuasaan publik yang lebih tinggi setelah kemerdekaan, sehingga
seperti telah diatarakan lebih dahulu secara alamiah lddyat
tersebut diharapkan semakin hilang, digantikan oleh penguasaan
negara.
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Pelemahan HakJlayat dalam tingkat perkembangan sekarang
tampak sekali dari konflik agraria yang terjadi di banyak tempat, yang
umumnya melibatkan investor dalam pengembangan perkebunan
sawit dan pertambangan. Misal Pemerintah Provinsi Jambi, pernah
membahas secara tajam persoglarsoalan hakilayatyang terjadi
di Jambi. Persoalan di Jambi mulai timbul di era reformasi dan terkait
erat dengan terjadinya perluasan wilayah perkebunan seperti kebun
sawit, kebun karet, dan juga karena meningkatnya aktivitas
pertambangan di JambPersoalan hakilayat tersebutterbagi ke
dalam tiga golongan. Pertama adalah hlalyatyang benabenar ad
seperti di Kabupaten Kerinci. Haldayat yang tergolong jenis ini
sama sekali tidak bisa diganggu gugat karena sudah terdapat regulasi
daerah maupun regulasi desa. Di samping regulasi, secara adat pun
pengaturannya masih sangat jelas misalnya dalam kbdahuk
larangan. Contoh Ilubuk larangan adalah warga desa dilarang
mengambil ikan di tempat tersebut sampai saatnya panen dan aturan
ini masihsangat ditaati oleh warga de§&olongan yang kedua adalah
hak ulayat yang antara ada dan tiada. Halayat jenis ini dapat
dikesampingkan apabila ada kepentingan yang lebih tinggi misalnya
kepentingan investor atau kepentingan pembangunan. Golongan yang
ketiga adalah hallayatyang sama sekali tidak ada 14gi.

Melalui kebijakan Pemda Jambi, para bupati dan walikot
didorong untuk membuat inventarisasi tatahahulayatberdasarkan
ketiga kategori yang telah dijelaskan. Regta tanahulayat ini
dikuasai oleh desa, marga, dan ada juga yang dikuasai suku anak
dalam. Menurut Pemda Jambi, memang keberadaan lalagat
banyak tergerus oleh investor dan menimbulkan banyak konflik sosial.
Konflik sosial ini bila sudah terjadi tak mudah diselesaikan. Sebagai
contoh, konflik yang terjadi antara Suku Anak Dalam 113 dengan PT
Asiatic. Sudah sangat banyak pihak mencobanttangan mulai dari
pemerintah provinsi, kabupaterard kota, bahkan KOMNAS HAM
dan Onbudsman, tapi hingga saat ini tak kunjung bisa teratasi. Karena
itu, deh Pemda Jambi dipandang peddanya regulasi di tatanan
yang lebih tinggi supaya ada pedoman bgkmg bisa digunakan
provind, kabupaten dan kota, Jaelatintuk menentukan apakah

%2 Risalah Diskusi Terbatas Institut Leimena, op cit...

82 | JurnalkKETATANEGARAANolume 0® Juni2018



suatu hakulayat ada atau tidak, selama ini Pemprov Jambi
menggunakan beberapa indikator. Pertama adalah masih ada
sekelompok orang yang masih terikat dengan adat. Ketanika
terhadap hukum adat ini dilihat ketika terjadi sengketa apakah hukum
adat lebih didahulukan oleh masyarakétdikator kedua adalah masih
terdapat tanallayatyang menjadi lingkungan hidup warga tersebut.
Keberadaan tanatlayatitu dibuktikan dengamdanya luasan, batas
batas yang secara definitif ditetapkan dalam putusan desa dan bahwa
tanah tersebut masih menjadi tempat mencari nafkah masyarakatnya.
Indikator ketiga adalah terdapat tatanan hukum adat tentang
pengurusan, penguasaan, penggunaan taf@fat Pemda Jambi
mencontohkan pengaturan itu misalnya pengaturan mengenai
bagaimana mekanisme pinjgrakai apabila ada masyarakat yang
perlu menggunakan tah tersebut. Meskipun demikiadjjelaskan
bahwa walaupun hallayatadalah hak terkuat dan terpenuh, hak itu
tetap bisa dikesampingkan untuk kepentingan bersama misalnya untuk
membangun balai desa dan kepentingan sosial. Pemprov Jambi juga
memiliki beberapa indikator untuk menentukan hakyat masih
berlaku. Pertama addl ambila sudah ditetapkan melaluieféa.
Kedua, apabila sudah dimiliki perseorangan atau badan hukum,
termasuk juga diambil oleh pemerintah desa, kabupaten atau
provinsi®

Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat dalam Perubahan
Zaman

Meskipun UURA mendasarkan diri pada hukunded dalam
menata hukum agrariaglan memberikan pengakuan atas hékyat
masyarakat hukum adat dalam konsep yang dianut sebagaimana
terlihat dalam konsiderans, Penjelasan Umum Bagian I, Badal3
UUPA, namun asumsi yardipedomani adalah bahwa pengakuan hak
ulayattersebut secara alamiah akan melemah hingga akhirnya akan
tidak tampak lagi keberadaanifaHal ini merupakan pendirian yang
sesungguhnya dipedomani, ketika dal&@asal3 UUPA tersebut,

33 RisalahDiskusi Terbatas Institut Leimena , ibid.
34 Boedi Harsono,.. op.cit hal 189.
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GLUXPXYV ND Q.pé&ksnadn Rakulayat dan hakhak yang

serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut
kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai

dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan

persatuan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan

dengan undangXQGDQJ DWDX SHUDWXUD@a@abLQ \DQJ C
18B Ayat (2) UUD NRI Tahun1945 Perubahan menyatakan bahwa

negara sekali lagi menegaskan jiwa dalam BWdengan mengatakan

dalam frasa S PHQJDNXL GDQ PHQJKKesaREWL NHVD
masyarakathukum adat beserta hddak tradisionalnya sepanjang

masih hidup dan sesuai dengan perkembamngasyarakat dan prinsip

1.5, Di zaman kolonial Hindia Belanda Van Vollenhoven

mencatat bahwa penelitian hukum adat tidak boleh dilalaikan, karena

sampai kiamaiun dikatakan tidak akan majnaju jika penelitian

tentang hukum adat itu dilkan. Lebih jauh dikatakan

nyai% XNDQNDK 3HPHULQWDK WLGDN GDSDW PHC
menghormati hukum adat pada pelaksanaan undamtang...bila

terlebih dahulu tidak diadean penyelidikan setempat dengan
PHQGDODP

Menjadi pertanyaan yang sangat relevan, apakah perubahan
yang terjadi terhadap masyarakat (hukum) adat mempunyai dampak
atau pengaruh terhadap haltayat tersebut sehingga boleh ada
pandangan bahwsecara alamiah akan melemah dan bahkan hilang.
Bagaimana pula bentuk perubahan yang dipikirkan tersebut terjadi
dan apa dampaknya terhadap substansulajattersebut. Dalam hal
hak itu melemah, apakah perubahan yang berakibat melemahnya hak
ulayat merghapus akibat hukum terhadap penguasaan hakaaiais
baik seara komunal maupun individuajang timbul akibat dari
berlakunya kewenangan atau hd&yat masyarakat hukuradat yang
dikuasai atau diusahakanieh anggota masyarakat hukum adat dan
turun tanurun dikuasai oleh ahli warisnya?

Dari apa yang menjadi masalah dalam teori kebudayaan dan
organisasi sosial yang tergantung kepada perilaku manusia dan

% €. van VollenHovenQrientasi Dalam Hukum Adat Indonesia, Terjemahan dari Orientatie in
het adat recht van Nederlandstidiee, Oleh Koninklijke Instituut voor Takhnd-en
Volkenkunde bersama LIPI, Penerbit Jambatb®81, hal 92.
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hubungan antar individlf, perubahan sosial akan berpengaruh
terhadap organisasi sosiardhubungan antar manusia di dalamnya.
Perubahan sosial yang berpengaruh dan berdampak kepada organisasi
sosial dan hukum yang mengatur hubungan sosial anggota
anggotanya, merupakan masalah abadi yang menyebabkan hukum
berada dalam dua kutub yaitu stabthu tetap pada kurun waktu
tertentu, tetapi harus berubah ketika masyarakat yang dilayaninya juga
berubah. Hukunitu merupakan variabel yangli satu sisi bersifat
independen dan di lain pihak juga tergantung (dependent) terhadap
masyarakat tersebut. Réahan terjadi karena sesuatu yang tadinya
ada menjadi tidak ada sebagai unsur dalam masyarakat, sehingga
berpengaruh terhadap aturan yang diperlukan untuk mengatur antar
relasi di antara anggota. Masyarakat adalah suatu pola jaringan
hubungan yang komplskdi mana semua anggota terlibat.Tiap orang
akan menghadapi situasi baru terhadap mana mereka akan merespon,
dan situasi baru ini meliputi faktdaktor seperti teknologi baru, cara
baru dalam mencari natk, perubahan tempat tinggahovasi,
gagasan danilai sosial yang baru. Dengan demikian perubahan sosial
berarti modifikasi bagaimana orang bekerja, mengurus keluarga,
mendidik anak, memerintah diri sendiri danngepayakan belasi

satu dengan yang lain berkenaan dengan pemerintahan, ekonomi,
pendidikan, agama, rekreasi, bahasa dan kegiatan lain. Perubahan
sosial adalah produk dari banyak sekali falektor. Banyak lagi
faktor perubahan seperti teknologi, ideologi, kompetisi, konflik dan
faktor sosial dan ekonori.

Masyarakat hukum adatuga mengalami dampak, dalam
organisasi dan hubungan sosialnya, dalam perjalanan waktu, baik
karena pengaruh pergerakan (mobilitas) sosial, urbanisasi, pendidikan
dan begitu banyak perubahan sosial lain yang dapat disebut antara lain
proses pembentukan NegaKesatuan Republik Indonesia dengan
pemahaman akan nifailai yang relevan secara sosial, ekonomi dan
politik. Bahkan kembali kepada catatan Van Vollenhoven dia juga
menuliskan bahwa :

% Roberto Mangabeira Ungdraw in Modern Societg:Toward a Criticism of Social Theory,
The Free Press Collier Mc Millan, 1946l 23

%7 steven Vagol.aw And SocietfFhird Edition,Prentice HallEngglewood Cliffs,New Jersey
07632, Hal. 215.
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36DQJDWODK WLGDN WHUKLQJJD Qda®@hLQ\D EDJL
Hindia Belanda yang paling lamdiduduki ... hukum adat itu telah
ditinjau dan dicatat ketika hukum adat itu belum mengalami cacat
atau pengaruh dari kekuasaan orang Eropa; sebab dengan demikian,
baik pengertian kita tentang hukum adat sekarang ini maupun
pengetahuan kita tentang hukum adat yanghleina, akan lebih
bermanfaat. Hukum adat itu itu bukanlaéperti sering dianggap oleh
orangorang Eropa, sesuatyang tidak berubalubah, sekalipun
kebanyakan perubahan memang tidak tampak pada waktu observasi
oleh seorang pengamatSebaliknya, bdragai fihak menyatakan,
bahwa 3 DGDW NHELDVDDQ -ldp&hlbetgéser Kdatdl© DK D Q
kebutuhan yang berubah...bahwa adat bertukar dengan dengan
bergantinya generagienerasi dan menurut kenyataannya sekejappun
tidak mandeg...terus katannya waktu dan perteran dengan
bangsabangsa tetangga membawa perubahan besar terhadap hukum
adat.. betatapun tidak tampaknya sifat hukum adat itu, namun hukum
tersebut sebetulnya mengarahkan diri kepada keadaan keadaan yang
telah berubah...salahlah pendapat untuk mengira ahadat
Bumiputra adalah keseluruhan yang tidak beruodlah, yang tidak
tunduk pada hukunrkK X N X PV H\Dia Ureigukuhkan pendapat

nya dengan mengutip pepatah adatang Minangkabau yang
berbunyi

S6HNDOL DLU JDGDQJ VHNDOL WDSLDQ EHUDQMD
S6HNDO LD UDVMDQE®VL VHNDOL DGDW EHUXEDK®

Perubahan yang terjadi tidak hanya dalam lingkup masyarakat
yang berpengaruh terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, tetapi
perubahan itu sendiri tampak dalam perumusan masyarakat hukum
adat yang dialami oleh pa pendukung masyarakat hukum tagang
menegaskan tuntutan atask ulayanhya. Pergeseran yang terlihat
dapat ditemukan dalam definisi atau pengertian masyarakat hukum
adat yang timbul pada saat terackhir ini, di mana dikatakan bahwa
yang dimaksud dengamasyarakat hukum adat atau istilah lain yang
VHMHQLY VHSHUWL uPDV\DUDNDW DGH2eWY DWDX |
indigenous peopladalah :

% C. Van Hollenhoven, op.cit 70.
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Suatu komunitas antropologis yang bersifat homogen dan secara
berkelanjutan mendiami suatu wilayah tertentu, Ipenyai
hubungan historis dan mistis dengan sejarah masa lampau mereka,
merasa dirinya dan dipandang oleh pihak luar sebagai berasal dari
nenek moyang yang sama, dan mempunyai identitas dan budaya khas
yang ingin mereka pelihara dan lestarikan untuk kurwamsh
selanjutnya, serta tidak mempunyai posisi yang dominan dalam
struktur dan sistem politik yang adi.

Pengertian atau definisi yang disodorkan ini sesungguhnya
menunjukkan pengaruh yang besar dari perkembangan dalam
hubungan internasional berkenaan denganimdigenous peopléan
pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang menyebabkan
pergeseran dalam pemahaman ha&yat yang dimiliki masyarakat
hukum adat. Dikatakan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum
adat ini tidak dilaksanakan secara konsisten karena 3 (tiga) sebab
yaitu :

a. Ketidak mengertian pemerintahan pusat tentang kemajemukan
kultural masyarakat Indonesia serta implikasinya, yang antara
lain terlihat dari Undangyndang nomor 5 Tahun 1979
Tentang pemerintahan desa menurut pemerintahan di pulau
Jawa.

b. Kebutuhan investor terhadap tanah sejak tahun 1967,
khususnya dalam bidang pertaangan, perkebunan, dan
kehutanan menyebabkan Pemerintah bersama dengan DPR RI
mengeluarkan serangkaian undamglang yang secara in
concreto malah menafikan hak masyarakat hukum aiget
tanahulayat

c. Tumbuhnya kecenderungan sentralisasi pemerintalaany y
sangat kuat, yang menyebabkan kemunduran studi hukum
adat dan masyarakat hukum adat, antara lain oleh karena
anggapan bahwa hukum adat dan masyarakat hukum adat ini
inkompatibel dengan semangat kebangsaan dan bahwa
masalah hukum adat dan masyarakat unukadat ini

%9 Syaafruddin Bahainventarisasi Hak dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adamisi
Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta 2015, hal 73.
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dipandang sebagai bagian dari masalah SARA vyang
merupakan ancaman terhadap ketahanan nasfonal.

Sebaliknya ketika akan diupayakan suatu cara untuk mengakui
dan merealisasikan halidayat masyarakat hukum adat atas tanah
ulayat tersebut, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2B&5all angka (3)
dalam Bab | tentang Ketentuan mdm, menyatakan bahwa
masyarakat hukum adat tersebgétdalah sekelompok orang yang
terikat oleh tataan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu
persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas
GDVDU NHWVasysr@katQ hukum adat yang memenuhi
persyaratan dapat dikukuhkan hak atas tanahnya, apabila (i)
masyarakat masih dalam bentuk pagwsn, (i) ada kelembagaan
dalam perangkat penguasa adatnya, (iii) ada wilayah hukum yang
jelas, dan (iv) ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati.
Kelompok ini dibedakan dari kelompok masyarakat dalam Kawasan
Tertentu yang juga dapat diberikaakhatas tanah, apabila memenubhi
syarat, yaitu (i) menguasai secara fisik paling kurang sepuluh tahun
atau lebih secara berturtrut, (i) masih mengadakan pemungutan
hasil bumi di wilayah tertentu dan sekitarnya untuk pemenuhan
kebutuhan hidup sehahar; (iii) menjadi sumber utama kehidupan
dan mata pencaharian masyarakat, dan (iv) terdapat kegiatan sosial
dan ekonomi yang terintegrasi dengan kehidupan masyétakat.
Penetapan komunitas masyarakat hukum adat ini dilakukan melalui
Peraturan Daerah, yang tentu saja melalui serangkaian penelitian yang
dilakukan untuk menilai syaratarat yang ditentukaf.

Penguasaan Negara Atas Bumi dan Air Dan Pemberian Hak
Komunal

Lepas dari kenyataan yang diuraikan di atas bahwa dikonstatir
politik hukum negara saat awal kemerdekaan dalam membentuk

“®Ibid, hal 81.

“1 pasal danPasaB Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal
Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

2 Sjaran Pers Epistema Institute menyatakahwa 538 komunitas masyarakat hukum adat

telah ditetapkan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012, yang ditetapkan
melalui 7 SK Bupati, 6 (enam) Peraturan Daerah tingkat Kabupaten, diantaranya yang terbanyak
adalah dengan Perda Kabupattemak No. 8 tahun 2015 sebanyak 519 Kasepuhan.
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hukum agraria nasional dengan landasan hukum adat, dan pengakuan
terhadap halulayat masyarakat hukum adat hanya sepanjang masih
ada, besadugaan bahwa asumsi politik kum yang dianut saat itu
adalah bahwa hakulayat yang menjadi hak dan kewenangan
masyarakat hukum adat, akan beralihnjadi hak ulayat negara
sebagaihak penguasaan negara yang disebut d&asal33 UUD

NRI Tahun1945. Megipun dikatakan pelemahan hakayat secara
alamiah dipandang sebagai politik hukum yang dianut Pemerintah
sampai pada masa orde baru, namun kebaubahanUUD NRI
Tahun 1945 berlangsung, terlihat kembali suatu kesan pengakuan
yang lebih tinggi atas hallayattersebut dengan pemuatannya dalam
UUD NRI Tahun1945, sesudah reformasi.

Pendirian MK sebagai kebijakan konstitusional dalam putusan
nomor 45/PUWX/2011, tentang penunjukan kawasan hutan dan
Putusan Nomor 35/PU1/2012 tentang hutan atl mengacu pada
Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi kembali
menegaskan rumusan terdahulu dalam putpséusan sebelumnya
tentang penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan didalamnya.
MK telah merumuskan bagaimana sesungguhnya peramandgkam
konsepsi penguasaan Negara atas sumber daya alam  yang
memperoleh bentuk dalam 5 (lima) bidang kewenangan, yang
disebutnya sebagai fungfsingsi, yaitu di bidang kebijakarbéleid),
tindakan pengurusan béstuursdaad), pengaturan régelendaajl
tindakan pengelolaan béheersdaad dan pengawasan
(toezichthoudingsdadd Kelima bentuk stateintervention tersebut
harus dilakukan untuk mencegah diomopolinya kekayaan atau
sumber daya alam Indonesia oleh pemilik modal (besar), karena
konstitusi menuntut esnuanya ditujukan bagi sebedmasar
kemakmuran rakyat. Pandangan hidup bangsa yang menjadi landasan
filosofis dalam pertimbangan hukum suatu uji matedrhadap
kebijakan yang menjadnuatan satu undangndang, dan yang telah
dikembangkan oleh MK sendidalam yurisprudensi tetap serta telah
menjadi acuan yang berwibawa seharusnya menjadi Pokok Haluan
Negara yang di implementasikan dalam pembanguhakum
pertanahan dan kehutandrerdasarkan politik hukum nasional yang
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mengacu kepada konstitusi, yangnmgleendaki bahwa sumber daya
alam dikuasai negara untuk sebesesar kemakmuran rakyat.

Perubahan dan pembaharuan hukum dalam bibelzgng
tertentu yang disebutkan ditas, seharusnya merupakan suatu upaya
pembangunan hukum berdasarkan politikkum nasional yang
mengacu pada konstitusi sebagai hukum tertinggi, yang selalu
memiliki sifat kritis terhadap dimensi hukum yang bersifas
constitutumdan melihat kearahius constituendumkarena hukum
harus senantiasa melakukan penyesuaian dengamtyang ingin
dicapai masyarakat, sebagaimana telah diputuskan. Politik hukum
demikian berkaitan erat dengan tujuan yang hendak di capai dibidang
hukum, sehingga politik hukum selalu terkait dengan hal yang ideal,
yang harus merumuskakebijakan dasaryang menentukan arah,
bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. PutBsdumsan
MK yang menyangkut pertanahan dan kehutanan antara lain Nomor
45/PUUXI/2012, nomor 35/PUWK/2012, menggambarkan adanya
guiding principlesyang hilang dalam pembangunaokum melalui
pembentukan dan perubahan undandang yang dilandaskan pada
kewenangan yang tidak memiliki validitas secara kontitusional.
Kembali terlihat bahwa Garis Besar Haluan Negara yang memimpin
pembangunan di segala sektor secara terpadu telahg héletelah
reformasi, dan tidakdigantikan dengan instrumen atau lembaga
konstitusional yang menselaraskan pembentukan undagang yang
konsisten dengan tujuan bernegara antara lain untuk mensejahterakan
seluruh rakyat, dan bahwa seluruh buaii,dan k&ayaan di dalamya
diperuntukkan bagi sebeshesar kemakmuran rakyat, dan tidak boleh
terjadi, perampaan melalui kebijakan publigkang kemudian hanya
diperuntukkan untuk satu kelompok masyarakat saja.

Konstitusionalisasi Hak Ulayat Sebagai Pengukuhan Kernali

Lepas dari dugaan tentang pelemahan UUPA yang di dasarkan
pada penghilangan dualisme hukum pertanahan dan hukum adat yang
GL 3VDQHHU" VHFDUD DODPLDK VHEDJDL SROLWI
UUPA, namun begitu banyaknya kasus yang mencoba menge
sampimgkan hakulayatmasyarakat dalam kegiatan pembangunan dan
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investasi yang melibatkan pemodal besar, terutama dalarwizin
pengembangan perkebunan dan pertambangan, mengakibatkan
pertarungan antara apa yang dikatakan izin resmi daindiaktas
tanah yag diberikan kepada investor, dengan lidkyat masyarakat
hukum adat yang tanpa alat bukti, Kita menyaksikan bahwa tiadanya
perlindungan hakulayat dan hak hidup masyarakat hukum adat
menggambarkan ketidak adilan yang luar biasa. Mereka menjadi
terpinggikkan bahkan dari lingkungan habitatnya sendiri, dengan
penegakan hukum secara tidak seimbang dak &dd. Kepincangan

dan ketidakadilan ini harus datasi dengan mengacu pada konstitusi
dalam UUDNRI Tahun1945 khususny®asal33.

Meskipun dengan konstatasi pelemahan tklyat demikian
dan perampasan hak untuk hidup masyarakat hukum adat sebagai
mana ditemukan banyak terjadi, reformasi tahun 1999 melalui
amandemen UUINRI Tahun1945, pada perubahan kedua menyata
kan dalanPasall8B Ayat (2) rumusan norma sebagai berikut

31HJDUD PHQJDNXL GlkesatudikialatiaR bh&spavakat
hukum adat beserta hdkak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesigang diatur dalam undangK Q GD Q J”

Pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat dalam UUD
NRI Tahun1945, digantungkan pada syasgharat, yang diuraikan
dalam Pasal 18 Ayat (2), sebagaimana kemudian tampak dalam
putussn Mahkamah Konstitusi, yangddisarkan pada interpretasi
konstitusi yang sangat tekstual. Kriteria atau tolok ukur eksistensi
masyarakat hukum adat, yang dibreak down Basall8 Ayat (2)
terdiri dari :

Masih hidup;

Sesuai dengan perkembangan masyarakat;

Sesuai dengan prinsip Negarasiuan Republik Indonesia;
Ada pengaturan berdasarkan undangang.

Qo op

Masingmasing syarat atau kriteria tersebut telah ditafsir oleh
MK dengan mengurai syarayarat tersebut, dan menyatakan bahwa
suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikate&ara
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de fakto masi hidup, baik yang bersifat twrial, genealogis maupun
yang bersifat fungsional, setidéilaknya mengandung unsunsur :

1. Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan
kelompok (n-group feeling;

Adanya pranata pemerintahashas

Adanya harta kekayaan dan/atau bebeada adat;

Adanya perangkat norma hokum adat;

Adanya wilayah tertentt?

akrowbd

Kesesuaian masyarakat hukum adkngan perkembangan
masyarakat diukur dari kriteria, bahwa :

1. Keberadaamya telah diakui berdasarkamdangundang yang
berlaku sebagai pencerminan nitdliai yang dianggap ideal
dalam masyarakat dewasa ini, baik undandang yang
bersifat umum maupun bersifat sektoral seperti bidang
agraria, kehutanan, perikanan dan Jaim maupun dalam
peraturan daabh;

2. Substansi hakak tradisional tersebut diakui dan dihormati
oleh warga kesatuan masyarakat hokum yang bersangkutan
maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan
dengan hak asasi manusfa.

Kesesuaian masyarakat hukum addteseta hakhak
tradisionalnya dengan Negara kesatuan Republik Indonesia,
dipandang ada apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak
mengganggu eksistensi NKRI sebagai kesatuan politik dan kesatuan
hukum vyaitu :

1. Keberadaannya tidak mengancam kedanlatan integritas
Negara kesatuan Republik Indonesia;

2. Substansi norma ukum adatnya sesuai dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundarangarf’

Dalam peraturan perundagdangan setelah perubahan UUD
NRI Tahun1945 yang memuat ketentuBasall8B Ayat (2) tersebut,

43 putusan Mahkamah konstitusi Nomor 31/RVI2007.
4 Ibid.
5 Ibid.
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yang sering dipandang sebagai sikap yang menghormati dan
memenuhi keberadaan masyarakat hokum adat dengan segakkhak
tradisionalnya, namunkenyataan berbicara sebaliknya. Konflik yang
terjadi menempatkan masyarakatkiim adat dalanposisi lemah
berhadapan dengan investovestor sebagai pemodal besar dan
pengusaha yang memiliki kekuatan modal dalam beberapa kasus telah
melakukan kriminalisasi terhadap warga masyarakat hukum adat
dengan alasan melanggar hak investor berdasarkan ¢#®Uzin
Pemanfaatan Hasil Hutan. Penyebabnyatakl pada penafsiran yang
ketat yang dilakukan, justru tidak memgkinkan eksistensi
masyarakat Hkum adat dpat terus berlangsung, kareréetia atau
parameter yang dirumuskan sedemikian rupa sehingggabebkan

hak masyarakatukum adat yang diukur dari segi iziin dan hak

hak secara tertulis sebagai dasar penguasaan dan pengelolaan tanah
dan hutan sebagai kekayaan alam yang ditentukan, dan bukan pada
aspek halhak masyareat hikum adat yang tidakettulis untuk
menguasai dan mengelola lahan dan hutan sebagai hak asasi manusia,
yang eksistensinya lebih dahulu dari NKRI, tetapi tetap menghormati
dan menjamin pemenuhannya.

Politik Hukum Indonesia Berdasar Konstitusi.

PutusarPutusan MK perra nomor 45/PUUX/2011, nomor
35/PUUX/2012, dan nomor55/PUUVIII/2010, menggambarkan
adanyaguiding principlesyang hilang dalam pembangunan hukum
melalui pembentukan dan perubahan undamgang yang dilandas
kan pada kewenangan yang tidak memiliki validitas secara
kontitusional. Tampaknya bahwa tujuan bernegara dalam NBD
Tahun 1945, yang seharusnya memimpin pembangunan di segala
sektor secara terpadu melemah setelah reformasi, yang seharusnya
dapat digarkan dengan instrumen atau lembaga konstitusional yang
menselaraskan pembentukan undandang yang konsisten dengan
tujuan bernegara antara lain untuk mensejahterakan seluruh rakyat,
dan bahwa seluruh bumi, air dan kekayaan di dalamya diperuntukkan
bagi ®besatbesar kemakmuran rakyatlan tidak boleh dirampas
melalui kebijakan publik, untuk kemudian hanya diperuntukkan bagi
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satu kelompok masyarakat saja. Penduduk setempat baik sebagai
angota masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat hukum yang
menjadi anggota Kooperasi sebagai warga masyarakat yang
memperoleh bidang tanah berdasar hak tradisional masyarakat hukum
adat, mempunyai hak untuk mendapat kesempatan dalam memperoleh
kesejahteraan dari SDA sebagaimana ditentukan dalam konstitusi,
melalui kesematan pertama dalam memperoleh hak atas tanah di
wilayah masyarakat hukum (adat) tersebut.

Kebijakan policy) yang dirumuskan oleh hakim dalam
putusannya maupun keputusan pemerintahan, baik dalam legislasi dan
penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangkagomi, harus
mengalir pokok haluan negara yang sesungguhnya telah terumuskan
dalam UUDNRI Tahun1945, baik Pembukaan maupun batang tubuh.
Setiap ketidak sesuaian keputusan kebijakan yang bersifat legislasi
dan regulasi dapat diuji kepaddK dan MA sebgai pengawasan
terhadap produk legislasi/regulasi yang dibentuk oleh pembuat
undangundang, yang merupakan hasil yang tersusun secara dialektis
antara dalil pembe#uk undangundang dengan dalpengujian. Jika
terjadi inkonsistensi dan ketidak sesuaiatamiaproses penguijian,
dan jika ternyata Putusan MK/MA dalam pengujian peraturan per
undangundangan menyatakan satu undangang atau peraturan
perundangundangan dbawah undangindang bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945 atau peraturan yang lebilinggi dan
menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka
putusan tersebut merupakan satu kebijakan hukum yang baru sebagai
koreksi yang menjadi politik hukum baru yang bersifat final dan
mengikat menyangkut bidang yang diatur dalam norma yhmg
tersebut. Ketika MK menyatakan satu undamglang inkonsti
tusional, sesungguhnya MK berperan sebagggtive legislatordan
itu diartikan bahwa ketika MK terlibat dalam uji konstitusional
undangundang, MK turut dalam pses legislatif secara néifa
Dengan fungsi demikian, secara inheren MK akekan perumusan
politik hukum, dankebijakan [ggal policy) yang dirumuskan oleh
hakim dalam putusan MK sebagai pengawasan dalam mekanisme
checks and balanceerhadap produk legislasi yang dibentuk oleh
pembuat undangindang, bersamsama dengan Konstitusi sebagai
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cita hukum dan hukum tertinggi merupakan arah yang seyogianya
menjadi pedoman bagi pembuat undamglang dalam melakukan
kegiatan perubahan dan pembaharuan hukum. Dan secara khusus
varian putusaryang merupakan hasil pengawasan dan interpretasi
dalam kerangka mempertahankan dan menegakkan NRIDTahun

1945 sebagai hukum tertinggi, lahir dari prakpekktek pelaksanaan
undangundang yang tidak selaras dengan konstitusi, yang ingin
diluruskan melali fungsi MK, dengan putusan yang mempunyai
akibat hukumzsebagai mana undawgdangnya sendirksejak lahir

(ab initio-ex tung harus diartikan sebagaana MK menafsirkannya
menurut undangindangnya sendiri, sebagai syarat agar dia dapat
dianggap kong#usional atau tidak bertentangan dengan UNRI
Tahun 1945. Perkembangan baru dengan lembagégew yang
dibentuk setelah perubahan UUBRI Tahun 1945, sesungguhnya
merupakan mekanisme yang dapat mengikat pembuat keputusan
kebijakan bersikap untuk memeita hubungan dengan konstitusi
secara konsisten.

Masyarakat Hukum Adat Sebagai Pemerintahan Desa

Pengakuan dan perlindungan Hak tradisional demikian
merupakan muatan konstitusi Indonesia dalam U Tahun1945,
yang dengan tegas dirumuskan daRasall8B, Pasal28] danPasal
33 UUD NRI Tahun 1945. Norma konstitusi tersebut kemudian
dijabarkan dalam pelbagai undamgdang secara sektoral danadal
peraturan yang lebih rendahlU 32/2004 sebagaimana diperbaiki
dengan UU 12 Tahun 2008 dan diubamgin UndangJndang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sehingga
sampai kepada Pemerintahan Desa yang merupakan wujud
masyarakat hukum adat. Kemudian juga sudah dikeluarkan regulasi
antara lain dalam peraturan nagari demtuk pemerintahan deain
berdasarkan otoritas masyarakAukum adat tersebut. Bahkan
UndangUndang Nonor 6 Tahun 2014 Tentang Dessebagai
perkembangan terbarmemberikan kemungkinan kepada Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakodaataan
masyaakat hukum adauntuk ditetapkan menjadi desa adat jika
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memenuhi persyaratan yang ditentukanKesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup, sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan dan
yang masih mertiki wilayah, harus memenuhi paling tidak salah satu
atau gabungan damunsur (i) memiliki perasaan bersama dalam satu
kelompok, (ii) pranata pemerintahan adat, (i) harta kekayaan adat
dan (iv) memiliki perangkat normadat, dapat ditetapkan sebadesa

adat? Pembentukan desa menjadi desa adat tersebut dilakukan
berdasarkan prakarsa masyarakat melalui musyawarah desa yang
disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan memper
timbangkan faktor penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan
desa, pembinaan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan
masyarakat desa serta sarana penduflidgrus diperkirakan secara
awal bahwa hal ini tidak mudah, bahkan boleh jadi menimbulkan
suatu kesulitan besar yang tidak dapat diatasi dengan mudah.

Masyarakat hukum adat yang memenuhi syarat tersebut dapat
ditetapkan sebagai desa adat, dan menjadi bagian dari kerangka
pemerintahan desa dalam Negara kesatuan Republik Indonesia, serta
tunduk dalam pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah
Provinsi, Pemgntahan Daerah Kabupaten/Kota. Desa Adat tersebut
memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala desa, dan juga kewenangan pengaturan dan pengurusan
ulayat atau wilayah addf. Hal ini sesungguhnya telah menjawab
persoalan bahwa benturan aspek hukum publik dalaralbgiatyang
dimiliki oleh masyarakat hukum adat dalam pengurusan, pengaturan
dan pengawasan tanah wilayah adat sebalggianya dengan hak
menguasai negara atas bumir dan k&ayaan yang ada dibawah
tanah sebagai mana termuat daldasal33 UUD 1945 sebagai
hukum tertinggi, hemat kami telah dapat diselesaikan dari sudut
hukum tata negara. Hakilayat masyarakat hukum adat yang
ditetapkan sebagai pemerintahan desa#t adbagai ligan dari NKRI
dan yang tundukada pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah

6 pasalB6 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

" pasal7 Ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

8 pasalB8 Undag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

9 pasall9 huruf a dan huruf b serasall03 Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa.
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Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, telah menjadi
bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai
tugas untuk menguasai bumi, air dan &san dibawahnya untuk
kemakmuran rakyat.

Benturan otoritas yangterjadi karena adanya dualisme
kewenangan publik dalam pengaturan, pengurusan dan pengawasan
atas SDA berdasar haldayatdan hak menguasai negara, menjadi
lebih gawat karena bamian kepentingan pengembangan sumber daya
ekonomi dalam bentuk investasi perkebunan sawit dan pertambangan
membutuhkan lahan yang luas, sehingga tidak dapat dihindari konflik
jikalau pola pemberian izin dan hak guna usaha atas tanah dan lahan
yang luas, tlak memperhatikan kepentingan anggota masyarakat
hukum adat, yang tidak dapat membela kepentingan dan kebutuhan
akan pemenuhan haknya untuk hidup. Hal ini seyogianya dapat di
rekonsiliasikan jikalau semua langkah yang diambil penyelenggara
negara memperkigan secara konsisten dan terintegrasi, serta tidak
hanya sektoral belaka. Hal demikian seharusnya merupakan
implementasi putusaputusan MK yang telah menafsirkan konstitusi
sedemikian rupa sehingga kebijakan legislasi dan pembangunan
dijabarkan sedemian rupa bahwa penguasaan negara yang di
interpretasikan MK dalam seluruh Putushrdicial Reviewundang
undang tentang sumber daya alam, memberikan ruang lingkup bahwa
semuanya itu ditujukan untuk peningkatan kesejahte seluruh
rakyat secara adildan dlakukan dalam bentuk pengaturan,
pengurusan, pengelolaan dan pengawasan.

Kebutuhan Akan Peraturan yang Lebih Operasional

Pasall8B Ayat (2) UUD NRI Tahun1945 menyatakan negara
mengakui dan menghormati kesatdasatuan masyarakat hukum
adatbeserta hakak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dengan undandang.Pasal22D
Ayat (1), (2), dan (3)merupakan hasil reformasi yang mnieentuk
Dewan Perwakilan Daeratlengan hak untuk mengajukan RUU yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dab daerah,
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pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang
berkaitan degan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD juga
ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah tersebut,
serta dapat melakukan pengawasan atas undaaegng yang terkait
dengan otonomi daerah seperti tersebut diatas.

Bab XA seluruhng, mengenai Haklak Asasi Manusia,
khususnyaPasal28A yang menegaskan hak setiap orang untuk hidup
dan mempertahankan kehidupannyBasal 28D (1), hak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan huRasal8G (1), hak atas
perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda
yang dibawah kekuasaannya, serta halasarasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asBsisal28H (4), hak mempunyai
hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara
sewenangvenang oleh siapapuPRasal28l (3), identitas budaya dan
hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan
zaman dan peradabarRasal 281 (4), perlindungan, pemajuan,
penegakan, dan pemenuhan-hak asasi manusia adalah tanggung
jawab negara, terutama pemerintBas 28I (5), menyatakan untuk
menegakkan dan melindungi RhbBik asasi manusia sesuai prinsip
negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaarhdlalasasi
manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang
undanganPasal33 (3) menegaskan babwumi air dan kekayaan
alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk
sebesabesar kemakmuran rakyat.

Ketentuarketentuan di dalam UUD itu mempunyai implikasi
bahwa halulayatdan hakhak tradisional harus dihormati dan segala
pemanfaatannyendaknya untuk sebedagsar kemakmuran rakyat.
Negara, terutama pemerintah berada dalam posisi bertanggung jawab
dan aktif untuk mewujudkannya. Sesuai dengan makna negara hukum
yang demokratis, maka rasa keadilan turut memberi bentuk arah
kebijakan regudsi. Persoalan yang dihadapi timbul karena ketentuan
ketentuan tentang haklayatdan hak tradisional masyarakat hukum
adat itu tidak memberi batdmtas yang jelas, serta banyak yang
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kabur, seperti frasa hak tradisional itu diakui sepanjang masih hidup,
sesuai dengan prinsip negara kesatuan, selaras dengan kemajuan
peradaban, sehingga menimbulkan kesulitan bagaimana wujudnya,
dan apa ukuran rasa adil dalam tindakan nyata atas pengakuan dan
perlindungan hakilayatdemikian. Harus diakui bahwa persaalini

tidak mudah dan hanya dengan pemahaman tentang hukum adat yang
kreatif, orang mampu melakukan improvisasi dari hukum tertulis
yang adamelalui konstruksi untuk menemukan hukumnya.

Perdebatan sekarang ini, bukanlah mengenai pengertian atau
definisi hak ulayat masyarakat hukum adat yang dianggap sering
membawa kesulitan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan ekonomi, sehingga timbul konflik pertanahan yang
tidak kunjung memperoleh konsep penyelesaian dalam kebijakan
pemerintah, tetapiita memusatkan perhatian pada pokok haluan
negara dalanPasal33 UUD NRI Tahun 1945 tentang penguasaan
bumi, air dan kekayaan yang ada dibawahnya untuk digunakan untuk
sebesabesar kemakmuran rakyat. Adanya anggapan sementara pihak
bahwa hakulayat tersdout menjadi semacam gangguan dalam
penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan ekonomi hendaknya
dilihat secara bersama bagaimana memberi keadilan bagi rakyat yang
terpinggirkan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang diklaim
sebagai hakulayat meskipun klum mendapat pengukuhan atau
dipandang sudah mengalami pergeseran dari kriteria masyarakat
hukum adat dan haklayattermasuk nasib anggota MHA yang sudah
mengerjakan tanahlayatsecara konsisten dalam jangka waktu yang
lama meskipun tanpa memenuhi kritie tetapi secara turun temurun
telah menggarap dan memanfaatkannya bagi kelangsungan hidup
mereka. Titik beratnya harus diletakkan pada keikut sertaan rakyat
dilokasi di mana terdapat halkayatdari masyarakat hukum adat atau
yang dapat dianggap sebagi@iunannya yang diperoleh secara turun
temurun dari masyarakat hukum adat, tetapi telah mengalami
perubahan kriteria karena perkembangan sosial dan perkembangan
zaman, sehingga kemudian dianggap aklyat Masyarakat Hukum
Adat beralih pada haklayat magarakat yang menjadi anggota
masyarakat hukum adat semula, dan menguasainya secara konsisten.
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Ada pamlangan bahwa perlu dikembangkasara untuk
mengkonstruksi rasa keadilan kedalam rmigai secara terukur,
sehingga bisa dituangkan ke dalam kebijakagulesi. Jikalau
investasi membutuhkan lahan yang memang secara tradisional di
kuasai masyarakat hukum adat, maka keadilan menyrguu
kesempatan itu dilihat dari nilai ekonomi yang dihasilkan sebelumnya
oleh sebuah haklayat untuk mendukung hidup safihari warga
masyarakatnya Berdasarkan hal itu kemudiadihitung secara
ekonomi sumber daya yang baru bagi warga yang terkait, apabila hak
mereka diambil alih untukdiserahkan kepada pihak lai©leh
karenanya timbul pertanyaan, apakah hak adat itatddialihkan
dengan ukuran nilai tertentu atau tidak, sehingga secara statis menjadi
hak adat secara tetap atau apakahuteyatdapat beralih menjadi hak
milik pribadi anggotamasyarakat adat. Dan apabitak ulayat
dimanfadkan pihak ketiga, apakah adpenghasilan untuk masyarakat
adat berasal da kegiatan investasi itu yangerlu mendukung
kehidupan mereka sebagai kompen3asi.

Ketika melihat kesungguhan pemerintah dalam menyelesaikan
konflik-konflik agraria yang terjadi terutama yang menyangkut
masyarakat hukum adat, dan sebagai bagian dari proses tersebut
kepada msayarakat hukum adat diserahkan keputusan tentang hak atas
tanahkepada masyarakat hukum adat tertentu, maka sesungguhnya
yang diperlukan adalah suatu kebijakan yang konsisten dengan
konstitusi dan diperlukan dalam rangka pengakuan dan perlindungan
hak ulayat masyarakat hukum adat dengan serangkaian kebijakan
regulasiPemerintah. Konflik yang terjadi akibat pelemahan ilalat
yang tergambar dalam kebijakan pemerintah dalam pemberian izin
kepada perusahan besar yang berinvestasi dengan lahan tanah yang
besar, dan pemberian izin tanah yang luas tersebut meliputidyet
masyarakat hukum adat, tempat mereka menggantungkan hidup dalam
jangka waktu yang lama, harus dipertimbangkan lagi untuk mendapat
perlindungan secara efektif sesuai dengan tujuan negara untuk
melindungi segenap bangsa.

%0 Jacob Tobing,Pengakuan dan Perlindungan Blakat dalam Pembangunatasional
Konseptualisasi Dalam Kerangka NegamsKtuan Republik Indonesia, Februari 2014, hal
5.(Tidak dipublikasikan). Lihat juga Manuel Kasiepo op.cit hal 8.
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Ada gagasan dengan mengutip et Kofi Aman yang
menyatakan bahwa persoalan kemiskinan, gender dan kesejahteraan
WLGDN GDSDW WHUOHSDV GDUL SHUDQDQ SL
yang merusaknya tapi pihak swasta jugalah yang dapat membangun
nya. Dalam pandangan seorang pengusakanflik hak ulayat
dilatarbelakangi oleh konflik kepentingan para pihak. Di satu sisi,
pemerintah menginginkan adanya pembangunan. Namun, pembangu
nan yang terjadi selama ini malah membuat pihak yang kaya makin
kaya, kerusakan lingkungan, dan termasuksqean tanatulayat
Dalam hal persoalan tanalayat tampaknhya konflik yang terjadi
berbentuk segitiga yang melibatkan pemerintah, masyarakat hukum
adat, dan pihak swasta karena proses pembangunan pasti selalu
melibatkan swasta. Keterlibatan pihak swaslapat menimbulkan
masalah apabila tidak dilakukan dengan -hati. Karena itu
ditegaskan bahwa pihak swasta harus mengerti bagaimana melakukan
bisnis dengan careara yang benar. Kalangan swasta tidak boleh
memiliki pemikran bahwa giving backmisalnyamembuat sekolah
dan proyekproyek CSR(Corporate Social Responsibility)erupakan
peran yang dipandang penting. Seharusnya justru dari awal pihak
swasta harus berjalan dengan pandangan memanfaatkamalyak
untuk kesejahteraan dan keadifan.

Masalah tdoesar terkait tanah adalah masaldand
managementli mana masyarakat membutuhksimgle information
about land.Selama ini kementeriakementerian bisa jadi memiliki
informasi mengenai tanah yang berbédala, membuat zormona
tanah yang saling tumpangndih. Hal ini jelas merupakan benih
konflik yang dapat terjadi di kemudian hari. Karena itu, perlu
mendorong pihak swasta untuk terlibat dalam pembentukan peraturan
perundangundangan agar dapat ikut bertanggungjawab terhadap
masalabmasalah ini. Dikataka kesulitan yang dihadapi pengusaha
adalah banyakray peraturan yang tidak sinkrorKonflik-konflik
terkait lahan kehutanan jika sampai melibatkan polisi, tentu akan
merujuk pada aturan nasional dan bukan hukum adat sehingga
penyelesaian konflik menjadi $#ul Perlu prinsip keterbukaan

®1 Junardy, Risalah Diskusi Terbatas Institut Leimena, op.cit.
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dipegang teguh para pengusaha. Setiap informasi harus disampaikan
dengan benar pada masyarakat. Jangan sampai pengusaha mem
bohongi masyarakat karena pada akhirnya pengusaha tidak akan
dipercaya lagi. Oleh karenanya pentingpina lebih dahulu dengan
para kepala ad dan kerekeret adalah mereka yang melaksanakan
pemerintahan secara adat dan karenanya mengetahuibbtdas
ulayat Dengan bantuan pihgdhak tersebut, perusahaan mendata
margamarga yang memiliki hakilayat atas tanah tersebut. Setelah

itu, perusahaan membuat peta terhadap ttarah ulayat yang
dimiliki masyarakat hukum adat dengan menggunakan GPS dan
tenaga perusahaan, sementara itu keret dan tunggul avi (kepala adat)
menunjukkan batalsatas tanallayatuntuk dipetakan. Pemetaan ini,
sangat penting karena setelah tanah tersebut dibangun menjadi
perkebunan, batdsatas tanah akan menjadi tidak jelas. Keberadaan
peta akan mencegah terjadinya konflik di kemudian hari. Peta yang
sudah dibuat bersarsama ini padakhirnya ditandatangani kepala
kampung, kepala distrik dan bupafiujuan pembuatan peta ini adalah
agar ketika perusahaan selesai menggunakan, tanah akan dikembali
kan atas dasar peyang sudah dibuat. Masyarakat hukum adat tidak
akan bertengkar karemmeta tersebut disahkan oleh pikagikak yang
berwenang. Hubungan kemitraan inilah yang harus dibuat dengan
jelas sehinggkonflik dengan masyarakat dapat terhindarkan. Sebalik
nya, perusahaan justru dapat diterima dengan baik dan ikut berperan
membangun nsyarakat?

Hak Komunal Atas Tanah +Suatu Solusi Masa Depan.

Dengan melihat konflik yang terjadi antara masyarakat hukum
adat sebagai pemegang hadltyatdengan investor yang memperoleh
hak guna usaha baik perkebunan maupun pertambangan, maka dalam
perhadapan antara masyarakat hukum adat dengan investor atau
pengusaha yang memegang alat bukti formil berupa sertifikat hak
guna usaha atau sertifikat hdkin, terjadi kepincangan yang
menyolok, dengan perlindungan hukum lebih berat kepada pengusaha
besar. Tampak dari luasan penguasaan tanah yang timpang antara

*2 |pid
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pengusaha dan orang perorang yang jumlahnya sangat kecil tetapi
mengusai lahan yang luas dibandingngan penduduk petani,
anggota koperasi dan anggota masyarakat hukum adat yang jumlah
sangat besar tetapi menguasai luas lahan yang sangat kecil menjadi
masalah keadilan yang besar. Banyaknya sengketa pertanahan yang
timbul, sesungguhnya bersumber datirkpangan penguasaan tanah,
utamanya antara rakyat dengan perusahaan perkebunan dan
pertambangan. Penyelesaian konflik yang berat sebelah ini mengung
kapkan dominannygpandangan beberapa pihgang merasa hak
ulayat adalah merupakan gangguan terhadap wpagembangunan
yang berlangsung. Tetapi sesungguhnya jika ditata dengan baik, ia
tidak akan menjadi masalamalahan bisa menjadi solubaik dalam
penyelesaian konflik agraria maupun pemerataan akses secara
sewajarnya kepada pihak petani/penggarap dagotagnasyarakat
hukum adat yang memiliki haldayat sesuai dengan citita yang
termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 tentang keradaan Indonesia
yang merdeka untuk mewujudkan keadilan sd8ial.

Persoalan yang paling mendasar adalah bahwa meskipun UUD
1945 dan UUPA sudah mengakui keberadaan hddkyat dan
masyarakat hukum adat, ternyata masih mergidaanyak kendala.
Disatu sisibelum cukup dukungan melalui peraturan pelaksanaan dan
dilain pihak masih banyak ketidakjelasan dalam pemecahan
kedudukan hukumya dalam kerangka benturan yang mungkin terjadi
dengan hak menguasai negara daRasal33 Ayat (3) yang lahir
setelah kemerdekaan. Salah satunya adalah pengaturan yang berkaitan
dengan halulayat UUPA mengakuihakulayat sepanjang masih ada
dan tidak bertentangan dengan undamgdang. Tetapi dari sejak
terbitnya UUPA tahun 1960, hingga sebelli®®9 belum terdapat
ketentuan yangelas.Baru pada Tahun 1999, diterbitkan Peraturan
Menteri Agraria nomor 5 Tahun 1999, untuk menentukan keberadaan
hakulayattersebut. Peraturan tersebut pertaaraa menetapkan tiga
syarat untuk menentukan suatu heédyatmasih eksis yaitu harus ada
masyarakat hukum adat, ada tandhyat dan masih ada tatanan
sosial. Ketiga syarat ini pembuktiannya digantungkan padalifian
dan kemudian ditetapkan dalam peraturan daerah. Tetapi kemudian

53 Kurnia Toha, Risalah Diskusi Terbatas Institut Leimena,
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ternyata dalam implementasinya malah banyak diterbitkan peraturan
daerah yang justru mengatur lagi mekanisme pengakuan masyarakat
hukum adat’ Seandainya mekanisme yang diatur dalaemnten
Agraria Nomor 5 Tahun 1999 berjalan, BPN hanya akan mencatat
hasil dari penelitian dan penetapan yang dilakukan dengan peraturan
daerah. Berdasarkan persoalan yang ditemukan maka yang dibutuhkan
adalah terobosan lain untuk membereskan masalah ini, daet
masih tetap merupakan langkah yang paling operasional untuk
dilakukan untuk menentukan halayat yang ada dan kemudian
ditetapkan dengan Pertfa.

Dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 2015 yang k&mudiperbarui
dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2016,
ditentukan bahwa untuk menjamin hak masyarakat hukum adat dan
masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu yang menguasai
tanah dalam jangka waktu yang cukup lama, dipandang perlu
memberikan perlindungan dalam rangka mewujudkan tanah sebesar
besarnya kemakmuran rakyat, dengan memberikan hak komunal atas
tanah masyarakat hukum adat dan atas tanah masyarakat yang berada
dalam kawasan tertentu. Hak komunal tersebut di definisikaryaieba
hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat atau hak
milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang
berada dalam kawasan hutan atau perkebunan. Proses pemberian hak
komunal tersebut terjadi dengan permohonan dari masyarakam
adat, koperasi, unit bagian dari desa atau kelompok masyarakat
lainnya yang telah memenuhi syarat untuk diberikan hak atas tanah.
Proses yang terjadi adalah melalui Tim IP4T untuk melakukan
pendataan yuridis dan pendataan fisik, untuk kemudian ikiimer
suatu hak yang bersifat komunal.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan ini,
sesungguhnya dapat menjadi solusi atas apa yang diseletiagai
nilai keekonomian darihak ulayat dan hak masyarakat yang
menguasai lahan cukup lama, sebagaandibicarakan lebih awal.
Hanya saja jikalau melihad®asall6 UUPA yang mengatur hdlak

** |pid.
* |bid.
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atas tanah dalam hukum agraria Indonesia, hak komunal tersebut tidak
ada disebutkan. Jikalau memang hak tersebut dijabafRasall6
sebagai hakak lain yang tidakidebut, maka hak lain tersebut harus
ditetapkan dengan undaogdang. Oleh karenanya lepas dari
penghargaan atas kemajuan pengakuan dan penghargaatayek
masyarakat hukum adat dan hak masyarakat yang berada dalam
kawasan hutan atau perkebunan, nansebagai jenis hak baru,
penentuan hak baru tersebut tidaklah dapat dilakukan dengan
Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN. Disamping periftaball6

huruf h yang jelas merujuk kepada undamglang, namun juga
materi muatan tersebut harus menjadi mateatanu undangindang.

Oleh karena juga tidak ada mandat kepada peraturan perdndang
undangan yang lebih rendah untuk mengatur lebih lanjut atau lebih
WHSDWQ\D PHQKDEWIDNQ3KDN WLGDN WHUPI
hak yang disebut dalafasallé UUPA, mak sesungguhnya dalam
Perubahan UUPA yang akan datang, hak komunal boleh menjadi
solusi, yang tentu perlu diatur lagi secara lebih rinci. Individualisasi
hak perorangan yang menjadi salah satu ciri dari masyarakat modern
dengan sistem pewarisan secara tdamurun, diperlukan dalam
kerangka penghormatan dan perlindungan hialyat yang menjadi

salah satu kebijakan startegis dalam reforma agraria yang didasarkan
kepada prinsiprinsip, (i) memelihara dan mempertahankan keutuhan
NKRI, (i) menghormati dan mmgunjung tinggi hak asasi manusia,

(i) menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi
keanekaragaman dalam unifikasi hukum, (iv) mensejahterakan rakyat,
terutama melalu peningkatan sumber daya manusia Indonesia, (V)
mengembangkan demokrasi, kepatuhawkulm, transparansi dan
optimalisasi partisipasi rakyat, (vi) mewujudkan keadilan termasuk
kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan,
pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya
alam, (vilmemelihara keberlanjutan yang dapa¢mberi manfaat
yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi
mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya
dukung lingkungan, (viilmelaksanakan fungsi sosial, kelestarian,
fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budatemgat, (xi)
meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan
dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaharuan agraria dan
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pengelolaan sumber daya alam, (x) mengakui, menghormati dan
melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya
bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam, (xi) mengupaya
kan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat,
daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat),
masyarakat dan individu, dan (xii) melaksanakan desentrdiisagia

pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi,
kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan
alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/ sumber day2 alam.

Kesimpulan

Masyarakat yang berubah baik karena perkembangan sosial,
politik dan ekonomi, menyebabkan pranata dan hukum yang lama
juga memang mengalami perubahan. Meskipun Hdyat dari
masyarakat hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam
masyarakat Indonesia skjazaman dahulu dan melampaui masa
kolonial, namun perkembangan yang terjadi tidak dapat dinafikan
pasti berpengaruh terhadap kongepsep halulayatdan masyarakat
hukum adat. Proklamasi kemerdekaan dengan konsekwensi NKRI
yang meliputi Kesatuan MasyarakBlukum adat yang diakui dan
dilindungi konsitusi, akan menyebabkan secara pasti masyarakat
hukum adat dan haklayahya mengalami perubahan konsepsional
yang mendasar. Hak dan kewenangan konstitusional negara yang
meliputi seluruh wilayah di mana kesatuamasyarakat hukum adat
juga berada, akan berpengaruh terhadap kewenangan hukum publik
masyarakat hukum adat dengan bédyanya. Hakulayatmasyarakat
hukum adat dengan keberadaanya dalam ruang lingkup lokal dan
terbatas, dengan proklamasi kemerdekaanrgggihnya mengalami
perobahan mendasar, karena hidyatsecara nasional telah beralih
kepada hak menguasai negara yang disebut dadesai33 UUD 1945
berupa penguasaan atas bumi, air dan kekayaan di dalamnya yang
kemudian diajabarkan dalam UUPATetapi pengakuan dan
perlindungan hakulayat masyarakat hukum adat yang mengalami

%6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001
Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

106 JurnalKETATANEGARAANolume 0® Juni2018



perubahan tersebut harus dilakukan secara konsisten, dengan
menimbang perubahan yang terjadi dalam menyusun kebijakan
investasi dan pemberian hakk atas tanah kepada investor,
senantiasa dengan mengikut sertakan masyarakat hukum adat sebagai
pemegang hakulayat untuk ikut dalam proses dan memperoleh
keuntungan secara ekonomis dalam menikmati pembangunan
ekonomi. Penelitian untuk mengukuhkan had&ayat terlebih dahulu
harus dilakukn yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sehingga
diperoleh kepastian hukum akhakhak masyasrakat hukum adat.

Alternatif yang dapat diadopsi untuk melindungi ha&yat
adalah keikut sertaan masyarakat hukum adat untuk berkontribusi
dalam investasi ah kegiatan yang ada melalui penyertaan saham
dengan menghitung lahan MHA yang digunakan dalam investasi oleh
pengusaha dengan nilai keekonomisan yang wajar. Pendaftaran dan
penetapan HakUlayat dengan Peraturan Daerah setelah melalui
penelitian yang memaid diikuti dengan pendaftaran dan pemberian
hak komunal yang disebut dalam Peraturan Menteri Agaria, menjadi
kebijakan yang dapat mewujudkan pengakuan dan perlindungan hak
ulayat masyarakat hukum adat tersebut secara efektif. Perkembangan
kemudian dapafuga terjadi dengan individualisasi hak komunal
tersebut sehingga dapat diteruskan oleh turunan pemegang hak secara
individual melalui pewarisan.
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PEMBARUAN HUKUM PERTANAHAN
MENUJU REFORMA AGRARIA

Zain Badjeber

Abstrak

Tanah kita yang hanya sepertiga dari luas wilayah indongaizy
duapertiganya air laut akan di huni oleh penduduk yang cukup cepat
pertumbuhannya. Sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diatur
dalam Bab XIV UUD NRI Tahun 1945, tanah harus dikelola untuk
tercapainya kesejahteraan sosial, Warga Indondsja b@arus menjadi tujuan
utama dari setiap upaya di bidang ekonomi baik sebagai pelaku maupun
objek dari pembangunan nasional. Salah satunya adalah menyelesaikan
masalah pertanahan bagi tertib kehidupan di masa d&emuai Pasal |
Aturan Tambahan UUD NRTahun 1945, pengaturan kembali berbagai
peraturan perundangndangan di bidang pertanahan dalam bentuk kodifikasi
dan unifikasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang
telah diarahkan dalam ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 dan Ketetapan
MPR-RI Nomor I/MPR/2003.

Kata Kunci : Kodifikasi dan Unifikasi UndangUndang Pertanahan.

Abstract

Our lands which inly onethirds of the total area of Indonesia whereby the

other twethirds part consists of the sea will be inhabited by a population

which has a fairly speedy growth. As part of the national economy as
regulated in Chapter XIV of the Constitution of RRepublic of Indonesia of

1945, lands shall be managed for the sake of achieving social welfare, the
Indonesian citizens shall remain the principal objective of each effort in the
economic field, either as an actor or object of the national developmeat. On

of the outstanding matters is to settle problems related to land affairs for the

sake of orderly life in the future. In accordance with Article | of the
Additional Rules of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945, the
rearrangement of varias regulations of laws in the field of land affairs in

the form of codification and unification shall be conducted in accordance
ZLWK WKH SURYLVLRQV DV KDYH EHHQ JXLGHG E
Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Raky#R) Number

,; 035 DQG WKH 6WLSXODWLRQ RI WKH 3HRSO|
the Republic of Indonesia Number I/MPR/2003.

Keywords:codificationand unification of laws on land affairs.
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Pendahuluan

Sejak W.R Supratman menggubah lagu IndoneRiaya, kita
dikenalkan dengan untaian kata "Indonesia tanah airku". Sumpah
Pemuda 28 Oktober 1928 menyebutkan "bertanah air satu, tanah air
Indonesia". Telah disadari bahwa yang disebut Indonesia itu terdiri
atas tanah dan ai&epertiga terdiri dari tanajang berupa lebih dari
tujuh belas ribu pulau, yang telah bernama maupun belum bernama,
dan dua pertiganya lautan. Diatas tanah daratan yang sepertiga itu
mengalir sungai besar dan kecil, baik yangalemaupw yang
kering, tidak berairDiantara sungaidsing itu sering mengundang air
banjir jika datang musim penghujan. Luas tanahnya 1.919.440
kilometer persegi, mendekati 2 juta krtbelum termasuk tanah
reklamasi nantinya yang akan mengurangi luas lautannya ).

Belanda datang damenjajah tanah air Indonesia. Belanda
dikenal sebagai bangsa daratan Eropa yang kotanya berada di bawah
permukaan laut. Oleh karena itu mereka berpengalaman membuat
bendungan atau dam untuk menahan agar air permukaan laut tidak
meluap dan menutupi daratannya. Melalui penjajahan, mereka
mendapatkan tanah air kedua yang disebut Timur Jauh, yang dihuni
oleh orang yang belum cukup mengenyam pendidikan ilmu
pengetahuan tigd. Masyarakat jajahan tersebsuka berperang
antara Raja mereka dandhp dalam dunia tahayul. Meka masih
menyembah pohon, batdan alam di sekitarnya sampai datangnya
agama yang mengubah dan mewarnai kehidupan dan kebudayaan
mereka.

Belandalah yang antara lain memperkenalkan rakyat jajahannya
itu cuma dengan agama daemberi pelajaran sekedarnya untuk bisa
jadi Komis di perkebunan atau di pemerintahan yang dipimpin orang
Belanda. Sebagian dari mereka dipekerjakan dalam kerja paksa (rodi)
antara lain untuk membangun jalan sepanjang seribu kilometer di
pulau Jawa pada jan Gubernur Jenderal Daendels. Penjajah
Belanda itu membuat aturan tentang tarajrarische We{Staatblad
1870- 55) yang dimuat dalam Pasal ®let op de Staats Inrichting
van Nederland Indi€Staatblad1925- 447) dan peraturan lain yang
menyusul kemudin. Belanda membagi tanah Indonesia dengan
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berbagai macam hakdulai dari Eigendom Verpondingang dapat
diterjemahkan sebagai hak miligpstaal, erfpachtdan seterusnya.

Setelah berganti penjajahan oleh bangsa Jepang sejak Maret
1942, dibentuk organisasiengan nama Pembela Tanah Air (Peta)
yang terdiri dari para pemuda. Mereka dipersiapkan membela tentara
Jepang diakhir perang dunia kedua (19391945) atas nama
pembelaan“tanah dan air* mereka. Dengan demikian rakyat
Indonesia mulai pandai melawan Bela dengan senjata dari
penjajah itu yaitu melalui cara berorganidasipolitik. Peta yang
dibentuk Jepang itu kelak menadi cikal bakal tentara Indonesia di
awal kemerdekaannya dan melawan tentara Belanda yang hendak
kembali menjajah tanah air Indonesiiengan membonceng pada
tentara sekutu ( ASInggris, Australia ) yang memenangkan Perang
Dunia Kedua.

Kemudian Jepang memberi kesempatan pada bangsa Indonesia
untuk mempersiapkan kemerdekaannya menjelang kekalahannya
dalam peperangan yang mereka sebuagaiPerang Asia Timur
Raya Dai Toa Senspdengan membentukuatu badan bernama
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan disingkat BPUPK
(Dokuritu Zyunbi Tyosa Kaipada 29 April 1945 yang diresmikan 28
Mei 1945. BPUPK beranggotakan 66 anggota orandomnesia
(termasuk wakil keturunan Belanda, Cina, dan Arab) serta orang
Jepang sebagai anggota Istimewada 22 Juni 1945 disusun satu
kesepakatan yang disebut Piagam Jakaltkafta Chartey atau
Gentle Indonesia Rayament Agreemeli dalamnya terdapa
ungkapan kata kata "untuk membentuk suatu Pemerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darahindonesia....."

Kata "tanah air" disebut pula sebagai "tumpah darah" yang
menggambarkan tempat dimana darah ibunddaumpah ketika
melahirkan puterputerinya. Kata "tumpah darah" inipun sudah
terpateri pula dalam lagu ciptaan W.R Supratman yang menyatakan
"Indonesia tanah airkuanah tumpah darahku".

Seluas mana tanah air Indonesia yang merupakan wilayah yang
akan dkemerdekakan itu menjadi salah satu materi pembahasan
hangat di BPUPK. Pada akhirnya dalam UUD yang disusunnya itu
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tidak dicantumkan hal wilayah sebagai salah satu pasal tentang
luasnya tanah air Indonesia yang dimaksud, Karena pada prinsipnya
ditentukanpula oleh kesepakatan perbatasan dengan neggeaa
tetangga.

Dalam naskah UUD yang ditetapkan BPUPK dalam salah satu
pasal dinyatakan bahwd&dumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat".

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17
Agustus 1945, sehari kemudian Panitia Persiapan Keksade
Indonesia (PPKI) bersidangntara lain mengesahkan UUPasal
ketentuan mengenai bumi dan air yang diranca@igUPK tersebut
menjadi muatan Pasal 33 Ayat (3) Undartindang Dasar

Prof. Dr. Mr. Soepomo yang kemudian membuat Penjelasan
UUD dan dimuat pula dalam Berita Repoeblik Indonesia Nomor 7
Tahun Il tanggal 15 Februari 1946 bersamaama naskah UUD
tersdut, menjelaskan Pasal 33 yang terdiri atas 3 Ayat itu sebagai
berikut:

"Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekongnaiduksi
dikerjakan semua, untuk semua di bawamgnan atau penilikan
anggotaanggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang
diutamakan bukan kemakmuran oranggorang.

Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargad®angun perusahaan yang sesuai
dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokratis ekonomi, kemakmuran
bagi semua orag sebab itu cabangabang produksi yang penting
bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai
oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang
seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya.

Hanya perusahaan yagntidak menguasai hajat hidup orang
banyak boleh ada di tangan oraisgorang.

YL ahirnya UUD 1945, R. M A. B Kusuma, Edisi Revisi, BP FH Ul Jakarta, hal 597 dst.
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Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi
adalah pokokpokok kemakmuran rakyaEebab itu harus dikuasai
oleh negaradan dipergunakan untuk sebedamgsar kemakman

Il2

rakyat".

Penjelasan UUD tersebut beroleh dasar hukum setelah dimuat
dalam Lembaran Negara Rl Nomor 75 Tahun 1959 sebagai Lampiran
Dekrit Presiden/Pangti Angkatan Perang 5 Juli 1959.

Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang menegaskan prinsip
Negara kepw@uan diterima menjadiArchipelagic State Principle
dalam sidang hukum laut internasional IlI (UNCLOS) vyang
diselenggargan di Montego Bay Jamaica pada 1982sepakatan
tersebut menjadikan Indonesia menjadi negara kepulauan dengan
wilayah laut terluasjumlah pulau terbanyak dan pantai terpanjang
kedua di dunid.

Namun, luasnya tanah Indonesia beldapat dinikmati secara
adil dan merata oleh segenap rakyat Indonesia. Hingga era reformasi
(1998) masih harus terus di pacu penyelesaian berbagai kemelut
perundangundangan dua orde sebelumnya untuk pembaruan hukum
agraria dan pelaksanakmd reformyang mengabdi pada kepentingan
rakyat seluruhnya.

Permasalahan

Bumi dan air, khususnya bumi dalam arti tanah di Indonesia
sepanjang sejarah kemerdekaan bukaja gaerupakan masalah
" Kesejahteraan Sosidl seperti judul Bab XIV Pasal 33 UUD 1945
(sebelum perubahan) maupun setelah perubahan dibawah judul baru,
"Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sodahm Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tah@45, ( UUD NRI
Tahun 1945 ) tetapi sekaligus merupakan magalalticomplexbaik
ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun internasional.

Janji untuk"membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpa

2Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Setjen-NRPR015, hal
45,
SLamp.UU No. 17/2007 Bab It Kondisi Umum, Modal Dasar.
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darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial", masih seperti fatamorgana bagi masyarakat
Indonesia. Pemartah Negara Indonesia dimaksud tentu bukan hanya
dalam arti Ekskutif, tetapi meliputi juga Legislatif dan Judikatif
beserta seluruh lembaga Negara, dituntut harus menjadikan seluruh
tanah tumpah darah itu untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya.

Silih bemganti Konstitusi Negara kita sejak 1945 dengan
diselingi berbagai bentuk perjuangan fisik bersenjata, diplomasi, dan
jatuh bangunnya pemerintahan dalam sistem demokrasi parlementer
(1945 - 1959), telah ikut melahirkan berbagai ketentuan peraturan
perundangundangan di bidang pertanahan sampai di era reformasi,
namun janji Konstitusi di bidang pertanahan khususnya untuk
kesejahteraan sosial tak kunjung terlaksana.

Janji land reform masih terus menjadi cieta dan program
yang tak kunjung terwujudSementara itu tanah pertanian sudah
banyak berubah fungsi menjadi daerah industri maupun pemukiman.
Hutan jadi perkebunan korporasi dan pertambangan legal maupun liar.
Laju pertambahan penduduk yang tinggi dan kebutuhan atas tanah
yang semakin terbatas pediantisipasi.

Perubahan UUD NRI tahun 1945, yang antara lain meniadakan
kewenangan MPR untuk menetapkaaris garis besar daripada
haluan negara, yang kemadidiganti dengan UU N@5 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU)SPPN
diikuti UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional tahun 2005 2025 (RPJPN) serta peraturan
perundangundangan lainnya, belum dilaksanakan secara semestinya,
termasuk di bidangertanahan. Tercatat, terdapethih enamratuan
peraturan perundangndangan di bidang pertaran, yang beberapa
di antaranyaumpang tindih dengan berbagai aturan lainnya.

Di tengah berbagai permasalahan diseputar pertanalsabuéer
ke depan dalam menyambuderatus tahun usia kemerdekaan
Indonesia pada 2045, upaya untuk mewujudkan janji Konstitusi,
melalui antara lain pembaruan undanglang di bidang pertanahan
masih terus mengendap di DPR.
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Pembahasan

Sejak awal kemerdekaan, tepatnya pada Oktober 1945, telah
terjadi perubahan sistem pemerintahgang menurut UUD 1945
negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil telah
berganti menjadi sistem parlementer. Lain dari itu juga telah terjadi
pendirian partai politik dengan berbagai nagaideologinya
(November 1945) Namun yang kita saksikh kemudian hanya
menghasilkan jatuh bangunnya (silih berganti) Kabinet dengan saling
berganti partai politik yang memimpinnya. Perjuangan bersenjata
melawan bekas penjajah (Belanda) yang hendak menguasai kembali
tanah air Indonesia serta perjuangan diglehuntuk menegakkan
kemerdekaan Indonesia, telah menghasilkan dibentuknya Negara
Republik Indonesia Serikat dengan mengganti UUD 1945 menjadi
Konstitusi RIS 1949. Kesepakatan tersebut diikuti pengakuan Belanda
atas kemerdekaan Indonesia

Dalam KonstitusRIS (UUD RIS 1949Bagian V tentandgdak-
Hak Dan KebebasanKebebasan Dasar Manusiadalam Pasal 25
disebutkan :

1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun
bersama sama

2) Seseorang pun tidak boleh dirampas miliknya dengan
semenanena.

Disusul Pasal 26 yang menegaskan :

1) Pencabutan hak (onteigening) untuk kepentingan umum atas
sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, kecuali dengan
mengganti kerugian dan menurut aturaraturan undang
undang

2) Apabila sesuatu benda harus dibinasakan unegpektingan
umum ataupun ....dst.

“Susunan Dalam Satu Naskah UUD 1945 Dengan Perub&tembahannya 1992002, Drs.
Marsono, Pen. CV Eko Jaya, Jakarta 2006, hal 222 dan 283.
Pasal 26 UUDS 1950
1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun berseama
dengan orang lain.
2. Seorang pun tidak boleh dirampas miliknya dengan senemsa.
3. Hak milik itu adalah fungsi sosial.
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Sejak berlakunya Konstitusi RIS, UUD 1945 hanya berlaku di
Negara Bagian Republik Indonesia di Jogjakarta disamping
berlakunya Konstitusi RIS 1949Masalah pertanahan menjadi
kewenangan dari setiap negara bagimtam RE. Konstitusi RIS
1949 diubah dengan UUD Sementara 1950 dan UUD 1945 tidak
berlaku lagi di seluruh Indonesia, termisdi Jogjakarta. (UU RIS
No. 74950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara RIS menjadi
UUD Sementara RI). Dalam pasal 26 dan2@DS 1950 dmuat
kembali muatan pasal 25 dan 26 Konstitusi RIS 1949.

UUDS 1950 memberlakukan kembali bentuk Negiesatuan
Republik IndonesiaProgram Kabinet Wilopo (3 April 19520 Juli
1958) di bidang Kemakmuran antara lain menega$kéetanjutkan

usaha perubahaagraria". °

Program tersebut seolah hendak menyatab@mva sebelum
Kabinet Wilopo telah ada program usaha perubahan agraria, namun
tak jelas sebatas mana yang telah dilakukan sebelumnya daa usa
yang perlu dilanjutkan ituPada nyatanya reforma agradanaksud
tidak pernah terwujud sampai digelarnya pemilihan umum pertama
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota
Konstituante (badan pembentuk UUD) pada tahun 1955.

Dari hasil pemilu 1955 Partai Komunis Indonesia (PKI)
menduduki urun perolehan kursi nomor 4 di DPR (39 kursi). PNI
dan Masjumi samaama memperoleh 57 kursi, namun PNI
memperoleh suara terbanyak. Kemudian diikuti Partai NU dengan 45
kursi. PKI yang pernah memberontalkibdiun di bawah pimpinan
Muso padal8 September M8 melawan pemerintahan Soekarno
tetapi berhasil ditumpas, setahun kemudian di tengah perjuangan
menegakkan demokrasi tampil perkasa. Di bidang politik, PKI
seolaholah memperjuangkan nasib rakyat yang tertindas, buruh dan
tani dengan menyuarakémd reform pula.

Dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo (PNI) yang didukung
Masjumi, NU, PSII, Parkindo, Khatolik, Perti dan IPKI yang dibentuk
setelah pemilu 1955, terdapat Program di bidang Agraria antara lain
ialah "Memperbarui perundangndangan agraria berdasar atas

Ssusunan Dan Program Kabinet Republik Indonesia Selama 25 Tahun 1925 Parlemen
Penerangan, Penerbit PradR@ramitalakarta, 1970, tanpa homor halaman.
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kepentingan petani dan rakyat kota'Namun sampai dengan
bergantinya Kabinet Ali Sastroamidjojo dengan Kabinet Karya di
bawah Perdana Menteri Ir. H. Djuanda (9 April 198¥ Juli 1959),

janji pembaharua UU Agraria tersebut tidak terwujud. Kemelut
politik di Konstituante ketika hendak memutuskan dasar negara dalam
rangka penyusunan UUD baru telah meny&bab Sidang
Konstituante mandedemelut politik tersebut diakhiri oleh Presiden
Soekarno dengan merigarkan Dekrit PresidéRanglima Tertinggi
Angkatan Perang tanggal 5 juli 1959, yang menegaskan a. |.
membubarkan Konstituante dan menyatakan berlakunya kembali
UUD 1945 dengan nama UndandJndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, beserta Pagah sebagaimana yang dimuat
dalam Lembaran Negara Rl Tahun 1959 Nomor 75.

DPR hasil pemilu 1955 yang semula ikut mengukuhkan UUD
NRI Tahun 1945 yang didekritkan itu tetapi kemudian dibekukan
Presiden Soekarno (Presiden tidak dapat membubarkan DPR) karena
telah terjadi perbedaan pendapat dengan Presiden menyangkut RUU
APBN 1960. Sebagai gantinya Presiden Soekarno membentuk DPR
GR dan salah satu hasilnya dengan diundangkan berlakunya UU No. 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Peke&kok Agraria (LN- RI
1960 No. 104) yang juga dapat disebut Undangndang Pokok
Agraria, sering disingkat UUPA. Berbagai peraturan dari zaman
Hindia Belanda terkait masalah pertanahan dan berbagai peraturan
turunannya baik berupa UU, Pdan Peraturan Menteri dicabut.

Pasal 1 UUPA menegaskan bahi&eluruh wilayah Indonesia
adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu
sebagai bangsa Indonesia. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa,
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam
wilayah Reublik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa
adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan
merupakan kekayaan nasional.

Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air dan ruang
angkasa adalah hubungan yang bersifat abadi.

Dalam pengertiarbumi, selain permukaan bumi, termasuk pula
tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Dalam
pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut
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wilayah Indonesia. Dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di
atas bumi dan air tersebut.

Ketentuan Pasal 1 yang terdiri atas 6 ayat itu diiringi ketegasan
dalam Pasal 2 bahw#tas dasar ketentuan dalam pasal 33 Ayat (3)
Undang- Undang Dasar dan hdhal yang dimaksud dengan Pasal 1,
bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh
Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat".

Hak menguasai dari Negatiersebut memberi wewenang urttuk

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan, dan peliharmabumi, air, dan ruang angkasa
tersebut.

b. Menentukan dan mengatur hubungambungan hukum antara
orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

c. Menentukan dan mengatur hubungabungan hukum antara
orang-orang dan perbuatanperbuatan hukum yang mengenai
bumi, air, dan ruang angkasa.

(3) "Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara
tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar
besar Kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan
dan kemerdekaan dalam masyarakat ddéegara Hukum Indonesia
yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur".

Dasar dan ketentuan pokok di atas dikutip algalgkap untuk
dapat dimengertitujuan dari pengaturan dalam UUPA tersebut.
Setidaktidaknya dengan UUPA ini ada 8 hak atas tanah yang
ditentukan. Dimulai dari hak milik, sebagai hak tutamurun,
terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah yang hanya
dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia. Harus diingat, semua hak
atas tanah di Indonesia tersebut berfungsi sosial faladak sama
persis dengarigendomsebagai hak milik menurut pengertian Barat
yang bersifat individualistis. Selain itu, terdapat pula hak guna usaha,
hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak
memungut hasil hutan.

®Himpunan Peraturan Perundangndangan RI, Produksi PT Tektiar Baru Van Hoeve, Jakarta
1989, fal 1587 dst.

120 JurnaKETATANEGARAANolume 0® Juni2018



Untuk tidak mergikan kepentingan umum maka pemilikan dan
penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Jadi
ada pembatasan bagi setiap keluarga, lahan pemilikan tanah di luar
tempat tinggal tidak dibenarkan, Ketentuan ini pernah dijalankan
tetapi kemudian dipakan lagi sampai kini.

Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak
atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau
mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegabacara
pemerasan. Artinya jangan ada tanah yang diaiariganggur. Semua
didorong untuk menjadi tanah produktif, tetapi ketentuan ini tidak
jalan pula, antara lain karena pengawasan yang lemah.

Prinsip pengaturan bumi, air dan ruang angkasa yang diatur
dalam UUPA tersebut sebenarnya sudah cukup untuk metddesan
land reform Apalagi telah disusul dengan pengaturan lebih rinci
dalam UU (Perpu). Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sampai
pada pembentukan Pengadilaand reform Kecuali aturan tentang
hipotik yang masih tetap dipakai yang merupakan ketantuak
menurut hak Barat karena belum ada gantinya dalam hukum nasional.

Penunggangan politik oleh PKI terhadap pelaksanaamd
reform telah ikut mewarnainya pula. Penunggangan ini berpuncak
dengan meletusnya pemberontakan Gerakan 30 September 1965/PKI
beserta ormasnya terutama tani dan buruh yang membantai beberapa
jendral TNI/Angkatan Darat. Apabila Presiden Soekarno berhasil
meredam pemberontakan di beberapa daerah Sumatera dan Sulawesi
ketika PRRI dan Permesta di tahun 19980 maka tidak demikian
den@gn pemberontakan G.30S/PKI. Presiden justeru telah dilibatkan
dengan peristiwa ini. Kekuasaan Presiden Soekarno terpaksa berakhir
di tahun 1966 dan berakhir pula getaad reform Tidak di semua
daerah UUPA ini bisa dilaksanakan. Pemberlakuan sepenuhnya
UUPA ini di Provinsi D.I Jogjakarta misalnya baru ditetapkan melalui
Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1984 tanggal 9 Mei 1984, setelah
orde baru hampir 16 tahun berkuasa dengan memberantas komunisme
di Indonesia.

Organisasi dan Tatderja Penyelenggaradrand reform diatur
kemudian dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980.
Bayangkan hampir dua puluh tahun setelah berlakunya UUPA
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tersebut. Sampai dengan berakhirnya rejim orde baru dan digantikan
era reformasi tahun 1998 tidak ada yang dapat dicatat sebagai
pelaksanaatand reformdimaksud. Bangsa Indonesia terpaksa harus
mulai membangun perekonomiannya yang ternyata rapuh, walau sejak
1973 s.d. 1998 ditopang oleh Gagaris Besar Haluan Negara yang
telah menunjukkan hasil dan dirasakan oleh sebagian bakgat r
Indonesia.

Selama orde baru yang diawali kesibukan memberantas
komunisme dengan antanteknya, bangsa Indonesia membangun
kembali perekonomian serta sistem politiknya (penyerdehanaan
kepartaian), tetapi telah membuand reformtenggelam pula sedia
olah tenggelam bersama komunisme.

Ketetapan MPR No. IXIMPR/2001

Diawali era reformasi dipenghujung tahun 1998 (November),
bangsa Indonesia memulai menata kembali kehidupan politik dengan
meningkatkan partisipasi rakyat di segenap sektor kehidupan
bernegara. Setelah di gelar kembali pemilu yang di percepat di tahun
1999 yang sangat demokratis maka dengan keanggotaan DPR dan
MPR yang baru telah dilakukan peruaahUUD NRI Tahun 1945
oleh MPR. Dalam Sidang Tahunan MPR 2001 dalam rangka
Perubahan Ketly UUD NRI Tahun 1945, telah duputuskan pula
antara lain Ketetapan MPR RI No.IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan
Agraria dan Pengolahan Sumber Daya Alam.

Di artara pertimbangannya disebutkalbahwa pengolahan
sumber daya alam agraria/sumber daya alam ydmglangsung
selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan,
ketimpangan struktur penguasaan pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik (huruf c)".
"bahwa peraturan perundangndangan yang berkaitan dengan
pengdahan sumber daya agraria/sumber daya alam saling tumpang
tindih dan bertentangan (huruf d)"."bahwa pengolahan sumber daya
agraria/sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah
lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan
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menampng dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat serta
menyelesaikan konflik"

Pertimbangan tersebut dikutip lengkap untuk memberi
gambaran betapa banyak dan luamsalah pertanahan di awal
reformasi yang diwariskan dan harus diselesaikan. Diharapkan Ta
MPR No. IX/MPR/2001 akan menjadi landasan peraturan perundang
undangan mengenai pembaruan agraria dan pengolahan agraria yang
mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan
penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatarsumber daya agraria, serta dilaksanakan dalam rangka
tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan
kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia".

Di samping dasadasar tersebut di atas, Tap No. IXMPR/2001
tersebut mencantumkan pula bahwd&embaruan agraria dan
pengolahan sumber daya alam harus dilaksanakan dengan
memperhatikan keutuhan NKRI, menghormati dan menjunjung tinggi
HAM, menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi
keanekaragaman dalam unifikasi hukum, memelihara ke berlanjuta
yang dapat memberi manfaat yang optimal baik untuk generasi
sekarang maupun generasi mendatang dengan memperhatikan daya
tampung dan daya dukung lingkungan, meningkatkan keterpaduan
dan koordinasi antasektor pembangunan dan arddaerah dalam
pelaksanan pembaruan agraria dan pengolahan sumber daya alam,
serta mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum
adat dan keragaman budaya bangsa dan sumber daya agraria/sumber
daya alam.

Sebagai pelaksanaaarah kebijakan pembangunan agraria
tersebti ditentukan enam hal yang perlu dilakukan. Mulai dari
melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang
undangan yang berkaitan dengan agraria, melaksanakan penataan
kembali penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
(landrefom) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan
tanah untuk rakyat, menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui
inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

"Ketetapan MPR RI No.|/MPR/2003, tentang penijauan terhadap materi dan status hukum
ketetapan MPRS Dan Ketetapan MPRI Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, Setjen MPR
- RI'2017, hal 245 dst.
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pemanfaatan tanah secara komprehensif d an sistematis dalam rangka
pelaksanaatand reform.

Kemudian menyelesaikan konflik konflik yang berkenaan
dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini, jelasnya dapat
mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin
terlaksananya penegakan hukum dengan di dasatas prinsip
prinsip dimaksud di atas.

Tap MPR No.IXIMPR/2001 tersebut ditetapkan sebagai salah
satu dari sebelas Tap MPRS/MPR yang dinyatakan tetap berlaku
sampai dengan terbentuknya undamglang sebagaimana ditegaskan
dalam pasal 4 Ta MPR No.I/MPR/2003 Selain itu Tap MPR
No.VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan juga
ditegaskan masih tetap berlaku. Dalam Visi Indonesia 2020 tersebut,
ditegaskan indikator sejahtera a.l. terwujudnya sumber daya alam
yang adil, merata, ramah lingkungan dan benkjetan. Sehubungan
dengan itu diperlukan Etika Kehidupan Berbangsa yang diatur dalam
Tap No. VI/MPR/2001 yang a.l. menegaskan bahwa perlu diupayakan
agar setiap program pembangunan dan keselnrubftivitas
kehidupan berbangsdijiwai nilai-nilai etika dan akhlak mulia, baik
pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Berarti
termasuk dalam pertanahan !

Dengan adanya ketentuan dalam Tap MPR No. IX/MPR/2001
diharapkan dalam tempo 17 tahun kemudian (202018) kta sudah
memiliki UU yang lengkap yang mengatur pertanahan dengan
mengantisipasi halal yang negatif yang telah terjadi dalam
pelaksanaan UU PA produk 1960 tersebut.

Berbagai UU yang terkait, a.l. seperti UU No. 6/2014 Tentang
Desa termasuk yang mengatur desa adat sebagaimana dimaksud
dadam ketentuan Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (tidak
perlu adanya UU Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang kabarnya
sedang dipersiapkan DPR). Kita memang pernah mengenal berbagai
bentuk "desa adat" yang di berbagai daerah tidak sama nama dan hak
tradsionalnya dan yang tidak selalu berupa hutan atau tanah. Jika pun
mempunyai hak atas hutan atau tanah, tidak pula selalu sama cara
pemilikan dan pelepasan hak atas tanah adat itu di setiap daerah
seperti di Bali, Papua, atau Kalimantan. Oleh karena ilandaJu
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pertanahan harus pula terwadahi dengan tepat dan benar keaneka
ragaman itu.

Pemerintahan daerah harus berhati ketika menjabarkan
persyaratan "desa adat" dalam UU Desa yang mengacu pada beberapa
putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab tanah/hutag yi#idaim pun
di antaranya sudah dimiliki secara sah oleh berbagai pihak. Di daerah
yang terdapat "desa adat" dengan berbagai bentuk hak tradisionalnya
itu jika tidak berhathati dan disiapkan perangkat hukum yang jelas
mengaturnya, bukan saja dapat meighgi pelaksanadand reform
tetapi sekaligus dapat menambah masalah perkara pertanahan yang
telah bertumpuk selama ini.

Tanpa menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang
pertanahan dan menyiapkan perangkat hukum yang mengaturnya
secara terkompilasi dan terkodifikasi, hanya akan menambah
belantara kerumitan masalah pertanahan yang berujung pada
terhambatnyaland reform yang sesungguhnya. Kodifikasi hukum
pertanahan harus dalam bentuk unifikasi, tidak lagi bertebaran sesuai
perintah Tap No. IX/MPR/2001 yang secara segaemerintahkan
"mengakomodasidcagaman dalam unifikasi hukum"

Dalam RUU Pertanahan harus dikompilasidagai ketentuan
yang terkait tanah di bidang kehutanan sekaligus mencabut ketentuan
dimaksud dari dalam UU Kehutanan (UU No. 41/1999 dan
perubahannya) maupun yang ada dalam UU Pertambangan dan
Mineral serta UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pemtangunan untuk Kepentingan Umum dan UU lainnya. Tercatat
tidak kurang dari 362 peraturan yang terkait bidang pertanahan yang
di antaranya tumpang tindih.

Dalam langkah menghadapi pelaksandand reform sudah
harus dipersiapkan lebih matang perangkat hukang mengaturnya
di samping perangkat lainnya, Seperti perlunya membangun Sistem
Informasi Pertanahan Nasional sehingga memberi ruang pula kepada
public agar dapat mengaksesnya. Dalam Sistem dimaksud dapat
terbaca antara lain data nomor kependudukan, ajs@n, dan
pertanahan.

Pendaftaran tanah tidak "dipolitiki" dengan hanya penerbitan
sertifikat tanah dari desdesa tertentu saja untuk pengumpulan
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suasana di Tahun 2019, tetapi harus dilakukan dari setiap desa/
kelurahan di Indonesia sehingga seluruh tadanegara ini terukur
dan terdaftar.

Demikian pula Kementerian yang mengurus pertanahan jangan
berubahubah atau dipecapecah urusannya hanya untuk kepentingan
politik sesaat dalam membagi kekuasaan oleh Presiden terpilih tanpa
dapat melaksanakan koondsi antatKementerian sebaik mungkin.

Kehendak untuk memiliki semacam GBHN yang telah
dihapuskan dalam UUD NRI Tahun 1945 sudah seharusnya
mengarahkan pada terjudnya Reforma agraria dimaksudan
dituangkan pula dalam bentuk undamgdang seperti yang dah
berlangsung denga adanya UU No. 25/2004 tentan§istem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU No. 17/2007
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
Tahun 2008025. Dengan bentuk UU dimaksud maka program
Presiden dapat pula@imasukkan karena Presiden membahas dan
memberi persetujuan bersama DPR dan DPD. Memang kesemuanya
itu merupakan pekerjaan besar dan berat ke depan, namun kita harus
melakukannya jika tidak ingin menghadapi pekerjaan yang lebih
rumit. Tekad DPR dan Presideserta DPD dan lembaga negara
lainnya sangat menentukan dalam melahirkan UU Pertanahan
dimaksud.

Dalam pembentukan dan penyusunan Kabinet yang akan datang
(Okt 2019), diharapkan kementerian yang mengurus masalah
pertanahan/Badan Pertanahan Nasional lelsitengacu pada
terlaksanaya berbagai ketentuan dalam UU Pertanahan yang baru
tersebut, sehubungan dengan itu, masalah tata ruang dan lingkungan
hidup serta kehutanan seyogyanya disatukan dalam satu Kementerian
Agraria saja. Pemecahan Kementerian untuk Kémpgan politik
sesaat dalam rangka bdgigi kekuasaamntuk parpol pendukung
Presiden dapat dilakukan dalam masalah lainnya, bukan pada
pertanahan, misalnya memisahkan Kementerian Pendidikan dengan
Kebudayaan menjadi dua Kementerian. MeniblenKementerian
Ketertiban Masyarakat yang memasukkan Kepolisisan ke dalamnya.
Koperasi perlu di beri ruang dan peran yang lebih lagi dalam
pemanfaatan tanah untuk pertanian, pertambangan, dan perkebunan.
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Di samping itu perlu adanya Sistem Informasi Pertanahan
Nasional yag mengedepamk teknologi informasi. Malahatke
depan dapat pula menyatukan BPN dengan Badan Informasi
Geospasial (BIG) serta Planologi yang kini berada di Kementerian
Kehutanan. Mengatur masalah pertanahan bukan saja mengatur salah
satu aspek Perekonomi&lasional tetapi sekaligus untuk tercapainya
Kesejahteraan Sosial yang diperintahkan Konstitusi.

Memang semua ini pekerjaan besar jika kita ingin mempersiap
kan diri menyambut seratus tahun kemerdekaan kita tahun 2045.

Reforma Agraria Versi Presiden

Reforma agraria melalui pembaharuan UU Pertanahan oleh
pemerintahan Presiden JokoWidodo dijadikan pula program kerja
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN sebagai
perwujudan 6 visi Nawa Cita Presiden. Sebagaimana dijelaskan
Menteri ATR/BPN di depamapat Lembaga Pengkajian MPR belum
lama ini. Untuk singkatnya di bawah ini dikutipkan sebagai berikut :
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Reforma Agraria dalam periode Presiden Jok(20il4- 2019)
ini jika ingin berkesinambungan dengan program pada pemerintahan
periode berikutnya, sebaiknya pokp&koknya sudah dijabarkan
dalam RUU Pertanahan pula. Terlepas dari terpilih kembali di tahun
2019 atau di bawah Presiden yang baru.Tetdpnj&e Reforma
Agraria sudah bendsenar terarah dengan baik dan cukup sempurna
tanpa meninggalkan ketentuan yang sudah diarahkan pembuatan
undangundangnya oleh Tap MPR No.IXIMPR/2001 yaitut adanya
UU kodifikasi dan unifikasi di bidang pertanahan.
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Tanah Untuk Kesejahteraan Sosial

Judul pemaparan Menteri ATR/BRpada ceramahnya di Rapat
Pleno Lemkaji MPR ialah "Kebijakan Strategis Pertanahan dalam
Mewujudkan Kesehjateraan Rakyat". Judul tersebut sesuai dengan
judul UUD NRI Tahun 1945 Bab XIV yaitu "Perekomian Nasional
Dan Kesejahteraan Sosial" dengan muatan dua pasal yang berubah
pula. Penambahan judul dimaksud tidak berarti memisahkan kedua
ungkapan baru pada judul tersebletapi keduanya merupakan satu
pengertian dalam mewujudkan kesejahteraan sdgiahksud. Oleh
karena pengaturan masalah pertanahan tidak lepas dari upaya kita
mensejahterakan masyarakat Indonesia yang pada seratus tahun usia
kemerdekaan Indonesia (192845) akan mengalami peningkatan
jumlah penduduk hingga mencapai lebih kuran@ j8%a orang, yang
semuanya membutuhkan tanah untuk perumahan, pertanian, dil. Yang
sudah harus diantisipasi sejak dini.

Penutup

Reforma agraria hanya dapat terwujud apabila kita memulai
dengan perubahan hukum pertanahan dalam bentuk kodifikasi dan
unifikasi UndangJndang Pertanahan.Untuk itu Presiden dan DPR
jangan memaksakan membahas RUU Pertanahan yang sudah berada
di DPR tanpa memperhatikan dan menjalankan ketentuan Tap
No.IX/MPR/2001 yang masih tetap berlaku atas dasar ketentuan Pasal
| Aturan Tambaha UUD NRI Tahun 1945 dan Tap No.l/MPR/2003.
Mengabaikan perintah tersebut sama dengan pelanggaran UUD
tersebut.

Walaupun kita berada di "tahun politik" dan akhir periode
pertama pemerintahan JokedK serta tahun terakhir masa bakti DPR
dan DPD periode 2012019, namun kelahiran UU yang tidak sekedar
tambal sulam tetap dinantikan. Lebih baik sedikit terlambat d3aipa
tidak lengkap dan kualitas jelek pula. Sekaligus memenuhi perintah
Konstitusi.
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DARI KONFLIK AGRARIA KE TRANSFORMASI
INDUSTRI PERKEBUNAN

Iwan Nurdin

Abstrak

Konflik agraria perkebunan selalu menempati jumlah tertinggi setiap tahun.
Ini bukan sematmata soal administrasi perizinan semata, hamun sebuah
politik hukum dan politikekonomi yang tidak sesuai dengan konstitusi dan
UUPA 1960. Konflik agraria tersebut adalah wajah permukaan dari
ketidakadilan struktur agraria yang ada. Perlu dilakukan sebuah transformasi
dari konflik agraria yang terjadi menuju wajah industri perkebuyeamg

baru. Gagasan tentang trasformasi perkebunan sebenarnya sudah ada di
dalam UUPA 1960 namun tidak dijalankan oleh pemerintah.

Kata Kunci : Konflik agraria, perkebunan, tranformasi agraria perkebunan

Abstract

The agrarian conflicts regardinglantations have always been in the highest
number annually. This is not merely a matteradfministration of permits,

but is a matter of legal policy and economic policy which are not in
accordance with the Constitution and the Principal Law on Agrarifairs

of 1960. Those agrarian conflicts represent the surface of injustice in the
existing agrarian structure. A transformation is required for the existing
agrarian conflicts towards a new paradigm of plantation industry. The idea
regarding the transforation of plantations is actually embedded in the
Principal Law on Agrarian Affairs of 1960, however, it has not been
implemented by the government.

Keywords agrarian conflicts, plantations, transformation of agrarian
plantations.

Pengantar

Masih ingat dengan ketika video kekerasan dalam konflik
agrafa di Mesuji Lampung darBumatera Selatan. Khalayak luas
dibuat gempar. Sebab, video kejadian begitu sadis dan dramatis.
Setelah peristiwa Mesuji, ratusan konflik agraria kembali mencuat dan
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menelan korbariya bahkan analnak, pemuda seperti Indra Pelani

dan terakhir pembunuhan Salim Kafdi Lumajang ketika menolak

tambang. Sedihnya, namama tersebut bukanlah daftar akhir korban,

sebab konflik agraria seolah menjadiHMD GLDQ EXUXN \DQJ 2OHV

Biasanya, setelah jatuh korban dalam sebuah peristiwa konflik
agraria, aspek pidana dari konflik ini segera ditindaklanjuti oleh aparat
kepolisian. Namun, akar masalah utama berupa konflik agraria
tertinggal di belakang tanpa sebuah penanganan berarti. §&hing
letupan konflik agraria setiap saat masih berpotensi meledak jika
mendapatkan momentumnya.

Di negara kita, selain peradilan umum belum ada institusi yang
secara khusus bertugas menyelesaikan konflik agraria secara
menyeluruh dan ditaati putusannya.d&aal, konflik agraria yang
tengah terjadi sekarang sebagian besar adalah peninggalan masa lalu
yang represif yang ditopang oleh sistem administrasi pertanahan yang
buruk dan penuh korupsi.

ltulah sebabnya, dalam kaskmsus yang ada, pengadilan
seolahhanya diminati oleh pemerintah dan pengusaha. Sementara
masyarakat khususnya para korban lebih memilih untuk
melaporkannya kepada lembaga seperti Presiden, DPR, Komnas
HAM, dan BPN. Karena dokumesokumen agraria yang dimiliki
masyarakat sebelum tanahnyardbil kerap kali tidak berguna dalam
pembuktian di pengadilan. Padahal pemalsuan, penipuan, pemaksaan
dalam proses peralihan hak lumrah terjadi.

Konflik Agraria

Dalam menjelaskan peristiwa konflik agraria, kerap Kkali
penggunaan kata: kasus, konflik, skeet@ pertanahan/agraria disebut
secara berulang dan bersamaan sekaligus. Apakah sebenarnya

! pada 27 Juli 2012, Angga Darmawan (12) tewas dan lima lainnya luka parah terkena peluru
Brimob Polda Sumatera Selatan dalam konflik agrarian di desa Limbang Jaya, Ogan llir,
Sumatera Selatan akibat konflik lahan dengan PTPN VI

2 Indra Pelani dibunuh oke Security perusahaan PT.WKS di Jambi dengan penuh luka dan
penyiksaan pada Maret 2015 di Lubuk Mandarsah, Tebo, Jambi.

3 salim Kancil dibunuh dan disiksa secara biadab di hadapan keluarganya dan juga disaksikan
oleh aparat kepolisian ketika menolak tambang di Kec. Pasirian Lumajang, Jatim.
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pengertian dibalik penyebutan istilah tersebut menandakan
persamaan8ebenarnya, menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.1N@016 tentang
Penyelesaian Kasus Pertanahan dijelaskan perbedaan kementerian ini
dalam memandang kasus, sengketayflékodan perkara pertanahan
sebagai berikut Kasus Pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau
Perkara Pertanahan untuk mendapatkan msm@am penyelesaian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundadgngan dan/atau
kebijakan pertanahan.

Selanjutnya, Sengketa Tanah adalah perselisihan pertanahan
antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak
berdampak luas. Sementaiang dimaksudkan dengan Konflik Tanah
adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok,
golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai
kecenderungan atau sudah berdampak luas. Kemudian, yang disebut
dengan Perkara Tanaladalah perselisihan pertanahan yang
penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

,VWLODK ODLQ 3NRQIOLN DJUDULD" MXJD
masyarakat sipil. Kata ini dipakai untuk menunjukkan fenomena
konflik yang telahmanifestdi lapangan. Pemilihan kata agraria lebih
kerap dipakai ketimbang pertanahan, hal ini memperlihatkan bahwa
konflik yang disebut tidak semataata pada sektor pertanahan yang
dipandang lebih sempit dibandingkan istilah agraria.

Kata agraria yang dimaksud dalantiléh tersebut, merujuk
kepada pengertian di dalam Unddogdang Pokok Agraria (UUPA)
No. 5/1960 yang menjelaskan bahwa agraria adsddiruh bumi, air
dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dalam wilayah Republik IndonesRagal 1 angka 2)
Dengan istilah ini, pengertian agraria yang dimaksud oleh UUPA juga
merujuk pada objek yang sama dengan istilah yang lebih populer
kemudian yaitu sumber daya alam (SDA) atau kekayaan alam.

Untuk lebih mengkhususkan fenomena konflik agraria yang
dimaksud, kalangan organisasi masyarakat sipil menggunakan istilah
konflik agraria struktural, sebuah istilah untuk menunjuk dan
menjelaskan konflik agraria yang terjadi (melibatkan) penduduk
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setempatdi satu pihak yang berhadapan dengan kekuatan modal
dan/atau instrumen negara.

Umumnya, konflik agraria yang dimaksudkan dimulai oleh
surat keputusan pejabat publik, termasuk Menteri Agraria, Menteri
Kehutanan, Menteri ESDM (Energi Dan Sumber Daya Mineral
Gubernur, dan Bupati, yang memberi ijin/hak/lisensi pada badan
usaha tertentu, atau instansi pemerintah tertentu, untuk menguasai
suatu bidang lahan. Di dalam bidang yang dicakup oleh ijin itu
terdapat lahan kepemilikan atau akses rakyat lokal ata$ tdaa
sumber daya alam tertentu.

Karena itu, konflik agraria ini bersifat struktural. Sebab,
putusan pejabat publik tersebut dapat terjadi karena bersandar pada
politik dan kebijakan agraria yang menciptakan konsentrasi pemilikan,
penguasaan, penggunaaan pemanfaatan tanah dan sumber daya
alam di satu pihak, dan di pihak lain banyak rakyat yang kehilangan
hak atau akses atas tanah, sumberdaya alam, dan wilayah hidup.

Proses semacam ini, dalam khazanah ekonomi politik disebut
sebagai fenomenaaccumulatio by dispossesion(ABD). Yakni
sebuah perburuan tanah yang dilakukan oleh kekuatan modal global
dan nasional dengan menghilangkan kepemilikan sekelompok orang
lain baik karena basis legal maupun menggunanakan-cesaa
kekerasah Basis legal yang dimaksuddalah pemberian izin/hak
pemanfaatan oleh pejabat publik yang mengeksklusi sekelompok
rakyat dari tanah, SDA, dan wilayah kelolanya.

Noer Fauzi menjelaskan bahwa konflik agraria ditandai dengan
pertentangan klaim yang berkepanjangan mengenai siapd gemak
menguasai/memiliki suatu bidang tanah/lahan berserta akses atas
sumber dya alam (SDA). Konflik agrariani biasanya berlangsung
antara suatu kelompok komunitas lokal dengan badan penguasa/
pengelola tanatyang bergerak dalam bidang produksi, ekstia
konservasi, dan lainnya; dan pikRpihak yang bertentangan tersebut
berupaya dan bertindak, secara langsung maupun tidak,
menghilangkan klaim pihak lain (Noer Fauzi: 2014).

* Derek Hall(2013) 33ULPLWLYH $FFXPXODWLRQ $FFXPXG@®LRQ E\ 'LVSRV
/IDQG *UDE" 9ROXPH 2FBBREHU +DO
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Saat ini, di Indoesia ratata setiap dua hari terjadi satu konflik
agraria @ngan korban 613 rumah tangga. Konsentrasi penguasaan
lahan di pedesaan tersebut telah menyebabkan konflik agraria
merebak. Sepanjang 20@815, Konsorsium Pembaruan Agraria
(KPA) mencatat telah terjadi 1.772 konflik agraria mencakup 6,9 juta
hektar lahandan melibatkan 1,1 juta rumah tangga petani. Pada tahun
2015 itu, sedgaimana tergambar di GambaiKPA mendata ada 252
kejadian dengan sebaran berdasarkan sektor: perkebunan 50 persen,
infrastruktur 28 persen, hutan 9 persen, tambang 5 perselaiciaya
8 persen.Penanganan konflikonflik agraria perlu dipercepat.

Gambar 1Akumulasi dan Sebaran Konflik Agraria 2015

® Konsorsium Pembaharuan Agra(015) Laporan Akhir TahunJakarta.
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Angka tersebut meningkat pada tahun 2016, Konsorsium Pembaruan
Agraria (KPA) mencatat setidaknya telah terjadi 450 konflik a@ra
dengan luasan wilayah sekitar 1.265.027 hektar dan melibatkan
86.754 KK (Kepala KeluargQ) Laporan tersebut juga mencatat
bahwa pada tahun 2016 sedikitnya 342 korban dari warga masyarakat
yang menjadi korban dalam konflik agraria. Dari jumlah tersebit

orang ditahan dan/atau dikriminalisasi, 64 orang dianiaya atau
mengalami kekerasan, dan 13 orang meninggal 8unia

Karena sifatnya yang struktural, negara juga merespons
konflik agraria semacam ini secara legal formal. Sebuah pendekatan
yangmengedepankan hukum positif. Ini adalah langkah paling banyak
yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, pendekatan keamanan
bahkan pendekatan kekerasan juga dilakukan pemerintah dalam
menangani konflik agraria. Namun, dua pendekatan terakhir bukannya
meryelesaikan akar masalah, melainkan menambah dan memperparah
keadaan. Pemerintah seringkali hanya bertindak sebagai pemadam
kebakaran yang mengambil tindakan jika konflik sudah meledak,
meluas dampaknya, memakan korban, dan terutama jikilikkiio
menjadisorotan publik.

Gambar 2. Kerangka penjelas seléibat konflik agraria struktural
(Rachman 2014)

® Lihat: http://www.kpa.or.id/news/blog/kpunchingcatatarakhir-tahun2016/ (diakses, 16
Agustus 2018)
” Ibid
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Sebabsebab

x Pemberian ijin/hak/konses oleh pejabat publik (Menteri
Kehutanan, Menteri ESDM, Kepala BPN, Gubernur dan Bupati)
yang memasukkan tanah/wilayah kelola/SDA kepunyaan
sekelompok rakyat ke dalam konsesi badadan usaha raksasa
dalam bidang produksi, ekstraksi, maupun konservasi.

x Penggunaan kekerasan, manipulaglan penipuan dalam
pengadaan tanah skala besar untuk prgyekek pembangunan,
perusahaaperusahaan raksasa, dan pemegang konsesi lain dalam
bidang produksi, ekstraksi, konservasi.

x Ekslusi sekelompok rakyat pedesaan dari tanah/wilayah kelola/
SDA yang dimasukkan ke dalam konsesi badan usaha raksasa
tersebut.

x Perlawanan langsung dari kelompok rakyat sehubungan ekslusi
tersebut.

Akibat-akibat

x Ekslusi rakyat, perempuan dan Héki, atas tanah, wilayah, dan
SDA yang diperebutkan secara langsupgrakibat hilangnya
(sebagian) wilayah hidup, mata pencaharian, dan kepemilikan atas
harta benda.

X Menyempitnya ruang hidup rakyat, yang diiringi menurunnya
kemandirian rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,
utamanya pangan.

X Last but not leasttransfemasi dari petani menjadi buruh upahan.

Akibat-akibatlanjutan:

x Konflik yang berkepanjangan menciptakan krisis sosial ekologi
yang kronis, termasuk mendorong penduduk desa bermigrasi ke
wilayahwilayah baru untuk mendapatkan tanah pertanian baru,
pergi ke kota menjadi golongan miskin perkotaan, atau bekerja di

Pertanahan | 137



luar negri menjadi kelompok yang rentan eksploitasi dan
kekerasan (mayoritas perempuan).

x Dalam krisis sosial ekologis ini secara khusus perhatian perlu
diberikan pada berbagai bentuk ketidakadilan gender, dimana
perempuan dari kelompok marginal menghadapi daranggung
beban yang jauh lebih besar, serta mengalami dampak yang
berlapis.

X Merosotnya kepercayaan masyarakat setempat terhadap
pemerintah yang pada igdnnya dapat menggerus rasa- ke
Indonesiaan para korban.

X Meluasnya artikulasi konflik agraria ke bent&ntuk konflik lain
seperti: konflik etnis, konflik agama, konflik antar kampung/desa,
GDQ NRQIOLN DQWDU 3SHQGXGXN DVOL” GDQ S

Kondisikondisi yangmelestarikan

x Tidak adanya koreksi atas putugamusan pejabat publik yang
memasukkartanah/wilayah kelola/SDA rakyat ke dalam konsesi
badan usaha atau badan pemerintah raksasa untuk produksi,
ekstraksi, maupun konservasi, dan di sisi lain, berlangsungnya
terusmenerus proses pemberian ijin/hak pada bddatan
raksasa tersebut.

X Lembagalembaga pemerintah tidak pernah membuka informasi
kepada publik, apalagi dikontrol oleh publik, perihal penerbit
hak/ijin/lisensi yang berada pada kewenangannya.

X Ketiadaan kelembagaan yang memiliki otoritas penuh, lintas
sektor dalam lembaga pemerintah, gammemadai dalam
menangani konflik agraria yang telah, sedang, dan akan terjadi.

X Badanbadan usaha atau badaadan pemerintah bersikap
defensif apabila rakyat mengartikulasikan protes sebab hilang atau
berkurangnya akses rakyat atas tanah, sumber dagyg dbn
wilayahnya, sebagai akibat dari hak/ijin/lisensi yang mereka
dapatkan itu. Lebih lanjut, protes rakyat disikapi dengan
kekerasan, kriminalisasi, dan intimidasi.
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X Sempitnya ruang lingkup dan terhambatnya pelaksanaan program
yang disbut 35HIRUPD L®JUD&®DODP PHPEHUH
ketimpangan penguasaan tanah dan SDA. Lebih dari itu, kita
menyaksikan berbagai skandal dalam implementasi redistribusi
tanah, misalnya pemberian tanah bukan pada mereka yang
memperjuangkan, pengurangan jumlah tanah yang seharusnya
diredistribusi, penipuan dan manipulasi namaana penerima
maupun objek redistribusi, dan tar@mah yang diredistribusi
dikuasai oleh tuatuan tanah (rekonsentrasi).

Akar masalah

x Tidak adanya kebijakan untuk menyediakan kepastian penguasaan
(tenurial security bagi akses atas tantmah/SDA/wilayah
kelola masyarakat, termasubada akses yang berada dalam
kawasan hutan negara.

x Dominasi dan ekspansi badbadan usaha raksasa dalam industri
ekstraktif, produksi perkebunan dan kehutanan, serta konservasi
Instrumentasi badaEDGDQ SHPHULQWDKDQ VHED
SHQJDGDDDQ WD Qiefim permberahak/ijinllidéndi P
atas tanah dan sumber daya alam.

x UUPA 1960 yang pada mulanya ditempatkan sebagai UU Payung,
pada prakteknya disempitkan hanya meanguwilayah norhutan
(sekitar 30% wilayah RI), dan prinsjpinsipnya diabaikan.
Peraturan perundangndangan mengenai pertanahan, kehutanan,
dan pengelolaan sumber daya alam lainnya tumpang tindih dan
bertentangan antara satu dengan yang lain.

x Hukumhukum adat yang berlaku di kalangan rakyat diabaikan
atau ditiadakan keberlakuannya oleh perundamdpangan agraria,
kehutanan dan pertambangan.

X Kebijakan dan program agraria tidak dibangun berdasarkan
analisa dampak dan ike gender yang komprehensif.
Sektaralisme kelembagaan, sistem, mekanisme, dan administrasi
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yang mengatur pertanahan/kehutanan/SDA lainnya yang semakin
menjadijadi.

x Last but not leassemakin menajamnya ketimpangan penguasaan,
pemilikan,penggunaan, dan peruntukan tanah/hutan/SDA lainnya

Konflik Agraria Perkebunan

Dari data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPXKopmnas
HAM, dan lainlain, konflik agraria terbanyak berada di perkebunan
baik yang dimiliki oleh negara ataupun swasta. Konflik tersebut
merentang dari konflik agraria perkebunavarisan era kolonial
hingga konflik perkebunan baru dengan pola kemitraan, ataupun pola
inti plasma yang keberadaannya selama ini disokong oleh pemerintah.

Konflik perkebunan warisan kolonial banyak terdapat di Jawa
dan Sumatera Utara, Sumatera Selatam, ldampung. Perkebunan
tersebut saat ini mayoritas telah dikelola oleh BUMN Perkebunan
dalam hal ini PTPN. Lahan PTPN yang dimaksud diatas, didapat dari
proses nasionalisasi perkebunan milik perusahaan asing khususnya
milik Belanda pada tahun 1980h. Semetara, kita tahu bahwa
perkebunan tersebut dahulunya dibangun denganrceaaamerampas
tanahtanah rakyat khususnya tanah masyarakat adat setempat.

Pada masa lalu, hdlak erpacht perkebunan Belanda ini
didapat dengan dua cara: menyewa dari masyarakgsuag atau
menggunakan azadomein verklaring(tanah dianggap tanah negara
(pemerintah hindia belanda) jika tidak dapat dibuktikan hak
kepemilikannya/eigendom yang diatur oleh ketent@igrarische Wet
1870. Cara yang kedua adalah cara yang paling banyskadi
Sehingga, tidak berlebihan tuduhan masyarakat bahwa sejarah tanah
tanah PTPN dan perkebunan swasta di Sumatera dan Jawa yang
berasal dari perkebunan kolonial dahulunya berasal dari perampasan
tanah yang tidak pernah dikembalikan kepada rakyat peyili

Menurut UUPA 1960, perusahaan perkebunan mendapatkan
hak atas tanah dalam bentuk HGU (Hak Guna Usaha) yang diatur
dalam Pasal 280 dan aturan konversi Pasal Ill. Dengan demikian,
+*8 VHODLQ VHEXDK EHQWXN KDN EDUX MXJD
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atau kawversi (perubahan) dari erpachgrarische Wetl870. Lebih
lanjut, hak erpachtyang dikonversi ke dalam HGU diberi jangka
waktu selamdamanya 20 tahun untuk segera dikonversi ke dalam
HGU ataudikembalikan kepada negara.

Pemerintah Orde Baru enggan mengembalikan ttareh
tersebut kepada rakyat dengan mengeluarkan Keppres No. 32/1979
tentang PokolPokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak
Baru Atas Tanah Asal Konversi Hadak Barat, dan Peraturan
Menteri Dalam Negeér No.3/1979 tentang Ketentuddetentuan
Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal
Konversi HakHak Barat.

Beberapa alasan dikeluarkannya aturan tersebut dikarenakan
umumnya perkebunan tersebut telah dinasionalisasi dan dijadikan
BUMN sekdigus melihat kenyataan bahwa sebagian besar direksi dan
komisaris perusahaan ini adalah para pensiunan pejabat tinggi atau
perwira militer yang dirasa penting dibepriveledge Hilanglah
kesempatan rakyat mendapatkan kembali tanahnya melalui UUPA
1960. Sfkarang, perkebunaeks erpachtBelanda semakin sulit
dikembalikan kepada rakyat karena selain dicatat sebagai asset negara,
kelembagaan pertanahan (BPN) dan peraturan pertanahan seolah tidak
GDSDW *PHQMDQJNDX" SHUVRDODQ NRQIOLN ¢

Selain masalahperkebunan peninggalan kolonial, eskalasi
NRQIOLN MXJD EDQ\DN WHUMDGL GL VHNWR
Sebagian besar perkebunan ini berada di Sumatera, Kalimantan dan
Sulawesi. Konflik yang terjadi di sektor ini terdiri dari beberapa fase
yang perludipahami, yaitu:

Pertama, fase administratif. Fase ini berawal dari pemberian
izin lokasi, izin prinsip perkebunan, yang diberikan oleh Bupati,
Gubernur hingga Menteri yang kerapkali bertabrakan dengan wilayah
kelola masyarakat. Setelah mendapatkan izikasi perusahaan
perkebunan kerap kali memaksa rakyat untuk menyerahkan lahan
dengan memberikan ganti kerugian yang tidak wajar. Setelah proses
ini, perusahaan mendaftarkan tanah menjadi tanah dengan status Hak
Guna Usaha (HGU) kepada Badan PertanahanoNasi(BPN).
Akibat kolusi dengan oknum di dalam BPNperusahaan kerap
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memperoleh HGU melalui proses yang cacat prosedur sehingga areal
HGU kemudian mencaplok lahdahan warga.

Kedua,fase pembangunan perkebunan. Fase ini diawali dengan
ajakan perusahaan perkebunan kepada masyarakat untuk bermitra
dengan perusahaan. Pada masa awal, masyarakat menyerahkan lahan
untuk dibangun kebun plasma oleh perusahaan. Sebelum melangkah
kepada pembaunan kebun, perusahaan melakukan MoU dengan
masyarakat.

Karena absennya pemerintah daerah dan dinas pertanian dalam
melindungi warga, perjanjian kerjasama tersebut kerapkali justru
merugikan petani. Salah satu bentuk kerugian warga misalnya sering
ditemulan tanaktanah milik masyarakat yang diserahkan kepada
perusahaan perkebunan untuk dibangun kebun plasma justru
dimasukan dalam sertifikat HGU perusahaan.

Kondisi tersebut melahirkafase ketigakonflik, yakni fase
konversi kebun plasma. Banyak ditemukbahwa petani banyak
menerima kebun plasma justru lahannya jauh dari lokasi rumah dan
sarana transportasi. Selain itu, banyak petani menerima areal yang
tanahnya kurang subur, luas areal tidak sesuai, daftar penerima plasma
fiktif, bibit dengan kualitas rafah, jumlah pokok tanaman yang
sedikit, hingga jumlah kredit yang melambung.

Selanjutnya, fase konflik perkebunfase keempayakni fase
produksi dikarenakan oleh banyaknya pemotongan yang dilakukan
oleh perusahaan kepada petani plasma. Serikat Petéapak8awit
(SPKS) menguraikan bahwa besaran pemotongan satidasi yang
sering dilakukan dalam perkebunan sawit dapat mencapai sebesar
empat persen setiap kali panen sawit.

Salah satu perkebunan besar yang sangat drastis
perkembangannya karena dukunganlitigp kebijakan, hukum,
permodalan dll adalah perkebunan sawit. Saat ini, areal perkebuna
sawit di Indonesia adalah 16, juta hektar dengan ratata
pertambahan mencapai lebih dari 200 ribu hektar pertahun.
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Provinsi 2014 2015 2016

Aceh 700,000 700,000 700,000
Bangka Belitung 197,586 252,902 252,902
Banten 20,044 45,260 45,260
Bengkulu 301,965 301,965 417,000
Gorontalo 53,000
Irjabar 30,171 30,171 30,171
Jambi 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Jawa Barat 11,881 11,881 14,077
KalimantanBarat 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Kalimantan Selatan 424,754 600,000 600,000
Kalimantan Tengah 1,270,980 1,856,352 1,856,352
Kalimantan Timur 1,200,000 1,200,000 1,200,000
Kaltara 170,589 170,589 170,589
Kepulauan Riau 54,700 54,700 54,700
Lampung 209,288 209,288 209,288
Maluku 61,590 61,590 61,590
Maluku Utara - - -
Papua 97,000 97,000 97,000
Riau 2,900,000 3,000,000 3,000,000
Sulawesi Selatan 133,493 133,493 133,493
Sulawesi Tengah 115,348 650,000 713,217
Sulawesi Tenggara 40,041 40,041 47,671
Sulawesi Barat 117,261 117,261 117,261
Sulawesi Utara

Sumatera Barat 377,124 377,124 392,315
Sumatera Selatan 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Sumatera Utara 1,520,000 1,520,000 1,520,000
Jumlah 14,453,815 15,929,617 16,185,886

Sumber: SawitWatch 2017

Selain telah menjadi pemicu konflik sosial di bidang agraria di
berbagai wilayah, perkebunan sawit juga telah membawa kerusakan
lingkungan hidup. Konversi lahdahan hutan menjadi perkebunan
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sawit, bahkan konversi gambut menjadi perkebusawit yang
tentusaja telah membawa ancaman jutaan manusia karena terjadi
kebakaran setiap tahun.

Pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit adalah
langkah yang paling banyak dilakukan pemerintah. Dari 7.5 juta
hektar kawasan hutan selama reformasi, seluas 6.6 juta hektar
diperuntukkan bagi perkebunan skala besar dengan komoditas utama

adalah sawit

Tabel Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Kawasan Hutan Swasta (Ha)| Masyarakat | Kepentingan | Total (Ha)
(Ha) Umum (Ha)

Jasa Lingkungan 51.363 - -

Pemanfaatan 33.316.788 822.370 - 51.363

Kawasan Hutan

Penggunaan 404.956 488 40.995 34.139.158

Kawasan Hutan

Pelepasan Kawasq 6.689.996 926.072 205 446.439

Hutan

Jumlah 40.463.103| 1.748.931 41.200 7.616.273

Persentase (%) 95.76 4,14 0,10 100

Sumber: Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK, 2017

Seluruh konflik agraria yang terjadi harustiimengerti sebagai
penanda adanya penolakan terhadap konsentemgjupsaan tanah
yang dilakukan leh perusahaan atau instansi pemerintah itu.
Redistribusi lahan, atau pemberian akses atas kawasan hutan negara
merupakan salah satu muara dari penyelesaafiikk agraria. Untuk
sampai pada penyelesaian konflik itu, maka diperlukan adanya suatu
unit kerja yang secara khusus melakukan penyelesaiatidiagasus
konflik agraria yang ditargetkan penyelesaiannya.

Karena itu, sebagai sebuah fenomena sosiaflik@yraria yang
kerap terjadi adalah penanda kebutuhan untuk melakukan perombakan
struktur agraria yang berlaku. Sebab, konflik agraria yang terjadi
sesungguhnya adalah reaksi masyarakat atas ketidakadilan rezim
penguasaan tanah yang tengah diberlakadkéengah masyarakat.
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Siapa Berhak Atas HGU

Pemberian HGU oleh BPN menjadi salah satu dasar konflik
agraria perkebunan yang terjadi selama ini. Sebenarnya, siapakah
kelompok yang paling berhak atas HGU? Para pengusaha adalah
kelompok yang selalu diutamakaalam pemberian hak iflenurut
BPN pada 2013, terdapat 26.366.788 bidang tanah yang bersertifikat
di Indonesia dengan luas 72.954.190 Biadalamnyadrdapat 10.368
sertifikat HGU, namun luasannya mencapai 46 persen atau sekitar
33.5 juta ha dari tamebersertifikat tersebut.

Dalam UUPA, HGU diatur dalam pasal -38 dan aturan
konversi Pasal Ill. Kemudian, saat ini dalam implementasinya diatur
lebih jauh pada Peraturan Pemerintah A®1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Namun,
Peraturan Pemerintah tersebut melupakan hal mendksdalam
UUPA No. 5/1960 pada pasal 12 dan 13 yang mengatur bahwa
pemberian hak atas tanah bagi lapangan usaha sepgtj Hak
Guna Bangunan, Hak Pakai, haruslah diprioritaskan untuk lapangan
usaha bersama, gotong royong, mencegah monopoli tanah dan
penghisapan manusia atas manusia. Lapangan usaha semacam ini,
dalam penjelasan dimaksudkan untuk membentuk suatu formasi
kapital progresif domestik.

Pasal 12

(1) Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan
atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan
nasional, dalam bentuk koperasi atau berbektuk gotong
royong lainnya

(2) Negara dapat bersamsama dengan pihak lain
menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria

Pasal 13

(1) Pemerintah berusaha agar supaya usaisaha dalam
lapangan agraria diatur sedemikian rupa sehingga
meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang
dimaksud dalam pasal 2 ayé3) sertamenjamin bagi setiap
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warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan
martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarga

(2) Pemerintah mencegah usabaaha dalam lapangan agraria
dari organisasiorganisasi dan perseorangan yang bersifat
monopoliswasta

(3) Usahausaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang
bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan
Undangundang

(4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan
jaminan sosial, termasuk bidang perburuhan, dalam usaha
usaha di lapangan agraria

Salah satu makna dari pasal ini adalah agar HGU diberikan
prioritas utama kepada petani dan masyarakat umum lainnya dalam
bentuk koperasi bukan korporasi. Selama puluhan tahun, HGU
dimaknai dan dimplementasikan secara menyeleweng sehingga
sekedar nama laidari hakerpachtdi era kolonial. Tujuan HGU untuk
menciptakan formasi modal nasional yang dimiliki petani, dimana
keuntungan dinikmati rakyat dan direinvetasi kembali di tengah
tengah rakyatDengan demikian, penyimpulan bahwa HGU adalah
sebuah bentuk &k baru dan merupakan kelanjutan darpacht
Agrarische Wetl870 dan peraturaconsessi@dalah keliru. Prioritas
pemberian dan jiwa daripada Hak Guna Usaha dalam UUPA sama
sekali berlainan.

Pemberian HGU PP N@l0/1996 semakin menjauh dari eita
cita meldnirkan perkebunan, perikanan, peternakan modern milik
badan usaha milik rakyat dalam wujud koperasi ketika peraturan ini
berkelindan dengan UU 41/1999 tentang Kehutanan. UU ini
menghidupkan kembali konsefomein verklaringyang dihapus oleh
UUPA 1960. Domén Verklaring adalah konsep yang menyatakan
bahwa setiap bidang tanah yang tidak dapat dibuktikan hak
kepemilikannya oleh rakyat adalah tanah negara.

Pelaksanaadomein verklaringtersebut oleh UU Kehutanan
dilakukan dengan cara penunjukan kawasan secara sepihak.
Penunjukan pada kenyataannya tidak diiringi dengan proses

146 JurnaKETATANEGARAANolume 0® Juni2018



pengukuhan kawasan hutan yang partisipatif. Bahkan tanpa proses
pengukuhan sekalipun, KLHK (Kementeri&umgkungan Hidup &
Kehutanan) telah membalagi kawasan tersebut ke dalam status
kawasan hutan seperti Hutan Produksi, Hutan Lindung, yang
membuka peran lanjutan mereka dalam memberikan-iziin
pengelolaan hutan kepada perusahaan industri kehutanan hingga
perus&aan konservasi. Selain hal tersebut, KLHK juga melakukan hal
ODLQ \DQJ PHQDQGDNDQ GLULQ\D VHEDJDL
misalnya dengan melakukan pelepasan kawasan hutan, izin pinjam
pakai kawasan untuk usabaaha lain seperti pertambangan.

Karena ituhh, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan
permohonan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat dalam
putusan Peninjauan Undahinpdang No.45/2011 sehingga menghapus
IUDVD 3GLWXQMXN GDQ DWDX" SDVDO GD
Kehutanan. Keputusan tidak meathlkan wilayakwilayah yang
sebelumnya telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan namun wajib
segera disertai pengukuhan kawasan hutan. Penunjukan kawasan
hutan bukanlah menjadikannya serta merta sebagai kawasan hutan.

Selama ini, pelepasan kawasan hutan upirtkebunan dalam
bentuk Hak Guna Usaha (HGU) menduduki urutan teratas, hal ini
menandakan bahwa lahtahan perkebunabaru berasal dari proses
penghilangan hak masyarakat atas tanah melalui klaim sebagai
kawasan hutan negara kemudian dilepaskan menjediparkebunan
raksasa milik swasta melalui PP 40/1996.

Saat ini, pemerintah telah menunjuk secara sepihak luas
kawasan hutan adalah 136.94 juta hektar atau 63 persen wilayah
Indonesia dan sebagian besar wilayah tersebut belum dilakukan proses
pengukuhan &wasan hutan secara baik. Sehingigkakt tercapai
kawasan hutan yang legal déegitimate. Masalah utama lainnya,
terdapat sedikitnya 31.000 Desa yang penduduknya setiap hari rawan
mengalami kriminalisasi, penggusuran dan pengusiran paksa dengan
dalih kawaan hutan.

Penelusuran ini, membuktikan bahwa banyak praktek
SHPEHULDQ +*8 GL ,QGRQHVLD VHODPD LQL
pandangan masyarakat sekitar perusahaan perkebunan dan secara
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nyata berdiri di atas sejarah pelanggaran terhadap hak asasi manusia
yang kelam. Karena itulah, kerap terjadi kelompok petani dan
masyarakat adat mengidentikkan perusahaan perkebunan sebagai
simbol perselingkuhan hukum dan modal. Keadaan inilah yang
sebenarnya menjelaskan kepada kita bahwa pada umumnya
perusahaan perkebunberdiri diatas bara perlawanan masyarakat dan
setiap saat selalu berpotensi meletupkan konflik sosial.

Kesimpulan

Prioritas lahan dan akses keuangan yang luas kepada
perusahaan perkebunan telah menciptakan ketimpangan struktur
agraria di bidang pemilikan dan pengusahaan yang tinggi di berbagai
wilayah. Karena itu, dibutuhkan usaha sungguhgguh untuk
memperbaiki aga perkebunan ini dapat berpindah pemilikannya
kepada koperadioperasi petani, badan usaha milik desa. Beberapa
hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah: (1) Melakukan
moratorium pemberian izin usaha perkebunan skala besar yang
dimiliki oleh perusahan; (2) Menyiapkan skema pembiayaan dan
insentif ekonomi untuk mendorong divestasi perusahaan perkebunan
kepada buruh kebun dan masyarakat sekitar; (3) Melakukan
pemotongan lahan setiap perpanjangan HGU dan diberikan kepada
rakyat, namun memastikan indds pengolahan tetap terjamin
mendapat pasokan bahan baku dari perkebunan; (4) Memprioritaskan
HGU hanya kepada badan usaha milik desa dan petani dalam wujud
koperasi dengan menyiapkan masyarakat, buruh kebun, pendidikan
tinggi di bawah aturan pertanaharand skema keuangan yang
mendukung.
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PLURALISME HUKUM DAN KEBIJAKAN
PERTANAHAN DI PAPUA

Frans Reumi

Abstrak

Masalah pertanahan merupakan masalah yang kompleks. Salah satu sumber
masalahnya adalah adanya ketidakpastian hukum yang mengatur pertanahan.
Hal tersebut mengakibatkan tidédrcapainya maksud Pasal 33 UUD 1945
yang menghendaki penguasaan negara atas tanah dikuasai oleh negara bagi
sebesabesar kemakmuran rakyat. Menganalisis permasalahan tersebut
tulisan ini menggunakan pendekatan pluralisme hukum sebagai pisau analisis
yaitu antara hukum negara désik law dengan mengambil contoh masalah
pertanahan di Papua khusunya di Kabupaten Mimika Papua. Ternyata
permasalahan tanah di Indonesia tidak lepas dari ragamnya hukum yang
berlaku, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dsnambah
rumitnya penyelesaian masalah tanah di Indonesia.

Kata kunci : Pluralisme Hukum, Kebijakan Pertanahan

Abstract

Problems related to land affairs are very complex problems. One among its
sources is the lack of legal certainty in the regulationaoidl matters. That

has caused the failure to achieve the intention of Article 33 of the
Constitution of 1945 which mandates the domination of the state over lands
for the sake of the maximum welfare of the people. This analysis applies the
approach of legapluralism as an instrument of analysis, namely between the
law of the state and the folk law by taking examples of the land affairs in
Papua, particularly in the Regency (Kabupaten) of Mimika in Papua. It is
obvious that problems related to land in Indsi@ecannot escape the variety

of applicable laws, which gives rise to legal uncertainty and adds to the
complexities in settling problems related to lands in Indonesia.

Keywords:legal pluralism, the policy on land affairs.
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Pendahuluan

Kajian scara normatif perkembangaemajemukan hukum
ataupluralisme hukun{legal pluralism)bukan saja dipahami sebagai
beberapa sistem hukum yang berlaku diakui oleh sistem hukum
negara(state law).Namun lebih jauh menggambarkan perhatian pada
realitas sosil dalam kehidupan masyarakat Indonebi@hwa ada
berbagai macam sistem hukuwexistpada lingkungan masingasing
masyarakat yang dapat dipedomani dan dioperasikan berlaku bebas
diluar sistem hukum Negara.

Masingmasing sistem hukum yang berlaku diluar ketant
negara memiliki sumber dan perkembangan historis yang berbeda
beda dalanbentuk aturanaturan idealdan aturanaturan prosedural
yang memiliki cara khas dalam mempersepsikan realitas sosial serta
memberi makna pada realitas tersébutebih luas dalamaspek
tertentu pluralisme hukunflegal pluralism) berlawanan dan atau
bertolak belakang dengan atwatoran ideal dan prosedural
sentralisme hukunglegal centralismy yang mengabsolutkan bahwa
negara memonopoli sistem hukum dan meniadakan béetotak
sigem hukum lain yang ada dalam kehidupan masyarakat. Adanya
ulasanstate lawadalah bahwa hukum yangiform untuk seluruh
masyarakat hukum tertentu sehingga diatur oleh siktédemm tunggal
dari organisasi politik yaitu negara, dan bagi sistem hukum lainnya
hanya bisaexist bila diakui oleh hukum negafakemudian secara
normatif penolakan terhadap dominasate lawterhadap berbagai
aturan hukum (sistem hukum) lain yang secagalitas banyak
terdapat diberbagai masyarakkhususnya masyarakat adat atau
masyarakahukum adattamanyasukusuku bangsa tertenfiDengan
dominasi tersebut biasanya akan berdampak merubah tatmae
systemmasyarakat hukum adat dan bervariasi dari satu nelsake

! Slaats, Herman & Karen Portieraditional DecisionMaking and Law. Institutions and
Processes in An Indonesian Contex? HU X W D P Dntféddidtiod.QYogyakartya : Gadjah
Mada University Press, 1992.

2 yando Zakaria dan Djaka SoehendRengaturanHukum Adat Tanah Dalam Perundang
Undangan Nasional dan Rasa KeadilafMakalah) pada Seminar Nasional Pluraksm
Pertanahan di Indonesia, diselenggarakan oleh YLBHI. Jakarta, Tgl 7 Septemher 1994

% Djaka SoehendraMengalternatifkan Aturan Adat Dalam Memgsi Masalah Pemanfaatan
Sumber Daya Hutan. Contoh Kajian Dengan Menggunakan Pendekatan Pluralisme Hukum
(Makalah) Penataran Pengajar Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum diselenggarakan oleh
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tgt3a@Juli 1994
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masyarakat lain berdasarkan gaya hidup masyarakat yang
bersangkutan.

Upaya pemahaman terhadap pluralisme hukutega(
pluralism) pada dasarnyadalahproses interaksi di antara sistem
sistem hukum yang berbeda dalam tatanan kehidupan sosial
masyarakat Indonesi®roses interaksi itu terutama terjadi anttede
law dan folk law dalam hal kebijakan pertanahan bagi kemakmuran
masyarakat Indonesiawalaupun bisa saja terjadi hubungan atau
bertolak belakang, sehingg&ebijakan pertanaharmenimbulkan
konflik atau sengketa bagi masyarald&ntarapenerapan kebijakan
pertanahan warnai oletistem hukum terutama antastate lawdan
folk law. Penggabungan atau pengakuan terhadap dkedtijakan
pertanahan yang bisa dipengaruhi oleh adanyaird@nsalah satu
sistem hukum.

Hal tersebut menimbulkan adang#uasi pluralisme hukum
dimana ada kecenderungan bahwa diberbagai negara termasuk
Indonesia kajian pluralisme hukumlegal pluralisn) memang
mendapat perhatian pentitgrhadapkasuskasus sengketiebijakan
pertanahalyang timbul dalam kehidupan masyarakattarastate law
danfolk law, yang lebih didominasi olestate lawdari padafolk law
terutama pada neganegara merdeka bekas jajahan kolonial.
Misalnya pada pertengaharbaal keld4 keanekaragaman sistem
hukum yang ada pada masyarak®syarakat di dunia direspon
sebagai gejala perkembangavolusi hukum maka pada abad 29
keanekaragaman sistem hukum ditanggapi sebagai gejala pluralisme
hukum (legal pluralism). Khusus pad tahun 196@n terjadi
pergeseran besar antropologi hukum sebagai kecenderungan yang
digandrungi para ahli dimana teffema penyelesaian sengketa yang
pada awalnya difokuskan page&ngkajianprosedur tradisionakaat
itu mulai dikaji dengan melihat hubgarrhubunganpranatapranata
tradisional, neotradisional dan pranata hukum nedarana padaaat
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itu masuknya sistem hukuhukum Eropa di negafi@egara jajahan
atau bekas jajahdh.

Penggunaan pendekatan pluralisme huksebagapendekatan
untuk mengkajikebijakan pertanahan yang bermuara pselagketa
pettanatan baik dalam bentulsengketaadministrasi pertanahan,
sengketa batahak ulayatatas tanah pada masyarakat hukum adat
yang diwarnai olelsituasi pluaralisméukum sehingga menimbulka
ketidak pastian hukum terhadap babasas yang berinteraksi
dihadapkan pada suatu obyebkjek sengketapertanahantertentu.
Misalnya sengketa pertanahan antara masyarakat dan pemerintah,
swasta, perusahagenimbulkamusahaan untuk kepentingan
pembanguan usaha/pribadi, maka pikpkhak yang bersengketa
harus memilih sistem hukum mana yang tepat untuk menyelesaikan
sengketa yang dihadapiHal ini sudah tentu suatu kebijakan
pertanahan yang benrbenar memberi rasa kepastian hukungiba
masyarakat khususay masyarakat hukum adat di Papua, yang
diakomodir melalui UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua dan peraturan pelaksanaan Perdasus
Nomor 23 Tahun 2008 tentahgk ulayat masyarakat hukum adat dan
hak perorangan warga masyaralkakum adat atas tanasertaPerda
Perda Hak Ulayattas Tanah Kabupaten/Kota-Beovinsi Papua.

Kebijakan PertanahanDan Wilayah Adat Papua

Kebijakan pertanahan dalam ruangenbangunan daerah
provinsi, kabupaten/kota, distrik dan kamputid?apuayangberbasis
kearifan lokal sangat dibutuhkan adanya pemahaman secara holistik
dan komperhensif mengenaalah satu masalah yang timbul dan
mengakibatkan ketegangan sasigblitik, ekonomj hukum pada
EHEHUDSD GDHUDK GL @6gRayahLdaayamD ODK LV X
LGHQWLN GHQJDQ KDN XOD\DW DWDOMeWWDQDK PD)
karena tanah adalah sumber pokok bagi kemakmuran masyarakat
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala sesuatu bersumber
pada penggunaan atau pemanfaatan tanah, dimana disatu pihak negara

4 Sulistyowatilrianto, Kesejahteraan Sosial Dalam Sudut Pandang Pluralisme Hukiatam
T.O. Ihromi Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia,
1993, h. 241242
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memerlukan tanah untuk Kkepentingan pembangunan secara

berkelanjutan. Sedangkan dipihak lain masyarakat memerlukan tanah

untuk peribadatan (keperluan suci), usaha sosial, kebudayaan,

ekonomi (pengembangan prokdusi pertanian, pertenakan, perikanan

dan sebagainya), sehingga tanah dikatakan sebagai sumber kehidupan
masyarakat secara turtemurun.

Untuk itu, tanakanah didalam kehidupan masyarakat
Indonesia sebagian besar dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat
hukum adat yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan/atau klen
klen/margamargamasyarakahukumadattertentu. Penguasaan tarah
tanah adat ini diliputi suasana keragaman (kemajempkaalisme
budaya danhukum. Keragaman budaya dan hukum ini sering
menimbulkan hambatan dan tantangan dalasaha pemerintah,
swasta (dunia usaha/perusahan/pengusaha) untuk ebaskan
tanahtanah bagi pembangunan fisik misalnya : untuk keperluan
pembangunan fisik dalam dunia usaha dibidang kegiatan investasi.
Sehingga dimanaana pelanggaran hak atas tar@mnd rights)
sebagai akibat adanya kompetisi kebutuhan antara perherinta
pemerintah daerah, dunia usaha (perusahan/pengusaha) dan
PDV\DUDNDW +DN DWDV WDQDK ROHWKPDV\DU
ulayat” \DLWX VXDWX KDN \DQJ GLSXQ\DL DWD X
adat karena hukum dan budayanya, yang memberi wewenang
kepalanya untuk menguasai seluruh tanah atau yang disabailh
ulayat yang berada dalam kekuasaannya untuk dimanfaatkan sesuai
fungsinya bagi kelangsungan hidup masyarakat’adat.

Menurut Rusdi Lubis mendefinisikan hak ulayat sebagai
berikut 3 hak penguaman tertinggi atas tanah dalam hukum adat
meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu
masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan tanah kepunyaan
EHUVDPD SDUD zZDUJDQ\D" 6HGDQJNDQ \DQJ

® Antara hak ulayat darianah ulayat ditemukasda perbedaan konpeseperti disebutkan Rusdi

Lubis (2001, him. 12) yang mengutip Herman Soesangobeng, bahwa ulayat bukan hak
PHODLQNDQ 3 KXEXQJDQ D E D GtanaHm@syarékhtS Xtex\ akar hDoQngahl D
ulayat itulah lahir hak atas tanah yang dipunyai, bukan &hg ulayat, tetapi diikat dan dibatasi

oleh kekuasaan ulayadadi menurut Rusdi yang dimaksudnah ulayatadalah bidang tanah

yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu; (dalam A.
Suriyaman Mustari PideDilema Hak Kolektif : Eksistensi & Realitas Sosialnya pasddPA,

Buku Pelita Pustaka, Makassar, 2007, him. 101).
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XOD\DW’" DGD OO REIDEGDIQAELWWDVQ\D 3KDN XOD\D

PDV\DUDNDW KXNXP DGDW WHUWHQWX’
kenyataannya terdapat tiga macam tanah ulayat berdasarkan
penguasaannya, yaitu : 1) tanah ulayat nagari, 2) tanah ulayat suku,
dan 3) tanah ulayat kautnLebih lanjut, tanah ulayat menurut
Hermayulis merupakan terminologi yang dikenal oleh budaya
Minangkabau karena pengaruh Istaebelumnyamanah bagi
masyarakat hukum adat merupakan tempat hidup dan berkehidupan
serta mempertahankan keberadaan kelompok utetdp eksis di
antara kelompokelompok lain yang mengikuti. Di bagian laenah
ulayat merupakan unsur pengikat bagi masyarakat untuk tinggal di
suatu wilayah, dan merupakan faktor penentu asli atau tidaknya
seseorang berasal dari suatu daerah, ser@dapagunaannya adalah
untuk kepentingan pemeliharaan hubungan dengan masyarakat yang
berasal dari luar masyarakat hukum adat yand ada.

Rujukan yuridis dalanfasal 33 ayat (3) Undaiigndang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahdf45 (selanjutnya disingkat UD
NRI Tahun 1945) mengamanatkan kepada pemerintah sebagai
penyelenggara negara untuk dapat mengelola bumi, air dan kekayaan
yang terkandung di dalamnya dengan sebaiknya untuk sebesar
besar kemakmuran rakyat. Yang dimaksud dengan rakyat adalah
seluruhpenduduk Indonesia termasuk di dalamnya masyarakat adat.
Untuk itu, kajianmengenai masyarakat adat atau masyarakat hukum
adat, tidak bisa dilepaskan dengan adanya hak ul&ak. ulayat
sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai
kompetensi khas padnaasyarakat hukum adat, berupawenangtau
kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku
kedalam maupun keluarOleh karena itu, pengakuan téradap
masyarakat hukum adat dan Haknya dinyatakan dalam Pasal 18B

"LVE

D\DW $PDQGHPHQ NHGXD PHQ\HEXWNDQ EDK.

dan menghormati kesatu#tasatuan masyarakat hukum adat serta
hakhak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

611
Ibid.

" Hermayulis, Status Tanah Ulayat menurut Hukum Adat Minangkabatakultas Hukum
Universitas Andalas, Padang, 2000, hin8,1(dalam A. Suriyaman Mustari Pide, 2007, him.
102).
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Indonesia, yang diatur dalam undaXgQGDQJ ~ 'DQ MXJD SDG
28i ayat (3) &émandemenk HGXD PHQ\HEXWNDQ EDKZD
budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembD QJDQ ]DPDQ GDQ SHUDGDEDQ °

6HGDQJNDQ 3NHGXGXNDQ KDN XODADW GD
undang di negara kiteelah disebutkanbahwa pengakuan tentang
eksistensimasyarakat hukum adat beserta hak ulag@is tanah
tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) ditem Pasal 28kayat (3)UUD
NRI Tahun 1945Namun dalam kenyataannya pengakuan terhadap
keberadaan masyarakat hukum adat besertddlakradisional, yang
biasa disebut hak ulayatas tanahseringkali tidak konsisten dalam
pelaksanaan pembangunan nasiohdik berat hak ulayaatas tanah
adalah penguasaan atas tanah adat beserta seluruh isinya oleh
masyarakat hukum adaPengakuan, pguasaandan pemanfaatan
hak ulayat atas tangtada masyarakat hukum adtitsini bukanlah
dalam arti memiliki tetapi hanyasebatas mengeloldalam ruang
penguasaan saja. Sehinggal ni dapat dilihat dalam peraturan
peraturan perundangan yang diterbitkan. Dalam Undardang
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,
UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentangniak dan Gas,
Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tenaga Listrik, Undang
Undang Nomor 21 tentang OtonoHiihsusus Papua, Undatndang
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya AlndangUndang
Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undamgang Nomor
38 Tahun 2004 tentang Jalan, Unddhgdang Nomor 31 TahuRasal
33 ayat (3) UUD NRI 1945EDKZD 3% XPL GDQ DLU GDQ N
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negaradgmrgunakan
untuk sebesaE HYVDU Q\D NHPDNP XU DWUnhdahD RakokV~ 8 Q (
Agraria nomor 5 tahun 1960 (UUPA No0.5/1960). Pasal 5 UUPA, hak
ullayat dari kelompolkelompok masyarakat adat itu didudukkan pada
tempat yang sewajarnya di dalam alam berbangsabeamegara.
3DbVvDO 883% PHQ\DWDNDQ EDKZD 3SHODNVD (
hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut
kenyatannya masih ada harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan
kepentingan nasional dan negara, yang berdasarle psisgatuan

8 Perubahan keempat UUD 1945 yang disahkan 10 Agustus 2002
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bangsa serta tidak bertentangan dengan urdadgng dan peraturan

ODLQ \DQJ OHELK WLQJJL" 6HGDQJNDQ GDODP
PHQ\DWDNDQ +HakKazad arKdam ruang angkasa sebagai

dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 meliputin: hak guna Ik
SHPHOLKDUDDQ GDQ SHQDQJNDSDQ LNDQ GDQ K
Sedangkan secara khusus Undalmglang Nomor 21 Tahun 2001

tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (selanjutnya disingkat

UU No. 21 Tahun 2001) Bab | Ketentuan Umum dalam Pasal 1 huruf

V PHQ\HEXWNDQ 3+DN 80OD\DW DGDODK KDN SHI
oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang
merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk
mamanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesrajad

peraturan perundan QGDQJDQ" NHPXGLDQ %DE ;, GDOD
D\DW VDPSDL GHQJDQ D\DW AMHEPEHUL 33H!
ODV\DUDNDW $GDW’" 3DSXD VHEDJDL EHULNXW

Ayat (1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati,
melindungi, memberdakan dan mengembangkan Hak
masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum
yang berlaku.

Ayat (2) Hakhak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak
ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga
masyarakat hukuradat yang bersangkutan.

Ayat (3) Pelaksanaanak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya
masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang
bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan
menghormati penguasaan tambah bekas hajatlyang diperoleh
pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan
perundangundangan.

Ayat (4) Penyediaan tanah ulayat tanah perorangan warga masyarakat
hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah
dengan masyarakat kum adat dan warga yang bersangkutan untuk
memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan
maupun imbalannya.

Ayat (5) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi
aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan b&kas ha

158 JurnalKETATANEGARAANolume 0® Juni2018



perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai
kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan.

Kemudian ketentuan yuridis berdasarkan ndhngUndang
Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960(UUPA NO. 5 Tahun 1960)
tersebudi atastelah menberi pengakuan hak ulayatas tanah ulayat
hanya terbatas pada ases®s dan ketentuan dasar secara universal
tanpa memberikan pengaturan secara khusus bagi masyarakat hukum
adat, walaupun telah dikeluarkan kebijakdermen Agraria/Kepala
BPN No. 5 tahurl999 tentangPedoman Penyesuaian Masalah Hak
Ulayat Masyarakat Hukum Adalimaksudkan sebagai pedoman bagi
daerah, yakni daerah Otonom menudid No. 22 Tahun1999 untuk
melakukan urusan pertanahan dalam kaitannya dengan hak ulayat
yang masih ada di daeramudian setelah berlaku UU No. 32 Tahun
2004 yang diubah dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daeralgapat mengatasi konflikonflik (sengketa)
tamah selama ini. Sehingga dalam penerapanaiap danbatasan
pengakuan pemerintah terhadap hak ulayas tanaldan masyarakat
hukum adat menjadi tidak jelas.

Ketidakkelasan batasan pengakuan menjadi poteémsiflik
(sengketa)terhadap eksistensi keduduk hak ulayat atas tanah
dewasaini di Provinsi Papua memiliki kebhinnekaan masyarakat
hukum adat (suksuku/klenklen/margamarga) yang tersebar
berdasarkan ekologi kebudayaan dataran tingigih(land : daerah
pegunungan, prgpegunun@gn dan dataranrendah low land :
sungai/kali, danau, rawa, pesisir pantai, dan pulau/kepulauan dengan 7
(tujuh) wilayah adat di tanah Papua yaiti) La Pago.2) Me Pago3)

Ha Anim, 4) Saireri, 5) Tabi/Mamta(berada di provinsi Papua), 6)
Bomberay, 7) Domberai (Provinsi Papua Barat) serta dengan
kebhinnekaan struktur pemerintahan adat menurut J.R. Mansoben
(1994) ada 4 tipe sistem politik tradisional yaitu : 1) sistem Big Man,
2) Klan/marga, 3) Raja, dan 4) Campuran. -éepat tipe
pemerintahan adat tersebut, memifikran penting dalam penguasaan
dan pemilikan hak ulayat atas tanah ulayat masyarakat hukum adat
dan tanah perorangan masyarakat hukum agakingmasing
berdasarkan sistem kekerabatan dan kelembagaan hukum adat.
Misalnya: padawilayah masyarakatukumadat Kabupaten Jayapura
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dengan tipe pemerintahan adat klen/margad(@f) berada dalam 12

(dua belas) wdyah adat Tabi/Mamta Maka perlu dilakukan

identifikasi danpenataarbatasbataswilayah adat dan hak ulayat atas

tanah ulayatdanatau pengkajianaturanaturan ideal dan prosedural

dalamsistem penguasaapemanfaatan, dgmemilikan hak ulayaatas

tanah ulayat berdasarkanindigenous knowledge sistem hukum

kekerabatardan kelembagaan hukum adaebagaiacuankualitatif

untuk menopangidentifikasi penyusunan tata ruang wilayah 7

wilayah pembangunakabupatenJayapura, termasuk wilayah distrik,

dan wilayah kampung secara administrasi dan/atau kuant@atiftoh

lain misalnya ebagai langkah awal adang&ap penerintah dalam

hal kebijakan pertat@n sebagaimana tertian dalam berbagai
pembentukan PereRerda Hak Ulayat di kabupaten/kota di Provinsi

Papua. Lebih lanjut misalnya terhadd@ HQJDNXDQ +DN 8OD\DW |
Tanah Masyarakat Hukum Adat Amungme Dalam Wilayah
Pertambangan PT. Freeport Indonesit DDEXSDWHQ OLPLND ™ R(
negara dalam bentuk kebijakan (regula8igrtanahanParaturan

Daerah (PERDA).

Isu keberadaarPT. Freeport Indonesiasé€lanjutnya di sebut
PTFI) beroperasi di wilayah masyarakatkum adasuku Amungme
di daerah ekologi kebudayaan dataran tindgiigh land dan suku
Kamoro di daerah ekologi kebudayaan dataran rentaklafd).
Selama PTFI beroperasi terus berdampingan dengan masyarakat
hukum adatdi kedua wilayah tersebut. PTFI telah mendapatkan izin
dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan
eksplorasi dan eksploitasi di wilayah tersebut serta izin sosial dari
masyarakat adat kedua suku (Amungme dan Kamoro)untuk
menggunakan wilayah masyarakat adat sebagai wilayah
pertambangan Sebagai komitmentnya PTFI melakukan berbagai
kegiatan pengembangainfrastruktur sosialbagi masyarakatdat
kedua suku dimaksugang wilayahnya digunakan sebagelayah
pertambangaratau wilayah terkena dampak operasi PTHRlamun
dalam perkembangannya, masyata hukum adat kedua suku
(Amungme dan Kamoro)pada kelompok lebih kecilmengatas
namakarkampung datatauklen/marga) terutama pada generasi yang
lebih muda, kerap tidak sepaham dengan izin sogmalg sudah

160 JurnaKETATANEGARAANolume 0® Juni2018



dimiliki tersebut dan menekan PTFI untuk merikaer kompensasi
terhadap wilayah®W D QD K D AdyaV rivdsy®dkd hukum adat
yang dijadikan sebagailayah petambangaRTFI| atau yang terkena
dampak dari kegiatan operasi PTFI. Tetapi, bhtdas wilayah
tradisional(adat) yang diklaim oleh kelompoknarga tersebut masih
didasarkan pada pengakuan sepihak dan tidak memiliki legitimasi
tradisional dari semua kelompok masyarakdengan dasar
kesepakatakesepakatan antar klen/marga dari kedua suku tersebut
dengan musyawarah mufakaterap ditemui, satu olek wilayah
diklaim oleh beberapklen/marga/kelompok yang berbeda. Kondisi
tersebut menyebabkaan PTFI berada pada posisi dilematis, karena
PTFI tidak memiliki data dasar tentang babasas hakulayat atas
tanah adatflayat dari setiap klen/marcga, sehirgga tidak tahu
bagaimana harus merespon tuntutan tersdleutitama masyarakat
hukum adat Amungme dari 3 (tiga) lembah vyaitu : 1) lembah
masyarakat hukum adat Tsinga, 2) lembah masyarakat hukum adat
Waa Banti, dan 3) lembah masyarakat hukum adat Arwanop,
dihadapkan dengan 6 (enam) suku tetangga lainnya didaerah
haighlandseperti : suku Damal, suku Moni, suku Nduga, suku Mee,
dan suku Dani Barat, dan suku Kamoro di daerah dataran rdodah (
land).

Di sisi lain jika hal ini dibiarkan, maka sangat berpotensi
meningkatkan ¥esiko saial® bagi PTFI dan bisa menimbulkan
konflik horizontal yang berkepanjangandi antara kelompok
masyarakatD GDW VXNX PDUJD \DQJ PHQJDNXL SH
KDN SHURUDQJDQ  DWDYV . @&itReld3@nlbatas D WD X
batas ilayahtanah adatflayat antar marga dan kelompalasyarakat
dan masyarakatadat juga menimbulkan hambatan dalam proses
pembangunaberkelanjutardi wilayah kabupaterMimika, khusunya
jika rencana pembangunan tersebut berkaitan dengan penggunaan
lahan (tarah) Agar memperjelas batémtas haktanah adatflayat
pada kelompok masyarakat adat baik itu di tingkat marga ataupun
kampung. Peta hatanah adatlayat margamarga tersebut tentunya
harus mendapat pengakuan dan legitimdsitang dari semua
kelompok masyarakat adasuku Kamorodan pemerintah daerah
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Mimika, sehingga bisa menjadi rujukan yang sah dan diterima oleh
semua pihak.

Secara budaya danukum pada masyarakat hukum adat
Amungme diKabupaterMimika, di manahak ulayatatas tanah di 3
(tiga) lembah yaitu : 1) lembah masyarakat hukum adat Tsinga, 2)
lembah masyarakat hukum adat Waa Banti, dan 3) lembah masyarakat
hukum adat Arwanop dalam wilayah pertambangan PT. Freeport
Indonesia, dengatatasbatas penguasaan, pemilikalan peman
faatanhak ulayat atasanah dalam tatanan budagilan hukumyang
berlaku dalam pengaturan tentapgnataan tata ruang wilayah adat
(hak ulayat atas tanah ulayatinerupakan aturan yang diturunkan
masyarakat adat hukum kabupaten Mimilei generai ke generasi
secara lisan, sehingga kejelasannya sangatfrédatiiua hal tersebut
mengakibatkan banyak terjadinflik internal maupunexternaldalam
penanganan permasalahan yang berhubungan dengan hakatgeyat
tanah ulayatmasyarakat adakabupatenJayapuradengan pihak
pemerintah, swasta atdunia usaha (pengusapefusahagn

Konflik atau permasalahan yang sering terjadi mengakibatkan
timbulnya sikap atau pandangayang berbedapersepsi antara
pemerintah (birokrat), masyarakat dan UU khususnya(UUPA).
Konflik hak ulayat atas tanah ulayatyang terjadi dari sisi
pemerintaharsering dipandang sebagai penghambat pembanglinan
pihak masyarakasedangkan UU hanya memberi pengakuan bukan
pengaturan. Sehinggaenimbulkan sikap atau pandangaasyarakat
hukum adat Amungme di 3 (tigd@mbahtersebut,sebagai bentuk
perampasan atgpenguasaan halayatatas tanah yang telatimiliki
secara turwtemurun. Sebagai langkahstrategis perencanaan
pembangunan daerah Kabupakdimika untuk mendukung penyem
pumaan penyusunanatd ruang wilayah adat atas tanah ulayat
kabupatenMimika sebagaimana disebutkan di atddaka sangat
diperlukan kajian mendasar rilssisi budaya dan hukummengenai
penataaratau pemetaabatasbatas hak ulayadtas tanah ulaydtata
ruang wilayah adat atau ruantjak ulayatatas tanah sehingga
WHUFHUPLQ 33HQJDNXDQ +DN 80OD\DW $WDV 7DC
Adat Amungme Dalam Wilayah Pertambangan PT. Freeport
,QGRQHVLD 'L .DE X 8dlaW hh&yarakat hNikbim adat ada
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11 wilayahadat di tanah Amungsa, hamun yang menjadi fokus kajian
adalah 3 (tiga) wilayah adat yaitu : 1) lembah wilayah masyarakat
hukum adat Tsinga, 2) lembah wilayah masyarakat hukum adat Waa
Banti, dan 3) lembah wilayah masyarakat hukum adat Arwanop dalam
wilayah pertambangan PFreeport Indonesia.

Potret isu (kasus) yang diperoleh melalui studi awal melaui
pengamatan dan wawancara secara kualitatif di lapangan oleh Tim
teknis peneliti Universitas Cenderawasih Jayapura bersama Lembaga
Masyarakat Hukum Adat Ammgme (LEMASA) yang mengiden
tifikasi 3 (tiga) wilayah masyarakat hukum adat dari 11 wilayah adat
yaitu : 1) lembah masyarakat hukum adat Tsinga, 2) lembah
masyarakat hukum adat Waa Banti, dan 3) lembah masyarakat hukum
adat Arwanop dalam wilayah pertambangPT. Freeport Indonesia,
Kabupaten Mimika. Studi dimaksud menunjukkan bahwa salah satu
sebab dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat
Amungme di 3 lembah wilayah adat tersebut di kabupaten Mimika
DGDODK GHQJDQ D G#$&asDtarfaBdat) XiRiD308ia0
PHQMDGL QLODL HNRQRPL GDODP GHNDGH
Sehingga mempengaruhi struktur sosial, budaya, politik, ekonomi, dan
hukum dalam kehidupan komunal (solidaritas sosial) bergeser nilai
menjadi kehidupan individual (individuatiee)?

Bersamaan dengan itkeadaan atau belum lengkapnya aturan
hukum yang menangpung dan mengatur aggplek penguasaan dan
pemilikan hakhak atas tanah ulayat yang diwariskan secara kolektif
oleh suku, klen/marga/keret/faam dan keluarga inti dalamukent
bentuk tanah ulayat. Dibagian lain pelaksanaan hukum atas tanah
ulayat oleh masyarakat hukum adat Amungme di 3 (tiga) lembah
masyarakat hukum adat : 1) lembah masyarakat hukum adat Tsinga,
2) lembah masyarakat hukum adat Waa Banti, dan 3) lembah
masyarfiat hukum adat Arwanop dalam wilayah pertambangan PT.
Freeport Indonesia yang dibangun atas dasar kolektivitas, cenderung
berorientasi pada individualisme saja jugglum memberikan tempat
bagi pengaturan hakak atas tanah ulayat yang dilatarbelakandh ole

° Tim Teknis Peneliti UNCEN & LEMASA,3,GHQWLILNDVL +DN .HSHRKUOLNDQ 7C
Amungme Dalam Wilayah Pertambangan Amungme Dalam Wilayah Pertambangan PT.
JUHHSRUW [0 aRupaiev Miniika Provinsi Papua, 2014.
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konsepsikonsepsi budaya, hukum, dan hukum adat yang membangun
atas dasarkolektivitas tersebut. Kesulitan ini lagi diperburuk
keadaannya oleh pluralisme budaya dan hukum (kemajemukan
hukum/budaya) dan/atau keragaman sistem hukum (hukum negara,
hukum adg hukum agama dan kebiasaeebiasaan lain), pluralisme
budaya meliputi : struktur dan organisasi sosial serta struktur dasar
ekonomi tradisional yang mendasari penguasaan dan pemilikan serta
pemanfatan tanah ulayat di 3 (tiga) lembah wilayah masyarakat
hukum adat di kabupaten Mimika dewasa ini.

Dicermati adanya kesulitan pengakuan dan pengaturan tanah
ulayat sebagaimana disebutkan di atas, yang ditimbulkan oleh
orientasi hukum dan budaya yang berada antara hukum adat, hukum
agama dan hukum negara disatu pihak dan keanekaragaman
kebudayaamlengarkelompoksukuy klen, marga, keret, dan faan3
(tiga) wilayah masyarakat hukum adat kabupaten Mimika di lain
pihak, maka masalah yang dihadapi secara konseptual adalah
timbulnya perbedaan presepsi antara masyarakat hukum adat
Amungme, Pemerintah Daerah, dan PT. FI mengenai pengakuan dan
perlindurgan terhadap hak ulayat atas tanah, sehingga timbul
SSHUQ\DWDDQ PHQJHQDL GDUL Rma@aiMikK KDUXV (
memberikan tempat bagi pengakuan dan pengaturan hak ulayat atas
tanah oleh dan dalam hukumMegard'®~ dan/atau dalam bentuk
PERDA (Peraturan' DHUDK WHQWDQJ 33HQJDNXDQ +DN
Tanah Masyarakat Hukum Adat Amungme Dalam Wilayah
SHUWDPEDQJDQ 37 )J)UHHSRUW ,QGRQHVLD 'L .DI
pelaksanaan pembangungng berkelanjutabagi kesejahteraan dan
keadilan masyarakat umum khususrdia3 (tiga) lembah wilayah
masyarakat hukum adat Amungme vaitu : 1) lembah masyarakat
hukum adat Tsinga, 2) lembah masyarakat hukum adat Waa Banti,
dan 3) lembah masyarakat hukum adat Arwanapard wiayah
pertambangan PT.FI.

Pemahaman Pertanahan Dalam Dnensi Budaya

Studi tentang masalah hak ulayat atas tanah di Indonesia, secara
normatif maupun empiris menggambarkan bahwa tanah hak ulayat
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cenderung berada daladimensibudayadanhukumpada masyarakat
hukum adat Studi dalam dimensi budayerhadap tara umumnya
memperlihatkan eksistensi tanah dalam berbagai dimensi kehidupan
masyarakat dalam suatu negara merdeka, baik dari sisi kolonialisme,
perubahan cultural, perubahan struktur masyarakat dengan domain
politik praktik penguasaan dan pemanfaatan tarddl. ini dapat
memahami pada budaya Taro Goh (1998) yang memperlihatkan
bahwa perubahan pola penguasaan tanah gistém komunake
individu. Jawa abad 19 merupakan akibat penetrasi budaya Eropa
sehingga praktis perubahan tak dapat dihindari. SRudiviaguti
memperlihatkan bahwa ketika Undadgdang Pokok Agraria
(UUPA) dibuat tahun 1960 konsepcushite ada(pengakuan secara
adat) dari pemerintah kolonial Belanda ikut teradopsi. Hal demikian
dapat dipahami dengan sejumlah tanelzognitieadat versi nasional,
seperti penyerahan surat pelepasan hak ulayat tokoh masyarakat adat,
maka status tanah mengalami perubahan, hak ulayat menjadi tanah
negara.

Di bagian Sudjatmikd? membandingkan sejarah feodalisme
dalam penerapalandreformdengan Erpa. Di Eropa tanah dikuasi
tuantuan tanah dan tersentralisir. Sedangkan di Indonesia khususnya
di Jawa struktur pemilikan tanah adalah milik dewa atau Tuhan.
Tanah secara penuh dikuasai oleh raja sebagai wakil Tuhan di muka
bumi. Pandangan ini telah diakodir oleh Laksono (1985) bahwa (1)
akibat keterbatasan informasi tentang kehidupan sosial masyarakat
pada kuas prokolonial; (2) akibat umumnya informasi yang tersedia
hanya hubungan dengan administrasi kerajaan, sehingga lebih
menggambarkan hirarki wewemg dan distribusi kekuasaan dalam
kerajaan; (3) adanya penelitian selalu mengkonstruksi dan mereduksi
masyarakat ke dalam hubungan yang terjalin karena pengelolaan
sumber yang terkait dengan pengarahan dan pengaturan tenaga
manusia.Sehingga masyarakat pet desa dan produksinya selalu
dikontrol oleh kerajaan. Lebih lanjut Laksono menyebutkan bahwa
pandangan seperti ini muda sekali membawa seorang peneliti pada

% sudjatmo, Op Cit, 2000.
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anggapan sempit yang hanya melihat masyarakat desa Jawa sebagai
masyarakat kelas berstratifikabi

Ada kemungkinan analisis sudjatmiko hanya terfokus hanya
terfokus pada petani jawa dalam lingkup kerajaan. Hal ini sangat
kontras dengan elaborasi Onghokam (1975 dan 1979) yang membagi
dua kelas sosial penguasaan tanah petani jawa,pygitu (kelompok
elit aristocra dan sikagpemilik tanah), petani, serta istilah numpang
(petani tidak bertanah yang tergantung pada sikap). Tesis Ongkokan
itu berusaha untuk menolak pandangan teoritis politik pemerintah
Belanda yang beranggapan bahwa tanahililinsecara komunal
melalui penguasaan raja, tetapi sebenarnya penguasaan tanah tersebut
hanya sebagai sebuah fenomena komunikasi kepemilikan individu
yang disebusawah pusakaBagi Lakson&’ (1985), ia menunjukkan
bahwa walaupun degelenBerstradisikerajawian dan terdapat pada
lingkup kerajaan jelas sekali menggambarkan masyarakat desa Jawa
tersusun secarberlapis menurut penguasaannya atas tanah, seperti
lapisan kuli baku,hidung, pondokatau numpangdan rakyat Jadi
studistudi  Etnografi yang ditampilkan di atas umumnya
memperlihatkan bahwa sistem penguasaan dan pemanfaatan tanah
sangat didominasileh beberapa aspek yakni aspek historis, metologi,
struktural sosial, geneologi dan ritual, oleh karena tanah didant
sebagafenomena bernilai &aal dan bukarekonomi belaka

Studi Erarj ** tentang perspektif orang Melanesia bahwa tanah
bukanlah sekedar benda tanpa roh. Namun tanah adalah komponen
yang dimiliki dimensi spiritual sehingga seluruh dimensi hidup
mantsia berpusat pada tanah. Atas dasar demikian timbul masalah
bagaimana keterkaitan domain kekuasaan negara yang sifatnya
universalisticdanfragmentasiaturan (prulisme hukungntaraaturan
adatdan aturan negargyang sering bertolak belakang dalam upaya
penataan dan pengelolaan tanah bagi kepentingan pembangunan
dewasa iniUntuk itu pertentangan beberapa hasil studi dalam konteks
budayadan hukumterhadap tanah ulayat merupakan bagian penting

| aksono, P.M.Tradisi Dalam Struktur Masyarakat Jawa Kerajaan dan Pedesaan:ukiih
Model Berpikir JawayY ogyakarta, UGMPress1985.

'2Laksono, P.M.|bid 1985.

13 Erari Phil Karel, Tanah Kita, Hidup Kita; Pendekatan Budaya Melanesia Dalam Rangka
Krisis Ekologi Global Prisma, 6 Jurluli. Jakarta. 1997.
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melengkapi kekurangan stustudi di atas, terutama terhadap
masyarakat adat Papua yang telah mengalami berbagai perubahan
struktur sosiatlan status nilai tanah. Sehingga pemahaman yang utuh
terhadapkeberadaan hak ulaywtnah ulayatdan hak perorangan
mensyaratkan pemahaman terhad#pktur masyarakaadat Papua
yang pluralistk berdasarkan karakteristik ekologi kebudaya@ieh
karena pemahaman terhadap struktur sosial sangat terkait dengan
struktur hak kepemilikan dan penguasaan sergemanfaatan tanah
(tanah Ulayat) Menurut Geert2* (1983) berpendapat bahwa ustiur
kepemilikan tanah merupakan bentuk spesifik dari pola sosial dan
hanya merupakan diri dalam simissinbol kelembagaan yang rumit.
Contoh J.R Mansobemembebagempattipologi tipe kepemimpinan
tradisionaldi TanahPapua, yaitu 1) Tipe Bigan padaorang Dani
Damal, Nduga, Mee, dan Amungndé daerah Pegunungafengah

dan Tengah bagian Barat) Tipe Kepala Sulkidlen (Ondoafi) pada
orang Sentani Kemtuk, Genyem, Namblong, Tepera, dan Ormu
(kabupatenJayapura); 3) Tipe Pertuanan (Raja) pada orangFaak

dan Kepulauan Raja Ampat (Sorong); 4) Tipe Campuran pada orang
Wandanen Waropen dan BialNumfor.”® Dan juga tujuh wilayah
adat yaitu : 1) Tabi/Mamta, 2) Saireri, 3) Mee Pago, 4) Lapago, 5) Ha
Anim, 6) Bomberai, dan 7) Domberai (6rd@ masuk Provinsidpua
Barat).

Keempat tipe kepemimpinan ini sangat terkait dengan
kedudukan (status dan peran) mereka dalam sistem penguasaan,
pemilikan dan pemanfaatan taramah ulayat serta memberi
keputusan adat terhadap perubasiatus qo atas tanaklayat

Studi Suparlan™® (1991) menggambarkan hak penataan tanah
komunal biasanya diserahkan kepada kepala klen (keret/marga). Jika
suatu ketika tanah alih fungsikan (dijual) maka kepala-ldbnyang
bertanggung jawab. Namun tidak memiliki Otoritas sendiri untuk
menjualtetapi dirundingkan bersama dengan klen (keret/marganya).

4 Geertz M, Agricultural Involution; The Processes of Ecological Change in Indonesia.
Barkeley University of California Press. 1983.

1% J.R. Mansoben, Op Cit 1995

*® Suparlan, Op Cit. 1991
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Sedangkan studi Haria'’ pada orang Skav (Jayapura)
memperlihatkan juga bahwa kewenangliarsory (kepala adat)
sangat sentral dalam penataan, pembagian, pelepasan dan
penyelesaian konfliksengketa) tanah di wilayah adatnya. Hal serupa
digambarkan pada studi Reythipada masyarakat adatimboran
dimana kewenangariram tercermin adanyalembaga eksekutif,
legislatif dan yudikatif secara tradisional ada dalam struktur
kepemimpinan adairém) yang sangat sentral dalam mengendalikan
dimensi kehidupanmasyarakat dibidangosial budaya, ekonomi,
politik, hukum bagi warganya termasuk pola penguasaan, pemilikan
dan pemanfaatan tanallayat termasuk yang diperuntukkan bagi
kepentingan dan kebutuhanpembangunansecara berkelanjutan
Sehinggasecara universdiubungan antara manusia dan tanah selalu
berkaitandenganbagaimana manusia memperlakukan tanah sebagai
bagian yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat adat
Kemudian dalam studi lainReumi®, pada sku Amungmesecara
sentral pada kepemimpinan adatyang disebut Menagawan
berdasarkan struktur kekerabatan fokus kepadatyyaitu momdan
magai bahwa pengusaan, pemilikan, pemanfaatan taukdyat
dipegang oleh suku, klémarga/keret/faandan keluarga Intibatih
dalam satu wilayah persekutuan hukum a8atdangkamstudi berikut
Reumi bagi sku Kamoro, kepemimpinan adatisebut Weyaikuy
dimanatanahulayatdi kuasai berdasarkaprinsip taparutaparu dari
klen-klen/margamargakeretkeret dengarmengacu kepada struktur
sistem kekerabataf.

Dengan demikian ada lima dim& pokok tanah yang diambil
dari penjelasandi atasyaitu 1) tanah sebagailentitas budaya2)
tanah sebagai bagian dari struktur sosial, 3) tanah sebagai sumber
ekonomis, 4) tamh sebagai fenomena politik dan 5) tanah sebagai

" Hetaria M,Pembebasan Tanah Adat Untuk Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Kec. Abepura,
Khususnya di Wilayah Tanah Adat Masyarakat Nafaporan Penelitian FAUNCEN. 1991.
®peranan Pranata Adat Dalam Penyelesaian Pembebasan Tanah Adat Pada Masyarakat Adat
Nimboran d Jayapura,Laporan Penelitian. 2000

Reumi FransSituasi Pluralisme Hukum dan Penyelesaian Sengketa (Suatu Kajian Antropologi
Hukum) Jurnal Antropologi Papua. Vol Il 6 April 2004. No. ISSN. 16989 Amungme. 2004.
Reumi, Frans, kk, Hukum Adat SukuAmungme dan Kamoro di Timika Irian Jaya,
Tembagapura, PT. Freeport Indonesia. 1999.
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sumber sengketa (konflikymelekat dalam kehidupan masyarakat
hukum adat suku Amungme maupun suku Kamoro.

Pemahaman Pertanahan Dalam Dimensi Hukum
1. Pengertian Hak Penguasaan Atas Tanah

Hak penguasaan attenah dalam pemahaman juridis adalah
permukaan bumi. Sedangkan Hadk atas tanah adalah hak atas
sebaghn tertentu permukaan bungangberdimensidua dengan
ukuran panjang dan lebar.

Tanah yang diberikan kepada dan dipunyai oleh orang
dengan hak yang disliakan oleh Undargndang Pokok Agraria
(UUPA) adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikan
Nya dan dipunyainya tanah dengan {mak tersebut tidak akan

bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai

permukaan bumi, tetapi juga tubbbimi yang ada di bawahnya,
dan air serta ruang yang ada di atasnya.

Dengan demikian, maka yang dipunyai dengan hak atas
tanah yang diberikan itu adalah tanahnya dalam arti sebagian

tertentu dari permukaan bumi. Oleh karena pemegang hak hanya

boleh mengguakannya dalam batdmtas yang wajer
2. Hak Menguasai Negara

Pelimpahan tugas kewenangan bangsa Indonesia dilakukan
pada waktu penyusunan Undadgdang Dasar 1945 yaitu Pasal
33 ayat(3) danayat @) UUD 1945 (amandemen keempat),

menunjukkan bahwa hak menguasai negara adalah hubungan

hukum yang kongkrit antara negara dengan tanah di seluruh
wilayah Indonesia, meliputi tanahnah yang tidak atau belum
maupun yang sudah dikuasai dengan -hak peroragan.

Sedangkan yang tidak boleh UUPA tasiahah itu dikuasai

langsung oleh negara (Pasal 37, 41, 43 dan 49), untuk kesatuan

perekonomian nasionélhat Pasal 2 UUPA).

2 Irene Eka SihombingSegisegi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunarl)niversitas Trisaksi, Jakarta. 2005.
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3. Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat

Hak ulayatadalah serangkaian wewenang dan kewajiban
suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah
yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.

Wewenang dan kewajiban ini ada yang termasuk bidang
hukumPerdata yaitu adanya unsur kepunyaan bersama atas tanah
tersebut dan ada yang termasuk hukum publik, yaitu tugas
kewenangan untuk mengelola, mengatur dan Hak ulayat
dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat dari
masyarakat hukum adat yang bersanghkutOrangorang asing
yang termasuk menggunakan tanah harus mendapatkan ijin dari
penguasa adatnya.

Dengan mengingat ketentuaalam Rsal 1 dan 2 UUPA
pelaksanaan hak ulayat dan Hak yang serupa dari
masyarakamasyarakat hukum adat sepanjang menurut
kenyataannya masih ada, harus demikian rupa sehingga sesuai
dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasar atas
persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan UU dan
peraturan lain yang lebih tinggi. Datalam Risal 3 UUPA dapat
dilihat, bahva hak ulayat ini keberadaannya diakui sepanjang
menurut kenyataannya hak tersebut masihdd@®A dan hukum
tanah nasional kita tidak menghapus hak ulayat, tetapi juga tidak
akan mengaturnya. Mengatur hak ulayat dapat berakibat
melemahkan eksistensinya. dagal perkembangan masyarakat
menunjukkan kecenderungan akan hapusnya hak ulayat melalui
proses alamiah yaitu dengan menjadi kuatnya -Hadk
perorangan dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

4. Hak Ulayat Atas Tanah

Hak Ulayat adalah hak utama dalgrmarsekutuan hukum
adat bangsa Indones&au masyarakat hukum atas tanafn
vollenhovenseorang ahli berkebangsaan Belanda yang banyak
menulis tentang kebudayaan Suku Bangsa Indonesia menyatakan
bahwa hak ulayat atau dalam bahasa Belanda disebut

2 rene E. Sihombingbid, 2005
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BeschiNLQJV 5Mdhlrw Eddy Ruchijdt yang dimaksud

dengan Hak Ulayat adalah®:+ DN GHVD PHQXUXW KXNX
kewenangannya untuk menguasai tanah dalam lingkungan
daerahnya buat kepentingan angegmtggotanya atau untuk
kepentingan orang luar (oraaging) dengan membayar kerugian
kepada desa dalam hal ini desa turut campur dengan pembukaan
tanah atau turut campur dalam perkpeskara yang terjadi di
VXDWX \DQJ EHOXP GX&ddvkals medyadakay D L N D
persekutuan hukum adat dengan tanah tatdapbungan yang

erat sekali, bersifat komunalistik religius, hal ini menyebabkan
persekutuan masyarakat hukum adat memperoleh hak untuk
memanfaatkan tanah tersebut dengan memungut hasilnya dan
berburu binatang, membuka kebun, hal demikianlah yang disebut
Hak Ulayat.

Menurut PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999, yang
dimaksud dengan Hak Ulayat adalah3.: HZHQDQJDQ \DQ
menurut hukum adat yang dipunyai oleh masyarakat Hukum
Adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan
hidup para warganya untuk memgfail manfaat dari sumber daya
alam termasuk tanah dan wilayah tersebut bagi kelengsungan
hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara
alamiah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara
masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang
bersangkutah Sedangkan menuriRelaturan Merteri Agrarian
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasidt@inor 9 Tahun
2015 tentang3Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah
Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam
kawasai PHQMD GL teMadal ¥nlNIXd3i hukum terhdap
subjek dan objek hukum apatksama dengan hak ulayat atau
tidak ?

% EddyRuchijat, 1986, Op Cit. him. 31
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Kebijakan Pertanahan DalamHak Komunal dan Hak Ulayat

Ada beberap@atatan rendasamberupa pertanyaayang dapat
diajukanMaria S.W Sumardjon8’, sebagakomentar ata®emturan
Merteri Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nadiabr
9 Tahun 2015 tentangTata Cara Penetapan Hak Komunal Atas
Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam
kawasartertentu” dibawah ini

1) Apakah Hak Komuraini sama atau dipersamakan dengan hak
ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana pengertian teknis
yuridis yang dikenal dalam peraturan perundandangan yang
berlaku?

2) Dimana tempat Hak Komunal dalam sistem hukum pertanahan
nasional sesuai Penjelasan Umum(2) UU Pokok Agraria
(UUPA)?

3) Karena pengertian Hak Komunal dalam Pasal 1 angka 1 permen
terdiri atas dua kelompok subyek, yakni Masyarakat Hukum Adat
dan noAMasyarakat Hukum Adat, bagaimana cara terjadinya Hak
Komunal masingmasing?

4) Karena dengaterlakunya permen ini Peraturan Mentri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999
tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat
Adat telah dicabut, bagaimana dengan eksistensi hak ulayat
sebagaimana diatur dalam UUPA ndabebagai peraturan
perundangundangan yang berlaku?

Memaknai empat pertanyaarersebut, sudah barang tentu
menjadi perhatian Pemerintah dan DPR terhadap implikasi hukum
yang timbul didalam kehidupan masyarakat hukum adat, UUPA, dan
PerdaPerda daerah ang penamaannya adalah Perda Hak Ulayat
bukan Perda Hak Komunal, serta dari segi subjek dan Objek hukum,
ciri-cirinya apakah sama dengan hak ulayat. Sehingga menjadi isu
hukum dan sosial yang menjadi perhatian bagi kepastian hukum bagi

2 Maria S.W Sumardjondhwal Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adzom
Kompas Propertihttps:.//property.kompas.cor®015
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kesejhteraan masy&a hukum adat Indonesia. Khususnya
masyarakat hukum adat Papua.

Adapunbeberapa isu mendasar atas ke empat pertanyaan di atas
olehMaria S.W Sumardjorfdsebagai berikut :

Isu pertama,ampak Permen ini menyamakan Hak Komunal
dengan Hak Ulayat dengaP HQJJXQDNDQ LVWLODK 3+D|
SWDQDK PLOLN EHUVDPD” 3KDN XOD\DW’™ EDU]I
ada implikasi hukumnya. Namun, ketika istilah itu dirumuskan dalam
peraturan perundangndangan harus jelas konsepsinya karena ada
implikasi hukumnya. Penyamaan itu antara lain tampak dalam
NRQVLGHUDQV KXUXI E BSEDKZD KXNXP WD
mengakui adanya hak komunal dan yang serupa itu dari Masyarakat
Hukum Adat, sepanjang pada kenyataannya masih ada, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 UU No @fun 1960 tentang Peraturan
Dasar PokokSRNRN $JUDULD ~ 6HEDJDLPDQD GLNH
tak menyebutkan tentang Hak Komunal, tetapi merumuskan tentang
hak ulayat. Demikian juga dari rumusan Pasal 17 permen yang
EHUEXQ\L VHEDJDL EHULMXAtat d&DhAkCatda® ND W
tanahnya yang sudah ada dan telah ditetapkan sebelum permen ini
berlaku tetap dan sah dan dapat diberikan hak komunal atas
WDQDKQ\D” GDSDW GLVLPSXONDQ EDKZD
Masyarakat Hukum Adat yang sudah ada itu sejatinya ads&h
ulayat sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan daerah, yang oleh
permen disamakan atau bahkan diganti dengan Hak Komunal.

Merancukan Hak Komunal dan hak ulayat dalam permen itu
hakikatnya adalah membangun fiksi hukum, karena hak ulayat dan
Hak Komunal itu punya karakteristik berbeda tetapi oleh permen
dianggap sama. Hak Ulayat itu berdimensi publik sekaligus perdata.
Dimensinya publiknya tampak dalam kewegan Masyarakat
Huknum Adat untuk mengatur (1) tanah/wilayah sebagai ruang
hidupnya terkait pemanfaatannya termasuk pemeliharaannya; (2)
hubungan hukum antara Masyarakat Hukum Adat dan tanahnya; (3)
perbuatan hukum terkait dengan tanah Masyarakat Hukum Adat.
dimensi perdata hak ulayat tampak dalam manifestasi hak ulayat

% Maria S.W Sumardjondbid
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sebagai kepnuayaan bersanktal ulayat itu bukan hak atas tanah
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasajo4Pasal 16 UUPA.
Sebaliknya, Hak Komunal atas tanh itu dimaknai sebagai hak atas
tanah (Pasal 1 angka 10 Permen). Lebih lanjut, karena Hak Komunal
itu dikategorikan sebagai hakaattanah, maka terhadap Hak Komunal
dapat diterbitkan sertifikatnya (Pasal 13 Ayat 3 Permen). Sebaliknya,
karena hak ulayat itu bukan hak atas tanah, maka keberadaan hak
ulayat itu dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dan apabila
batasbatasnya daat ditentukan menurut tata cara pendaftaran tanah,
batas tersebut digambarkan pada peta dasar pendaftaran tanah dan
dicatat dalam daftar tanah; di atas tanah ulayat itu tidak diterbitkan
sertifikat. Dengan dicabutnya Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 perihal
pendaftaran hak ulayat ini menjadi tidak jelas nasibnya.

Isu kedua, kedudukan hak komunal Masyarakat Hukum Adat
dalam sistem hukum tanah nasionsllengacu Penjelasan Umum I
(2) UUPA dalam hubungma antara negara dan tanah terdapat tiga
entitas tanah: (1) tanah negara yang kewenangannya beraspek publik;
(2) tanah hak yang dipunyai orang perorangan atau badan hukum yang
kewenangannya beraspek perdata; (3) tanah ulayat Maysrakat Hukum
Adat kewenaganrmyberaspek publik dan perdata.

Bagaimana Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat atas tanah
yang dimaksud oleh permen? Terhadap Hak Komunal yang subyek
hukumnya adalah Masyarakat Hukum Adat, jelas tak dapat
dimaksudkan dalam kategori hak ulayat karena Hak Kohhaaya
berdimensi perdata. Apakah hak komunal Masyarakat Hukum Adat
sebagai hak atas tanah menurut UUPA dengan segala isi
kewenangannya: mengalihkan, mewariskan, menjadikan hak atas
tanah sebagai jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan?
Tampaknya halni juga bukan karakteristik Hak Komunal karena
Pasal 14 Permen menyebutkan bahwa hak komunal Masyarakat
Hukum Adat telah bersertifikat dapat dikerjasamakan dengan pihak
ketiga.

Barangkali jika hak komunal Masyarakat Hukum Adat
disandingkan dengan hak w& Masyarakat Hukum Adat dapat
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dicermati konsepsi tentang ulayat nagari dan ulayat kaum di
Minagkabau. Ulayat nagari adalah hak ulayat yang secara teknis
yuridis dimaksudkan dalam Pasal 3 UUPA Nagari terdiri dari
kelompok masyarakat yang mempunyai wilaydgngan batabatas
tertentu, mempunyai pemerinatahan sendiri dan harta kekayaan
sendiri, lengkap dengan pengaturannya. Adapun ulayat kaum tak
termasuk kategori tanah ulayat secara teknis yuridis, tetapi merupakan
tanah milik adat yang bersifat komunalwatanah milik kaum. Kaum
adalah suatu kelompok (persekutuan) yang memiliki satu bidang atau
beberapabidang secara komunal dan tummenurun di bawah
pimpinan mamak kepala waris. Barangkali yang dimaksudkan hak
komunal Masyarakat Hukum Adat atas tanah mgtermen ini adalah
yang sesuai dengan karakteristik tanah kaum itu.

, VX NHWLJD +DN .RPXQDO LWX GLGHILQL
bersama atas tanah suatu Masyarakat Hukum Adat atau hak milik
bersama atas tanah suatu Masyarakat Hukum Adat atau hak milik
besama atas tanah yang diberiakan kepada masyarakat yang berada
GDODP NDZDVDQ KXWDQ DWDX SHUNHEXQDQ’
Suatu definisi dimaksudkan untuk memberikpengertian tentang
suatu hal yang akan digunakan secara berulang dalam rumusan pasal
peraturan perundangndangan itu. Definisi haruslah tegas sehingga
tidak menimbulkan multitafsir. Dengan demikian, definisi tentang
Hak Komunal itu tidak lazim karena menyatukan dua kelompok yang
berbeda karakteristiknya dalam satu dimensi. Sesuai dengaempe
Hak Komunal itu terdiri atas dua kelompok subyek, yakni hak milik
bersama atas tanah yang subyeknya Masyarakat Hukum Adat dan hak
milik bersama atas tanah yang subyeknya masyaraka¥laeyarakat
Hukum Adat. Bahwa dua kelompok itu berbeda dapat itiagrpada
Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Permen, masingsing terkait persyaratan
Masyarakat Hukum Adat dan persyaratan masyarakaMasyarakat
Hukum Adat. Walaupun keberadaan dua subyek hak itu ditetapkan
oleh bupati/walikota atau gubernur, perlu ditegadhahwa terhadap
Masyarakat Hukum Adat, penetapan itu harus dimaknai sebagai
pengukuhan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang
bersifat deklaratif sebagaiamana ditegaskan dalam Putusan MK No
85/PUUXI1/2013 terhadap UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber
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Daya Air; dan bahwa Hak Komunal itu sejatinya loerai atas tanah
bersama milik adaya sendiri (lihat Putusan MK No 35/PXJ2012
terhadap UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutan&ebaliknya,
terahadap keberadaan masyarakat-Masyarakat Hukum Adat,
penetipan pejabat itu bersifat konstitutif dan pemberian Hak
Komunalnya dilakukan di atas taanh negara yang telah dilepaskan dari
kawasan huatan atau perkebunan.

Isu ke empat, masalgiencabutan Peraturan Menteri gdea
Agraris/Kepala Badan Pertanahan NasioNaimor 5 Tahun 1999.
Oleh larena terdapat kerancauan antara hak ulayat dan Hak Komunal,
patut dipersoalkan dampak pencabutan Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanah&lasional Nomor 5 Tahun 1999.
Pasal 17 Permen dapat dimaknai sebagai pearbekesempatan
kepada Masyarakat Hukum Adat dan hak ulayatnya yang diakui dan
dikukuhkan keberadaannya (umumnya melalui perda) untuk diberikan
Hak Komunal atas tanahnyBagaimana hak ulayat yang secara teknis
yuridis diatur dalam berbagai perda itu yangnaasekali berbeda
karakteristiknya dengan Hak Komunal dapat diberikan Hak Komunal?
Dengan dicabutnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, lalu bagaimana dengan
penjabaran pengaturan tentang hak ulayat déasal 3 UUPA di
bidang pertanahan? Apakah dengan terbitnya permen hak ulayat sudah
tak perly diatur karena telah digantikan Hak Komunal? Patut dicatat
bahwa dalam rangka pelaksanaan Perber Nomor 79 Tahun 2014
Kementrian Dalam Negri telah menerbitkan Pa@tuMentri Dalam
Negri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Ketika
mengatur tentang substansi yang sama, bagaimana harmonisasi antara
permen dan permendagri sebagai upaya kepastian hukum bagi
masyarakat hukum ad#t.

Jadj oleh Maria S.W SumardjoAb memberi catatan bahwa
pengertian secara teknis yuridis antara Hak Komunal dan Hak Ulayat
perlu ada sikap tegas pemerintah. Hak komunal menurut Permen
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9

%6 Maria Sumardjno, 2015.
27 |bid
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Tahun 2015 menetapkan hak komunal atas tanah adalah hak milik
besama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada
dalam kawasan hutan atau perkebunan. Sedangkan Hak Komunal
menurut Permen Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
No 5 Tahun 1999 adalah hak ulayat dan yang serupa itu dari
masyarakat tkum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat),
adalah kewenagan yang menurut hukum adat dipunyai oleh
masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan
lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber
daya alam, termasuk rtah, dalam wilayah tersebut, bagi
kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan
secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara
masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
Dan juga Tanah Ulayat ald& bidang tanah yang diatasnya teradapat
hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hak Ulayat
menurut UU Nomor 21 Tahun 2001 adalah hak persekutuan yang
dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah
tertentu yang merupakanngikungan hidup para warganya, yang
meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya
sesuai dengan peraturan perundandanganyang berlaku atas
subjek dan objek hukum hak ulayat atas tanah.

Penutup

Dengan émikian, beberapa catatan mengiisu pluralisme
hukumdankebijakanpertanaharelum optimal membegengakuan
dan pengaturahakhak tradisionabagi kesatuammasyarakat hukum
adatkhususnyamasyarakat hukum ad®apuadi level UU sektoral
maupun Perd®erda ProvinsiKabupaten/KotaMenimbulkan adanya
situasi pluralisme hukum mempengaruhi kepastian hukum terhadap
kebijakan pertanahan melalui UU sektoral belum memberikan
pemahaman konsep hak menguasai negara dahakakradisional
kesatuan masyarakatukum adat sepanj@ masih hidp, serta
kepastian hukum bagai masyarake&rmasuk masyarakat Papua,
sebagaiman&ebijakan Permen Negara Agraria/Kepala BPN No. 5
Tahun 1999 dan Permen Agraria dan Tata Ruang/BPN No. 9 Tahun
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2015 hak ulayat dan hak komunal dari sisi subjekuhuldan objek
hukum serta circirinya.

Ada sembilandimensi pokokkebijakan pertanahan atésnah

yang diambil daripenjelasandi atas perlu menjadi catatan bagi
pemerintah/pemerintah daerah dan DPR/DBRIRu 1) tanah sebagai
identitas budaya(makna simbolik) 2) tanah sebagai bagian dari
struktur sosial, 3) tanah sebagai sumber ekonomis, 4) tanah sebagai
fenomena politik dan 5) tanah sebagai sumber sengketa (kpBiik)
Tanah sebagai fungsi sosial, 7) Tanah sebagai modal pembangunan
sebesabesarnya kemakmuran rakya8) Persepsi perbedaan dan
persamaan kedudukan hak ulayat dan hak komunal secara teknis
yuridis maupun non yuridis (sosiologislari sisi subjek dan objek
hukum 9) Penamaan Perd@erda Hak Ulayat di level Provinsi,
Kabupaten/Kat Indonesia termasuk Papua
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TANAH UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT,
REFORMA AGRARIA SEBUAH KENISCAYAAN

Djamal Aziz

Abstrak

Selama ini tanah masih dilihat sebagai obyek bukabagai subyek.
Sehingga sulit untuk menjadikan tanah sebagai upaya mewujudkan
kemakmuran rakyat. PadahBbunding Fathers Republik Indonesia telah
meletakkan dasatasar pengelolaan pertanahan melalui Ntiwnor 5 Tahun

1960 tentang Peraturan Dasar Pokalkok Agraria sebagai jawaban atas
DPDQDW 88" 3DbVvDO D\DW \DQJ EHUEXQ\
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebedagsar kel D NP XUDQ UDN\DW"~ 20OHK ND
tanah dapat dikelola untuk sebebasarnya kemakmuran rakyat, maka
Reforma Agraria yang dilakukan secara komprehetasiffundamental harus

segera dilaksanakan oleh pemerintah.

Kata Kunci : tanah, kemakmuran, rakyagforma agraria

Abstract

So far the land is still seen as an object not as a subject. So it is difficult to
make the land as an effort to realize the prosperity of the people. Whereas
the Founding Fathers of the Republic of Indonesia has laid the fowndati

of land management through Law No. 5 of 1960 on Basic Regulations of
Agrarian Principles in response to the mandate of the 1945 Constitution
Article 33 paragraph (3), which reads: "Earth and water and natural wealth
contained in it is controlled by thetate and used for the greatest prosperity

of the people ". Therefore, in order for the land to be managed for the
greatest prosperity of the people, the Agrarian Reform carried out
comprehensively and fundamentally must be implemented by the government.

Keywords: land, prosperity, people, agrarian reform

Pendahuluan

88" 3DbVvDO D\DW EHUEXQ\L 300 X
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebes&rHVDU NHPDNPXUDQ UDN\D
berart tanah yang termasuk di dalamnya harus boeaar
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dimanfaatkan dan dikelola semat@ta untuk kepentingan rakyat.
Dalam hal ini dimanfaatkan untuk sebebasarnya guna
kemakmuran rakyat.

Lima puluh delapan tahun lalu, pendiri Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) ataudFounding Fatherskita sangat
menyadari sepenuhnya bahwa hubungan antara rakyat Indonesia
dengan sumberdaya alam sebagaimana termaktub dalam UUD 1945
tersebut, tidaklah ba terpisahkan. Oleh karena itu dibuatlah Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Hakabk
Agraria sebagai dasar hukum lebih lanjut dalam penataan masalah
masalah pertanahan di Indonesia. Sebagaimana tercantum pada Pasal
1 ayat (2), yaW X 36HOXUXK EXPL DLU GDQ UXDQJ
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik
Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air
dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan
QDVLRQDO"

Namun @lam perjalanannya, tanah yang diidelamkan oleh
rakyat sebagai salah satu wujud dari keabsahannya menjadi penduduk
RI, tidak sepenuhnya bisa diperoleh. Reforma Agraria yang terus
dibumikan sejak rezim Orde Baru hingga rezim yang berkuasa saat ini
denganmaksud untuk pemberantasan kemiskinan hanyalah sebatas
retorika untuk menarik simpati rakyat semata.

Reforma Agraria merupakan jawaban dari persoalan pertanahan
yang terjadisampai sekarang ini. Apabila tidak, maka yang terjadi
hanyalah tambal sulam dala penanganan masalafasalah
pertanahanSebab, yang muncul saat ini adalah peraturan hukum yang
bersifat parsial. MisalnyaPerpres No. 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umikemudian dipertegas
dengan pembentukan UU Nomor 2 Tatl012 Tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Bahkan belum sepenuhnya UU Nomor 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak Atas Tanah dilaksanakan, Menteri Agaria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Peraturan
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang
antara lain mengatur pencabutan hak atas tanah.
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Sesingguhnya kalau Pemerintamempunyai keberpihakan
dalam membangun Reforma Agraria, maka sejak tahun 2009 sudah
bisa dimulai. Karena dalam Progranedislasi Nasional (Prolegnas)
DPR RI periode 2002014, sedikitnya ada 9 (sembilan) Rancangan
UndangUndang (RUU) yang berkenaan dengan bidang pertanahan.
RUU tersebut meliputi Pertanahan, Hd&k atas Tanah, Konservasi
Tanah dan AirPengadilan KeagrariaaPengakuan dan Perlindungan
Masyarakat Adat Pengamb#alihan Tanah untuk Kepentingan
PembangungnPengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategi
untuk PertanaharPerubahan atas Undabigmdang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Be&andabenda yang
Berkaitan dengan Tanah, dan Perubahan atas U+idiadeng Nomor
6/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Reforma Agraria merupakan jawaban atas keinginan pendiri
QHJDUD LQL EDKZD 337DQDK $GDODK 8QWXN
Dengan adanya Reforma Agraria, maka UU sektoral juga perlu
diselaraskan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam kewenangan dan
penanganannya.

Prof. Gunawan Wiradi GDODP P D ND O D KG@ufafanE HU M X
RingkasSeluk Beluk Reforma Agraria. PHQMHO D \REfBrIQa EDKZD
AJUDULD DGDODK BUHVWUXNWXULVDVL SHQD
penguasaan dan penggunaan surshamber agraria terutama untuk
kepentingan rakyat kel SHIRUPD $JUDULD DGDODK 3C
konflik agrarid. Artinya, program reforma agrariantaksudkan untuk
mengatasi adanya konflik agraria yang bersumber dari ketidakadilan
sasial.

Persoalan yang terjadi sekarang ini adalah penguasaan tanah
atau lahan yang tidak mengedepankan keadilan. Tanah yang oleh
Founding Fathersdiharapkan untuk kemakmuran rakyat, justru
sebaliknya membuat rakyat jadbjek sengsara. Rakyat miskin tak
punya tanah, disebabkan penguasaan tanah mayoritas sudah dikuasai
oleh Swasta dan Asing. Kelompok yang jumlahnya kecil, namun
menguasai lebih dareparuh tanah di Indonesia.

! Prof. Gunawan Wiradi. 2016.& DWDWDQ 5LQJNDV 6HOXN %HOXN 5HIRUPD $
2 ¢f, Russell King, 1977; lihat juga, The Pearts Charter, 1981
3 Christodoulou, 1990
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Banyak sekali hakal atas tanah yang tidak diketahui
masyarakat, bahkan sulit mendapatkannya. Misalngk, milik, hak
gunausaha, hak gusbangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka
tanah, hak memungiiasil hutan, serta hahkek lain yang tidak
termasuk dalam hakak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan
UndangUndang serta hakak yang sifatnya sementara sebagaia
yang disebutkan dalam Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1960.

Bahkan, masyarakat mempunya hak ulayat ykéwenangn,
yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas
wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana
kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil
manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah
tersebutbagi kelangsungan hidupnyMasyarakat dan sumber daya
yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun
temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut
dengan wilayah yang bersangkutan.

Ketimpangan Pemilikan Tanah

Perguasaan tanah oleh gadintir kelompok di Indonesja
mengakibatkan munculnya ketidakadilan sosial di dalam masyarakat.
PadahalFounding Fathersatau Pendiri Bangsa ini telah meletakkan
dasardasar yang sangat kuat dalam memberikan keadilan atas
penguasaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana yang diamanatkan
dalam UUD 1945 dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pdékaikok
Agraria. Bumi, air, dan kekayaaslam dikuasai oleh negara untuk
kemakmuran rakyat.

Namun, kalau dihayati secara sungguimgguh, amanat UUD
dan UUPA tersebut belum dilaksanakan secara konsekuen dan
konsisten, sehingga masalatasalah pertanahan tak pernah
berkesudahan di Bumi Pertiwi iniPolitik pertanahan yang
diamanatkan tak pernah terwujud. Bahkan, pemerintah yang berkuasa
sekarang ini hanya meletakkan Reforma Agraria dalam Rencana Kerja
Pemerintah yang hanya tertuang dalam Peraturan Presiden sehingga
kekuatan hukumnya sangat lemah.
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Pada Juli 2017, berdasarkan data BKBBNnlah penduduk
Indonesa sudah lebih dari 262 jujava. Menurut Prof. Sediono M.
P. Tjondronegort penduduk Indonesia masih dapat digolongkan
penduduk agraris karena lebih dari 50% adalah petani, buruh tani atau
hidupnya tergantung dari pertanian.

Di banyak desaantara60% VD P SD L PHUXSDNDQ 3
VHUDEXWDQ  NXUDQJ GDUL PHPLOLNL WDQ
dari 0,5 Ha yang tidak cukup untuk menghasilkan pangan sekeluarga
selama setahurApabla 10% saja diantara golongan ini memiliki
lebih dari 1 Hamaka hal itu dapat dikatakandah baik.

Sementara itu drdasarkan data Konsorsium Pembaharuan
Agraria (KPA) pada tahun 2017nenyebutkan 71% tanah di seluruh
daratan di Indonesia telah dikuasai korgoteehutananDi samping
itu, 23% tanah dikuasai oleh korporasi perkebunan skala besar, para
konglomerat dan sisanya dimilikieh masyarakatBahkan ratarata
kepemilikan tanah petani di pedesaan kurang dari 0,5 hektar dan tidak
bertanah Padahal, @ Maet 20017, data BP$&enunjukkan bahwa
sebanyak 17,10 juta penduduk miskin hidup di pedesaan dan ditandai
dengan terus naiknya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan

Sementara itu pada tahun yang sa@ajbudsman Republik
Indonesiajuga mengungkapkarhahwa gnguasaan dan kepemilikan
lahan di Indonesia saat ini dipegang hanya oleh segelintir orang, atau
0,2%6. Mereka memonopoli jutaan hektar atau%/4uas tanah.
Segelintir orang atau pihak tertentu itu termasuk perusahaan
perusahaan besasehinggakepenilikan lahan di Indonesia berjalan
sangat tidak adil

Peradilan Agraria

Kebijakan pertanahan pemerintah selama ini belum mampu
mewujudkan apa yang telah dieitdakan oleh para Pendiri Bangsa.
Tanah masih dilihat sebagai obyek bukan sebagai subyek untuk tujuan

* Prof. Sediono M. P. Tjondronegarc®2010. 3Arti Reforma Agraria Dalam Globalisasi
PengurangarKemiskinan Menuju Industrialisasi Bersih
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kemakmuran rakyat. Akibatnyaabhyak perselisihan dan sengketa
dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Masyarakat yang menghadapi sengketa seringkali merasa tidak
berdaya di depan hukum, apalagi saat mereka berhadapan dengan
pihak yang lebih mengenal selbkluk hukum dan sengketa.
Masyarakat seaholah selalu mendapatkan posisi tawar yang lemah
di hadapan hukum. Apabila terjadi masalah pertanahan, maka
penyelesaiannya dilakukan secara yuridis teknis, baik melalui teknis
administratif atau melalui lembaga peradilan.

Penyelesaian secara teknis austratif cukupberesiko karena
dilaksanakan oleh aparat pemerintah. Demikian pula penyelesaian
masalah pertanahan melalui lembaga peradilan dalam kenyataannya
tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat karena lamanya proses
peradilan dan membutuhkan biayang banyak untuk beracara.
Putusan pengadilan yang dinilai berpihak pada pihak yang kuat secara
ekonomi, dan apalagi rakyat tidak didukung oleh bukti formal
pemilikan tanah sehingga belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itu dalam upaya pefgsaian masalamasalah

pertanahan dan sebagai upaya menjawab konflik pertanahan yang
sudah terjadi sejak zaman Belanda, maka yang perlu menjadi prioritas
pemerintah saat ini adalah pembentukan Peradilan Agraria. Secara
hukum Peradilan Agraria mendapatkagalitas sesuai dengan Pasal

88" \DQJ EHUEXQ\L 3.HNXDVDDQ NHKDNL
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
PHQHJIJDNNDQ KXNXP GDQ NHDGLODQ  GDQ GLWH.
bahwa Badaibadan lain fungsinya bieitan dengan kekuasaan
kehakiman diatur dalam Undan@Q GD QJ~

Dengan demikian Peradilan Agraria ini diharapkmenjadi
sebuah langkah nyatantuk mewujudkan pembaharuan agraria dan
memberikan jaminan atas hak asasi terkait dengan akses masyarakat
terhacip sumber daya agraria khususnya di sini tanah sebagaimana
WHUFDQWXP GDODP 3DVDO ' D\DW 88" ED
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
\DQJ DGLO VHUWD SHUODNXDQ \DQJ VDPD GL KDGC
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Apabila Peadilan Agraria dapat dibentuk, maka akses
masyarakat untuk mencapai keadilan di bidang agraria semakin besar.
Peradilan Agraria yang nantinya terdiri dari pakar hukum yang ahli di
bidang hukum agraria diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam
penyeleaian konflik agraria sehingga dapat memenuhi rasa keadilan
bagi masyarakat.

Usep Setiawah mengemukakan, Kelembagaan Peradilan
Agraria dibutuhkan dalam konteks pelaksanaan pembaruan agraria
sejati, khususnya guna menyelesaikan konflik agraria yang dejakt
dituntaskan olelKomisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria
(KNuPKA). Konflik agraria yang ditangani Peradilan Agraria
haruslah kasukasus yang terlebih dahulu telah menempuh jalur non
pengadilan di dalam KNuPKA.

Setelah cargara mediasinegosiasi, kompeasi, restitusi, atau
musyawarah mufakagerta metoda penyelesaian sengketa alternatif
(alternative dispute resolutigrtidak dapat putus di KNUPKA, maka
kasuskasus semacam inilah yang kemudian dimasukkan, ditangani
dan diselesaikan olefPeradilan Agraria. Sebagaimana KNuPKA,
Peradilan Agraria juga bersifat sementaaa-tfoc) sampai seluruh
konflik agraria di masa lalu tuntas, dan konfkinflik agraria yang
mungkin timbul akibat pelaksanaan reforma agraria juga dapat
ditangani dan disesaikan dengan baik secara berkeadilan bagi rakyat
banyak.

PembaruanAgraria

Dalam Undanguindang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Ketentuarketentuan Pokok Agraria, disebutkan bahwa objek yang
diatur oleh hukum agraria GL ,QGRQHVLD PHOLSXWL
udara/vang angkasa, dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas
SHUPXNDDQ WDQDK GDQ. Oitinjgu D@iDvBjudit) XW E .
secara fisik, objek hukum itu dapat berupa tanah, air, udara, mineral

® Usep Setiawan2010. 3Mekanisme dan Kelembagaan Penyelesaian Konflik Agraria dalam
Rangka Pelaksanaan Pembaruan
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dan energi serta seluruh jenis tumbuhan dan binatangageknyang
berbentuk mikreorganisme.

Pengertian agraria itu sendiri merujuk pada hubungan
hubungan yang terjadi: (1) di antara orang dengan salah satu atau
keseluruhan material di atas, dan (2) antara orang/kelompok orang
dengan orang/kelompok orariginnya yang berhubungan dengan
salah satu atau keseluruhan material di atas. Dari hubdmdpmgan
tersebut kemudian muncul pengaturan mengenai hak dan kewajiban
dari orangorang atau kelompok orang yang terlibat di dalamnya.
Adanya hak dan kewajiban lah yang kemudian menciptakan hukum
agraria sebagai pengaturan mengenai hubungan antar subjek hukum
dengan keberadaan tanah, perairan, udara/ruang angkasa, dan segala
kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan tanah dan di dalam
perut bumi dalam suatuilayah tertentu.

Menurut Zaenal Muttaqify sedikitnya ada du@akupan dari
pembaruan agrarigaitu :

1. Perombakan (penataan ulang) struktur di dalam hubungan
hubungan agraria yang terjadi di dalam suatu masyarakat.

2. Penetapan kembali prinsgrinsip pengelolaan SDA untuk masa
selanjutnya (setelah dijalankannya perombakan struktur).

Apabila kedua hal di atas bisa dilakukan, maka keadilan agraria
akan dapat terwujud. Sebab selama imlahh umum diketahui bahwa
sengketayang pada mulanya sederhana ini pada gilirannya berubah
menjadi konflik yang sangat rumit, karena kewenangan dan
manajemen yang sentralistik itu pada penerapannya dikawal oleh
mesin birokrasi yang otoriter dan prikprakik manipulasi dan
kekerasan teddap penduduk yang mempertahankan hak asasinya.

Sementara itu badan peradilan yang disediakan untuk
memperkarakan keputus&eputusan pejabat publik dan/atau untuk
memperjuangkan hakaknya, tidak dapat dijangkau oleh penduduk
penduduk korban dan para pestanya karena masalah aksesibilitas,
mahal, dan belum dapat menjamin pemenuhan rasa keadilan rakyat.

¢ Zaenal Muttagin2010. 3Mewujudkan Keadilan Agraria
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Maka, untuk mewujudkan keadilan agraria, pembaruan agraria
menjadi solusi alternatifSaat ini bangsa Indonesia sedang mewarisi
berbagai macam persoalan struktural yang berpangkal karena
diabaikannya masalah agrariBembaruan agraria dalam konteks
Indonesia sekarang adalah menata kembali sistem agraria kita agar
dapat menjadi dasar bageq@pbangunan ekonomi rakyat yang tangguh
dan menyelesaikamerbagapersoalan

Setidaknya menurut ldham Arsyadda lima persoalan pokok
yang menyebabkan selama ini Hak rakyat atas umbasumber
agraria diabaikan, yakni :

1. struktur perekonomian bangsaang rapuh dan bangunan
industrialisasi yang tidak memiliki dasar yang kokoh;

2. terjadinya akumulasi dan monopoli penguasaan tanah dan
sumbersumber agraria lainnya yang telah menciptakan
ketimpangan yang sangat serius dalam struktur penguasaan tanah
dan surbersumber agraria, yang pada gilirannya telah
menciptakan kondisi ketidakadilan sosial dan menciptakan
kemiskinan massal;

3. terjadinya konflikkonflik dan sengketa agraria yang
berkepanjangan, meluas dan tidak terselesaikan dengan funtas
apalagi terselesen dengan memenuhi rasa keadilan;

4. terbentuknya suatu sistem hukum agraria dan pengaturan soal
penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang tumpang
tindih, tidak berorientasi pada kepentingan rakyat, dan telah
menjadi salah satu sumber penyebab dasietraknya konflik
konflik dan sengketa agraria; dan

5. telah terbangunnya suatu struktur birokrasi dan kekuasaan negara
yang menjalankan politik agraria yang tidak pernah berpihak
kepada kepada kepentingan rakyat banyak melainkan hanya
berorientasi pada kepgngan ekonomi pengusaha besar dengan
alasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan
difungsikannya sistem politik agraria sebagai alat untuk
memperkaya elielit kekuasaan itu sendiri.

" Idham Arsyad2010. 3Pembangunan Berbuabengketa
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Sinkronisasi Peraturan Perundangundangan

Menurut Prof. Ny. Arie Sukanti HutagalungSH, MLI®., agar
penegakan aturan hukum pertanahan bisa dilaksanakan secara
maksimal, maka perlu adanya sinkronisasi antar peraturan perandang
undangan. fBkronisasi dapat diartikan sebagai penyesuaiarkan
saja penyesuaian antara Ukkioral dengan UUPA, tetapi juga perlu
sinkronisasi di antara UU sektoral itu sendiri.

Dalam melakukan penyesuaian tersebut, harus diperhatikan
azasazas perundangndangan antara lain :

1. Azas Kepastian HukunRechtszekerheijls

2. Azas Undangindang tidak bleh berlaku surut.

3. Azas Undangindang yang thuat oleh penguasa yang lehiiggi
mempunyai kedudukarayg lebih tinggi pula (Azakex Superior
derogat lex inferioy.

4. Azas Undangindang yang bersifat khusus mengkesampingkan
undangundang yang bersifat umujika pembuatnya sama (Azas
Lex Specialist derogat lex Generalis

5. Azas Undangundang yangberlaku belakangan membatalkan
undangundang yang berlakuterdahulu (Azas Lexposteriore
derogat lex prior).

Dengan demikian apabikerdapat adanya insinkronisasi antar
peraturan pelaksana dengan Undandang pokoknya yang lebih
tinggi maka dapat dilakukajudicial review melalui Mahkamah
Agung. Sedangkan jika Undatgpdang yang setara dengan UUPA
bertentangan dengan UUID®45 dapat iakukan judicial reviewke
Mahkamah Konstitusi.

Sinkronisasi perlu dilalukan karena memang banyak seMali
sektoral yang perlu diserasikabengan adanya sinkronisasi, maka
diharapkan persoalgrersoalan yang masih mengganjal dalam
penyelesaian konflibertanahan akan dapat diselesaikan. Sebab kalau
tidak, penyelesaian konflik agraria secara komprehensif tak akan
pernah terwujud. Rakyat akan terus menderita, rakyat akan terus

8 Prof. Ny. Arie Sukanti HutagalungSH, MLI. 2010. 3Sinkronisasi :Peraturan Perundang
8QGDQJDQ 'L %LGDQJ SBHUWDQDKDQ 6HEDJDL 6XDWX .HELMDNDQ”
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miskin akibat tidak memiliki kepastian dalam memperoleh hak atas
tanah merekaendiri.

Oleh karena itu tidak boleh terjadi atau kurang tepat jika
dikatakan ada peraturan perundamglangan sektoral, bertentangan
dengan UUPA. Sebab sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2004,
ketentuan perundangndangan sektoral harus merujuk pada UU yang
ada di atasnya yang mengatur objek yang sama.

Adapun beberapa Undatindang yang perlu diserasikan untuk
melancarkan Reforma Agrargantara lain UUtentang KehutanarJu
tentang PerkebunarJU tentang Penanaman MogddlUU tentang
Otonomi Daerah UU tentang Sumberdaya Ajr UU tentang Tata
Ruang UU tentang Pertambangan dan Energan UU tentang
Perlindungan Lahan Pertanian PanBankelanjutan

Penutup

Berbagai masalah pertanahan yang muncul, semuanya selalu
merugikan semua pihak, terutama rakyat kegaitg kurang berdaya.
Oleh karena itu sulit untuk mewujudkan bahwa tanah adalah untuk
kemakmuran rakyat. Saatnya menegakkan amanat UU No. 5 Tahun
1960 bahwa tanah digunakan untuk mencapai sebesar
kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahterdan
kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang
merdeka berdaulat, adil, dan makmur.

Keadilan merupakan dambaan setiap warga negara. Begitu pula
keadilan dalam memperoleh hhkk atas tanah di Bumi Pertiwi ini.
Selama ini rakyat sulit emperoleh keadilan atas tanah kendati
merupakan haknya, akibat sistem hukum yang tidak berkeadilan. Oleh
karena itu untuk memperoleh keadilan tersebut, maka sudah saatnya
pembentukan Peradilan Agraria yang dapat menjamirhhkkakyat
atas tanah denganrescara yang berkeadilan.

Reforma Agraria yang dilakukan secara menyeluruh merupakan
suatu keharusan yang tidak hanya dilaksanakan sebatas retorika dan
wacana. Dan, tidak hanya sekadar sebagai-jmmiji saat kampanye
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pemilu/pilpres, namun menjadi selbuduntutan yang tidak bisa
ditawartawar.

Selama ini rakyat mendambakan hak yang adil atas tanah
mereka. Sebab penguasaan dan pemilikan tanah sudah dimonopoli
oleh para pemilik modal, cukong, korpor&srporasi besar, dan
insituskinstitusi yang sudah kmn tahun lamanya menguasai tanah
tanah rakyat.

Untuk itu perlu dicari alternatif penyelesaian masalah/sengketa
pertanahan yang dapat menampung perwujudan negara Indonesia
sebagai negara hukum serta mengacu kepadecitzEitgpenegakan
hukum yang berkeadita kepastian, dan kemanfaatan.

Pembentukan Peradilan Agraria hanyalah sebagai salah satu
wadah yang memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat
yang tersangkut dengan masalah agraria/pertanahan. Yang paling
utama adalah pelaksanaan Reforma Agragégara komprehensif
sebagai jawaban atas ketidakadilan dalam pengelolaan pertanahan di
Indonesia hingga saat ini. Muaranya tentu tak lain adalah untuk
mewujudkan impian seluruh masyarakat Indonesia bahwa tanah
adalah untuk kemakmuran rakyat.
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PENGUASAAN TANAH MENURUT UUPA

Alirman Sori

Abstrak

Jaminan kepastian hukum hhik atas tanah diperlukan untuk menciptakan
keadilan penguasaan tanah di dalam suatu negara. Dengan demikian tidak
boleh ada konsentrasi penguasaan tanah dimana sekelompok kecil orang
menguasai sebagian besar tanah, sementéagiae besar orang hanya
menguasai tanah yang sempintuk menciptakan keadilan, penataan-hak
hak atas tanah juga perlu untuk memberikan kepastiaihdilalatas tanah.
Selama ini, ketidakpastian halek atas tanah telah pula menjadi sumber
konflik dan sengketa pertanahan yang tidak berkesudahan.

Kata kunci : Penguasaan tanakeadilan

Abstrad

Assurance of legal certainty of land rights is needed to create justiaadf
tenure within a country. Thus there can be no concentration of land tenure
where a small group of people controls most of the land, while most people
only control the narrow land. To create justice, the arrangement of land
rights is also necessary tprovide certainty of land rights. So far, the
uncertainty of land rights has also been a source of conflict and endless land
disputes.

Keywords :Land tenure Justice

Pendahuluan

Tanah sering diasumsikan sebagai faktor penting dalam
pelaksanaan kegiatan produktif manusia. Tanah adalah wadah
sekaligus faktor produksiTanah sejatinya mempunyai nilai sesio
kultural yang tinggi. Tanah adalah wilayah dimana masyarakat
membangun identitas  kolektifa sebagai komunitas dan
mengembangkan kebudayaannya. Atas dasar itulah maka tanah
GLVLPERONDQ VHEDJDL upDODPDW GDUL V&H
menunjukkan dimana kita dapat menemukan kebudayaan suatu
komunitas. (Laksono, 2002:382)
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Betapasangat pentingnykegunaan tanah yang strategis namun
ketersediaannya terbatamaka sering terjadi kompetisi dalam
memperebutkan penguasaan dan pemanfaatan tanah. Hal ini
menyebabkan munculnya konflik dan sengketa pertanahan, yang
terjadi baik antar sesama anggota masyarakatara masyarakat
dengan pengusaha maupun antara masyarakat dengan institusi negara.
Konflik dan sengketa dimaksud semakin mudah terjadi ketika politik
hukum dari pemerintah untuk melindungi Haék masyarakat miskin,
termasuk halhak masyarakat hukum adatas tanah masih belum
memadai.

Masalahyang berkaitan dengan kelangkaan ketersediaan tanah
dewasa ini telah membatasi ruang gerak aktivitas kegiatan manusia.
Antara kegiatan manusia dan ketersediaan tanah merupakan dua
variabel yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.
Kelangkaan persediaan tanah perlu diikuti dengan upaya pemanfaatan
tanah secara optimal serta pemberian perlindungan dan jaminan
kepasian hukum hakhak atas tanah.

Jaminan kepastian hukum hb&k atas tanah diperlukan untuk
menciptakan keadilan penguasaan tanah di dalam suatu negara.
Dengan demikian tidak boleh ada konsentrasi penguasaan tanah
dimana sekelompok kecil orang menguasaiagem besar tanah,
sementara sebagian besar orang hanya menguasai tanah yang sempit.

Untuk menciptakan keadilan, penataan-hak atas tanah juga
perlu untuk memberikan kepastian Hak atas tanah. Selama ini,
ketidakpastian hakak atas tanah telah putaenjadi sumber konflik
dan sengketa pertanahan yang tidak berkesudahan.

UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
telah memberikan pedoman dalam penataanrhb#katas tanah. Di
dalam Pasal 33 ayat (3) sebagai landasan kebijakan di bidang
petanahan di Indonesia dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebedagsar kemakmuran rakyat. Lebih lanjut,
UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
PokokPokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 16 menyebutkan jenis
jenis hak atas tanah antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna
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bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah,
hak memungut hasil hutan dan Hadk lainnya.

Meskipun Pasal 16 UUPA tdélamengatur hakak atas tanah,
dalam praktiknya ada beberapa hal yang belum ada pengaturan yang
memadai, misalnya pengaturan berkaitan dengan hak ulayat
masyarakat hukum adat dan Hsdk instansi pemerintah untuk
menguasai dan menggunakan tanah. Demikida pelum ada batas
maksimum untuk hak guna usaha untuk badan hukum. Penertiban hak
atas tanah yang sudah diberikan oleh negara kepada orang dan badan
hukum, seperti perusahaan kebun yang membangun kebun melebihi
luas hak guna usaha yang diberikan perlakdikan. Saat ini, karena
ketiadaan pembatasan tersebut sehingga melahirkan ketimpangan
struktur penguasaan dan pemilikan tanah serta memicu lahirnya
konflik agraria antara masyarakat setempat dengan pengusaha
perkebunan.

Seiring dengan semangat otonodderah, maka pengaturan
tentang halhak atas tanah harus pula memperhatikan keseimbangan
peran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Peraturan
yang ada selama ini belum memberikan kekuasaan yang seimbang
antar tingkat pemerintahan. Dalam kaitdengan ini juga perlu
memikirkan otonomi komunitas masyarakat hukum adat untuk dapat
mengatur dan memanfaatkan tanah ulayat berdasarkan hukum
adatnya.

UUPA menyadari bahwa perlu pengaturan lebih lanjut tentang
hakhak atas tanah sebagaimana diamanatkdam Pasal 50 ayat (1)
dan ayat (2) UUPA sebagai berikut: ayat 23.H W HKetahXi&nhQ
lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan Undah@ GDQJ"~ GDQ
D\DW 3 . HRatéh@al }ebilQanjut mengenai hak guna usaha,
hak guna bangunan, hak pakai deak sewa untuk bangunan diatur
GHQJDQ SHUDWXUDQ SHUXQGDQJDQ ™ 'HQJDC
UUPA, maka diperlukan suatu undamgdang untuk mengatur hak
hak atas tanah yang di dalamnya mengatur antara lain tentang hak
milik, hak guna usaha, hak guna bamgun, hak pakai dan hak sewa
untuk bangunan.
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Permasalahan

1. Apa saja persoalgpersoalan hukum dan sosial pengakuan,
perlindungan dan pemenuhan Hadk atas tanah?

2. Bagaimangpenyelesaiapermasalahanpengakuan, perlindungan
dan pemenuhan hdaiak atas tanah ?

Kajian Teoritis

Bagian ini menjelaskan prinsiprinsip penguasaan tanah
menurut UUPA dan analisis mengenai permasalpleamasalahan
faktual berkaitan dengan pelaksanaan penguasaan tanah, secara
khusus praktik penyelengaraan Healk atas tanah.

Teoretisasi hak atas tanah

Untuk memahami penguasan dan hak atas tanah baik oleh
warga negara maupun oleh negaBagian ini secara khusus
memaparkan bagaimana konsep hukum adat dan UUPA mengenai hak
atastanah, basis teitis penguasaan negara atas tanah dan berbagai
cara negara mengatur hhik atas tanah yang telah ada dalam
masyarakat.

Sistem Penguasaan TanaHdgnd tenure systein

Penguasaan tanah atand tenureadalah konsep penting dalam
mengkonstruksikan hak atas tanah. Meskiparingkali disetarakan
dengan hak atas tanah, penguasaan tanah mempunyai dimensi yang
lebih luas. Penguasaan tanah merujuk pada hubungan antara individu
dan/atau kelompok terkait demng tanah dan kekayaan alam yang
terikat dengan tanah itu; hubungan antara para aktor itu merupakan
hubungan tenurialténure relation yang diatur dan/atau dilindungi
oleh berbagai sistemormatif, seperti halnya hukum negara, hukum
adat dan sistem normftiain dalam masyarakat. Sistesistem
normatif yang mengatur hubungan tenurial ini membentuk sistem
penguasaan tanah, atau disebut pula sebagai sistem tenurial (Safitri,
2010:234).
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Sistem tenurial ada yang bersumber pada hukum negara atau
sistem normatilain dalam masyarakat. Ke dalam kategori sistem
normatif masyarakat ini kita dapat memasukkan hukum adat, hukum
agama, daraturanaturan lokal lain yang diproduksi dan dijalankan
oleh masyarakat. Sistem tenurial yang diatur dan ditegakkan oleh
hukum daninstitusi negara kita nyatakan sebagai sistem tenurial
negara. Sementara itu, sistem tenurial yang lahir, dijalankan dan
ditegakkan oleh normaorma dan institusi yang melekat ke dalam
sistem normatif di luar negara adalah sistem tenurial masyarakat.
Dalam konteks Indonesia, sistem tenurial masyarakat yang jamak
ditemukan adalah sistem tenurial yang bersumber dan berbasis pada
hukum adat. Oleh sebab itu kita dapat menyatakannya sebagai sistem
tenurial adat.

Baik sistem tenurial negara maupun sistem tehurasyarakat
atau sistem tenurial adat dapat terdiri dari beberapasistdm
tenurial. Subsistem tenurial negara dapat dicontohkan dengan adanya
beberapa peraturan perundamglangan tentang tanah dan sumber
daya alam. Peraturan itu dibentuk, diimplenasikan dan ditegakkan
oleh berbagai institusi pemerintah. Sebagai contoh adalakiseim
tenurial negara di dalam kawasan hutan yang diatur dengan UU No.
41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan-sigtem tenurial di luar
kawasan hutan yang diatur dengan Nd. 18 tahun 2004 tentang
Perkebunan, UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulaupulau kecil. Sementara itu, sgistem tenurial masyarakat atau
subsistem tenurial adat dapatitldt dari adanya sistem tenurial yang
berlaku pada beberapkelompok keluarga dalam sebuah komunitas
adat yang lebih besar.

Di antara sufsistem itu dapat terjadi hubungan yang harmonis
namun tidak jarang terjadi pula pertentangan akibat pembelakuannya
pada lokasi yang sama sehingga menimbulkan turappadip dan
kontestasi. Tumpantindih subsistem tenurial negara terjadi kaa
beberapa undangndang mengatur tanah dan/atau kekayaan alam
pada lokasi yang sama. Pada saat yang bersamaan, sistem tenurial
negara secara keseluruhan berkonflik dengan sistem tenurial
masyarakat karena pada lokbddasi dimana berlaku segistem
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terurial negara itu adalah wilayah dimana terdapat sistem tenurial
masyarakat.

KonsepHak dan Akses Pada Tanah

Sistem tenurialdiuraikan diatasmenentukan corak hubungan
tenurial yang terdapat dalam suatu masyarakalbungan tenurial itu,
melahirkan hak dan akses terhadap tanah. Dengan kata lain kita dapat
menyatakarbahwa sistem tenurial merupakan sumber dari hak dan
akses atas tanah. Di Indonesia, sistem tenurial negara dan sistem
tenurial adat merupakan sumber mgadari hakhak atas tanah dan
akses terhadapnya. Kedua sistem tenurial ini mempunyai keabsahan
untuk melahirkan hakak atas tanah.

Secara konseptual, hak dan akses pada tanah merujuk pada dua
kondisi yang berbeda. Hak atas tanah merupakan klaim sesetaang
kelompok terhadap tanah yang terjustifikasi dan dapat ditegakkan
melalui hukum negara, hukum adat dan sistem normatif lain.
Sementara itu akses terhadap tanah adalah situasi empiris dimana para
aktor yang berada dalam suatu hubungan tenurial segata dapat
memanfaatkan dan menarik manfaat dari tanah dan kekayaan alam
yang terdapat dan atau melekat pada tanah tersebut. Sebagaimana
dinyatakan oleh Ribbot dan Peluso, akses merupakan kemampuan
untuk mendapat manfaat dari sesuatu, apakah berupa ohjeki,m
akses terhadap orang, institusi dan singhoibol tertentu (Ribbot dan
Peluso, 2003:153).

Dengan membuat perbedaan kategoris seperti ini maka hak atas
tanah merupakan konsep normatif, sedangkan akses terhadap tanah
adalah konsep yang terkait dendahkuasaanpowel). Hak atas tanah
adalah seperangkat hak dan kewajiban bundle of rights and
obligationg antara para aktor dalam hubungan tenurial yang terkait
dengan tanah. Sementara itu, akses terhadap tanah terjadi karena
adanya seperangkat kekuasalan jaringan kekuasaéa bundle and
web of power baik secara sosikultural, politik dan ekonomi untuk
mengambil dan menarik manfaat terhadap tanah dan sumber daya
yang melekat padanya (Ribbot dan Peluso, 20035)54
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Konstruksi Falsafati Liberal dan Sosialis Terhadap Hak Atas
Tanah

Sebagaimaa diuraikan diatas kita telah mengetahui bahwa
sistem tenurialah yang menentukan corak hak atas tanah.
Konseptualisasi semacam ini merupakan hasil abstraksi dari fakta
empiris bahwa hakak atas tanah bmrmber dari sistem tenurial
tertentu. Lain dari pada itu, hdlak atas tanah juga telah
dikonseptualisasikan sesuai dengan basis falsafatinya. Tidak dapat
dipungkiri bahwa konsegonsep terkait hak atas tanah sebagai bagian
dari hak properti berkaitan desug berbagai filsafat politik, hukum dan
ekonomi. Pertanyaan falsafatinya adalah apakah sumber hak
seseorang atau kelompok terhadap tanah dan properti lainnya? Apa
jenis hak yang terkuat dan siapa subjek haknya? Bagian ini memapar
kan jawaban terhadap pemy@an itu dari sudut pandang filsafat liberal
dan sosialis.

Terhadap pertanyaan pertama, terdapat beberapa teori yang
menjelaskan berbagai justifikasi pada munculnya hak atas properti
(dalam kajian ini perlu dibaca sebagai hak atas tanah). Panesar (2001:
21-42) menyarikannya sebagai berikut:

Pertama, teori pendudukan ofcupation theory Properti
muncul karena adanya pendudukan pertama oleh orang atau
sekelompok orang yang kemudian disetujui dan dihormati oleh
kelompok lainnya. Dalam sisteasommon lawteai ini disebut juga
sebagai first possession theonatau teori penguasaan pertama.
Possession is the root of tile DGDODK SULQVLS SHQ\
pengakuan hak atas tanah.

Kedua teori pengerjaan tanalabour theory. Penguasaan atas
tanah terjadi karenupaya seseorang atau kelompok untuk mengolah
tanah tersebut secara produktif. John Locke merupakan pemikk klas
dalam aliran ini. Dalam ess®\D \DQJ WHUPDV\IM¥U EHU
Treatises of Government LD PHQNMgD e Q
Earth and all inferior creatures be common to all men, yet every man
KDV 3SURSHUW\" LQ KLV RZQ 3SHUVRQ" 7KLV
himself. The labour of his body and the work of his hands, we may
say, are properly his. Whatsoever, thée, removes out of the state
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that Nature hath provided and left it in, he hath mixed his labour with
it, and joined to it something that is his own, and thereby makes it his
property.

Ketiga, teori utilitarian yang menyatakan bahwa hak atas tanah
muncul kaena hukum baik yang bersumber pada negara atau
masyarakat telah menciptakan hak tersebut untuk tdjyaan
tertentu. Jeremy Bentham, John Stuart Mill merupakan pemikir klasik
pada kelompok ini.

Keempat, teori ekonomi terhadap properti yang menyatakan
bahwa hak atas tanah muncul sejalan dengan semakin terbatasnya
sumber daya (tanah) dan diperlukannya tanah sebagai faktor produksi
utama. Hak atas tanah menciptakan insentif untuk kegiatan produkiif.
Pandangan ini sejatinya masih dalam pengaruh aliratariéih, tetapi
dengan eksplisit memasukkan tujuan ekonomi ke dalamnya. Harold
Demsetz (1967) yang menteorikan evolusi-hak atas tanah dari
penguasaan komunal kepada individual sebagai akibat yang tidak
terhindarkan dari kebutuhan memanfaatkan tansdraefisien.

Tipologi Hak Atas Tanah

Penentuan tipologi hak atas tanah bergantung pada model
hubungan tenurial yang mendasari lahirnya -hak tersebut.
Ellsworth menyebutkan model hubungan tenurial tersebut sebagai
property regime(rezim kepemilikan)yang diartikannya sebagai
social relationship between three parties: the person with a right of
any kind, the person who forbears from violating that right, and a
third party (usually government or a court) who guarantees the right
and obligation to forkar (Ellsworth, 2002:4). Bromley dan Cernea
(1989:11) mengkategorikan kepemilikan atas tanah dan sumber daya
alam ke dalam empat model hubungan tenurial yaitu rezim hak privat
(private property regime rezim hak negarasiate property regime
hak komunahtas tanah dan sumber daya bersarmaetnon property

! Penerjemaharcommon property rightsebagai hak atas tanah dan sumber daya bersama

didasarkan pada definitkommon \DQJ GLQ\DWDNDQ ROHK (OOVZRUWK \
XQGLYLGHG ODQG EHORQJLQJ WR WKH PHPEHUV RI D ORFDO FRPP.
commorseperti ini makaommon property rightdapat disetarakan dengan hak komunal.
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regime dan rezim akses umurogen access regime

Lynch dan Harwell (2002:4) menjelaskapen accessebagai
MWKH DEVHQFH RI DQ\ PDQDJbeR¢ghQd&mikixnOHV R
open acceséni tidak dapat dinyatakan sebagai tipologi hak. Sesuai
dengan pembedaan konseptual antara hak dan aigses, access
merujuk pada situasi empiris mengenai akses pada tanah, bukan
konstruksi normatif tentang hak. Dengan demikian, sejatinya hanya
ada tiga tipologi rém pengaturan hak yaitu rezim hak privat, rezim
hak negara dan rezim hak komunal.

Rezim hak privat menunjuk pada hi#ik yang diemban oleh
subjek hukum privat baik perorangan atau badan hukum yang bersifat
eksklusif. Artinya pemegang hak privat dapat nefngrkan pihak
lain dari klaim dan penggunaan terhadap tanahnya. Eksklusifitas hak
privat ini adalah elemen kunci dari konsep hak privat menurut sistem
hukum barat. Panesar (2001:11), misalnya, menguatkan hal ini dengan
P H Q\D W DthNelh@linfark of a privee property right is the right to
exclude others from the enjoyment and interference with a particular
resource, $WDV GDVDU LWXODK PDND KDN SULY
yang terkuat dan terpenuh (lihat pula ketentuan Pasal 20 ayat 1 dalam
UUPA).

Meskipun demikian, pada hampir semua sistem tenurial, apa
yang disebut hak privat ini tetap tunduk pada pengaturan yang
diberlakukan oleh negara atau otoritas lokal. Tidak ada hak privat
yang bersifat tidak terbatas. Meskipun demikian, derajat kebebasan
hak privatini berbedabeda dari setiap sistem tenurial. Hak privat
ini dapat bersifat individual ataupun kolektif. Hak kolektif dimaksud
merupakan hak yang dipunyai oleh kelompok orang atau korporasi.

Hak kepemilikan oleh negarastéte property secara jelas
menunjukkan bahwa subjek hukum adalah institusi negara. Bromley
dan Cernea (1989:14) menyatakan bahwa hak kepemilikan negara
itu dilaksanakan oleh instansi pemerintah ataupun melalui pemberian
hak atau iziAzin kepada pihak ketiga untuk memanfaatkan taita
dalam durasi waktu yang ditentukan. Hzdk negara ini dapat
dilepaskan untuk menjadi hddak privat.
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Sementara itu terhadap hak komunal atas tanah dan sumber
daya bersamacémmon properlyterdapat perdebatan apakah rezim
tersebut termasuk ke dalam rezim hak privat atau hak negara bahkan
ada yang menyatakan bahwa kepemilikan bersama itu adalah akses
terbuka. Ekologis Garett Hardin (1968), misalnya, dengan teorinya
mengenaitragedy of the @mmons menyatakan bahwaommon
property itu menunjukkan absennya hak eksklusif seseorang atau
sekelompok orang serta ketiadaan pengaturan terhadap tanah dan
sumber daya alam di suatu tempat. Argumen Hardin ini mendapat
sanggahan dari sejumlah ahli sepéinya oleh pemenang hadiah
nobel, Elinor Ostrom (1990). Pada intinya para penyanggah Hardin
sepakat bahwacommon propertyitu bukanlah situasi ketidak
bertuanan suatu objekQR ERG\{V SURSHUW\ UHV QXOOLX
melainkan tetap adanya pengaturamg dibuat dan ditaati bersama
oleh sekelompok orang atas tanah dan sumber daya yang digunakan
bersama.

Apakah hak komunal itu akan masuk ke dalam rezim hak privat
atau hak negara bergantung pada sistem tenurialnya. Lynch dan
Harwell (2002:9) mengkonstrelkan bahwa hak komunal ini dapat
termasuk ke dalam hak publik (hak negara) maupun hak privat.
Meskipun demikian, hak komunal yang privat adalah hak yang
terkuat.

Konstruksi Hukum Adat Terhadap Hak Atas Tanah

Setelah melihat bagaimana tradisi filsaliaeral dan sosialis
mengkonstruksikan basis falsafati dan teori hak atas tanah serta
menyusun tipologi hakak atas tanah, maka pertanyaan selanjutnya
adalah bagaimana filsafat dan teori hak atas tanah untuk Indonesia
semestinya dibangun?

UUPA dengan tegs mengatakan bahwa hukum adat menjadi
basis hukum agraria nasional (Pasal 5). Hukum adat mempunyai
konstruksi teoretisnya sendiri tentang terjadinya hak atas tanah. Tanah
menurut hukum adat merujuk pada konsepsi komunatistigius.
Boedi Harsono (200%81) menyatakannya sebagai berikiibnsepsi
Hukum Adat dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang komunalistik
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religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual
dengan halkhak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus
mengandung unsur keberszam.

Dengan konsep ini jelas bahwa menurut hukum adathhiik
individual itu tidak dinafikan, melainkan berada dalam kesatuan hak
komunal dari masyarakat hukum adatnya. Hak komunal ini
merupakan hak bersama anggota persekutuan hukum itu terhadap
seluruh wiayahnya. Lebih dari itu, konsep religius menegaskan
bahwa tanah bukanlah sekedar objek materi apalagi hanya sebatas alat
produksi. Tanah merupakan wadah menjalankan kebudayaan dan
penghormatan kepada leluhur.

Boedi Harsono menyatakan bahwa hak bersamagavar
masyarakat hukum adat terhadap tanah yang disebut sebagai hak
ulayat atau berbagai nama lainnya, menunjukkan pada dua hal.
Pertama, sebagai hak kepunyaan bersama terhadap tanah. Ini
merupakan aspek hukum perdata. Kedua, sebagai kewajiban
mengelola, mergfur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan,
peruntukan dan penggunannya. Hal ini menunjukkan berlakunya
aspek hukum publik (Harsono, 2005:182).

Dengan penjelasan di atas maka jelas bahwa konsep hukum
adat terhadap hak atas tanah berbeda dengan kimssgp yang
berlandaskan pada filsafat liberal dan sosialis. Konsep hukum adat
tidak menyatakan bahwa hak individymlvat atau hak komunal
publik sebagai hak yang utama. Kedua hak tersebut ada dalam
posisinya yang berbeda dan terhadap subjek yang berbema dal
konsep hak ulayat. Hak individual yang bersifat privat berlaku
terhadap hakiak anggota kelompok terhadap tanah yang digunakan
untuk kepentingannya sendiri. Hak komunal merupakan hak bersama
warga persekutuan terhadap tanahnya, yang di dalamnya tendé&pat
hak individual. Aspek hukum perdata jelas terlihat dalam pengaturan
hakhak individual, dan pernyataan kepada pihak luar mengenai hak
kepunyaan bersama dari masyarakat hukum adat terhadap wilayahnya.
Sementara itu, aspek hukum publik nyata dalam lkdas lembaga
adat untuk mengatur wilayahnya. Dengan kata lain, aspek hukum
publik dari hak ulayat terlihat dari kewenangan mengatur ke dalam

Pertanahan | 205



untuk persekutuan hukum.

Keunikan hak ulayat dapat dilihat dari konsep tulisan Van
Vollenhoven mengenai hak yanmamakannydeschikkingsrechtu.
Van Vollenhoven menyatakan bahwaeschikingsrechtitu yang
kemudian disebut dalam Penjelasan Pasal 3 UUPA sebagaldyait
dan hakhak serupanyadalah hak dasar suatu masyarakat hukum adat
untuk mendapatkan manfaat dan mengatur tanah dan kekayaan alam
yang ada di wilayahnya. Hak itu menjadi dasar untuk mengeksklusi
pihak luar dan menjadi sumber lahirnya {rek individual dari
anggota komunitasetsebut. Konsep publirivat bechikkingsrecht
dari Van Vollenhoven ini dinyatakan dengan baik oleh Holleman
sebagai berikut:

[Beschikkingsrecht] is the fundamental right of a jural community
freely to avail itself of and administer all land, water ancest
resources within its territorial province (beschikkingsgebied, area of
avail) for the benefit of its members, and to the exclusion of outsiders,
except those to whom it has extended certain limited, and essentially
temporary, privileges. The right ofail is thus conceived also as the
basic communal source of a whole range of discrete and more or less
individualized user rights, which are vested in persons or groups by
virtue of their membership of the commuriidplleman, 1981:43}).

Konsepbeschikkigsrechtitu menunjukkan adanya karakter hak
privat melekat pada berbagai hak yang dipunyai secara kolektif
ataupun individual dari anggota komunitas. Dalam relasinya dengan
pihak luar, karakter hak privat bersama terhadap wilayah adat terlihat
ketika otortas adat atas nama seluruh anggota komunitas melakukan
tindakan mengeksklusi pihak luar untuk menguasai dan memanfaat
kan tanah dan kekayaan alam di dalam bhtaas wilayah adatnya.
Tindakan ini mengindikasikan bahwa hak ulayat itu bersifat eksklusif
terhadap pihak luar. Dalam teori hak kepemilikgmoperty rights,
sifat eksklusif menjadi penanda karakter privat suatu hak.
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Negaradan Penguasaannya Atas Tanah

Setiap negara memerlukan dasar hukum untuk melegitimasi
penguasaannya atas tanah. Penguasaan negara atas tanah dilandaskan
pada berbagai prinsip yang berbeda. Di masa Hindia Belanda,
penguasaan negara atas tanah berdasarkan pada doktemyang
menyat&an bahwa di luar tanaianah yang dikuasai oleh rakyat
termasuk tanakanah ulayat, adalatomeinatau milik negara.

Persoalan mendasar dari pelaksanaan dodttnineindi Hindia
Belanda ada pada lingkup berlakunya pernyatdamein negara.
Lingkup ini terkait erat dengan pengakuan terhadap ulayat masyarakat
hukum adat. Kelompok liberal yang dimotori oleh akademisi hukum
dari Universitas Utrecht yang menjadi kelompok pemikir pejabat
pejabat Hindia Belanda (dikenal kemudian dengan mazhab Utrecht)
menganuttafsir sempit terhadap hak ulayat. Artinya, ulayat hanya
berlaku pada wilayatvilayah yang dibudidayakan secara intensif
oleh masyarakat hukum adat. Sebaliknya, kelompok akademisi lain
yang dimotori oleh Van Vollenhoven dari Universitas Leiden
menganut palangan sebaliknya. Ulayat mengacu pada klaim
masyarakat hukum adat atas wilayah yang diakui oleh kelompok
masyarakat lainnya. Inilah tafsir luas terhadap lingkup ulayat.

Implikasi dari kedua tafsir ini adalah pada keluasan berlakunya
domeinnegara. Dengatafsir ulayat yang sempit makibbmeinnegara
menjadi lebih luas; sebaliknya penafsiran luas terhadap ulayat
menjadikan terbatasnydomeinnegara (Burns, 2004; Termorshuizen
Arts, 2010).

Setelah Indonesia merdekdan sejak diundangkannya UUPA,
doktrin domeindihapuskan. Argumen utamanya adalah bahwa negara
tidak selayaknya memosisikan diri sebagai pemilik atas tanah. Posisi
ini mengancam hakak rakyat terutama hak masyarakat hukum adat.
Atas dasar itu, doktrin hak menguasai negara muncul. Pettanza
doktrin ini ada dalam Pasal 33 ayat (3) Undamglang Dasar (UUD)

\DQJ PHQ\DWDNDQ 3% XPL DLU GDQ Nt¥t

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesstEHVDUQ\D NHPDNPXUDQ UDN\DW’
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Pasal 2 ayat (2) UUPA memberikdafsir otentik terhadap
cakupan hak menguasai negara ini. Negara, sebagai organisasi
kekuasaan dari seluruh rakyat hanya bertindak selaku badan penguasa.
.DUHQDQ\D NDWD 3GLNXDVDL" WLGDN GDODP SH
pengertiannya bahwa memberi wewag kepada negara dalam
posisinya sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia untuk:

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;

b. Menentukan dan mengatur hh&k yang dapat dipunyaatas
bumi, air dan ruang angkasa;

c. Menentukan dan mengatur hubundarungan hukum antara
orangorang dan perbuatgrerbuatan hukum yang mengenai
bumi, air dan ruang angkasa.

Tiga bentuk kewenangan yang diperoleh oleh negara tersebut di
atas, ditujukan untumencapai sebesaesarnya kemakmuran rakyat
dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

Kekuasaan negara atas bumi, air dan ruang angkasa ini berlaku
baik untuk tanah yang sudah ada hak atas tanahnya maupun yang
belum tersapat hak atas tanah dari aesw atau badan hukum.
Tetapi kekuasaan negara terhadap tanah yang sudah dihaki dibatasi
oleh isi dari hak tesebut. Artinya seberapa besar kekuasan yang
dimiliki oleh pemegang hak untuk menggunakan haknya yang
diberikan olehnegara, maka sebatas itupldekuasaan negara. Atas
dasar konsep ini maka dalam kepustakaan hukum agraria di Indonesia,
dikenal konsep tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk
menunjukkan tanatanah yang belum ada hak atas tanah di atasnya
dan tanakhanah yang tidak dikuasairngsung oleh negara untuk
tanahtanah dimana telah terdapat hak atas tanah

Sebagaimana disampaikan oleh Sumardjono, negara memper
oleh ketiga kewenangan itu karena tidak seluruh permasalahan atau
XUXVDQ SHUWDQDKDQ GDSDW GLVH®DHMVDLNDQ RC
di mana masyarakat dapat menyelesaikan masalah atau kepentingan
nya sendiri dan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan
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kepentingan atau hahkak pihak lain maka campur tangan negara tidak
diperlukan (MagnisSuseno dalam Sumardjono, 1998)5

Dengan demikiarhahwa hak menguasai negara itu sama sekali
tidak menghilangkan otonomi masyarakat untuk mengatur urusan
pertanahannya, termasuk di sini adalah otonomi masyarakat hukum
adat atas wilayahnya.

Sumardjono (1998:@) selanjutnyamenjelaskanbahwa hak
menguasai negara itu dibatasi oleh dua hal: pembatasan oleh UUD
1945 dan pembatasan yang bersifat susbtantif. Pembatasan oleh UUD
1945 berarti pentingnya menempatkan pelaksanaan hak menguasai
negara dalam kerangka penghormatan hak asasi wargaraneg
sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945. Pembatasan yang bersifat
substantif berarti pentingnya mengaitkan segala tindakan negara yang
didasarkan atas kewenangan menguasai atas tanah itu dengan tujuan
mewujudkan kemakmuran rakyat. Atas dasar inilah malkdk
menguasai negara tidak dapat didelegasikan kepada pihak swasta.

Kemakmuran rakyat dijabarkan oleh UUPA sebagai situasi
dimana rakyat memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan dan
kemerdekaan atas penguasaan dan pemanfaatannya atas tanah.
Namun, lebih dargsekedar menjadi alat untuk mencapai kemakmuran
rakyat, tujuan akhir dari hak menguasai negara adalah pembentukan
masyarakat dan negara hukum yang merdeka, berdaulat, adil dan
makmur (Safitri dan Moeliono, 2010:12). Pasal 2 ayat (3) UUPA
menegaskan hal imiengan menyebutkan:

Wewenang yang bersumber dari hak menguasai negara
tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai
sebesatbesar kemakmuran rakyat, dalam arti
kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam
masyarakat dan negara hukuimdonesia yang merdeka,
berdaulat, adil dan makmur.

Dengan karakternya sebagai kewenangan publik maka hak
menguasai negara hanya dapat diejawantahkan ke dalam tindakan
tindakan yang disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai
pengaturan, pembuatan kebijakapengurusan, pengelolaan dan
pengawasan. Tindakan menguasai secara fisik tizma baik untuk
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kepentingan terkait dengan pelaksanaan tugasnya maupun untuk
diserahkan kepada pihak ketiga harus mempunyai alas hak yang jelas.
Dalam hal ini hak pengelolaatiperlukan untuk penguasaan instansi
pemerintah pada tandahnah yang selain dipergunakan sendiri juga
dipergunakan pihak lain dan hak pakai untuk tatasmlah yang
dipergunakan sendiri.

Model Pengaturan Negara Atas Hak Masyarakat: Rekognisi
Integrasi dan Inkorporasi

Menghadapi fakta bahwa seluruh ssistem tenurial negara
bekerja di atas sistem tenurial masyarakat maka konflik antara sistem
tenurial negara dan masyarakat itu tidak terhindarkan. Konflik ini
utamanya muncul ketika nilailai, norma dan praktik antara kedua
sistem itu tidak bersesuaian. Legalisasi hak masyarakat adalah cara
negara untuk mengatur hak masyarakat yang bersumber dari sistem
tenurial yang berbeda. Dengan pengaturan ini maka potensi konflik
diharapkan dapat dihdari.

Konsep legalisasi tidak sama dengan pemberian sertifikat hak
atastanah. Legalisasi adalah upaya negara menyediakan kerangka
hukum untuk mengatur dan menerima 4@k masyarakat yang ada
atas dasar sistem tenurial poegara. Dengan konsep ini maka
legalisasi terdiri dari tiga model: rekognisi, integrasi dan inkorporasi.

Rekognisi merupakan upaya negara mengakui otonomi
masyarakat untuk menerapkan sistem tenurialnya secara penuh.
Meskipun otonomi dimaksud diakui melalui sebuah instrumen hukum
negara tetapi negara tidak mengintervensi masyarakat dalam
pemberlakukan sistem tenurialnya. Rekognisi ini mengindikasikan
pengakuan politik negara terhadap keberadaan sekelompok
masyarakat yang mempunyai kewenangan mengatur tanah, kekayaan
alam dan hubungan nerial di wilayahnya. Disebut sebagai
pengakuan politik karena dengaekognisi ini negara mengakui
bahwa da hakhak masyarakat yangadnbil oleh negara (Bedner dan
Berenschot, 2010:8). Pembentukan negara nasional dan pember
lakukan sistem hukum nasionamenyebabkan hakak yang
sedemikian itu hilang dari masyarakat pengembannya. Dengan
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rekognisi maka negara mengembalikan lagi -hak itu kepada
masyarakat tersebut.

Konstruksi rekognisi ini menjelaskan relasi hukum antara
negara dan masyarakat hukum aétetk-hak ulayat yang muncul dari
sistem tenurial adat banyak yang tersingkirkan karena adanylaakak
baru atas tanah yang diberikan negara pada wieslalgah adat.

Rekognisi juga menciptakan konsep yang lain terkait dengan
otonomi masyarakat hukum adddengan fakta bahwa masyarakat
hukum adat telah menjadi elemen dari negara nasional maka otonomi
mereka tidaklah Dbersifat mutlak. Kewenangan untuk melakukan
pengaturan atas wilayah adat itu bersifat setmnom. Wilayah adat
adalah arenarena pengaturasemiotonom gemiautonomous social
fieldg. Sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Moore, arena itu
menunjuk pada kemampuan relasi sosial dalam masyarakat untuk
menghasilkan dan menerapkan aturan dan kebiasaan mereka sendiri
namun pada saat yang bersamammgreka juga rentan terhadap
penetrasi aturan dan keputusan lain di luar mereka (Moore, 2000:5).

Sifat semiotonom dari masyarakat hukum adat terwujud dalam
pengaturan terhadap warga persekutuan adat dan wilayahnya yang
diberlakukan berdasarkan hukum adanh ditegakkan oleh lembaga
adat, namun terhadap pengaturan yang lain masyarakat hukum adat itu
juga tunduk pada peraturan yang diproduksi oleh negara.

Jika rekognisi memberikan semtionomi pada sistem tenurial
masyarakat maka integrasi bersifat sdéimgia. Dengan konsep
integrasi ini maka sistem tenurial masyarakat diserap ke dalam sistem
tenurial negara. Artinya, formulasi, penamaan, pengaturan dan cara
cara perlindungan halak atas tanah mengikuti seluruhnya pada
hukum negara. Ketentudetentuan koversi hakhak tanah berdasar
kan hukum adat sebagaimana dianut dalam UUPA merupakan contoh
model integrasi ini.

Terakhir adalah inkorporasi. Pada model ini, negara memberi
kan hakhak secara komunal pada masyarakat sesuai dengan nama dan
kategori yang adaalam sistem tenurial negara, tetapi pengaturan ke
dalam bagi halthak itu mengikuti aturan yang terdapat dalam sistem
tenurial masyarakat. Pemberian izin pengelolaan hutan kepada
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desa atau kelompok masyarakat tertentu dengan hak untuk mengatur
modelpengelolaan, pembagian hak pemanfaatan oleh warga desa atau
anggota kelompok adalah contoh dari model inkorporasi.

Praktik Penyelenggaraan HakHak Atas Tanah

Dalam perkembangannya, penggunaan berbagai hak atas tanah
yang telah diatur oleh UUPA tidaberjalan sesuai dengan prinsip
prinsip yang telah ditegaskan oleh UUPA. Praktik penyelenggaraan
hakhak atas tanah banyak yang menyimpang dari ketentuan
ketentuan yang telah diatur dalam UUPA. Kondisi ini terjadi karena
beberapa faktor. Pertama, penyelegan pelaksanaan prinsip hak
menguasai negara; Kedua, lahirnya sejumlah kebijakan agraria yang
bersifat sektoral dan tidak sejalan dengan Prinsip UUPA; Ketiga,
ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah; Keempat, konflik dan
sengketa agraria; Kelima, bahwadalam menyelenggarakan
pembangunan di bidang agraria, khususnya terkait dengan
penyelenggarashakhak atas tanah banyak yang tidak berdasar pada
ada yang digariskan oleh UUPA. Bagian berikut menjelaskan berbagai
persoalan praktis terkait dengan masatasalah tersebut.

Penyelewengan Prinsip Hak Menguasai Negara

Cita-cita ideal yang terkandundalam konsep hak menguasai
negara pada bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnyasebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA
memberikan peran sentral kepada negara untuk mengurus tanah dan
kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Untwdncapai citecita
ini, maka dibutuhkan negara yang kuat, karena sebagai pusat dalam
mengurus masalah agraria, dan juga disyaratkan negara harus netral,
bebas dari kepentingan lain kecuali kepentingan mensejahterakan
rakyat. Diperlukan pula prasyarat neggdudiman untuk menjalankan
prinsip hak menguasai negara tersebut. Namun, dalam praktiknya,
negara tidak pernah sunyi dari sejumlah kepentingan kelompok atau
individu yang mengatasnamakan kepentingan umum, atau
kepentingan rakyat, dan atau kepentingan areg(Fauzi dan
Bachriadi, 2001).
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Contoh bagaimana hak menguasai negara &tash yang
diselewengkan, sehingga mengakibatkan lahirnya sejumlah persoalan
agraria struktural, dapat kita lihat sepanjang kekuasaan pemerintahan
Orde Baru. Rezim otoritarianism@rde Baru, telah menjadikan hak
menguasai negara sebagai alat legitimasi untuk memberikan monopoli
dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah dan kekayaaan alam kepada
badanbadan usaha swasta dan babadan usaha pemerintah.
Pemerintahan Orde Baru menggunakek menguasai negara tidak
untuk kepentingan kemakmuran rakyat, tetapi memfasilitasi kegiatan
investasi secara besbesaran di lapangan agraria. Akibatnya terjadi
proses pengadaan tanah dalam skala besar untuk kegiatan investasi.

Konsep hak menguasaggara juga digunakan untuk membatasi
hakhak masyarakat hukum adat. Menurut Fauzi dan Bachriadi (2001)
kegairahan memegang kekuasaan negara baru membuat negara atas
nama hak menguasai negara mengambil alih hak masyarakat adat atas
WDQDK GDQ PHQIDWDKRD® Q3SHDN PHQJXD'
didelegasikan kepada masyarakat adat sejauh dipandang perlu.
Dengan demikian, atas nama negara, pemerintah menjadi patron baru
atas sejumlah masyarakat hukum adat yang diklaimnya sebagai bagian
dari komunitas bangsa Indonesiecara politik dan kultural.

Karenanya, diperlukan suatu perubahan cara pandang terhadap
konsep hak menguasai negara dengan mengatur lebih lanjut beragam
jenis hak atas tanah, termasuk menegaskan hak atas tanah bagi
masyarakat hukum adat. Pengaturanharus diintegrasikan secara
penuh dengan semangat kerakyatan, nasionalisme, fungsi sosial tanah
yang telah digariskan dalam Pasal 1 sampai dengan 15 UUPA.

Sektoralisme Pengaturan Perundangindangan Agraria

Sampai saat ini, kebijakan dan pengaturan pemigdndangan
mengenai tanah dan kekayaan alam yang tumpang tindih, saling
bertentangan dan bersifat sektoral masih terus berlangsung. Padahal,
TAP MPR No.IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam memandatkan untuk segdtaridia
dengan melakukan kaji ulang terhadap seluruh kebijakan mengenai
agraria dan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan
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antar sektor demi terwujudnya peraturan perundangaangan yang
didasarkan pada keadilan penguasaan, pemilikan, peagigudan
pemanfaatan atas tanah dan sumber daya alam.

Sektoralisme pengaturan perundamglangan agraria ini telah
berlangsung sejak pemerintahan Orde Baru berkuasa. Berbagai aturan
perundangamndangan mengenai tanah dan sumber daya alam
diproduksi tanpa engacu pada UUPA 1960, namun tetap memakai
konsepsi Hak Menguasai Negara sebagai legitimasi atas kedudukan
pemerintah yang dominan. Misalnya UU No.5 tahun 1967 tentang
Ketentuarketentuan Pokok Kehutanan (direvisi menjadi UU No.41
tahun 1999 tentang Kehui@n), UU No.11 tahun 1967 tentang
Ketentuarkentenuan Pokok Pertambangan (dicabut dan diganti
menjadi UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara), UU No.1 tahun 1974 tentang Perairan, UU No0.9 tahun
1985 tentang Perikanan.

Pada kenyataagmm, sektoralisme bukan sekedar kemelut di
bidang hukum pertanahan semata, tetapi lebih berakibat pada
ketidakpastian hukum bagi rakyat miskin pedesaan, termasuk mereka
yang hidup dalam lingkup hukum adat. Sekurkugang terdapat
33.000 desa yang masuk aial kawasan hutan yang status pemilikan
dan penguasaan tanahnya tidak jelas. Di wilayah tersebutlah jutaan
rakyat miskin yang mengalami ketidakpastian hukum dengan tanah
dan wilayah hidup mereka karena berada dalam kawasan hutan
negara.

Akibat sektoralismesuatu kenyataan ironis yang kita hadapi
adalah terjadinya dualisme hukum pertanahan atau sistem ganda
penguasaan dan pengelolaan pertanahan di Republik Indonesia ini.
Dimana seluas 120 juta hektar atau 62 persen dari wilayah daratan
Republik Indonesia diéowah jurisdiksi kementerian kehutanan
berdasarkan UU No0.5/1967 yang kemudian direvisi menjadi UU
No.41 tahun 1999 tentang kehutanan. Sedang tanah non kawasan
hutan berada di bawah jurisdiksi BPN berdasar pada UUPA.
Disamping itu, juga departemen lain melagh menguasai tanah
berdasarkan Undangndang yang memberi jurisdiksi, seperti wilayah
pertambangan dikuasai kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
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dan untuk wilayah pesisir dikuasai oleh Departemen Kelautan dan
Perikanan.

Karena sektoralismgerundangindangan agraria ini pula, tidak
jarang malah menimbulkan konflik karena setiap lembaga bekerja
berdasarkan jurisdiksi yang diperoleh dari undandang,
membangun sistemelembagaan dan manajemen hingga apamygu
sendirisendiri yang tidak jaang bertengkar satu sama lainnya. Selain
itu, ketegangan juga sering terjadi antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah, juga di dalam pemerintah daerah antara DPRD
dengan birokrasi pemerintahan daerah. Terjadi tarik menarik
kepentingan dan kewenamgauntuk mengatur siapa yang dapat
mempunyai hak, dan siapa yang menentukan pemilikan, penguasaan,
penggunaan dan pemanfaatan atas tanah dan kekayaan alam di
wilayah tertentu.

Ketimpangan Penguasaardan Pemilikan Tanah

Saat ini, potret pengusaan dpamilikan tanah dan kekayaan
alam sangatlah timpang. Badan Pertanahan Nasional menyebutkan
bahwa 0,2 persen penduduk negeri ini menguasai 56 persen aset
nasional, dan 62 sampai 87 persen aset tersebut dalam bentuk tanah
yang berupa tambatambang, keburgdan sebagainy@Vinoto;2010).

Data di atas menunjukkan bahwa ketimpangan penguasaan
tanah dan kekayaan alam terjadi karena adanya htoasie
penguasaan tanah pada segelintir orang. Ketimpangan ini dapat
ditemukan pada dua haPertama, ketimpangan antarpenyediaan
lahan untuk kegiatan ekstraksi dengan tujuan mencari keuntungan
bagi perusahaaperusahaan besar dan penyediaan lahan bagi aktifitas
pertanian rakyat.Kedua, ketimpangan disitribusi tanah diantara
kelompokkelompok petani. (Bachriadi dan Wirazip11).
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Kesimpulan

x Keadilan dan jaminan kepastian hukum dalam penguasaan tanah
adalah elemen penting untuk mewujudkan primsipsip negara
hukum dalam urusan agraria di Indonesia. Konsentrasi
penguasaan tanah dimana sekelompok kecil orang menguasai
sebagain besar tanah telah membuat membuat sebagian besar
rakyat hanya menguasai tanah yang sempit. Konstruksi hukum
yang ada masih belum memberikan kepastian hak kepada
masyarakat miskin dan masyarakat hukum adat serta kepada
beberapa instansi pemerint&ieh karena itu diperlukan penataan
halkhak atas tanah. Selain untuk menciptakan keadilan, penataan
ini juga diperlukan untuk memberikan kepastian -hak atas
tanah. Selama ini, ketidakpastian Hak atas tanah telah pula
menjadi sumber konflik dan sergila pertanahan yang tidak
berkesudahan antara instansi pemerintah dengan masyarakat, antar
instansi pemerintah dan antar warga masyarakat.

x Pasal 16 UUPA telah menyebutkan jej@sis hak atas tanah
antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunadn,
pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, hak
memungut hasil hutan dan hhkk sementara lainnya. Meskipun
demikian, dalam praktiknya ada beberapa hal yang belum
terakomodasi, misalkan berkaitan dengan hak ulayat masyarakat
hukum adat, hak ataalas hukum bagi instansi pemerintah dalam
penggunaan tanah yang dikenal dengan hak pengelolaan yang
justru lebih lengkap di luar UUPA. Penertiban hak atas tanah yang
sudah diberikan oleh nam kepada orang dan badan hukum,
seperti perusahaan kebun yang membangun kebun melebihi luas
hak guna usaha yang diberikan. UUPA belum mengatur batas
maksimum hak guna usaha untuk badan hukum.

X Pengaturan mengenai hhkk atas tanah semestinya harus sejala
dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Pembagian kewenangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal
pemberian dan pengawasan ek atas tanah perlu dirumuskan
dengan tegas. Peraturan yang ada selama ini belum memberikan
kekuasaan yangesnbang antar tingkat pemerintahan. Dalam
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kaitan dengan ini juga perlu memikirkan otonomi komunitas
masyarakat hukum adat untuk dapat mengatur dan memanfaatkan
tanah ulayat berdasarkan hukum adatnya.

X Perlu pengaturan lebih lanjut tentang Hek atas taah
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2)
UUPA. Dengan merujuk kepada Pasal 50 UUPA itu maka
pengaturan yang terintegrasi dan mempunyai kekuatan hukum
yang tinggi perlu disediakan. Pengaturan itu utamanya untuk
memuat ketantuaketentian mengenai hak milik, hak guna usaha,
hak guna bangunan, hak pagKaak sewa untuk bangundan hak
pengelolaan yang dapat menjadi pegangan hukum bagi
pemerintahpadan huidm, warga negara Indonesisarga negara
asingdanmasyarakat hukum adat.

Saran

X Mengacu pada analisis yuridis dan sosiolegal mengenai
penguasaan atas tanah di Indonesiangat diperlukan
dibentuknya undangundang tentang hak atas tanaimtuk
mewujudkan keadilan, kepastian, kesederhanaan pengaturan
tentang hak atas tanah.

X Pembentuka undangundang tentang hak atas tanah diharapkan
dapat mencegah munculnya konflik dan sengk&taah di
Indonesia.
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